
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025_2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun
secara terpadu dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona-l. Sementara itu
pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peratllran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Perencalaan,
Pengendalian, dan Eva-luasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jaagka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa
Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangun.rn Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencala Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana
Ke{a Perangkat Daerah.

Sejalan dengaa hal di atas, pada pasal 263 Ayat (3) Undang- Undang Nomor
23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan RPJMD adalah penjabaran
visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka wa]<tu lima tahun yang disusun dengaa berpedoman pada
RPJPD dan RPJMDN. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 20i7 pasal 4i bahwa tahapan pen1rusunan RPJiviD perlu di susun Tahapan
Dokumen RPJMD yang akan menjadi instrumen dalam rangka menuaikan janji politik
Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubemur terpilih melalui Penjabaran visi, Misi
dan Program Prioritas yang diusung. Oleh karena itu untuk menjamin terciptanya
sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan
pemerintahan maka proses penJrusunan RPJMD ini senantiasa mengacu kepada RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Papua Tengah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25 - 2029 ir,i disusun berdasarkan 7
(Tu.juh) Pendekatan yaitu teknokratis, Partisipatif, Politis, top down dan bottom up,
holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan perencurnaan pembangunan
daerah ya:rg dimaksud melipuli;
1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif diiaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala

daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang dibahas bersama dengan DPRD;

4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perenc€rnaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari Kampung,
Distrik, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional

5. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksa-nakan dengal mempertimbangkan
keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yarrg saling berkaitan satu
dengan lainnya.
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6. Pendekatan Integratif dilaksalalan dengan menyatukan beberapa kewenalgan ke
dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan daerah;

7. Pendekatan Spasial/ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke
ruangan dalam perencanaaa.

Dokumen RPJMD ini akan dijabarkan dalam Rencana Keq'a Pembangrnan
Daerah (RKPD), Selain itu RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029
merupakan instrumen dalam rangka menunaikan janji politik Gubemur dan wakil
Gubernur Provinsi Papua Tengah terpilih melalui penjabaran Visi, Misi dan program
prioritas yang diusung. RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 menjadi
dasar perencanaan daerah, sementara Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
seperti yang teicantum dalarl Peraturan Presiden Nomor 24 Tahurr 2023 adalait
strategi khusus yang diintegrasikan ke dalam RPJMD aga-r program percepatan dapat
be{alan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

RPJMD Papua Tengah juga menjadi dokumen Penjabaran dari Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) Periode 2025-2029 yang
dilantik pada tangpgal 20 Februari Tahun 2O25 dengan Yisi " Meuujudkan Papua Tengah
Emo-s, Adil, Berdaga Saing, Bermartobat, Harmoni.s, Maju dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum
Dasar Hukum Pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2O29 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor' 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

2. Undang-Undalg Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Penataan Ruang (Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Repubiik l:rdonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral<hir dengan Undang-Undalg Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Tambahan l,embaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentatg hubungan keuangan Antara
Keuangal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentar.g Perubahan Kedua atas UU Nomor
12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undargan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahwn 2022 Nomor 143);

9. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 terltang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ten:tang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2O29 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

1 1 . Pelaturan Pemeri.utah Nomor 18 Ta-hun 20 16 tertarg Pera.ngkat Daerah (Lernbalaii
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tantang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 594ii;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17, Tentang Pembinaan dan
Pengawasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2O17 Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O56);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O18 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyeleoggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah iiomor 12 Tahun 2O19 tentang pengelolaan Keuarrgal-r
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia nomor 63221;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Tambahan l,embaran Negara republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

2O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2O21 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

22. Peratrran Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor l8O);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tfrjuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 136);

24. Petaturat Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2O23 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahu.n 2O22-2O41(t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 53);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O25 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2O29 (lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O25 Nomor 19);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan
Ruang Wilayah;

27 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaaan Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.l/1212017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Penyelenggaraaa Kajian
Lingkungan Hidup Strateeis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 18 Nomor
8e);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera-h (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangu.nan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O18 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang Sistem Infoemasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia
Tahun 2O24 Nomor 845);

35. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tental:,g
Pembahan ketiga atas Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun
2021 Tentang Verifrksi, Validasi dan inventarisasi Pemuk*rakhiran Klasifikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

36. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2O25 Tentang pedoman
Penyusunan RPJMD;

37. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 38 Tabwn 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-2O45.

1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD memiliki hubungan dan keterkaitan yang exat dengan doknmen

perencanaan pembangunan daerah lainnya terutama Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Ke4'a Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 1.1
berikut:

Gambar l. I Hubungan Antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*El
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RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memiliki keterkaitan
dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah,

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2O45. Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Talrun 2025-2O29 ini
memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan
pada tahap RPJPD pertam a (2O25-2Oa5l.
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Rencana Pembangunal Jangka Menengah Nasional (RPJMDN) Pen5rusunan
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tehun 2025-2029 memedomani RPJMDN Tahun
2025-2029 terutama visi, misi, tujuan dart sasaran pokok RPJMDN, serta Agenda
Prioritas dan arah pengembangan wil ayah Provinsi Papua Tengah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi PenJrusunan
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tehlur: 2025-2029 juga mengacu pada RPJMD
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, terutama visi, misi, tujuan dan sasaran
pokok RPJMD, arah kebijakan dan ara.l. pengembangan wilayah Provinsi Papua
Tengah.
RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043
PenJrusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-2O29 memedomani
RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043, terutama terkait dengan rencana
poia ruang dan program pengembangan wilayah.
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang
diintegrasikan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk
pembaltgrlnan Papua Tengah yarrg lebih efektif dan berkelanjutan.
Dokumen Perencanaan Multi Sektor
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan
memperhatikan dokumen perencan€ran multisektor, seperti Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Papua (RAPPP).
Rencana Strategis Perangkat Daerah
RP.IMn Prouinsi Panua Tersah Tahun ?O?5-2O29 meniadi annan haoi Peranckat
Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahur. 2025-2029
sebagai dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-2029 akar. dijabarkan dalam RKPD
(Rencana Ke{a Pemerintah Daerah) sebagai rencana pembangunan tahunan
daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan selanjutnya akan
menjadi acuan dalam pen) rsunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 Maksud dan Trrjuan
Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahrn 2025-2029

adalah menyediakan pedoman b"gr pemerintah daerah dalam
mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu
tallon 2025-2029.

Adapun tujuan dari pen)rusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2029 ini sebagai berikut :

1. Menjadi <ioi<umen Penjabaran Visi dan iviisi KDH/WKDH da-iam menyeiaraskan
dan menentukan Arah Kebijakal, Sasaran, dan tujuan dokumen perencanaan
Daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, optimal, dan
sinkron baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah serta antara
Pusat dan Daerah;

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu
strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk
mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi
kepala daerah;

4. Menjadi Pedoman Penyusunan Rencala Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja
Pemerinta.h Daerah (RKPD) Pemerintah Pr'ovinsi papua Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Tellur. 2025-2029
Sistematika Penulisan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Tengah

Tahun 2025-2O29 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Pen)rusunan



1.3

-6

Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya;
if aksuci dan Tujuan
Sistematika RPJMD Te}lwn 2025-2029
GAMBARAN UMUM KONDIS] DAERAH
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.I.2 AspekKesejahteraanMasyarakat
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4 Aspek Pelayarlan Umum
Gambaran Keuangan Daerah
2.2.1 Gambaran ringkas Kondisi Keuangan Daerah lima Tahun Terakhir
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan
Permasalahan dan Isu Strategis
2.3.1 Permasalahan
2.3.2 Isu Strategis Daerah
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi, Misi, T\rjuan dan Sasaran
Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Program Perangkat Daerah
Kine{a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PENUTUP

l.+
1.5

BAB II
2.t

,c

BAB III
3.1
3.2

BAB IV

4
4

BAB V

1

2



7-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1.1 Karakteristik Lakasi dal Wilayah
A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat,
Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan
Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8
Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika
merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua
Tengah dengan luas sebesar 18.298,95 kmz, sedangkaa Kabupaten Deiyai merupakan
wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan
luas sebesar 2.846,47 km2. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas
administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menu.rut Kabupaten
Tahun 2025

No Kab/ Kota Ibukota Luas (Km2)
I 2 4
1 Nabire Nabire 1 1.806,09
2 Paniai Enarotali 5.306,87
3 Puncak Jaya Mulia 5.986, r9
4 Mimika Timika 18.298,95
5 Ilaga 7 .70t,o3
6 Dogiyai Kigamani 3.792,93
7 Intan Jaya Sugapa 5.334,45
8 Deiyai Tis, 2.846,4r

Papua Tenga-h Nabire 6r.o72,91
Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua| 2O25

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah

,9
"@

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data
Tahun2022

2.1 Aspek Geografi dan Demografr
2.1.1Aspek Geograli

Aspek geografr dilakukan dalam ralgka memperoleh gambaran mengenai
karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengernbangan wilayah, kerentanan wilayah
terhadap bencala.

Puncak

L-r

E
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Tabel 2. 2 Jumlah Kecamataa / Distrik, Kelurahan, dan Desa/Kampung
menurut Kabu 20t9-2023

Sumber Data : BPS Papua Tengotq 2024 (dato diolah)

Berdasarkan data di atas terdapat 131 Distrik/ Kecamatan, 36 Kelurahan, dan
1.395 kampung/desa yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
B. Topograli

Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran
rendah) darr pegrrnungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran
rendah dengan luas mencapai 23.957 ,8O km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki
wilayah pegunungan dengan iuas mencapai 2.O7A,|A km2 pada ketinggian 3499-5039
mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topograli yang berada di Provinsi Papua
Tengah dapat ciiiihat pacia tabei dan gambar berii<ut:

Tabel 2.3 Luas Berdasarkan K an di Provinsi

Sumber : RTRW Prouin si Papuo Tolun 2O13, Peta RBI dan Hasil Pengolalnn Data
Tolrun 2022

1 Nabire 15 9 80
2 Paniai 24 5 2tl
3 Puncak Jaya 26 299
4 Mimika 18 I9 i33
5 Puncak 25 206
6 Dosiyai 10 302
7 Intan Jaya 8

Deivai 5 67
Jumlafr lJl JO 1.J95

1 < Z\JJ III zc.Yo ( ,ov
2 203 m - 511 m 4.222,47
3 511m - 863 m 5.744,87
4 863m-125Om 4.836,19
5 125O m - 1643 rn 4.535,36
6 1643m-2O4lm 5.252,62
7 2O4l rn - 2466 rn 4.479,42
8 2466m-2930m 3.553,47
9 2930 rn - 3449 rn 2.471,60

3499m-5039m 2.O78,14

No Kab I Kota Kecamatan / Distrik l1.eluraftart DesaT Kampung
l 2 J 4 5

97
8

No Ketineeian Luas {km2}
1 o 3

10



-9-

Gambar 2.2 Peta Topograli Provinsi Papua Tengah

,E

S,:mber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2O13, Peta RBI dan Hasil Pengolahan
Data Tahun 2O22

C. Hidrologi
Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas

tangkapan dari Daera-h Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengal terluas adalah
Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seiuas 16.669,87 krn2
sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaltan Sungai di Provinsi Papua Tengah
terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 kmz.
Untuk lebih jelasn5za mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4 Caku an Daerah Pen S di Provinsi a

No. Kabupaten/ Kota Nama Daerah Aliran Sungai
(DAS} Luas (ha)

Baue 40.460,15
Hamuku 53.213,34
Kubai 31.331,60
Makimi ao.a27,t9
Murpurka t26,33
Nabire I ?A nrq nn
Omba 3.432,61
Siriwo 362.783,37
T\rwasoi 26.886,50

24.644,45
Wanggar
Wapoga

161.651 ,57
72.660,85

Warenai 123.727,24
Wondiwoi 5.566,69
Woworoma 74.966,28

1

DAS di Pulau-Pulau Kecil 6.361,83
Luas DAS Nabire 1.180.O20,55

Kamura 51.606,88
Mamberamo 78,60
Mimika 19.738,55
Mukumuga 14.913,84
Murpurka t62.23t,62
Siriwo 80.230,8 r

Paniai

Wapoga 16.623,27

'@.

)
'1 Eg

Wamalro

Nabire

2
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Warenai 185.205,18
Luas DAS Paniai 530.628,75

Punca-k Jaya Fiilancien l+.b'/o,'/8
Mamberamo 585.02s,41

Luas DAS Puncak Jaya 599.694,20

Mimika

Aikimiugah 195.815,13
Anindua 31.039,46

20 ez1'l 'l O

Cemara 209.879,).2
Iape 34.822,t4
Jera 49.379,79
Kamura 171.150,84
Maa-kwe 91.848,54
Mimika 109.O71,37
Mukumuga 249.286,27
Murpurka 42.577,33
Omba 24.t97,47
Otokwa 316.098,18
Peter 1.816,00
Potewal 48.107,43
Umari 80.598,87
Umuk/Wamuka 43.343,77
Wamaro 90.o39,79

419 CL

Luas DAS Mimika 1.833.519,35
Aikimiusah 23,30
Bunga 18.684,93
Cemara 40.925,O7
Eilanden 42.376,59
Mamberamo 635.525,89
Mukumuga 407,50
Otokwa 86t,76
Peter 43r,27
Warenai 31.677 ,67

Luas DAS Puncak 770.913,98

6 Dogiyai

76.71A,82
Iape 19,58
Jera 4.888,40
Murpurka 177.O24,95

'70 e1a d<
Siriwo t2.599,47
Umari 2t.820,t3
Wangqar 6.764,69

Luas DAS Doeiyai 379.O50,49

7 Intan Jaya

Mamberamo
Mukumuga

353.908,13
110,75

Murpurka 49,66
Wapoga a4.46r,77
Warenai 95.O28,91

Luas DAS Intan Jaya 533.559,21

8 Deiyai

Kamura 43.996,44
Maakwe 29.O77,35
Mimika t21.625,30
Mukumuga o,27
Murpurka 89.950,75

Luas DAS Deiyei
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah 6.tt1.976,98

4

5 Puncak

284.590

Sumber : RTRW Prouinsi Papua Tengah Tolun 2O23-2O43**

ls

I

I

I

Anindua
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Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah

tuu@a-_

D. Rawa;r Bencana
Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir,

tsunami, kebakaran hutal dan lahan, cuaca ekstrem, likuifaksi dan gempa bumi.
1. Banjir

Banjir merupakan saiah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana
hidrometeorologi adalan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus
hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana
hidrometeorologi bempa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin
puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Bencaaa hidrometeorologi yang sering te4'adi di Papua Tengah adalah banjir dan
banjir rob. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam
jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah
hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari
angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah berdasalkan Tingkat Kerawanan Banjir per Kabupaten di
Provinsi ua Te H

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah
rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat
kerawana-n tinggi. Pada Februari 2023 teqadi banjir bandang di Kabupaten Mimika,
tepatnya di Distrik Tembagapura di mana PT Freeport Indonesia berada. Penyebab
utama baajir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada
Jaluari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan

Nabirc troE c 1 t6522,70 t42597,77
Paniai 23,88 1.27,27 19555,71
t'uncak Java 274,33 11638,12 100652,44
Mimika 61657,33 520770,O4
Puncak t4t,66 742r,94 69626,42
Dogryai 50,74 442,34 15507,38
lntan Jaya 1,O0 252,13 3769,39
Deiyai 31,27 2504,53 22384,r7

h

-I

.-al*- F,f

\ Z

?

Luas Wilayah Rawan Baniir (Ha)
Kabupaten Kerawanan

Rendah Kerawanan Sedang Kerawanan Tinggi

t249,23
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lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah
longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten foiimika, Kabupaten iiabire juga terdampak oleh bencana
banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada
akhir tahun 2O221du. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkal oleh curah
hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan
bang:nal dan barang akibat terendam air, gaagguan kesehatan warga, kerusakan
lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa.
Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan da-larn penanggulangan
bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan
pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi
ini.

2. Tsunami
Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air

bawah laut karena pergeseran iempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan
jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat
mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 3O meter. Meskipun tsunami
tidak terlalu merr:sak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak yang
ditimbulkan saagat tinggi. Fenomena tsunami seringkali te{adi karena gempa yang
disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah
longsor te{adi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai
dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada
risiko yang iebih besar jika berlokasi kurang <iari 25 meter di atas permukaan laut cian
dalam beberapa meter dari garis pantai.

Tabel 2. 6 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana
Tsunami di Provinsr a Ten H

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi te{adi tsunami atau bukan
daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah te{'adi gempa
bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan
bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten
yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasal
pesisir.

Mimika 5072,75Rendah Nabire 498,09
Sedang Nabire 1357,30
Tineei Nabire 2776,56
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Gambar 2. 5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tenga-h

t;\

,l
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Sunber: RTRW Prouinsi Papua Taluttt 2Oi3, Petu RBI dan Hasil PetLgolalott Data
Talun 2O22

3. Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan

dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan
kerugian ekonomi dan /atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap
te{adi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang menjadi perhatian
adalah gejala El Nino. El Nino teq'adi akibat naiknya suhu muka laut di Pasifrk. Bila
kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat celsrus, maka Indonesia akan
mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan
secara luas te{adi di tanah Papua. Peningkatan jumlah hotspot tidak terlepas dari
pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah yang terbakar
adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra satelit, perubahan
penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas
di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam
pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaraa hutan dan lahan di Papua ini banyak
te{adi di Kabupaten Merauke dan Mappi.

dan Lahan Kabu ten di Provinsi ua Ten H

i i{abire 327.790,a| 767.439,44 32.475,72
2 Paniai 49.524,36 408.57,59 57.O87,54

J
Puncak
Java 136.220,t2 ar.arr.72 a.442,17

4 Mimika 490.680,50 170.403,91 42.253,O1.
5 Puncak tt7.972,94 78.064,88 85.435,94
6 Dogyai 57.501,44 29.262,22 3.069,48
7 Intan Jaya 46.787,22 38.167,35 8.234,49
8 Deiyai 28.35r,20 23.867,35 2.970,27

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

r

r^/1

L

Tabel2.7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan

Luas Wilavah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)
No Kabupaten Kcrawanan

Rendah Sedans

l/^-^--.-- ^-

TinsEi
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Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla
berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan
hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi
kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala
bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga
pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk berjaga-jaga.
4. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak
lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara,
kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama
keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang
menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjanga-n.

Tabel 2. 8 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per
Kabu ten di Provinsi Pa T H

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Cuaca ekstrem kerap terl'adi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data
kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan
tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup dirasakan
oleh Kabupaten Punca-k. Kekeringan akibat musim kemarau berkepaljalgan yang
diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agaadugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten
Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa.
Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun teq'adi di kabupaten ini. Oleh karena
morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika terjadi
fenomena el nino justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga tanama-n
perkebunan menjadi mati dan gagal panen.
5. Likuifaksi

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat
tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan
oleh geurpa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir- halus da-u jenuh air. Fenomena ini
biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau zorra-zor.a dengan
tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah
gempa, di mana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Tabel 2. 9 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuifaksi per Kabupaten di
Provinsi

1 Nabire 243.095,0O 149.416,OO 49.l44,70
Paniai 2.819,O5 25.749,4C

3 hrncak Jaya 30.739,00 107.009,00 43.332,90
4 Mimika 734.7A5,50 42a.652,50 277.O20,50
5 Puncak 44.449,4O 34.729,4O 65.543,90
6 Dogiyai 13.793,60 4.352,65 8.484,65
7 | tntan Java 13.O59.20 645,42 37,30
8 Deiyai 46.437,70 3.386,67 74.482,30

1 Nabire 265.462,91 9 i.288,39 2.609,64
2 Paniai 79.647,O5 2.193,49 0,00

Puncak Jaya 24.323,44 rs2.623,s6 o,oo
4 Mimika 312.9t6,52 479.237,64 3.792,25
5 Puncak 15.650,07 1 1 1. 140,88 o,00
6 Doeiyai 12.496,77 t3.454,94 o,oo
7 Intan Jaya 6.564,27 5.832,3r o,00

Kabupaten t
Rawan Cuaca Ekstrem

No
Luas
Rendah

Luas Wilayah Rawan Likuifaksi (Ha)
KabupatenNo I Sedane TinesiRendah

Sumber: InaRISK BNPB, 2023



Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuifaksi
tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu
faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan
kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuifaksi rentan te{adi di
daerah dengan struktur tanah berbutir halus dart jenuh air.

6. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaaa bumi

akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan
gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau
lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.
Sebegan besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupalan kawasan dengal tingkat
kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinCg. Kawasan dengan kerawanan gempa
bunri yarrg rendair fireliputi se'uagiarr wiiayah Kabupaten F\ncak, irrtar-r Jaya, Plflrcak
Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke da-lam zona tingkat kerawanan
yang tinggi.

Gambar 2. 4 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah

-15-

I

Stmber: RTRW Prouin si Paoua Tahun 2013. Peta RBI fuin Hasil Penaolahan Data
Talatn 2O22

2.1.1.2 Potensi PengembanganWilayah
2.7.1,.2.i Potensi Hutan
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi
Indonesia mencapai 11.667,75 km2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua
Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah
ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km2. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel2. 10 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No Kab/ Kota

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Peraira;r

Hutal
Produksi

Tetap

Hutan
Produksi

Dapat
dikonversi

Jumlah
Luas

Hutan dan
Perairan

Hutan
Lindung

Suaka
Alam
dan

Pelesta
rian
Alam

Hutan
Produksi
Terbatas

1 o 3 4 5 6 7 o

1 Nabire 15.848.6
72 6.890.351 90.772.+4

1

35.476.44
6

31.425.9
q3

-._J'

r

\-

N/A
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Stmber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2024.

Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada
di Kabupaten Mimika mencapai 177.563.770 Ha, sementara luas hutan dan perairan
yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel2. 11 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi T

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah

EI

3

"@

SLmber: R'L-RW ])rouinsi Papua'lbhtn 2013, Peto RBI dan Hasil Pengolalnn Data
Tahtn 2O22

2 Paniai 4.573.20A 24.182.70
3

23.540.80
9 N/A 68.686

Puncak
Jaya 9.311.408 52.253.75

7
N/A 4.502.40

4 Mimika 4.936.50
0

23.946.46
4

88.781.58
5

2r.902.9r
6

N/A 37.995.7
o5

5 Puncak 887.365 22,724.76 887.365,0
o

279.549.4
8

N/A 131,953.
77

6 Dogiyai 89.408 635.911 33.423.88
9

29.433.20
5

N/A 3.265.36
5

7
Intan
Jaya 479.941 2.681.830 49.550.24

I
41.886.06

3
N/A 4.502.40

7

8 Deiyai 918.O91 2.375.207 25.244.46
9

21.390.81
o N/A 564.361

Papua Tengah
23.159_9 50.4r4.37

9
369.100.4

50
2o3.64t.2

97 N/A 42.324.9
24

1 Cagar Alam Darat 1.418,85

2 Hutan Lindung 24.888,42

Suaka Margasatwa Darat 931,16

4 Taman Nasiona.l Darat 11.336,87

5 Taman Nasional Laut 1 8 1 1

6 Taman Wisata Alam Darat 62,74

E@@E

idr
... ,-.i

30.o11.O4
8

:./

,

-
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B. Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari

perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan
yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat.
Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan ralryat dapat melihat rinci luasan tutupan
lahart pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 12 Luasan Tutu an Lahan di Provinsi Ten

Sumber: RTRW Prouinsi Papua Tengah 2023-2043 **

Gambar 2. 7 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah

No
1

Tutupan Lahan
Air Danau / Situ

Luas Tutupan Lahan (Ha)
24.271,37

2 Bandara / Pelabuhan 654,60
J Belukar 137.203,81
4 Belukar Rawa 72.247,63
5 Hutan Lahan Kering Primer 3.696.O95,75
6 Hutan Lahan Kering Sekunder 623.370,34
7 Hutan Mangrove Primer 209.088,02
8 Hutan Mangrove Sekunder 13.018,73
9 Hutan Rawa Primer 756.O94,67
10 Hutan Rawa Sekunder 76.060,97
11 Hutan Tanaman 9,62
L2 Pemukima;r 15.985,35
13 Perkebunan 19.692,89
l4 Pertambangan t.624,O7
15 Pertanian Lahan Kering 18.986,97
16 Pertanian Lahan Kering Campur 200.750,10
t7 Savana / Padang rumput 160.972,94
18 Sawah 1.401,69
t9 Tambak 83,12
20 Tanah Terbuka 80.798,95
2t Transmigrasi 3.531,46

Grand Total 6.ttt.976,94

Stmber: RTRW Prouinsi Papua Tengah 2023-2043**

l]
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2.L.1.2.2 Potensi Laut
A. Batimetri

lkrakteristik perairan berdasarkan kedalaman di Provinsi Papua Tengah
menunjukkan perbedaan yang mencolok antara $rilayah utara dan selatan. Secara
umum, perairan laut di provinsi ini terbagi ke dalam dua kawasan utama, yaitu
perairan Laut Teluk Cenderawasih di brgian utara dan perairan Laut Arafura di bagian
selatan. Kedalaman perairan di kedua wilayah tersebut sangat bervariasi dan
mencerminkan kondisi oseanografi yang kompleks. ProIil batimetri Kawasan sebagian
besar wilayah di sebelah timur cenderung lebih dangkal daripada wilayah Teluk
Cenderawasih sebelah barat Pada wilayah utara, perairal Laut Teluk Cenderawasih
memiliki kedalaman yang berkisar antara 10O meter hingga lebih dari I.OOO meter,
terutama pad,a znna pelagis dan laut lepas. Kawasan ini termasuk dalam kategori
cekungan laut dalam (deep sea basin).

Gambar 2.8 Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cendrawasih dan Laut AraJuru

Gambar 1. Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cenderawasih dan Laut Arafura (Sr-rmber
: KKP,2O22l.
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Sebalilcrya, pada perairan Laut Arafura di bagian selatan wilayah Papua Tengah
yang berbatasan iangsung dengan Kabupaten Mimika memiiiki karakteristik yang
relatif dangkal. Kedalaman perairan di kawasan ini umumnya berada pada kisaran 5
hingga 8O meter, terutama di wilayah landas kontinen Arafura yang luas, dangkal, dan
sangat produktif seb"gai habitat bagi berbagai jenis ikan demersal dan udang (Peta
Laut Indonesia No.15l, Pushidrosal, 2O14).
B. Sumber Daya Hayati

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Tengah, khususnya di
b,gian utara, dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi.
Keanekaragamal ini meliputi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove,
serta berbagai jenis ikaa, krustasea, dan moilusca, ditambah dengan potensi sumber
daya non-hayati lainnya. Ekosistem terumbu karang di Perairan Teluk Cenderawasih,
y:trg tcrmasuk dalam wilayah segitiga karang dunia (Wr.rrld C<-rral Trianglc), dikcna-1
sebagai salah satu area dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya.
Sementara itu, wilayah pesisir selatan Papua Tengah, yaitu perairan Laut Arafura,
merupakan salah satu perairan yang kaya akan sumber daya ikan pelagrs dan
demersal, menjadikannya salah satu wilayah penangkapan ikan utama di Indonesia.
Di pesisir ini juga terdapat ekosistem m€rngove yang luas, yang mendukung kegiatan
perikanan tradisional dan komersial.

Kegiatan utama yang berkembang di kawasan ini mencakup perikanan tangkap,
budidaya laut, industri, perdagangan, dan transportasi laut. Selain itu, wilayah inijuga
memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari, pengelolaan kawasan taman
nasiona.l laut, dan konservasi perairan.
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1 Ekosistem Terumbu Karang
Sebaran terumbu karalg di perairan pesisir Provinsi Papua Tengah hanya
dapat ditemui Kabupaten Nabire. Status kondisi terumbu karang di Provinsi
Papua Tengah umumnya dari sedang sampai dengan baik. Teluk Cenderawasih
memiliki tipe-tipe ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan perairan dangkal yang kurang dari 2O m.
Beragam jenis vegetasi mangrove dan hutan pantai, beragam jenis lamun, serta
beragam jenis terumbu karang terdapat di kawasan Teluk Cenderawasih.
Terumbu karang merupakan ekosistem yang tersebar secara luas dan paling
dominan dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Terumbu karang di Teluk
Cenderawasih tersebar terutama di tepi pulau-pulau dan di sekitar gugusan
pulau yang ada di dalam kawasan teluk. Potensi karang di Taman Nasional
Teluk Cenderawasih tedapat t 2OO jenis karang yang tedi,-i dari 67 genus dan
sub genus jenis karang Scleractinia. Di kawasan ini dijumpai pula adanya
koloni blue aral (Heliopora coenela), karang lunak dari jenis Sacroplgton sp,
Gorgians (Anthipathes sp/. Jenis karang pada zona reef slope antara lain
Leptoseris spp, Montipora spp, Oxgpora spp, Pacgseri.s spp, Hicedium
clepantatus darr Hicedium poitesnts.

Rata-rata persentase tutupan karang hidup di bagian dalam teluk, khususnya
di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebesar 36,13yo. Persentase
tutupan karang hidup tertinggi terdapat di Pulau Yoop, yaitu sebuah pulau kecil
berpenduduk yang ada di depan Teluk Wandamen, dengan nilai 63,33%.
Sedangkan persentase tutupan karang hidup terendah di perairan Kampung
Rtrmberpoon, yaitu sebesar 23,O7"/o - Terumbu karaag di kawasan Taman
Wisata Perairan (TWP) Padaido, yang terletak di bagian utara Teluk
Cenderawasih, berbatasan dengan perairan Samudera Pasifik didominasi oleh
tipe karang tepi ffinging reefl dal: diikuti oieh tipe karang penghalang (banier
reefi). Habitat terumbu karang di kawasan TWP Padaido umumnya berada pada
kedalaman antara 3O-4O m, dengan persentase tutupan karalg hidup sebesar
35,85% (Giyanto et al., '2tJ l7'1.
Potensi ekosistem terumbu karang di provinsi Papua Tengah sangat bernilai
secara ekologi untuk menunja-ng kegiatan perikanan dan pariwisata. Selain itu
Karal(eristik perairan yang berada di Kabupaten Nabire pada wilayah timur
yang sebgian besar adalah kepulauan di mana terdapat gugusan Kepulauan
Moora dan dibagian baratnya merupakan pulau-pulau kecil di Kawasan Teluk
Cenderawasih yang juga merupakzrn bagiaa dari Tamal Nasional Laut Teluk
Cendrawasih memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta
keindahan bawah lautnya.

2. Padang Lamun
Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang telah sepenuhnya beradaptasi
dengan lingkungan laut. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian Oseaaografr-BRlN pada tahun 2018, diperkirakan luas padang
lamun di perairan timur Indonesia, termasuk di wilayah Papua, mencapai
sekitar 284.660 hektare. SebFgm besar padang lamun ini tersebar di wilayah
Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, terutama di kawasan Teluk
Cendrawasih dan Kepulauan Moora. Secara umum Lamun di Teluk
Cenderawasih tersebar cukup luas, terutama di Perairan Biak-Numfor, Supiori,
Kepulauan Yapen, perairan Nabire, dan Teluk Wondama. dengan jumlah jenis
yang teridentifikasi adalah 9 jenis (P2O LlP[,2Ol7) dari 12 jenis iamun yang
ditemukan di Indonesia. Jenis lamun yang distribusinya paling luas dan paling
serirrg ditenruk,rdi adaiah Enludus acroirles, Thalassia hempriclii" Cgntodocea
rofiindata dan Sgingodium isoetifolium. Kondisi Padang lamun di Teluk
Cenderawasih berkisar dari sedang sampai dengan baik.
Lamun di beberapa tempat di Teluk Cenderawasih juga merupakan habitat bagi
spesies kharismatik, seperti dugong dan penyu hijau (Tapilatu et al., 2022\,
sehingga pelestaria-n ekosistem lamun perlu mendapatkan perhatian,
khususnya lamun perairan dalam yang didominasi oleh jenis Halophila sp darr
Halodule sp. Jenis lamun yang paling sering ditemukan dan memiliki distribusi
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luas di wilayah ini antara lain Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii,
C5rmodocea rotundata, serta Syringodium isoetifolium. Kondisi padang lamun
di Provinsi Papua Tengah bervariasi, mulai dari kondisi sedang hingga
baik. Potensi dan pemanfaatan padang lamun di provinsi ini mencakup sebagai
objek penelitian, pemanfaatan sumber daya ikan, serta sebagai habitat bagi
ikan-ikan ekonomis penting dan dugong.

3. Ekosistem Manpgove
Ekosistem mangrove adalah tipe hutan yang khas, terdapat di sepanjang
pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan
mangrove di Papua Tengah memiliki peran ekologis dan ekonomi yang sangat
penting. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) tahun 2024, luas hutan mangrove eksisting di Papua Tengah mencapai
sekitar 3O3.820 hektar dengar-r jumlah spesies marrgrove mencapai 52 spesies
dan kerapatannya berkisar antara 603 - 382O pohon/Ha. Upaya pelestarian
untuk menjaga fungsi ekosistem mangrove tersebut dilakukan melalui
pengelolaan yang baik dan beaar. Salah satu yang perlu dilakukan dalam
mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi dan
pengamatan terhadap kondisi potensi dan keanekaragamannya. Beberapa
jenis mangrove yang ditemukan di Papua adalah: Rhizoplara apiculata,
Rhizoptara mucronata, Rhizoplara stylosc, Sonneratia alba, Ceiops tagal,
Brugtiera ggmnonhiza, Aubennia alba, Auicennia maina, Autcennio lanata,
Auicennia officinalis, Sonneratia caseolais, Gandelia candel, Ngpah sp, Ngpah
fiuticat*, Xglocorpus granatum. Sebaraa hutan mangrove terbesar di Papua
Tengah Sebagian besar di Kabupaten Mimika dan sisanya di kabupaten
Nabire. Umunya mangrove ini tersebar di wilayah delta, muara dari sungai-
sungai besar, pesisir, daerah pasang - surut dan sungai -Sungai. Kawasan
pesisir pantai selatan Provinsi Papua Tenga terutama di Kabupaten Mimika
adalah kawasan yang paling tinggi dengan luasaa dan tutupan hutan
mangrovenya. Selain itu, kawasan seperti Pigapu Nimaotimi juga dikenal
sebagai pusat konservasi ekosistem mangrove yang memiliki peran penting
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan darr mendukung kehidupan
masyarakat setempat. Hutan mangrove di Papua Tengah tidak hanya
berfungsi sebagai pelindung pesisir dari erosi, tetapi juga sebagai habitat yang
penting bagi berbagai spesies laut serta sebagai sumber daya alam yang
mendukung perekonomian masyarakat pesisir.

4. Spesies Kharismatik
Wilayah perairan Papua Tengah juga menjadi rumah atau habitat dari berbagai
spesies kharismatik atau langka. Tercatat berbagai jenis penyu, hiu, serta
mamalia laut ditemukan di wilayah perairan ini. l,ebih dari 80% spesies penyu
yang terdapat di indonesia dapat temukan di perairan pesisir Papua Tengah.
Tercatat pen5ru-penyu tersebut berada sekitar area Taman Nasional taut Teluk
Cendrawasih di Kabupaten Nabire. Penyu adalah salah satu hewan kharismatik
yang ditemukan di Teluk Cenderawasih disebabkaa oleh keberadaan habitat
alami seperti terumbu karang, padang lamun, dan pantai berpasir. Empat dari
tujuh spesies penyu di dunia tersebar di Teluk Cenderawasih dan Bentang Laut
Kepala Burung (BHS) secara umum. Keempat jenis penyu tersebut adalah
penyu hijau (Clelonia mgdas Linnaeus, 1758), penyu sisik (Eretmoclelgs
imbicata Linnaeus, 1766), penyu lekang (Lepidochelgs oliuacea Eschscholtz,
la29l, dan penyu belimbin g (Dermocltelys coiaceaYandeni, 1761). Penyu hijau
tersebar di Bentang Laut Kepala Burung dan Teiuk Cenderawasih, nainun
umurnnya berada di perairam pesisir dan diperkirakan meirgiruni perairan
dangkal dan daerah mencari makan.
Kawasan perairan Teluk Cenderawasih merupakan habitat dan daerah migrasi
atau perlintasan dari beberapa spesies kharismatik dan spesies-spesies penting
yang dilindungi lainnya. Dari golongan ikan, beberapa jenis hiu dijumpai di
kawasan Teluk Cenderawasih, diantaranya Hiu Paus (Rhinadon tgpus), Hiu
Reef Whitetip (Tfiaenodon obestts), Hiu Blacktip (Charcainus melanopterus).
Dua jenis pari yang ditemukan di kawasan teluk, yaitu Pari Manta (Manta
birostis), Pari Rajawali Totol (Aetobatus nainari). Ikan Kakatua Besar
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(bumplead panotfisfu Bolbometlapon nuicatum) adalah spesies ikan Kakatua
terbesar yang terdapat di area terumbu karang. Dri golongan reptil ada empat
jenis penyu yang terdapat di Teluk Cen<ierawasih, yaitu Penyu Hljau (Chelonia
mgdas), Penyu Sisik (Eretmochelgs imbicata), Penyu l,ekang (Lepidochelgs
oliuocea), dan Penyu Belimbing (Dermoclelgs coriacea, serta Buaya Muara
(Crocodglus porosusl. Dari golongan mamalia laut terdapat Lumba-lumba Leher
Botol (Delphinus delphinus) dan Duyung (Dugong Dugon) dat Paus Biru
(Balaenoptera musculus). Dari golongan moluska beberapa jenis penting, seperti
Tridacna gigas, T. derasa, T squamosal, T. Maximn, T. coocea, dan Hipopus
hipopus (TNTC,2022).
Ikan hiu karalg masih cukup banyak ditemukan di wilayah perairal utara
Papua Tengah. Spesies penting yang menjadi indikator ekosistem laut yang
sehat ini hidup dan berkembang di hampir seluruh ekosistem terumbu karaag
di Papua Tengah teruta.r-rra di wilaya-h Ta::ian Nasional Teluk Ceudrawasih. Ikal
Hiu Paus (Rhincodon typusl yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia,
dapat ditemukan kehadirannya hampir sepanjang tahun di wilayah perairal
Papua, terutama di perairan Kwatisore Teluk Cenderawasih Kabupaten Nabire
sebagai habitat penting bagi ikan tersebut.
Biota " kharismatilC yang ditemukan mendiami wilayah perairan Laut Arafura
setiap tahun baik yang a-ktif bergerak maupun yang statis, diaataranya penyu,
dugong, hiu paus dan duyung. Alur migrasi biota laut diarahkan untuk
mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan ja-lur migrasi biota laut
ekonomis penting, biota laut langka, terancam punah, dan dilindungi, serta
melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran,
kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya (Pemerintah Provinsi Papua,
2022],.

2.1.7.2.3 Potensi Pertambangan
Potensi pertambalgan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar

pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi
potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk iebih jelas
mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Potensi Mineral dan Non

Yaur Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
Lagari Emas
S.Sanoba, Nabire Emas
S.Nabarua, Nabire Marmer
Uwapa Seng, Kaolin

KaliBumi, Topo Emas
Cemara, Topo Emas

Errr aq Ternhqoa

Nabire

Wapoga Emas
Obaa Emas, PerakPuncak Jaya
Ilu Arsenit, Tembaga
Ilaga Arsenit, Tembaqa, Emas, Perak

Paniai Enarotali Pasir Kuarsa

Bilogai Emas
Mapia Garnet

Uwagimamo Emas, Tembaga, bismuth

Mandoga Tembaga, Emas
Komopa Tembaga, Emas

Jenis Galian MineralLokasi
al.a



oo

Mimika Tembagapura Tembaga, Perak, Emas
Intzrn jaya Sugapa [Buiaei) Emas

1tmber : Dinas ESDM Prouinsi Papua, 2076*"

2.1.1.2.4 Potensi Par-iwisata
Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat

menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional _vang dimiliki oleh
Provinsi Papua Tengah ialah: : 1) Taman Nasional l,orentz (wilayahnya meliputi
beberapa kabupaten diantaranya : Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten
Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk Cenderawasih di
Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pafiwisata lainnya antara lain : 1) Da-nau
Tigi di Kabupaten Deiyai ; 2) Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai ; 3)
Danau Mamae dal Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire ; dan 4i Ekowisata Pkamida
Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan
Kabupaten Intan Jaya). Meskipun demikian, potensi paJi\ risata tersebut belum
dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan
menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air te{un, obyek wisata
pulau, obyek wisata budaya (dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial
budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata lsligi, dan
obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak
termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana
(Kabupaten l{imika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabile). Pemai:faatan potensi wisata
perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan
jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah
penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar
internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik
hak ulayat.

Tabel2. 14 Jumlah O ek Wisata er Kabu Kota di Provinsi

Sumber : Nabire Dalam angka 2022 data diolah bappeida PPT (data sementara)**

-t Nabir e 11J

2 Paliai 2 2 2
Puncak Jaya 1 1 1

4 Mimika 1 1 1

5 Puncak
6 Dogivai
7 Intan Jaya 1 1 1

8 Deiyai 1 1 1

Papua Tengah 100 100 119

Tahun
2020

No Kab/ Kota
Jumlah Wisata

Tahun 2021 '' Tahun 2022

1 2 4J 5
l

I
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Gambar 2. 9 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah

I

-I

Sumber : Google. co.id

2.1.2 Aspek Demografi
Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir

RKPD Provinsi Papua TaIrun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah
Tahttn 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991jiwa
di tahun 2O2l dan di Tahun 2024 mengaTaroi kenaikan sebesar 21.96O jiwa. Jumlah
penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295jiwa pada tahun
2022. Semertara jurnlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten
Deiyai sebanya-k 1O2.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi
Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabei 2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun
2023 daa2O24

Jumlah Penduduk
Tahun 2O23 Tahun 2024

1 2 3
I Nabire 173,770 175,360

4 Mimika 323,820 327,7aO
5 Puncak i20,700 722,590
6 Dogiyai 122,990 125,180

Intan Jaya t41,7tO 143,850
Deiyai 104,610 106,500
Papua Tengah 7.452.740 1.474.320

2 Paniai 236,530
232.570 236,530

SYmber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angko (BPS Provinsi Popua) 2O24.

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2OLO-2O22
sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2O2O-2O22
sebesar 1,53 persen. Dengan demikian iaju pertumbuhan penduduk Papua Tengah
periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk
Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tehul: 2022.

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua
Ten Tahun 2O23 dan 2024

1

2

Taman NasionaI Tetuk Cendrawasih

Pencl-r,rcl,r,rk (ri hn jiwa)
Laju Pertumbuhan

Pendrrduk per Ta,hr-r-n
('/.1

No
Kab/ Kota

I , J 5
Nabire t73,77O 1175,360 o,7a
Paniai I zsz.szo 236.530 0.96

3 Puncak Jaya 232,570 236,530 1,48
4 Mimika I szs,ezo 327,780 1,04

&.:
N \- L

,'rJ
f,r

7R+
)J

t
a.n--t 1d

232.570
Puncak Java

7
8

Taman Nasionat Lorentz
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5 Puncak 720,700 122,590 1,39
6 Doslyai t22,990 125,180 1,57
7 Intan Jaya 141,/IU 143,85U r,33
8 Deiyai 104,610 106,500 1,55

Papua Tengah t.452,740 1.474,320 t,20

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah talrun 2024 mencapai 11,91
jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai
dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 j iwa/kmz dan wilayah dengan kepadatan
penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk
mencapai 26,1 jiwa/knz. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel2. 17 Penduduk Menurut Kabu di Provinsi

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24.

2.1.2.1 Indeks Kerawanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat ketaharlan pangarl suatu wilayal-r atau negara. Indeks irii
memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut dapat
mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Adapun data ktdeks
Kerawanan Pangan (IKP) provinsi Papua Tengah tah'un 2022- 2024 adafah sebagai
berikut:

Tabel 2.18 Indeks Kerawanan Pan Provinsi Pa T 2022-2024

1 Nabire 11,96 11,91 t4,72 14,85 109,93 109,55
2 Paniai 16,01 16,06 43,82 44,57 t79,44 118,81

8,31 38,89 39,2A tt9,44 1 18,81Puncak Jaya 15,84
oo a< 1'7 F7i l7 (t1 't to 21 1 la aaA ao ao

5 Puncak 4,24 8,31 t5,67 t5,92 tlt,42 110,94
6 Dogiyai 4,47 8,50 32,43 33,OO 108,33 108,01

9,77 26,56 26,97 109,94 109,497 Intan Jaya 9,75
36,75 35,89 772,OO 111,608 Deiyai 7,20

99,76 olt 2l 226,54 228,39 909,81 906,06Papua Tengah

66,97I r\auuc
, Paniai 27,91 21,52 /ra a'7

24,t9Puncak Jaya t9,34 25,t4
4 Mirnika 80,55 81,83 83,64
5 Puncak t4,27 20,1 30.t2
6 Dogiyai 22,93 31.,23 37,37

14,t47 Intan Jaya 17,21 1.4,54
8 Deiyai 24,7 2t,93 21,3s

30,48Papua Tengah 35,01 36,79
Sumber Data: BPS Papua, 2025

I

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/krnz)

Rasio Jenis
Kelamin

(Population Sex
Penduduk (o/ol

anon oaoo

Itto I Kab/ Kota

1 4 5 617 82 3

No Tahun 2o23 I fafrun zoz+Tahun
2022

Indeks Keta}anan
Kab/ Kota

1 I 42 ls
I
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Berdasarkan data diatas bahwa indeks ketahanan Pangan Provinsi Papua
Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023-2024 yang awalnya berada pada nilai
36,79 pada tahun 2O23 menjadi 3O,48 pada tah:ur 2024 hal ini dikarenakan pada
beberapa Kabupaten mengalami penurunan indeks salah satunya yang signifrkan
adalah kab Nabire yang awalnya pada tahun 2023 nilainya sebesar 78,O7 menjadi
66,97 padatahur 2024.

2.1.2.2 Rumah tangga dengan Akses Sanitasi
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi merujuk pada jumlah atau persentase

rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Ini adalah
indikator penting dalam bidang kesehatan masyarakat dan pembangunan
berkelanjutan, karena sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyakit dan
meningkatkan kualitas hidup. Adapun Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiiiki
data rurnah tangga dengalr akses sanitasi sebagai berikr.rt:

Tabel2.79 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Papua
T 2022-2024

Sumber Data: BPS Papua Tengah, 2O25

Berdasarkan Data diatas bahwa kabupaten yang memiliki Rumah Tangga dengan
Akses Sanitasi Layak adalah Kabupaten hrncak dengan Persentase sampai dengan
2O23 sebesar 1.8, sedangkan kabupaten yang memiliki rumah tanga densan akses
sanitasi iayang dengan presentse tertinggi ada pada Kabupaten Nabire.

2.1.3 Aspek Kesej ahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh
sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat
kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan
informasi yang dapat menggambarkan kinerl'a perekonomian daerah. Untuk dapat
melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat)
tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabu Kota di Provinsi aT Ru 20t9-2023

1 Nabire 85,51 88,6 93,23
2 Paniai 32,O7 40,6 3t,71
J Puncak Jaya 72,42 9 9,64
4 Mimika 40,46 77,3 46,27
5 Puncak 1 1,51 1,8
6 Doeivai 26,410,57 17,89
7 Intan Jaya 8,84 10,8 23,54
8 Deivai 67,47 37,5 26,48

Papua Tengah 4 i,55 4 i,15 4i,44

1 Nabire lt.o84,22 1 1. 178,38 12.015,16 72.692,86 13.561,88

2 Paniai 4. 18 1,80 4.243,39 4.446,53 4.705,23 5.013,91

J Puncak Jaya t.404,63 t.387,23 t.407,o7 7.450,21 1.509,37

4 Mimika 54.834,54 63.716,34 95.216,35 1 10.407,81 126.872,92

5 Puncak 1.400,81 1.438,05 i.513,26 1.612,81 t.669,26
6 Dogiyai 1.313,23 1.355,63 l.4tt,76 t.445,34 1.543,59

I

I

Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi LavakNo Kab/ Kota

Tahun 2O23 Tahun 2024Tahun2022
1 2 I

3 4 5

2021*2019 2020 2022
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I Kab/Kota 2023 t **

ll 2 3 4 5 6 7
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7 Intan Jaya 1.248,66 1.273,O3 1.303,46 1.362,O7 t.404,74
8 Deiyai 1.389,14 1 .435.66 1.490,80 t.574.24 1.663,90

Papua Tengah 9.607,13 10.758,46 14.850,55 t6.906,32 t53.239,57
Sumber : BPS Pusat Sfatisfik, Proo. Papua Dalom Angkn 2023 & Papua Tengah
Dalam angka 2O24

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua
Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang
cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDF{B) Provinsi Papua Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun wal<tu lima tahun teraktrir terus
mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2O19 sebesar
9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 153.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2. 21 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Kabu aten Kota di Provinsi Pa T Ru 20t9-2023

Sumber : BPS Pzsat Stafistrk, Prou. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir
RKPD Prou. Papua 2023

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstal (ADHK), selama
kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2019),
a.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2o2rl, 11.975,46 Miliar
Rupiah (2O22), dan pada tahun 2023 mencapai 101.701,88 miliar Rupiah.
2.1.3.2 Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai
38,28"/o dari jumlah penduduk pada tahun 2O21. Kabupaten Intan Jaya men:pakan
wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengaa 42,O3o/o dari jumlah
penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika
merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28o/o
dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.22 Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi
ua Tehun 2Ol9 - 2023

1 Nabire 7.457,29 7.35s,88 7.684,56 7.882,34 8. 154,4 1

2 Parriai 3.O20,87 3.O34,64 3.O84,64 3.794,46 3.272,t8
Puncak Jaya 1.O 10,15 969,32 983,03 1.012,03 1 .02 1,53

4 Mimika 45.65 i.O3 50.871,59 69.618,91 ao.277,60 86.625.49

5 Puncak 424,47 a2s,tt 831,07 462,72 482,92

6 Dogiyai 892,88 895,96 906,90 914,01 938,58
7 Intan Jaya 761,7t 758,85 767,OO 7a7,24 ao6,77

8 Deiyai 833,65 830,73 489.62

Papua Tengah 7.556,51 4.192,76 10.589,66 1L.975,46 lo 1.70 1 ,88

1 r\t ^ L: -- .E AE ?rA ot)

Paliai 65,54 65,98 62,57 62,97 67,r4
Puncak Jaya 45,89 46,O7 46,39 47,61 47,50

4 Mimika 37,79 31,75 30,95 31,s8 30,31
5 Puncak 43,09 42,43 40,7a 4I,24 42,O1
6 Dogvai 30,37 28.31 28,38 29,32 29,32
7 Intan Java 2t,lo 20,46 27,31 2r,86 2t,76

Tahun

I

I

841.20 | 87s,28

No
Persentase Jumlah Penduduk Miskin PerKab/ Kota

2019
1 o 4., l I 75lo
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8 Deiyai 31,87 30,98 30,83 31,04 30,18
Papua Tengah 38,34 37,44 37,O3 37,63 37,O5
Sumber : Prouinsi Popua Tengah Dalam Arqka (BPS Proun si PaWa), 2U24.

2. 1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia
Da-1am perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat

untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap
sudah tidak releva;r dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat
menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di
sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat
pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat
menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf
pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekola-h. Produk Domestik
Bruto (PDB) per kapita diganii <iengan Proriuk i.[asional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Papua
Tengah sebagisn besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika,
mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91
poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36
poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun
2023, daeruh dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 44,71 poin. Untuk
lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2. 23 Indeks Pemb Manusia Provinsi Pa T

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua) 2024

2.1.3.4 Rata-rata lama sekolah
Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat

dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama
Sekoiah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis
pendidikan tertinggi yarrg pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta
tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk
melihat akses penduduk dalam ha1 mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2. 24 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi

1 Nabire 68,53 68,83 69,15 69,91 71,36
2 Paniai 56,58 56,31 56,70 57,t4 58,83
3 Prr-ncak

Jaya 48,33 48,37 4A,99
49 A4

5L,49

4 Mimika 74,13 74,t9 74,48 75,08 75,97
5 Puncak 42,70 43,O4 43,t7 43,87 44,7 7

Dogivai 55,41 54,84 55,00 55,72 56,74
7 Intan Java 47,51 47,79 48,34 49,25 50,39
8 Deiyai 50,11 49,46 49,96 50,42 51,4
Papua Tengah 55,41 55,35 55,72 56,40 57,60

1

4,57 4,77 4,78 4,792 Paliai 4 JO

4,233 Puncak Jaya 3,61 3,62 3,74 4,O3

70,474 Mimika 9,91 to,77 10,18 70,20
104 o t< a 1.7 o 10

6 Dogiyai 4,92 4,93 4,94 4,96 4 97

20L9 2020 202r 2022 2023
1 2 45 I 6 7l B

6

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

2020 202L 2022 2023
No Kab/Kota

2019

4 5 6 71 2
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7 Intan Jaya 2,64 2,84 3,09 3,26
8 Deiyai 3.OO 3.0I 3,25 3.26 3.27

Papua Tengah 5,O2 5,16 5,27 5,35 5,44
Stmber : BPS Prouinsi Papua, 2024

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah
berdasarkan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, narnun
masih jauh dibawah ta-rget program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di mana hingga
tahun 2O23 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 5,44 tahun. Kondisi
ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di
Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi
Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten
Mimika dengan nilai RLS 10,47 a:tirrya sudah mencapai target program Pendidikan.
Sedangkan daerah yang memiliki niiai RLS terendah pada tahun 2023 berada di
Kabupaten Puncak dengan nilai 2,19.

2. 1.3.5 Harapan Lama Sekolah
Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasiian pembangunan pendidikan dapat

dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang
digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah lagi penduduk usia sekolah. Angka HLS
menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia
sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh
perrreri11tah.

Tabel 2. 25 Ha:a an Lama Sekolah di Provinsi

Sumber : BPS Prouinsi Papua,2o24

2.1.3.6 Angka Harapar Hidup
Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan,

indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH).
AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derqiat kesehatan
masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya rnempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya un:san bidang
kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
kalori, kecukupan Cizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi
antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat
mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa
sampai saat ini. Berii<ut ini merupakan perkembangan AHH }tovinsi Papua Tengah.

1 Nabire 1 1,59 110' t2,ta 12,44 t2,64
.) Paniai 10,48 70,49 10,50 10,52 10,53
J Puncak Jaya 6,96 7,24 7,49 7,50 7,5t
4 Mimika T2,L7 12,40 t2,69 t2,95 L2,96

Puncak 5,19 5,39 5,40 5,58 5,59
6 Do$yai 10,57 10,58 10,59 10,61 1o,62
7 Intan Jaya 7,36 7,65 7,66 7,67 7,69

Deiyai 9,80 9,8 r 9,42 9,44 9,85
Papua Tengah 9,27 9,44 9,54 9,63 9,67

I Nabire 67,97 68,06 68,03 68,41 68,73
66,44 66,44 66,94 67,22Paniai 66,27

Tabel 2. 26 Hidu AHH di Provinsi Pa uaT

I

I

No 2019Kab/Kota 2023
41

2020 2021 I 2022
,an Lama Sekolah

5

8

No 2019 2021Kab / Kota I 2020
I

1 5I? 4lq I t7

2
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hrncak J 64 98 65 t5 65 34 65 66 65 90

Sumber : BPS Prouinsi Papua,2o24

2. 1.3.7 Pengeluaran Per kapita Masyarakat
Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita

masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran per kapita masyarakat di
Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2Ol9 sampai dengan Tahun 2O23 yang dapat
terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 27 Pengeluaran Per kapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun
20ta-2022

Sumber : BPS Prouinsi Papua,2o24

Capaian pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah
mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2O19 hingga
2023. Peningkatan te{adi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung
mengalami penurunan dari Tahun 2O 19 hingga Tahun 2O2O. Angka tertinggi berada di
Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan per kapita pada provinsi Papua tengah pada
tahun 2O19-2O23 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.
2.1.3.8 Persentase Ba-lita Gizi Buruk

Stunting rnerupakan trasalah gizi buruk kronis yang disebabkan oieh
kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak
sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat
saat a.rlak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru
di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut:

Tabel2.28 Status Gizi Anak Balita Umur O-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di
Provinsi dibuat terakhir 2024

4 Mimika 7a a'7 72,32 72,38 72,57 72,83
5 Puncak 65,61 65,74 66,06 66,13 66,40
6 Doelyai 65,60 65,73 65,8s 66,L3 66,39
7 Intan Jaya 65,51 65,60 65,58 65,93 66,72
8 Deiyai 65,1 1 65,24 65,36 65,66 65,93

Papua Tengah 66,67 66,79 66,87 67,t7 67,44

1 Nabire 9.195 8.840 8.856 9.040 9.381
2 Paliai 6.767 6.361 6.377 6.s54 6.977
3 Puncak

Jaya 5.523 5.2A2 5.249
5.422 5.73t

4 Mimika 12.035 1 1.431 1 1.400 71.647 72.O76
5 Puncak 5.702 5.378 5.412 5.583 5.975
6 Doglyai 5.709 5.373 5.415 5.705 6. t42
7 Intan Jaya 5.593 5.283 5.32a 5.624 6.140
6 Deiyai {.vJ6 + -oJz +.o/J .t.t1t/6 5.104
Papua Tengah 6.935 6.573 6.594 6.798 7.795

1 Nabire 94 433 3.540 t76 81 365 3.764 24
13 t7 t66 152 Paniai 15 26 136 44

J/J 14 r8 89 29A ,2
3 Puncak

Jaya ,2 i6
Mimika 174 573 6.673 JJJ 2t7 614 6.850 7C4

8 16 25 t99 05 Puncak 3 11 218

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu

2079 2020 20222021
1 o 3 4 5 6

2o23
7

BB/U TB/U

SangatBerat Risiko
Badan

9 101 I
c .) 4 5 6l z l8



6 Doeiyai 2l 30 t43 11 40 44 119 2
7 Intan

Jaya 2 10 56 2 0 63 o
Deiyai t4 27 217 19 29 4t 20r 6

Papua Tengah 325 7.726 1 1.358 607 474 t.202 11.664 12r
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Sumber : Laporan Kinerja Dnas Keselwtan, 2024**

Tabel 2. 29 Ang)<a Stunfing Kabupaten/ Kota di Proyinsi Papua Tengah 'lah:,t'J 2024
Berdasarkan Berat Badan dan Tin Badan

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Keselntan, 2024*"

2.1.3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai

7L3.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan ke{a atau sebanyak 76 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Ke{a (TPAK) dan 153.OO4 bukan angkatan kerj'a. Jumlah
pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak
2,2Oo/o dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Mimika memiliki jumlah
penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Pro\dnsi Papua Tengah dengan jumlah
nrerrcapai 762.465 jiwa, yarig terdiri dari 115.39i jiwa angkalarr kerja atau Titrgkat
Partisipasi Angkatan Ke4'a (TPAK) mencapai 63,46 o/o dan 50.21O jiwa bukan angkatan
kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapalT,8 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a tertinggi pada Provinsi Papua Tengah
berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten
Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %.
Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada
Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire
mencapai 6,65Vo ata,u sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya
mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a di Provinsi Papua Tengah dapat melihat
tabel berikut.

Tabel 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a di Provinsi Papua Tengah
Tehtul:2OlT-2021

1 Nabire 115 293 3.444 276 84 26
) Partiai 2a 31 96 16 15 o<

Puncak Jaya o 8 348 31 l7
4 Mimika 76 370 6.7It 450 t17 29
5 Puncak 0 5 t84 47 10 o
6 Doeiyai t4 2a r26 25 8 4
7 Lrtar Jaya 1 2 50 6 1

8 a 't< o1e aa a

Papua Tenga-h 242 752 71.t77 871 265 94

68,09 723a 69,75 74,75 73,O91 Nabire
77,34 84,81 91,39c Puncak Jaya 49,79 94,29

90,39 a9,).7 87,92 58,41 89,26Paniai
64,93 63,46 64,774 Mimika 65,83 68,88

92,O8 94,43 79,47 85,95 89,4s5 Puncak
90,72 a2,45 74,206 Dogiyai 89,66 86,18

8

I

No Kabupaten | 2Ol7 2018 2019 2420 2021

ll 2t Jll 5 o I 7

BB/TB
Gizi

Buruk (0-Kab/ Kota Normal
cizi

Kurang

Risiko
GU Obesitas

cizi
l,ebih

1 2 3 I4 5 6I 7 B

10
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Sumber : BPS Provinsi Papua, Roncangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2O23

Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua Tengah
2024-2025

Sumber Data: BPS Prouinsi Papuo, 2025

2. f .3. f O lndeks Ketimpangan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequalitg Index/Glll adalah indikator

yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama
pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh UNDP (United Nations
Development Programme) dan digunakan secara luas dalam laporan pembangunan
manusia (Human Deuelopment Reportsl. Adapun data indeks ketimpangan gender
Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 32 Incl.eks Ketim Gender Provinsi Pa 2022-2024

Sumber Data : BPS Popua Tengala 2O25

2.L.4 Aspek Daya Saing
2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 33 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta
ru Tahun 2019-2023

7 Intan Jaya 76,74 73,64 82,10 69,21 75,75
8

Deiyai aA oa 89,45 oo A( QO Aq a< nr

Papua Tengah 42,45 83,56 80,54 76,O1 80,86

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Keria (TPAK) 76,99 74,97
2 Laki-laki 83,7t 86,00
3 Perempuan 6q 1q 70,76

1 Nabire 0,51 o.496 o.482
2 Paniai o,62 o,674 0,859

Puncak Jaya o,51 o,520 o,560
4 Mimika o,56 0,513 o,392
5 Puncak o,37 o,694 o,674

o,693 o,8536 Dogiyai o,71

7 Intan Jaya o,a7 o,887 o,865
o,a7 o,479 o,8538 Deiyai

o,526Papua Tengah

3.829.000,343.592.O44,39 3.952.1 17,85 3.952.117,45
A. Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

3.625.4O7 ,77

44 .658.934,36 44 .676.533,66 44.676.533,66 78.342.OOO,43B. Pertambangan
dan Penggalian

38.885.901,53

246.843,41 246.843,41 24t.OOO,7aC, lndustri
Pengolahan

i35.169,86 237 .772,45

No Uraian 2024 2025
1 2 3 4

Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi LavakNo Kab/Kota

Tahrn2o22 Tahun 2O23 Tehuy: 2024
1 c 3 4 5

2022
Lapangan Usaha

2019 2020 2023
Tahun
2021

4 5 61 2 3
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Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 ""

Tabel2.34 Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapansan Usaha Provinsi Papua Tengah
ersen Tallun 2019-2023

D. Pengadaan
Listrik dan Gas 15.O79,81 14.065,08 t4.266,93 14.266,93 16.000,89

L. r L rlBd.u4aar 
^tr ,

Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

t2.393,34 9.464,64 9.O20,49 9.020,49 9000,50

F. Konstruksi 3.215.685,73 5.084.537,63 5.232.825,53 5.232.425,53 5.234.O00,35
G. Perdagangal
Besar dan
Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

3.685.041,17 3.375.041,90 3.495.244,36 3.495.244,36 3.770.OOO,77

H. Transportasi
dan Pergudangan

2.180.995,35 960.354,58 990.611,08 990.611,08 | .264.OOO,7 4

i. Penveciiaan
Akomodasi dan
Makan Minum

890.896,36 214.854,65 217 .27 t,A5 2t7 .271,85 2t7.OOO,OL

J. Informasi dan
Komunikasi 253.779,72 1.536.800,s8 1.549.919,96 L .549 .9 t9 ,96 I .6A6.OOO,77

K- Jasa
Keuangan dan
Asuransi

L393.7 42,44 J tv.+06, lv z+5v. J 16-z6 459.518,28 JJ6.UUU,Y I

L. Real Estate 693.647 ,2t 884.679,46 894.A71,54 894.87 |,54 9a6.OOO,44
M.N. Jasa
Perusahaan 555.870,25 397.468,53 398.7 21_ ,66 394.721,66 4 to.ooo,7 4

O. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Waiib

2.467.904,40 3.615.462,10 3.618.437,ss 3.618.437,55 3.199.O00,24

P. Jasa
Pendidikan

1.386.320,81 465.515,91 47 3.909,62 473.909,62 4a2.OOO,60

Q. Jasa
Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

4t4 .521,2t 431.359,01 456.953,77 456.953,77 444.OOO,24

R.S.T.U. Jasa
lainnya 246.537 ,t8 338.097,41 344.O41,2s 344.O41,25 370.OOO,27

PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO

60.499.294,18 66.139 .924 ,9 t 67.031.108,79 67 .O3r.rOA,79 101.O57.009,02

J,YY or+o c,YU

66,65 75,0064,27 67,52 66,65B. Pertambangan dan Penggalian
o,36 o,37 o,37 o,25o,22C. Industri Pengolahan

o,o2 o,o2 o,o2 o,o2 o,o2D. Pengadaan Listrik dan Gas

0,01E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dal Daur Ulang

6,35<?o 7,69 7,81 7,alF. Konstruksi

4,126,09 5,10 5,27 5,27G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1,48 t,673,60 1,45 t,4aH. Transportasi dan Pergudangaa

o,23t,47 o,32 o,32 o,s2I. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum

z,o L o 21 1,59o,42 2,32J. Informasi dan Komunikasr

I

I

Tahun
2023I zots 202A 202r 2022

Lapangan Usaha

4 5 6 71 J
A. Pertalian, Kehutanan, dan
Perikalarr



K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,30 0,48 o,69 o,69 0,58
L. Real Estate 1, 15 r,34 7,34 7,34 0,98
M.N. Jasa Perusahaan o,92 o,60 0,59 0,59 o,37
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

4,74 5,47 5 40 5,40 3,47

P. Jasa Pendidikaa cca o,70 o,7 t o,7 t o,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegratan
Sosia-1

o,65 0,68 o,68 o,44

R.S.T.U. Jasa lainnya o,47 0,51 0,51 o,51 0,39
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Sumber : Papua Tengah Dalam Angka, 2O24**

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun
2Ol9 - 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar
(75,OO o/ol. Sektor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga,
dengan rata-rata 6,350/o dan 4,12o/o selarna tahun 2O19-2O23. Dari tabel diatas dapat
dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merr-rpatan sektor j/ang sangat
mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat
penuruna-n kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan
dari tahun 2022 ke 2023.
B. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikan
Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun GIobaL IDSD akan
mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tola-k ukur
sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel2.35 Jumlah Kabu Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2024

Sumber Data : Dnas Kesehatan Prou Papuo Tengah" 2O24 (data diolah)

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan
terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah
sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Type C darr 5 (lima) Rumah sakit Tlpe D yang
berjalan pada tahun 2024.

2.L.5 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2 . L . 5 . 1 Pengeluaran per Kapita Disesuaiknn

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita
mas5rarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengellraran per kapita masyarakat di
provinsi Papua Tengah periode ta-hun 2019 sampai dengan 2023 yar,g dapat terlihat
sebagai berikut:

I Nabire 1 co 20 131
2 Mimika 7 1 26 8 t96

Paniai 1 1 74
Punca.k

Java
1 t6 t74

5 Dogivai 1 15 79
6 Deivai 1 10 7
7 Puncak 1 t7
o I 6

9.195 8.840 8.856 9.O40 9.381Nabire

Tabel 2. 36 Pen ta Disesuaikan Ribu Ru

o,69

I

l*o
I

Kabupaten

I

Sakit

I

Puskesmas

1

14

I zozr 2023
i| 202220t9
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Mimika i2.035 I 1.43 i 1 1.400 lt.647 t2.o76
Puncak Jaya 5.523 5.2a2 5.249 5.422 5.731
lntan Jaya 5.293 5.293 5.293 i S.OZ+ 6.140
Paniai 6.767 6.361 6.377 6.554 6.977
Deivai 4.958 4.632 4.673 4.808 5.104
Doglyai 5.709 5.5/J 5.4i5 5.705 6.142
Puncak 5.702 5.378 5.4t2

D^^,,^ T---^L 6. 02< I 6.573 A <OL A'704 7 104

Sumber: BPS Prouirtsi Papua, 2O23

Capaian pengeluaran per kapita masyaralat di Provinsi Papua Tengah
menga.lami pertumbuhan yang fluktiatif pada beberapa kabupaten dalam jangka
waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan teq'adi dari tahun 2019 menuju
2O20, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2O2O hingga 2O23.
Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas
Wilayah / Infrastruktur.
2. I .5.2 Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk
mempermudah aktjvitas ekonomi dal sosial dalam hal perpindahan oraog dan barang.
Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan
elisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun Risiko
pe{alanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya
perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah
dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah
dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum y€rng mendorong
te4'adinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan
pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini
merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi
barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala
rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat atr(ivitas ini harus terhubung satu sama
lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih
luas sehingga a}<tivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.
2.1.5.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan
indikator dasar yang menj adi tolak ui<ur ciaya saing daerah . Dalam Gambar 2 . 1 3 tersaj i
persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas
tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses
terhadap listrik (>8O%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses
listrik (aO-60%).

I

5.583 5.975
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Gambar 2. 10 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi
Papua Tengah, 2023

P.*ntr* Rrd.t T..ggrl M.!u.r l(rbrp.tcr Su!.r P...nrg[
PLN.202f P.r.t * Rl,dt T.tgr trns McEilili Atc t rhdrp sdltl'i I!y.L

M.mnl Xrbrp.Ln , 2023

P.&.lrt R!m.l Tr.agl yr.A o.DiliLi ALs T.rbdrp Air }Ii.rn Ir,.l
M.r.rot K.bEp.t trt 2lD3

Slmber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Prouinsi Papua Tengah 2O23, data diolah

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanal umum merupakan aspek krusial dalam pencapaial keseja-hteraal

masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang
peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidalmya tujuan-tujuan
pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah
menyelenggaralan aspek pelayanzrn umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanal
urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wqjib bukan
pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi
mengenai kondisi pelayalan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan
permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya
mencapai tujuan pembangunaa.
2.1,6.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan,
namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak
masyarakat yang paling mendasar. l,ayanan ini difokuskan pada bidang pendidikan,
kesehatan, peke{aan umum dan penataa-n ruang, perumahan, ketenteraman,
ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.1.6.1.1 UrusanPendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolalr

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan
kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.
Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel2. 37 Partisi si Sekolah di Provinsi Pa a Tahun 2Ol9-2O22

Sumber: BPS Prouinsi Papuo, 2024

2. Perkembangan FasilitasPendidikan
Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2O 19

se.rnpai 2022. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami
penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakaa wilayah yang
memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP
dan 26 SMA pada tahuo 2021- Llntuk lebih jelas mengenai rincian jr:mlah fasilitas
sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Pa ua Ten Menurut Kabu aten

7- 12 T'ahun It-16'lahuni3- 15 Tahun
Sekolah

No
Kab/Kot
a 20r

9 2020 2027 2019 2020 2021 2019 2020 202r
2 I 11

1 Natrire 94,6
c 94,67 94,37 94,47 94 38 95,51 80,04 83,36

2 Paniai 84,O
,) 44,o7 43,12 79,42 80,88 80,17 46,62 47,56 46,56

J
Puncak

Jaya
77,5

9
77,26 75,67 65,77 65,57 65,97 39,53 32,94 37,65

4 I\ri miLa 94,t
6

o( qc o( (A q< rc o< 17 oa'7< el 70 71 C ea A'1.

5 Puncak 52,2
1

52,22 51,61 30,44 32,43 3 i,98 24,2 22,55 27,7 r

6 Dogiyai 85,9 85,88 85,59 44,6 83,44 83,84 57,17 65,16 65,a2

7
Intan 61,9

2
61,45 60,96 53 27 52,79 52,34 45,91 38,8 45,1

8 Deiyai 63,7
8

65,42 65,35 58,85 60,o5 59,52 56 53,25 46,26

76,7
8 77,rr 76,53 70,31 70,59 70,57 54,41 51,21 54,64

SMA/SMK Perguruan
TinggrSD

20
20

2422Al
9

202 202
1

20
19

202
I

207Kab/
Kota 207

9
2020

164 5 7 8 9 112
o1 30 26 7 874 76 73 351

Nabir
e

.74 rE: 1A
I I

10 11o D^-: ^: AA

7 6 5 5 8
Punca
k
Java

26 26 83

38 26 26 8 7 686 87 83 40 394 Mimik
a

38 8 8 35
Punca
k 44 44

110 6 4 1 151 54 47 11 106
Dogiya
1

2 2aa,
L

6 27
Intan
Jaya

oe

4 434 7 7 9 48 Deiyai 35 35

l4 15126 t24 89 87 a4 16Papua
Tengah

425 404 130

Sumber : BPS Prouin si Papua 2022,

1 3 4 5 7 9 12 1J

I
I

I

Papua Tengah

SMP

o
20
20 1

No
202

1

17J 12 l51

6

t2

26

26

8

5
I

616
l

I

I

429



3. Perkembangan Guru dan Murid
Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 202O

sampai Tahun 2022. Pada Tahun 2O2O l2O2L jumlah guru yang tersedia di Provinsi
Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurun€rn menjadi 14.769 pada
Tahun 2O2l /2O22. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi
Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Perkem Guru di Provinsi Pa Tahun2O2O-2O22

Sumber: Sumber: BPS Prouinsi Papua 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2O20 sampai 2O22. Pada
tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai
10.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada talun 2O2l /2022. Untuk
lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4O Perkem .an Murid di Provinsi ua Ten

70.754 I I .U9+

Sumber : BPS Prouin si Papua 2O22, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua Tengah
2024

2.I.6.1.2 Urusan Kesehatan
1 . Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1OOO kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan
per seribu kelahiran hidup).

Swasta
No KablKota 2O2O l2o2r 2O2r/2022 2O2O/2O2t 2O2r/2022 2O2O/2021 2O2t /2022

1 2 4 5 6 7 8
1 Nabire 3.256 3.095 2.206 2.O21 5.462 5.1 16
2 Puncak

Jaya 717 1a .714 A.la

Paniai 1.391 1.425 797 628 2.t88 2.O53
4 Mimika 3.068 3.IO2 1.385 1.474 4.453 4.576
5 Puncak 442 406 34 34 +to 440
6
7

Dogiyai
Intan
Jaya

417

62 55

516 243

62 65

700

1)4

a2a

120

8 Deiyai 622 786 78 212 700 998
Papua Tengah 9.975 10_oo5 4.861 4.764 14.836

Negeri Swasta Total
2O2O l2O

27
2O2rl20

c,)
2O2o l2O

2l
2021/20

22
2O2Ol2O

21
2021/20

a.)
No

Kab/ Kota

5 6 82 3
3.1b4 '2.96'2Nabire 2.ots I t.o+s i t. t+s

f. i98343 847 1.1162 Paniai 269

324324 o 0Puncak
Jaya 237

447 1.116 i. I98Paniai4
5.5163.137 3. 151 5.451Mimika 2.314 2.365J

34 108 80346 Puncak 74
350 429 50798 t57 3317 Dogiyai

62oIntan
Jaya

558

5.759I 5.5925.3255.162Fapua Terrgah
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TaLrun2O2O-2O22

Neseri Total

t4.769

71 4
i.oi'/i
855

855269
I

46

062



Tabel2. 4l An Kematian B Tahun 2020

Satuan

o 0

Sumber : Laporan Kinerja Dinas KeseLatan Prouinsi Papua TaLun 202O

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki
kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderring menurun. Kasus AKB yang terjadi di
Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.
2. Angka Kematian Ibu

Banya.knya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak
terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan
karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab 1ain, per
1OO.0O0 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian
perempuan pada saat hamil atau kematian da-1am kurun waktu 42 hari sejak terminasi
kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni
kematian yang disebabka-n karena kehamilannya atau pengelolzrannya, tetapi bukan
karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, te{atuh dan lainlain.

Tabel2. 42 An a Kematiar Ibu Tahun 2O2O

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehaton Prouir*i Papua Tahun 2O2O

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 1O0.OOO penduduk
selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2O2O angka kematian ibu
mencapai angka 2O9.

Angka Kematian Bayi
Pembiiang PembagiNo Kab/ Kota Jumlah Kematian

Bayt
Jumlah Kelahiran

Hidup
Per 1OOO

KH
1 2 5
I Nabire 68 3.372 20,2
2 oPuncak Jaya I 5_?2

3 Paniai 5 0 o,o
Mimika t1 2.821 3.9

5 Puncak o 206 o,0
Dogiyai t4 1.O99 1a'7

7
8

Intan Jaya
Deiyai

o
0

86
0

o,o
0

Papua Tengah 9A 8.116 72,O7

Angka Kematian Ibu
Pembilang Pembagi Satuan

No. Kab/Kota
Jumlah Kematian

Ibu
Jumlah Kelahiran

Hidup Per 1O0.OOO KH

5I 3
1191 Nabire 4 3.372
3762 Puncak Jaya 2 532

03 Paniai , 0
774 Mimika 2 2.42r

206 o5 Puncak o
1.0996 Dogiyai 6

867 Intal Jaya I
0 o oDeiyai
LI o.1toPapua Tengah
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2.1.6.L.3 Urusan Pekerjaan Umum dal Penataan Ruang
. Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada
Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas
yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan wilayah dengal
aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km

.f

4
I

6

2 4

546
1.163

8



(l,77o/o) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di provinsi papua Tengah.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.43 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (krrr)
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No rr-^-..:- ^: A"p"l r ^:- --.^
I 2 ., 4 5
I Nabire Papua Tengah 832,9 53

Paniai Papua Tengah 280,9
3 Puncak Java Papua Tengah 11,61 261,5
4 Mimika Papua Tengah 765,10 134,8
5 Puncak Papua Tengah 392 27,29
6 Doglyai Papua Tengah o 8
7 Intarr Jaya Papua Tengah 19,603 275,69
e Papua Tengah

Stmber : BPS Prouinsi Papua,2o23

Gambar 2. I I Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah

Sumber data: Raruaal RTRW Popua Tengolg 2023-2043

2.1.6.1.4 Urusan Perumahan Ra.Lryat
Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan

tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar
kesehatan perumahan bagi masyarakat terutarna Orang Asli Papua. Terdapat
akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun
2O18 sampai dengan 2022 addah sebanyak 2.165 unit. Adapun jumlah rumah layak
huni selama tahun 2O18 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Jumlah Rumah ak Huni Provinsi a Ten 2018-2022
Tahun

2019 2020 2021 2022 TotaiNo KabTKota 20ra
1 2 4 c o o

Nabire 152 148 t4a 10 5001

27 5+ 42 te2 Puncak Jaya
t eac

90 359 292 717 18 9334 Mimika
hlncak5

6 Dogiyai
.70 68 8 165 11 3317 Intan Jaya

60 608 Deiyai

o

t,'.,1
.t:

3t 203
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No Kab/ Kota Tahun
Total20ra 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8 9
Papua Tengah 341 667 525 385 76 2.165

Sumber : Anas Perumahan dan Dinsos Kabupaten Lingkup Prouinsi Papua Tengah,
cncc

2.i.6.1.5 Urusan Ketenteraman Periindungaa Umum dan Periindungan
Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembElngunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan
masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelaaggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah
upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan
demokratis, sesuai Peraturan Daera-h yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan
pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.
Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan,
Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujucikan kondisi masyarakar yang tenteram dan tertib sebagai
salah satu prasyarat pelaksanaan pemb€rngunan selain peningkatan petugas Satpol PP
dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasiJokasi yang
berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan
kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praj a dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
2020-2022

No Kab/ Kota Tahun
2020 2021 2022

1 2 3 I 5
1 Nabire
2 Puncak Jaya 35

Paniai cq
4

6

Mimika

al
7 Intan Jaya 30 JZ 29
8 Deiyai

Papua Tengah 30 .)i)

hrncak5

Sumber : Bps Prouinsi Papuo, 2O23

2.1.6-7.6 UrusanSosial
Pembalgunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu

pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah
keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya
penyelenggaraan kesejahteraan sosia-l yang dilakukan Pemerintah Daerah belum
secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan
salah satu isu pembangunan yzurg strategis seiring dengan berkembangnya
kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi
Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah
Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masaiah Penyandang.
1. Keagamaan
Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah
cenderung tedadi peningkatan sepanjang tahun 2O18-2O22. Tercatat sampai dengan
tahun 2022 rasio tempat ibadah per 10.O0O penduduk adalah sebesar 18,31 unit.
Artinya 1O.O00 penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah. Jika dilihat
berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang

3
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cukup tinggi terhadap IO.OOO penduduk dan sebaran rumah ibadah di 8
kabupaten/kota sepanjang tahun 2O18-2022 sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Rasio Tem at Ibadah Per 10.0000 Penduduk Provinsi Pa a Ten

18,s 1

o/

to,a7

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2O23

,T.^k-t o A.7 \..^1^tT^* ^r D^;L-,1^+^- r /r^-, , -,. 17^L,. I:1^+ ^

Sumber: BPS Prouinsi Papua (Kementeian Agama Prouinsi Papua)

2.1.6.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar
2.1.6.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan ke{a (TPAK),
prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang ke{a serta distribusi
lapangan pekeq'aan merupalan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek
ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan
kerja dengan banyaknya Penduduk usia ke4'a. Hal ini menggambarkan banyaknya
penduduk usia ke{a yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun
mencari kerl'a.

Tabel 2. 48 Tin t Partisi asi An K a Tahun 2O2O-2O22

6 Do a_r Mee P o 9

TahunNo Kab/Kota Provinsi Wil. Adat
2018 2019 2020

1 4 .5 6 7
1 Nabire Papua Tengah Mee Pago 28,33 27,a8 3a,74
2 13,75
3

Paniai 74,O7
19,35 18,87

10,53
27,97

4 Mimika I eapua fengafr flvtee eago 12,45 72,6t
5 Puncak I Papua Tengah La Pago 1,89 1,86

74,7 14,5
7 Intan Java Papua Tengah Mee Pago 7,64 1,62
8 Deiyai Papua Tengah Mee Pago 1 1,86 i 1,75 8,18

Jumlah Tempat Peribadatan Menumt Kabupaten/Kota di
Prorinsi Papua

Masjid Gereja
Protestan

Gereja
Katholik Pura ViharaKabupatenNo

2020 2020 2C/20 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 202 7Nabire

Paniai 13 10< 52
Ptrncak

Jaya 370

4 Mimika 134 207

2

1 2

257 5 I

6 Dogiyai 1 81 11

1 27

8

Intan Jaya
Deiyai 1 42 18

Provinsi Papua 356 1.456 8

aLleke{ Pengalg
guran

Bukan
Angkatan

Kefa
TPAK

{o/ol
TPr'(%)Kat\o b/ Kota

8 9, 4 5 6 71

35.176 69,15 6,651 74.457 75.658

85,73
2 h:ncak

Jaya 756.724167.950 1.226 27.949 7,74
0,66t27.259 t25.667 N/A 70,373 Paniai

73.O47 66,634 Mimika 145.824 139.995 5.833 5,35

a

Papua Tensah Mee Pagc
PuncakJava I PapuaTeneah I La Paeo

Papua Tensah

2020

328 I sz
2

2

I

5 Puncak 2

52

212 5

Angkata
n Ke{a

3.199Nabire

I

53.731
I



-42-

Angkata
n Keria Bekeqja

Pengang Bukan
Angkatan

KerJa

TPAK
lo/^l

rPr (%)

1 2
5 Puncak 49.265 89.054 N/A 6.338 93,37 o,94
6 Dogiyai 40.269 78.347 N/A 9.501 89,42 o,27
7 Intan Jaya 94.091 N/A 19.560 42,79 0,00

Deiyai 5t.42]. 50.662 N/A 23.350 86,77
Papua Tengah 834.940 877.169 10.258 248.652 80.52 2,44

No Kab/Kota

o,79

Sumber : BPS Prouinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2O24

1. Angkatan Kerl'a Aparatur Sipil Negara
Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah

mencapai 8. 1 16 jiwa atau sebesar 39,9% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang
ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah
pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 ata:u sebesar 32%
pegawai negeri sipil perempu€rn berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya
mengenai jnmlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapa-t
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2022

Sumber : BPS Prouinsi Popua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2023

2.1.6.2.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
urusan Administrasi Kependudukan <ian Pencatatan Sipii meiiputi proses

registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan
proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap
warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan memudahkan pemerintah dalam
memberikan layanan publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Adapun
Data Kependudukan pada Provinsi Papua Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP)
sesuai dengan table di bawah ini :

Tabel 2. 5O Jumlah Penduduk Orart Asli Tahlun 2024

Jumlah

8

4

Laki-laki
enlsKab/Kota Total

1 2 ., 4 5
I Nabire 2.377 1.968 4.345
2 Puncak Jaya 1.665 6t2 2.277

Paniar 1.577 2.265688
4 Mimika 1.995 2.629 4.624
J Puncak t.427 490 t.917
6 Dogiyai 1.258 585 1.843
7 Intan Jaya 910 585 1.495

1.5738 Deiyai 1.O14 559
Papua Tengah 12.223 8.1 16 20.339

Jumlah Penduduk
Laki-iaki PerempuanNo Katnroaten

1

Nabire 58.054 51.394 109.4481

96.247 204.1972 hrncak Java t1t.944
66.3t4 120.5813 Paniai

199.345107.000Mimika 92.345
90.393 80.s7s 170.9665 Puncak

1t4.662Dogiyai 59.839 54.4236

I I

4 5 6 7 8 9

9t.062

I

54.267

No
Perempuan

I

42
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Kabupaten Jumlah Penduduk
JumlahLaki-laki Perempuan

ll 3 4
7 Intan Jaya 66.935 59.903 126.838
8 Deiyai 47.843 42.397 90.240

Papua Tengah 644.322 531.949 t.140.271
Sumber Data : Dinas Dukcapil Prov Papua Tengah, 2O24 (data diolah)

2.1.6.2.3 Urusan Perhubungan
Seictor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan orang/

penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor transportasi juga
berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjang segala aspek kehidupan
baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan
keamanan. Pertumbuhal sektor tralsportasi akan mencermrokan pertumbuhan
ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan
strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia,
kualitas layanan, aksesibilitas, kete{angkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem
jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi j aringan jalan, terminal,
jalan rel, jaringan sungai, danau, dal penyeberangan, jaringan transportasi 1aut, dan
bandar udara.

A. Tran sportasi Darat
1). Jalan
Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjaag tercapainya struktur tata
ruang suatu wilayah untuk meodukung kegiatan secara optimal sesuai dengan
hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting temtama yang menyangkut
perwujudan perkembaagan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil
pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional daiam
rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sedangkan kondisi jaringan
jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana
pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk
Papua tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jalan
nasionaI. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah berdasarkan
data R|RW Provinsi Papua tahun 2013-2033 yaitu :

1. Jalan Nasional
a. Pengembangal Jaringan jalan Arteri primer Jayapura - Sarmi - Mamberamo

Rava- Waropen - Nabire;
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
c. Jaringan Ja-ian Arteri Primer Timika - Waghete- Enarotali
d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena - Karubaga - Mulia
2. Jalan Provinsi
a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire - Waghete - Enarotali;
b. Jaringan Jalal Kolektor Primer Enar-otali - Sugapa.
2). Rel Kereta Api
Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana transportasi
kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini transportasi
jaringan jalan rel belum tersedia di wilayah Provinsi Papua. Padahal potensi
moda kereta api ini lebih baik daripada moda transportasi darat lainnya dari
sisi kapasitas angkut yang lebih banyak, baik untuk barang maupun
penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh, dengan biaya transportasi yang
relatif lebih murah, dan tingkat polusi yang rendah. Pada kondisi eksisting,
jalur kereta api masih belum tersedia, narnun berdasarkan RTRW Provinsi
Papua tahun 2Ol3-2O33 terdapat rencana pengembangan jaringan pelayanan
transportasi kereta api di Provinsi Papua Tengah adalah:
a. Lintas Jayapura-Sami-Nabire
b. Lintas Nabire-Manokwari-Sorong
c. LintasNabire-Timika
Sedangkaa arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa
stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi barang yang dilalui
jalan rel yaitu:

No

2 (
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Tabel 2. 51 Arahan en ban Sim 1 Tran ortasi Kereta A i di Provinsi

Sumber : RTRW Prouin si Papua Talun 2013-2033

3). Terminal
Berdasarkan Peratura-n Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa
termina-l penumpang tipe A merupakan terminal yalg fungsi utamanya
meiayani kendaraan bermotor umum untuk algkutan lintas batas negara
dan/ atau angln-rtan altar kota antar provinsi. Sedangkan terminal
penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani
kendaraan bermotor umum untuk angkutan antar kota dalam proyinsi. Lokasi
terminal penumpang tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:
. Terhubung dengal rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas

yang dibutuhkan
o Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau

angkutan lintas batas negara atau rencana pengembalgaa jaringan rayek
antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara

Lokasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:
. Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalaa dengan kapasitas

rranc dihr rtrrhlzan
o Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi
Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, lokasi dan tipe terminal

di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A
a. Terminal Nabire - Kabupaten Nabire

2. Terminal Tipe B
a. Terminal Oyehe - Kabupaten Nabire
b. Terminal Mulia - Kabupaten Puncak Jaya
c. Terminal Timika - Kabupaten Mimika
d. Terminal Wagete - Kabupaten Deiyai
e. Terminal Enarotali - Kabupaten Paniai
f. Terminal Waghete - Kabupaten Deiyai

4). Transportasi Udara
A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan yang
terdiri atas:

i. tsandar udara pengumpui dengan skala pelayanan primer: adalah bandar
udara sebagai salah satu prasar€rna penunjang pelayanan PKN yalg
melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan
5.OOO.OOO (lima juta) orang per tahun.

2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder: adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang
melaya-ni penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan
f .OOO.OOO (satu juta) dan lebih kecil dari 5.OO0.0O0 (lima juta) orang per
tahun.

3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW
terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah iebih besar dari atau
sama dengan 50O.OOO (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.0OO.0OO (satu
juta) orang per tahun.

No Rute l,okasi Stasiun
1 Kota/Kab.

Mamberamo
Nabire.

Jayapura-Sarmi-
Raya-Waropen-

Jayapura, Depapre,
Sarmi, Trimuris,
Botawa, Nabire.

2 Nabire-
Manokwari
lDanrra Elaratl

Nabire-Papua Barat Nabire

3 Nabire-Timika Nabire- Dogiyai-Deiyai-Paniai-
Mimika.

Nabire, Moalamani,
Waghete, Enarotali,
Timika, Pomako.

lokasi Kabupaten
Jayapura-
Sarmi-Nabire
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4. Bandar udara pengumpan merupakan Bandar udara tujuan atau penunjang
bandar udara pengumpul dan mempakan salah satu prasarana penunjang
pelayanan kegiatan lokal

Di Provinsi Papua Tengah, pengembangan bandara pengumpul dengan skala
pelayanar tersier tahun 2Ol3-2O33 dilakukan pada:
a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
b. Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mirnika;
Rencana pengembaagan bandara pengu.mpan di Provinsi Papua Tengah Talun
2013-2033.

Tabel 2. 52 Bandara Pengumpan di Provinsi Papua Tahun 2O13-2033 yang
Akan Dikem

Sumber : Hasil Rencona Talun 2012

Gambar 2. 12 Peta Transportasi Provinsi Papua Tengah

d
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No Nama Bandara Lokasi
Bandara Mulia Puncak Jaya
Bandara Sinak
Bandara Waghete

Puncak
Deiyai

Bandara llh.r
Bandara lllaga Puncak
Bandara Beoga Intan Jaya
Bandara Fawi Puncak Jaya
Bandara Sugapa Intan Jaya
Bandara Enarotali Paniai

PaniaiBandara Obano
Bandara Moanamani Dogiyai
Bandara Kokonao Mimika
Bandara Jila Mimika
Bandara Ugimuga Mimika
Bzurdara Pottlwai Mimika
Bandara Alama Mimika

MimikaBandara Jita
Bandara Agimuga Mimika

Puncak Jaya
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2.I.6.2.4 Urusan Komunikasi dan Informatika
Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak

jauh dari suatu tempat ke tempat 1ain. Informasi tersebut bisa berupa tuiisan, suara,
gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat diindikasikan dari
penerimaan sinyal intemet telepon seluler.

Tabel 2. 53 Banyaknya Desa/Kampung menurut Kabupaten/Kota dan penerimaan
Sin al Internet Tel on Seluler di Provinsi Pa 2021

Sumber: Badan Pusat fi,atistik, 2O22

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layalan telekomunikasi yang
memadai dengan sinyal 4G/LTE hanya terdapat di beberapa kabupaten di antaranya
Mimika, Nabire, dan Rrncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya, masih cukup
banyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yang memadai.
2.1.6.2.5 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menenga-h

Tabel 2. 54 Jumlah Koperasi Aktif Meurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Tahun2O2O-2O24

Kabupaten 2020 2023 2024
1 Nabire 276 232 278
2 Paniai 201 221 230

Puncak Jaya 19 19 I9
4 c69
5 Puncak 31 32
6 Doelyai 6 8

Intan Jaya 99 99 100
8 Deivai 56 56 58

996Jumlah
Sumber Data: Dinas Koperasi, Usa-ha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, darr
Perdaganga,2O2S

825

Nabire 29 5 8
Paniai 1 25 91
Puncak Jaya 8 75
Mimika 53 7 6
Puncak i 52
Dogiyai 79 14
Intal Jaya t6
Deiyai 3 1 4 40

Jumlah 930 228 360 938

I.Tn-rsan Koperasi. Usaha Kecil. darr Mene4gal {I-rKM! aclalah kegiatan ekonomi
yang dilakukal oleh koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Adapun data Koperasi Aldif dan
Jumlah UMKM pada Provinsi Papua Tengah Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No 2027 2022

!97

10
7

904

4G/LTEKabupaten / Kota
3c/H/H

EVDO

2,5a/E
/ GPRS

None

13

t2 20

2



No Kabupaten 2020 202t 2022 2023 2024
i Nabire 4.7A6 4.746 4.786 5.458 5.860

Paniai 848 848 848 866 950
3 Puncak Jaya 770 7LO 714
4 Mimika 2.650 2.650 2.650 2.690 c '7 c'7

5 Puncak 1.374 r.3740 7.374 1.395 7.494
ce'7 c9'7 ae7

I
?r< I

7 Intan Jaya tt2 772 r12 721 153
8 Deiyai 378 378 378 453 492

Jumlah 1 1.145 11.145 11.145 12.851
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Tabel2.55 Jumlah UMKM Menurut kabu aten di Provinsi Pa aT 2020-2024

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dal Menengah, Perindustrian, dan
Perdaganga,2O25

2. 1.6.2.6 Urusan Pangan
Urusan Pangan adalah sa-1ah satu urusan pemerintahan yang w4iib non-

pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundalg-undangan di
Indonesia, khususnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Urusan ini dikeiola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan,
keterianskarran rlan kearnanan nansan harri sehrnrh m,asverakel Adanrrn dat a
ketahanan pangan pada Provinsi Papua Tengah Per Kabupaten Pada Tahun 2025
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56 data Ketersediaan Pangan Per Kabupaten Pada Provinsi Papua Tengah
Tahun 2O25

No Kabupaten 2O23 (ton) 2O24 (tonl
Nabire 74,89 80,95

a Paniai 15,46 2r,52
3 Puncak Jaya 13,t2 t9,34

Mimika 80,55 80,55
Puncak t5,2t t4,27
T\^;-,^.; oo oa

7 Intan Java t7,2r
8 Deiyai t6,82 22,44

Jumlah 30,32 35,00
Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Peikanan, 2024-2025

2.I.6.3 Layanan Urusan Piliharr
2.1.6.3.1 Urusan Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735
kamar dan 7770 tefipat tidur yang terseba-r pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya,
Parriai dan Mimika pada tahun 2020. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang
paling ban5,ak memiliki akornodasi, k-alnar dan tempat tidur ',:ntuk penunjang
pariwisata.

Tabel 2. 57 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi
Pa ua Ten

1

Tahun 202OTahun 2O 18 Tahun 2O 19

Akomod
asi

Temp
at

Tidur

p

Tidur

Akomod
asi

Tem
pat

Tidur

Kab/Kota Akomod
asi

1

501 720ZJ 475 663Nabire 4561

19 18 261 9 9 12
Puncak
Jaya

47 3 26 4447 2a3 Paniai
182 9667 659 975 76 497 8164 Mimika

5
6

Puncak
Dogiyai

40

2
710 810

?6(

12.o22

4
5

Tahun2O|S-2O22

Kam
afat Kama

t
No Kam

ar

9 104 5 6 72 3
<r1

1

J
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7 Intal Jaya
8 Deiyai

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir EKPD Prouinsi Papua 2O23

2.l 6.3.2 Urusan Perikanan dan Kelautan
A. Sumber Daya buatan dan Jasa Kelautan

1. Pelabuhan Perikanan
Berdasar-karr Peraturarl r'viei-rteri Kelautar-r dal Perika-rran Repubiik

Indonesia PERMEN-KP No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan
Republik Indonesia, Provinsi Papua terletat pada 2 (dua) Wilaya_h Pengelolaan
Perikanan WPP) NRI yaitu WPP 717 sebelah utara darl 718 sebelah selatan.
Sesuai amalat UU 23 tahun 2014 telr.tang Pemerintahal Daerah, pengelolaan
pelabuhan perikanan menjadi dasar Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam
menjalankan amanah sesuai dengan kewenangannya. Pangkalan Pendaratan
Ikan (PP! merupakan Pelabuhan Perikanan tipe D, semula kewenangan
pengelolaannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (Permen KP No.08 Tahun
2012), berdasarkan UU 23 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
dengan Tahapan P3D.

Tabel 2.58 sebaran Pelabuhan Perikanan di Provinsi

Sumber Dota: DKP Papua, 2O2O

Kategori Pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Tengah dibagr dalam klaster
peruntukannya yaitu pangkalan pendaratan ikan (2 unit) PPI Poumako di Kabupaten
Mimika, PPI Waharia di Kabupaten Nabire (DKP Papua, 2020). Sebagai Unit Pelaksana
Telcris Daerah (UPTD) Dinas P2KP Provinsi Papua Tengah, Pelabuhan Perikanan juga
merupakan fasilitator pembangunan bidang perikanan di wiiayah utara Provinsi
Papua Tengah dan di wilayah selatan Papua Tengah, yang diharapkan mampu
rneninskatkan Lrra'litas hisnis rrsaha nerikanan lanokett rrntrrk nernanfaaTan srrmher
daya ikan secara lestari dan berkesinambungan.

B. Perikanan Tangkap
Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil 1aut.

Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagr dua, yaitu
perairan utara Papua Tengah tergabung daiam WYP / L./ yang mencai<up perairan Laut
Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 5O9 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan
6.110 mil laut (11.000 krn2) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan
Pelagis Besar (Trrna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian
selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura
dengan panjang pantai 662 mil laut (1. 191 km) dengan luas perairan 7 .944 mil lat;t
(14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal
(Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya
(Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon,
Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat
besar, terutama pada wilayah pesisir darr lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari
berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang iamun)
dengan tingkat keanekaragarnan yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki
potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi
Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama uda,ng. Berbagai sumber
daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut
Papua Tengah. Pengembangal perikanan tangkap meliputi wilayah:
. Laut Papua Tengah UtaJa dengan pusat kegiatan di Nabire;
. Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

1 PP.
rrr^l^^;^

Kab. Nabire 717 Provinsi

2 PP.
Pomako

Kab
Mimika

778 Provinsi Operasional dan
PPI

No Pelabuhan Kabupaten WPP StatusKewenangan I

Peneelolaan ]

1,a l3 4 5 6I

Operasional dan
PPI
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Kegiatan perikanal dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap
yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring
insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak
bermata banyak).

Tabel 2. 59 Jumlah N Perikanan Tahun 2O2O-2O22

Sumber: BPS Prouinsi Papua, 2023

Tabel 2.60 Volume Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap menurut Kabupaten
di Pa T Tahun 2023

Sumber : BPS Prouin-si Papua, 2025

C. Perikanaa Budidaya
Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi

budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemaafaatan ruang pada produksi
budidaya kelautan dan perikanan dibag, menurut prioritas penanganannya sebagai
berikut :

. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrag,asih di Kabupaten Nabire, dan
Kabupaten Timika.

o Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten
Timika.

. Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten)
yaitu Kab Nabire, Kab. Timika, Kab. Paniai, Kab.Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Intaa
Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di
seluruh pesisir dan pulau-pr.rlau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah
pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial
tersebut jenis perikalan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan
kerapu dan nila.

1 Nabire 2.905 2.936 2.970
) Paniai
3 h;ncak.Iaya
4 Mimika 250 300
5 Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya
8 t\ ^t,,^:

Papua Tengah 3.01 I 3.O42 3.016

1 Nabire 73.602.656 414.21O.249.700 22.O99 7 49.994.500
2 Paniai 738.O34 24.116.080.O00
3 Puncak Jaya
4 Mimika 1.258.800 42.336.200.000
5 Puncak
6 Dogiyai

Intan Jaya
8 Deiyai 1o7.724 3.9a2.277.500

Papua Tengah 74.46t.456 456.546.449.700 867.857 28.848.352.O00

I

'l'ahun

Jumlah Perikanan
No

KabTKota
2420 2022

1 , 3 4 5

Perikanan Tangkap di Laut Perikanan Tangkap di
perairan DaratNo Kab/Kota Ton Rupiah Ton Rupiah

lil 2 J
I
I

I
I4 5

I

I

I
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Tabel 2. 6l Jumlah Kelom ok Perikanan Budi a Tahun 2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papuo 2022 & data diolah Perangkat Daerah data
Sementara **

Tabel2.62 Volume Produksi dan Nilai Perikanar Budidaya menurut Kabupaten
ua Ten I dt\t)tt zvz-\)

Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2O25

2.1.6.3.3 Urusan Pertanian
Prcduksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Prod.uksi

Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28
Ton dan produksi padi setara beras mencapat 4.fia,72 Ton. Produksi komoditas
tertinggi berada di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi
komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Produksi Komoditas Menurut Kabu aten di Provinsi Pa 2025

1 Nabire 53 53
2 Paniai
* l Puncak Jaya
4 Mimika 159 159
5 Puncak
6 Doeiyai 152+

7 Intan Jaya
8 Deiyai 1C t2

Papua Tengah 65 65 65

1 Nabire
2 Paniai 738.O34 24.116.080.O00
3 Puncak Jaya
I Mimika 22.O99 749.994.sOO
5 Puncak
6 Doeiyai
7 Intan Jaya
8 Deiyai | 107.724 3.942.277.500

Papua Tengah 22.O99 749.994.500 845.768 28.098.357.500

J

7.3t2,OO 4.153,56 991,00 725,OO1 Nabire
352.6532 Puncak Jaya

346,00 113,0O 23L.2ttPartiai
106,004 Mimika r28,O_O- _

182,OO 349 .47 55 hrncak
44,28 25,t6

6 Dogyai
7 Intan Jaya

33 1.431Deiyai
7.647 ,OO 944,OO 7.265.770Jumlah 7.356,28 4.r78,72

Sumber : BPS Prou Papua, 2O23

Ta-irun
2020

.Tahun

2022
I Tahun 2O21

Perikanan

Kab/Kotal\o
I

Jumlah

1 2 3

154

I2

No
Danau

Ton Ton
I I

I2 3 4 5

I

I
I

Produksi
Padi
(Ton
GKG}

Produksi
Padi

Setara
Beras
(To:r)

Produksi
Jagung

(Ton)

Produksi
Kedelai (Ton)

Produksi
KopiKabupatenNo

5 ot/I1 2 4

8
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2.1.6.3.3. Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi

yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan
nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat
pertumbuhan ekonomi darr pemerataan serta memberikan sumbangan yang
berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja
dan peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi
mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen,
pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat
beberapa fasilitas lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar
tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada tahurl 2022 tercatat bahwa
jumlah pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit.
Namun demikian, jumlah total sarana perdagangan yang paling tiuggi terdapat
pada Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel 2. 64 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua
2023

Sumber: Badan P.tsat Statistik, 2023 RTRW Papua Tengah 2023-2024 **

2.2 Ganbaran Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif
dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya
pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi
sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun
tertentu. Dengan demikian APBD dijadikal salah satu bentuk instrumen kebijakan
untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh
karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan
analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
2.2.7 Kineqa Keuangan Masa Lalu

Kine{a keuangan menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan
kekuatan serta kelemahan suatu daerah. Kineq'a Pemerintah Daerah dapat di ukur
dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. L:formasi posisi
keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali di gunakan sebagai dasar
untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja keuangan
melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan
dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba
komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, darr catatan atas
laporan keuangan.
2.2.1.1 Kine{a Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan cian Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah yang disetujui
melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pendapatan Daerah Provinsi Papua

i Nabire 36 15 1.515
2 Puncak Jaya
3 Pania.i
4 Mimika 16 50 5.586
5 h:ncak 5 2
6 Doeiyai t4 16

Intan Jaya 4
8 Deiyai 1 11.7

r..-t^L 76 7.390

Swaiiayar-i vYai uuBl r uEut\auuPalglr I

I ra$iat

2 4 51 3
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Tengah dikelompokkan atas: (1) Pendapatan; (2) Betanja; (3) Pembiayaan. Secara
nominal penetapan target dan capaian realisasi Pendapatan di iingkup pemerintah
Provinsi Papua Tengah terjadi peningkatan sepanjang periode 2022 sa:rnpat dengan
2024. Ur.twk lebih jelasnya dapat diiihat pada tabel berikut ini:

Tabel2. 65 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatal Belanja Daerah Frovinsi
Tahun 2O22 s d Tahun 2O24*

t29,45

1
PENDAPATAN
DAERAH

1.1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) 0,00 499.855.205.617,00 s36.O32.229.926,00 7 ,24

1.1.1 Pajak Daerah 0 00 492.27 4.97 | .900,OO s2a.45t .996.209,OO 7 ,35
1,.1.2 Retribusi I)aerah 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.1.3 ta.in-lain PAD yang
Sah 0,00 7 .57 A .233 .7 t7 ,OO 7 .s7 A .233 .7 17 ,OO 0,00

1.2
PENDAPATAN

0,00 1 .830.679.615.000,00 2.704.26r.413.OOO,OO 47 70

t.2.1
Pendapatan
Transfer Pemerintah
Pusat

2.704.26t .413.OOO,OO 47 70

1.3
LAIN.LAIN
PENDAPATAN
lrlir-t(^rl t /lrt Lr Dll-rl

42.000.000.000,00 386.634.134.688,O0 888.69s.877.319,O0

1.3. 1 Pendapatan Hibah 42.000.000.000,00 386.634. 134.688,00 888.69s.877.319,00 129,85
JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH

42.000.000.000,00 2.717. 168.955.305,00 4 . 1.24 .989 .s20 .245 ,OO 51,96

2 BELANJA DAERAH

2.1 BELANJA OPERASI 31.446.658.500,00 1.626.243.244.754,OO 2.744 .544 .OO5.346,OO 7 7,22

2.t.t Belanja Pegawai 1 .325.680.000,00 153.377 .922.490,OO 369. 143. 107.497,OO 140,68

1 .89s.64 1 .897.356,00 73,3t2.r.2 Belanja Barang dan
Jasa 26.84 5.9 78.500,00 1.093.766. t 55.683,00

0,o0 o,oo2.r.3 Belanja Bunga 0,00 0,00
100,002.t.4 Belanja Subsidi 0 00 0,00 9 .224 .7 a7 .4 tO ,OO

363.706.233.550,00 62,332.1, .5 Belanja Hibah 2.075.000.000,00 224.053.882. 108,00
Belanja Bantuan
Sosial

I .200.o00.000,00 155.085.327.473,00 v6.427 .979.533,OO (s,32)2.1 .6

64,74BELAi.IJA i'vlODAL f . i06.253.000,00 808.133.si8.s94,00 1 .363.956.49 i.937,00

o,oo i85.880.036.681,00 41.063. 129.600,OO (77,gtl2.2.1
Belanja Modal
Tanah

22t .523.O6t .O54 ,OO 59,85,))) Belanja Modal
Peralatan dan Mesin a.196.244 .900,OO 138.580.O27.006,O0

360.804.e,36.433,00 26tJ,962.2.3
Belanja Modal
Geciung <ian
Bangunan

0,00 99.957.151.863,00

95,9 i37 s.342.490 .444 ,OO 735.410.664.850,002.2.4
Belanja Modal
Jalan, Jaringan,
dan lrigasi

49,t2637.050.000,o0 950.000.ooo,oo2.2.5 Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya 850.008. t 00,00

(45,s4)7 .696.362.600,00 4.207.000.oo0,o02.2.6 Belanja Modal Aset
l,ainnya 0,00

499,2816.6s3.946.376,O0 99 .804 .562.224,OOBEI,ANJA TIDAK
TERDUGA

1 .447.O88.500,OO

aa An4 56' 
"4 

00 4q9 2ABelanja Tidak
Terduga

1 6 65i q46 i76 rlr}2.3.1

382.500.453.306,O0 3r,22BELANJA
TRANSFER

0 00 29t.490.409.r32,OO2.4

I td. zwzz
I (Rp)

t aa. z\)zo
(Rp)

Uraian
(Rp)

Rata-Rata
Pertumbuhan

0,00 
| 

1.83o.67e.61s.o00,00

I

I

60.o00.000,001

I

I

I r.oor o*r.roo,oo
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2.4.t Belanja Bagi Hasil 0,00 256 .490 .409 . r32 ,OO 322.500.453.306,00 25,74

2.4.2 Belalja Bantuan
Keuangan o,oo 35.O00.OOO.OOO OO 60.ooo.ooo.ooo.oo 71 ,43
JUMl.AH BELAN.'A
DAERAH 42.000.000.000,00 2.742_561.162.256,OO 4.630.807 .512.At2,OO 68,85

SURPLUS/ (DEFISIT) 0,00 (2s.392.206.e51 ,OOl (501.817.992.567,0O)

3
PEMBIAYAAN
DAERAH

3.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 0 00 25.392.206.95t ,OO 501 .817.992.s67,00 t.876,27

3.1.1

Sisa Lebih
Perhitungal
Anggaral Tahun
Sebelumnya

0,oo 25.392.206.951,OO s01.817.992.567,00 7.876,27

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

0,o0 2s.392.206.951,OO 50t .417 .992.s67 ,OO r.876,27

rt lvlDLt'l.t tt-t\rt
NETTO 0,00 25.392.206.951 ,OO 501 .817.992.567,00 7.476,27

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

0,00 0 00 0,00 o,o0

Sumber : BPKAD Prouinsi Papua Tengalq 2O25

Jika diperhatikan ketiga komponen APBD diatas, komponen Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan di Provinsi Papua Tengah meningkat drastis dari tahun ke
talrun , ha-l ini di sebabkan karena di tah:un 2022 Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang baru terbentuk dan sudah har':s menjalankan pemerintahannya dengan
pembiayaan yang berasal dari pendapatan transfer dari Provinsi Papua (Provinsi
induk) ditambah dengan Hibah dari Kabupaten yang masuk dalam wilayah
pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Di Tahun 2O23, pendapatan menga-lami peningkatan dikarenakan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah telah mendapatkan alokasi APBD penuh dari Pusat ditambah
dengan pendapatan iainnya. Tahun 2024 pun pendapata-n mengalami peningkatan,
adapun peningkatan yang cukup signifrkan diperoleh dari dana Perimbangan, Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Ktrusus (DAK) serta pendapatan lainnya yang Sah.
2.2.1,2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikafl Sekurang-kurangrrya mengenai perkembangan neraca
daerah, analisis Risiko ikuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 2. 66 Rata-rata buhal Neraca Daerah Provinsi

a7,951 ASET

77,301.1 ASET LANCAR

81,941.1.1 Kas

6,677.1.2 Piutang
84,5sPersediaan1. 1.3

1o2,82ASRT TETAP1.2
9,59t.2.1 Tanah

209,74'too Peralatan dan Mesin
252,997.2.3 Gedung dan Bangunan
51,11t.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.809,2st.2.5 Aset Tetap lainnya

I

I

I Rata-ratapertumbuhan
I zozz - zozci txr

No Uraian

I

I

I
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Sumber : BPKAD I'rouinsi Papua Tengalq 2025

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa La.lu
Kebijakan pengelolaan keuangal daerah, secara garis besar tercermin pada

kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan
daerah yang baik menghasilkan keseimtrangan antare optirnalisasi pendaPatan
daerah, efisiensi dal efeklivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan
potensi pembiayaaa daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keualgan Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa
sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapataa Asli Daerah (PAD)

yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasii Perusahaan Miiik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yarrg meliputi Dana Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;
dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah,
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keualgan.
Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana
Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaal Daerah yang dipisahkan, serta
untuk pengelualan pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan,
pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaral
pokok utilrg.

2.2. 1.4 Proporsi Penggunaan Anggaraa
Dalam bagian ini diuraikaa sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi rea-lisasi belanja. Oleh karena itu, pada
bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/eralik/gambar pendukung analisis sesuai
dengan kebutuhan. Dalarrr bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel 2.67
sebagai berikut:

1.2.6 Konstruksi da-1am Pengeri aan 0,00

1.3 ASRT LAINIITYA 15,33
1.3. 1 Tagihan Peniualan Angsuran o,oo
1.3.2 Tasihan Ttrntutan ganti kerugian daerah 0,00
r.3.3 Kemitraan dengal pihak kedua o,o0
7.3.4 Aset tak Berwuiud 72,O5

JUMLAH ASET DAERAH 87,95

2 KEWAJIBAN 58,55
2.7 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 58,55
2.7.t Utang perhitungan pihak ketiga o,00

Uang muka dari kas daerah 0,00
o,oo2.t.3 Pendapatan diterima dimuka

2.t.4 Utang Bela.rtia 58,55

93,333 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR 93,33

93,333.1.1 Ekuitas

I

Rata-rata pertumbuhan
2022 - 2024UraianNo

I
I

I

I

I

I

2.1.2
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Tabel 2. 67 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi
ua Ten Tahun 2022 s d Tahun 2024

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengah. 2O25

Perlu cii perhatikafl bahwa daiam pengaiokasian anggaran belanja aparatur
harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi
dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target darr realisasi
belanja. Berdasarkan Tabel 2.57 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja
aparatur seiama periode 2022-2024, di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk penambahan
aparatur dari Provinsi Induk (Papua) berikut gaji dan tunjangan melekat, dan untuk
belanja pegawai honorer yartg diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi unit organisasi pemerintah.
2.2. 1 .5 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembaii, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah
merLlpak.rn transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara
Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan
pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi
belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa l,ebih Perhitungan
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupull pada tahun-tahun anggaraJr berikutnya, mencakup : sisa lebih
perhitunga.n anggar-am tahurl ang,Sa.rarr sebelurmrya (SiLPA), pe.rrcaireur dana cadangarr,
penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan
Pembiayaan seiama tahun 2022- 2024 sebagaimana tabel 2.68.

Tabel 2. 68 Defisit Riil Provinsi Tahun 2022 s d Tahun 2024

1 TI^.2022 1.325.680.OOO,00 42.000.ooo.ooo,oo 3,16

2 TA.2023 153.377.922.890,OO 2.742.56r.162.256,OO 5,59

3 TA.2024 369.743.107.497,OO 4.630.4O7.512.812,OO 7 97

a'71'7 ',t69 0<< ?nq nn 4 lzq oqo qrn crq nn1 Pendapatan Daerah 40 nnn nnn onn nn

2.742.56t .162.256,OO 4.630.807.s r 2.812,002 Belanja Daerah 42.000.000.o00,00
0,oo (25.392.206.9sr,OOl (501.817.992.567,00)3 Surplus/ (Defisit)

4

25.392.206.95r,OO 501.817.992.567,005 Penerimaan Pembiayaan 0,00
0,00 o,oot, Pengeiuaran Pembiayaan

507.Ar7 .992.567 ,OO0,00 25.392.206.951,OO7 Pembiavaan Netto

8

o,oo0,00 o,oo9 Sisa kbih Pembiayaarr
Anggaran

Sumber data : BPKAD Prouinsi Papua Tenga\ 2425

I

i Total belanja Pegawai

| (Re)

Total pengeluaran
{Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp)
No Uraian

I

TA 2023 T4.2024-\No | ,o,o*Uraian

I
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Kurun waktu tahun 2022-2O24 Realisasi Pendapatan Daerah terus
menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah. Defisit ditahun
2423-2024 delisit riil nihil.

Tabel 2. 69 Komposisi Penutup Delisit Riil Realisasi Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 s d.Tahun2024

Sumber data : BPKAD Prouinsi Papua Tenga\ 2025

Dari Tabel 2.69 terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2022-20241, terdapat
kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhirungan Anggaran) yang
sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada
pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah
sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan
barang dan jasa.

Tabel 2. 70 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 s d Tahun 2024

1

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya

o,00 25.392.206.957,
o0

501.at7.992.56
7,00

Pencairan Dana Cadangan o,o0 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan 0,oo 0,oo o,oo

4 Penerimaan Pinjaman Daerah o,00 o,00 o,oo

5
Penerimaan Kembali
Pemberian Piniaman Daerah o,o0 o,00 0,oo

6 Penerimaan Piutang Daerah 0,oo 0,oo o,00

looJumlah SiLPA 0,00 0,00 25.392.206.951 100 50t.aL7 .992.567I
0 00 0,000,00 0,00 0,00 0,002 Pelampauan

penerimaan
PAD

o,00 0,00a Pelampauan
penerimaan
dana
perimbangan

0,00 0,000,o0 0,00 o,00 0 004 Pelampauan
penerimaan lain-
lain pendapatan
daerah vang sah

0,000,o0 0,00 0 00 0,00Sisa
penghematan
belanja atau
akibat lainnya

0,00

o,oo 0,000,00 0,00Keu'ajiban kepada
pihak ketiga
sampai dengan
akhir tahun
belum
terselesaikan

non0,00 nnnKesiatan laniutan nno nnn noo7
Sumber data : BPKAD Prouinsi Papua Tengalq 2025

r T-^: ^-
2002

Proporsi dari total delisit riil (%)

II 2023
I

2024*"

2022 2023

., lHst*-"
Rp

o/o

dari
c;r D

A

o/o

dari
cit D

A

2024**

Rp

I

No Uraian
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2.2. 1.6 Kerc;:gJr.a Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan berfujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuaagan <iaerah untuk mengetahui kemampuan pendarraan prioritas pembangunan
yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan
mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar ;

b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala
Daerah :

c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya.

2.2.1.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data

pendapatan dali masing-rrrasing Perangkat Daer:rh yang rnenglrasiikan Peridapatar-r
Daerah. Data tersebut berasal dari pendapatal Daerah tahun 2022 - 2024, sedangka;t
untuk data Pendapatan Daerah Tahun 2O25 - 2026 diperoleh dari surat usulan
masing-masing Perangkat Daerah Penghasil. Berikut adalah beberapa asumsi dalam
melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:
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Tabel 2. 7 7 An an Penda tan Belan a Daerah Tahun 2O25 s d 2030 Provinsi Ten

1 PENDAPATAN

1.1 1.oar.764.791.344,OOPENDAPATAN ASLI
DAERAH 616.815.676. 100,00 709.792.42t.534,OO 816.806.617.596,00 939.982.069.628,00 1.O9t.764.79\.344,OO

t.062.90s.720.423,OO1.1.1 Pajak daerah 607 .7 19 .795.640,OO 694.877 .764.946,00 803.709.429.734,OO 924.265.444.194,OO 1.062.905.720.823,OO
r.1.2 2.000.000,00 2.000.000,00Retribusi daerah 2.OO0.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

31.1 0,oo
Hasi.l pengelolaan
keuangan daerah yang
dipisahkan

0,00 o,00 0,00 0 00 o,oo

1.1 .4 r 8.857.070.52 1 ,00 18.857.070.52 I,00Lain-lain PAD yang sah 9.093.880.460,00 10.912.656.552,00 13.095. 187.862,OO t5.7 t4 .225.434 ,OO

1.2 PENDAPATAN
TRANSFER

4.355.240.048.252,00 4.355.240.Q48.252,OO2.974.687 .554.300,OO 3 .27 2 .156.309 .7 30,OO 3.s99.371.940.703,00 3.959.309.134.774,OO

1 2 1 2 .346 .529 . t99 .259 ,OO
Pendapatan Transfer-
Dan:r Perimbangan

1.602.71 1.016.500,00 1.762.982.118. r50,00 1.9139.280.329.965,00 2.t33.208.362.962,OO

| .27 5 .523 .7 84 .7 t8 ,OO7.2.t.1 Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DEH) 1.159.567.077.016,00 | .27 5.523.744.7 18,OO871.199.907.600,00 958.3 19.898.360,00 1.054. 15 1.888. 19(5,OO

804.557 .t72.459,OOL2.t.2
Dana Transfer Umum-
Dana. Alokasi Umum
(DAU)

549.523.374.400,00 604 .47 5 .7 I I .84Q ,QO 731.415.611.326,00 804.557. 172.459,00664.923.283.O2.+,OO

1.2. 1.3
Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

248.387.1s1.918,00 248.387. i51.918,00169.651.766.900,O0 186.616.943.590,00 205.278.637 .949,OO 225.406.501.744,OO

18.061.090. 164,00r.2.t.4
Danei Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik

12.33s.967.600,00 16.4t9.t72.876,OO 18.061.090.164,OO13.s69.564.360,00 14 .926 .52O .7913 ,OO

10.) 2.008.710.848.993,00 2.008.7 10.848.993,00Pendapatan Transfer-
Lainnya 1.371.9 76.537.800,00 1.509.174.191.580,00 1.650.091.610.738,00 1.a26.tOO.77 t.Ar2,OO

),.2.2.1 931.420.90s.551 ,00
Dana Otonomi Khusus-
Provinsi Papua 636.173.O11.100,00 699.790.312.210,OO 7 69 .7 69 .343 .43 L ,OO a46.746.277 .774,OO 931.420.905.551,00

t.2.2.2 1 .O77 .289 .943.442,t)O

Dana Tambahan
Infrastruktur dalanr
rangka Otonomi Khusus
Provinsi Papua

735.8 C3.526.700,O0 809.383.879.370,00 490.322.267 .307 ,OO 9 79.3 5 4.494.038,00 1.O77 .2a9.943.442,00

2029 2030'_2028
I I

2A2e INo Uraian 202s 2027

I

2.346.52g. 1 gg.25g,OOl

I
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1.3
I"{IN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah

r.022.o00.258.917,00 1. 175.300.297.755,00 1.351.s95.342.418,00 I .554.334.643.781 ,00 t .7 a7 .4a4 .840 .344 ,OO 1.787.4A4.840.348,OO

I .7 A7 .444 .440 .344 ,OO1.3.1 I.O22.O0O.258.917 ,OO 1. 175.300.297.755,00 1.3.51.595.342.4 1,3,00 1 .554.334.643.781,00 I .7 a7 .4A4 .A40 .344 ,OO

JUMLAH PENDAPATAN 4.613.503.489.317,00 s . r57 .249 .O29 .O23 ,OO 5.71i7 .77 3 .9OO.7 l'7 ,OO 6.453.62 5.848. 183,00 7 .224 .489 .679 .944,OO 7 .224 .449.679.944 ,OO

2 BELI\NJA
2.1 BELI\NJA OPERAS] 3.087.353.412.521,00 3.426.67 6.466.446,OO 3.828.506.589. 102,00 4 .27 2 .a60 .AOA .529 ,OO 4.809.915.239. 125,00 4.809.915.239. i25,00
2.1.1 Belanja Pegawai 442.97 I .724.996,OO 53 1 .566.074.795,00 6.37 .879 .2A9 .7 54 ,OO 765.45s.147 .705,OO 918.546.177 .246,OO 918.s46.177 .246,OO

2.1.2 Belanja Barang dan
Jasa 2.079.988. 181.959,00 2.241.946.409.253,OO 2 .5'24 .2a4 .37 0 .64 t ,OO 2.802.927 .026.237 ,OO 3. 125.366.O80.173,00

2. t.3 Belanja Bunga 0,o0 o,00 rl 00 o,oo 0,00 0,00
2.1 .4 Bela:rja Subsidi

Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

to.t47 .266.t5t,OO) t 1 .16t .992.766,00 12 .27 A . t92 .O4i ,OO 13.so6.011.247,00 v.456.612.372,OO 14.A56.6t2.372,OO
2.1 .5 400.076.856.905,00 440.084.542.596,00 4,34.092.996.856,00 5t2.502.296.542,OO 563.752.526. 196,00 563.752.526.196,OO

2.1 .6 154. 169.378.510,00 16t.877 .847 .436,QO 1'59.97 1.739.808,O0 17A.470.326.79a,OO 187.393.843. 138,00 187.393.843. 138,00

2.2 BEL/\NJA MODAL I.544.7.+2.35 1.494,OO | .7 49 .a22.7 00.t85,OO t .9'26.r79.O7 5.9 t,+,OO 2. 131.494.163.3s3,00 2.324.Aa4.234 .497 ,OO 2.324.444.234.497 ,OO

2.2.1 Belarja Modal TanzLh 45.9,90.705. 152,O0 51.509. s89.770,00 57 .690 .7 40 .54'.2 ,OO 64 .613.629 .407 ,OO 72.367 .264.936,00 7 2 .367 .264 .936 ,OO

2.2.2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 254.7 5r .520.212,OO 292 .964 .244 .244 ,OO 336.908.885.481,00 387.445.218.303,00

631.049.564.150,00

445.562.001.048,00 445.562.001.048,00

725.706.998.773,OOoa1 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan 4 14.925.331.898,00 477.164.13t.683,OO 548.738.751.435,00 7 25.7 06.99A.77 3,OO

2.2.4 Belanja Modal Jalan,
Jarirrgan, dan Irigasi 423.659.944.632,OO 922 .499 . t37 .9aA ,OO 976.870.A26.33t,O0 1.O42.117.385.761,00 1.O74.666. 186.121,00 t.o74.666.186.t21,OO

2.2.5 Belar:ja Modal Aset
Tetap Lainnya 997.500.000,00 1 .047.375.000,00 t .o99 .743.7 50,OO 1 . 154.730.938,00 t.2t2.467 .485,O0 1.2t2.467 .4a5,OO

2.2.6 Belanja Modal Aset
Lainnya 4.4 17.350.000,00 4.638.2 i7.500,OO 4 .870. r24.37 5,OO 5. 1 13.634.794,00 5.369.316.534,00 5.369.3 16.534,00

BELI\NJA TIDAK
TERDUGA 77 .3tt.574.644,OO 52.700.920.6015,OO 55.335.966.636,00 s8. 102.764.968,00 5a. to2.764 .968,OO

Bela:rja Tidak Terduga 77 .311.57a.6a4,OO 50. 191.352.958,00 152.7QO.920.6015,OO 55.33 5.966.636,OO 58.102.764.968,00 58. 102.764.968,00
2.4 BELI\NJA TRANSFI'R 415.9 50.498.636,00 4 52.649.54 8.500, OO 4,12.920. s83.350,00 537. 1 18.843.285,00 585.63 5. Os3.246,00 585.63s.053.246,00
2.4.r Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan
JUMLAH BELAN.IA

3s4.750.498.636,00 390.225.548.500,00 429.248. 103.350,00 472.t72.9t3.645,OO s 19.390.205.054,00

66.244.444.192,OO

7 .77A.537.292.236,00

519.390.205.054,00

2.4 .2 61 .200.OOO.OO0,00

5. 125.3 57.841.735,00

62.424 .OOO.OOO,OO 53.672.4aO.OO1),OO 64 .945.929.600,OO

6.996.809.781.803,00

66.244.A48.t92,OO

5.679.340.468.489, O0 6.3r10.307. 168.97:2,00 7 .778.537.292.236,00

3. 125.366.080. 173,OOl

I

so. 1e r.3s2.es8.ool



-60-

(554.O47 .6t2.292,OO].1554.O47 .6t2.292,OO].SURPLUS/ (DEFISIlI) (511.854.352.418,0O) 1522 .O9 t .435t .466 ,OOl (532.533.268.255,00) (543. 183.933.620,00)

3 PEMBIAYAAN
554.O47 .6t2.292,OO3.1 554.O47 .612.292,00Penerimaan Pembiayaan 511.854.352.418,O0 522.O91.439.466,OO 5,32.533.268.255,00

0,003.2 Pengeluaran
Pembiayaan 0,00 0,oo 0,00

543. 183.933.620,00

o,00 0,00

554.O47 .6t2.292,OOPEM BIAYAAN NETTO 543. 183.933.620,00 554.047 .6t2.292,0O51 1.854.352.418,00 522.O91.439.466,OO 532.533.268.255,00

0,000,00
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

0,00 0,00 0,o0 0

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengafu 2O25

2.2. 1.8 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang clilakukan dengan menghitung kapasitas riil

keuangan daerah. Komponen pr:nghitungan kapasitas riil ini adalah pexrerimaan daerah serta pen.geluarar daerah. Penerimaan daerah meliputi
pendrrpatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadargan dan
perhitungan perkiraan awal Sil,PA). Sementrara itu, pengeluaran daerzrh meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaaa daerah untuk
memenuhi ketiga prioritas dimaksud.

Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah
untuk 5 (lima) tahun mendatang, tertuang pada Tabel 2.6:2.

0o

I

I
I

I
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Tabel2. 72 Ka tas Riil Kemam Daerah untuk Mendanai Pemuan an Daerah Provinsi Pa ua

1 PENI)APATAN

1.1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH 1.08 1.764.79 1.3.+4,00616.815.676. 100,00 709.792.421 .53A,OO 8 i6.806.617.596,00 939 .982 .069 .624 ,OO LOat .7 64 .7 9 | .344 ,OO

1.2 PENDAPATAN
TRANSFER 2.97 4.6A7 .554.300,OO 3.272.t56.3{D9.730,OO 3.599.371.940.703,00 3.959 .309 .134.77 4 ,OO 4.355.240.O4A.252,OO 4.355.240.O44.252,OO

1 2 1

Pendapatan
Transfer-Dana
Perimbangarr

2.346.529 .t99 .259,OO 2 .346 .529 . r99 .259 ,OO1.602.71 1.016.500,00 7.762.9a2.r 18.150,00 1.S)39.280.329.965,00 2.133.20a.362.962,OC

1 .2.2 Pendapatan
Transfer- Lainnya 2.()08.7 10.848.993,001.371 .976.537.800,00 1.509.174.191.580,00 1.660.09 r.610.738,00 r.826.100.77 t.812,OO 2.008.710.848.993,00

1.3
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

I .O22 .OOO .25A .9 17 ,OO 1 .787.484.840.348,00 1.'/87.484.840.3,+8,00t.175.300.297 .7s5,OO 1 .3s 1.s95.342.4 I 8,00 1.554.334.643.781,00

JUMI-AH
PENDAPATAN 7 .',224.489.67 9.944,OO4.613.s03.489.317,00 5.157 .249.O29 .O23,OO 5.1',67 .77 3 .900 .7 ) 7 ,OO 6.453.625.848. 183,00 7 .224.4a9 .679 .944,OO

2 BELI\NJA
BET,ANJA OPERASI 4.809.915.239. 125,003.087.353.412.521 ,00 3. 426.67 6.81;6.a46,OO 3.828.506.589. 102,00 4 .272.A60.4O8.529,OC 4.809.915.239. 125,00

)c BEIANJA MODAL 1 .544 .7 42 .35 1 .a94 ,OO I .7 49 .822.7 00.t85,OO t.st26. t7 9.o7 5.9 1. 4,OO 2. 131.494.163.3s3,O0 2.324 .444.234.897 ,OO 2.324.444.234.897 ,OO

a1 BEI.A,NJA TIDAK
TERDUGA 77.31t.578.644,OO 50. 191.352.958,00 52.700.920.606,00 55.3 35.966.636,00 5A.102.7 64.964,OO 58. 102.764.968,00

2.4 BELANJA TRANSFER 415.950.498.636,00 452.649.548.500,00 492.920.583.3ato,00 585.635.053.246,00 585.635.053.246,00
JUMLAH BELANJA 5. 125.357.841 .735,00 5.679 .340.468.489 ,OO 6.:|00.307. 168.972,00

537.118.843.285 00
6.996.809.781.803,00 7 .774.537 .292.236,00 7.778.537.292.236,00

SURI'LUS/ (DEFISIl) (51 1.8s4.352.418,00) (522 .O9 t .439 .466 ,OOl (532.533.268.255,00) (543. 1r13.933.620,O0) (554.O 47 .6 1. 2.292,OO1 (s,54.O47 .6 t2.29 2,OOl

PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan
Pembiayaan s11.854.352.418,00 s22 .O9 1 .439 .466 ,OO 532.533.268.255,00 543. 183.933.620,00 554.O47 .612.292,00 554.O47 .612.292,OO

PEMBIAYAAN NET]'O 511.854.352.418,00 1;54.O47 .6t',2.292,OO522 .O9 I .4:t9 .466 ,OO 532.533.268.255,O0 543. 183.933.620,00 554.O47 .612.292,OO

SISA LEBIH
PEMBI-AYAAN
ANGGARAN

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,000,00

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengah, 2025

2030I
No Uraian 2025 2025 I 20242027
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Tabel 2. 73; Rencana

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengah, 2025

tas Riil Kemam Daerah Provinsi

6.300.307 .164.972,OO 6.996.809.781.803,00 7 .7 7 L537 .292 .236 ,OO

Kapasitas riil
kemampuan
keuangran

4.630.807.5 i 2.812,00 5. 125.357.841.735,00 5.679.340.468.489,00

Prioritas I (Biaya
Belanja Langsung
Wajib dan
Mensikat)

1.481.858.404.100,00 1.845. 128.823.025,00 2.t54.l49.378.026,OO 2.142.tO4.437 .450,OO 2.65a.7A7 .7 17 .O85,OO 2 .aoo .27 3 .425 .205 .OO

3.358.468.695.265,00 3.500.341 .781 .506.002

Prioritas II (Biaya
Belanja
Pemenuhan Visi
dan Misi Kepala
Daerah)

2.546.944 .t32.O47 ,OO 2 .562 .67 A .920 .A68 ,OO 2 .669 .290 .O20 . 190 ,OO 3.339. 162.',299.555,00

3

Prioritas III Biaya
Belanja
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
la.innyer)

602 .OO4 .97 6 .665 ,OO 7 t7.550.097.842,OO 851.901.070.273,00 819.039.931.967,OO 979.553.369.45s,00 I .47 7 .922.O45.525,OO

JUMLAH 4.630.807.512.812,00 (i.996.809.78 1.803,00 7 .77a.537 .292.236,OO5.125.357.841.735,00

Prcyeksi
No Lrraian

2024 20292024 2025 2026 20'.27

,l

s.67 s.34O.46a.48e,0o | 6.300.3 07 . | 6a.s7 2,OO
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2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3. 1. 1 Permasaiahan Urusan Pemerintah Daerah

Setelah pembentukan daerah otonomi baru, secara administratif
kabupaten- kabupaten di wilayah adat Meepago termasuk ke dalam Provinsi Papua
Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Meepago memiliki capaian
indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan
akses ke rumah sakit. dan tingkat kemudahan akses ke ouskesmas) yang lebih rendah
dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan
pembangunan khususnya pada Kabupaten puncak dan Kabupaten Intan Jaya. HaI ini
tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan
lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas
pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan
upaya percepaLal pembarrgrrnarr khususrrya pada Ka'oupaterr Ptrncak. Uutuk bidang
ekonomi, capaiaa indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan
pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian
indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukaa
upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten
Intan Jaya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan
yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta alcaman dari
luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Papua
Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifrkasi terlebih dulu permasalahan pembangunan
daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah
seca.ra tepat. Dengan teridentifikasioya permasalahan pembangurnan daerah
diharapkan teridentifrkasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kine{a pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang
berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahal
pembangunan di Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
2.3. 1.2 Urusan Wajib Peiayanan lJasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2)
urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4)
urLlsan bidang perumahan ralryat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan
bidang sosial.
2.3.1.2.1 Urusan BidargPendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian
nasional, demi mencapai pemerataan kua-litas Pendidikan antarwilayah. Berbagai
studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikaa di Papua Tengah
dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.
Saiah satrr indikator yang digunakan untuk mengr.rkur tingkat pendidikan penduduk
antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Meskipun menunjukkan tren yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi
capaian kedua indikator tersebut di Papua Tengah masih tertinggal dengan rata-rata
di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Tengah menunjukkan terdapat
tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan;
(2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya
tata kelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasa-lahan akses menyangkut kemudahan
bagr setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalalt
mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efel<tif sehingga
menghasilkan kelua:'an yang kompetiLif. Serneiltala tata kelola rner-ripakan sebuah
hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam
mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor
tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada
Tabel2.74 .
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Tabel 2. 74 Pemetaan Permasala-han untuk Penentuaa Prioritas dan Sasaran
Pemban Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Pa a Ten

Belum
optimalnya
mutu/ kualitas
layanan
pendidikan

Belum malsimalnya melek Calis
membaca menuLis dan berhi

Belum optimalnya pemanfaatan teknol
informasi dan komunikasi unt

en tan mutu embela aran
8

2

1 Rendahnya tingkat partisipasi
pendidikan, terutama untuk jenjang
pendidikan menengah dan perguruan
tinggr

2 Rendahnya proporsi pe-rgel uararr per
kapita rumah tangga terhadap
pemenuhan kebutuhan pendidikan

J Belum meratanya ketersediaan sekolah
pada jenjang pendidikan menengah.
Beberapa kabupaten mengalami
kekurangan fasiiitas sekolah menengah.

4 Kondisi topograli yang sa-ngat elrtrim dan
variatif sehingga menyulitkan peserta
didik mengakses sekolah

1 Belum optimalnya pemerataan
dan peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan

2 Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap
pelaksanaan tugas relatif masih rendah

4 Fasilitas sekoiah yang kurang memadai,
seperti kelas dalam kondisi rusak,
kekurangan fasilitas laboratorium, dsb

5 Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A
dan B

6 Pendidikan ekstrakurikuler dan program
pengayaan belum berkembang dengan
optimai

7

Beium berkembangnya sekolah
menengah, politeknik dan perguman
tingg yang berbasis potensi
pengembangan kawasan lokal seperli
jurusan pertanian, pariwisata,
pertambangan
Rendahnya keterlibatan industri
dalam penyusunan kurikulum di sekolah
menengah, politeknik dan universitas,
serta kurangnya program pemagangan
yang terstruktur sehingga kompetensi
lulusan kurang relevan

1 Belum maksimalnya penerapan
Manaiemen Berbasis Sekolah (MBS)

2 Belum optimalnya pengembangal
database tenaga pendidik yang telalr
memperoleh sertifikasi
Belum memadainya penerapan SPM
pendidikan di setiap sekolah
Anggaran yang dialokasikan untuk
pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak
menunjukkan korelasi yang berarti
dengan peningkatan kualitas
pembelaiaran

1Akses,
kualitas dan
tata kelola
pendidikan
yang
belum optimal

Rendahnya akses
terhadap layanan
pendidikan

Belum
optimalnya
tata kelola
penyelenggaraan
pendidikan

I

Po.t<ok Rumusan Masaiah i Akar Masaiah

I

9
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Belum ada konsep bersama antar
provinsi dan kabupaten terkait keran
besar pendiciikan sehingga tidak terci
sinergitas dalam memajukan pendi
di Provinsi ua Ten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.2 Unrsan Bidang Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah

yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka
kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk
pada balita. Permasa-iahan- permasalahan yang memberikan sumbangaa terhadap
angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Rincian
permasalahan yang dihaciapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang kesehatan
terdapat dalam Tabel 2.75.

Tabe1,2. 75 Pemetaan Permasa-1ahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemban an Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi

Distribusi tenaga medis, perawat dan
bidan belum
merata, terutama untuk daerah-daerah
sulit

Prevalensi penyakrt menular ('lb, malaria,
HIV diare eumon t

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1 Puskesmas dengan ketersediaan obat dan
vaksin esensial di 3 kabupaten telah
mencapai 1OO7o, namun di Kabupaten
Nabire hanva 38,5%

2 Rasio 1 posyandu per jumlah balita masih
meiebihi i: 1oO

3 Belum semua kabupaten melaksanakan
Posbindu PTM sesuai standar

Ketersediaan
dan sebaran
fasilitas
kesehatan
masih
terbatas

1

4 Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,
Pela_vanan Kesehatan Rerhasis
Telem edicine belum berl'alan sesuai
standar

1 Baru 42,60/o puskesmas di wilayah
Provinsi Papua Tengah yang memiliki
minimal 5 ienis tenaga kesehatan

Jumlah dan
kualitas
tenaga
kesehatan
belum
memadai
Serta
penyebarannya
belum merata

2

2

Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu
dan anak tidak berialan seca-ra teratur

1

2 Cakupan pelayanan ibu dan anak masih
rendah, terutama di kabupaten yang
memiliki wilayah sulit

3

4 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada
bayi rendah

5 API Malaria masih tinggi, dan belum ada
kabupaten yang dinyatakal telah
mencapai eliminasi malaria

6 Belum ada kabupaten yang
memenuhi kriteria melaksan akal Upaya
Kesehatan Ke{a dan Upaya Kesehatan
Ola-h Raga

7

Cakupan dan
kualitas
program-
program
kesehatan
beium optimai

3

8 Pencapaian target pemenuhan Standar

Akses dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
belum
memadai

1

belum alan sesuai standar

I

I

Pokok Masalah Rumusan AkarI

I
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Peran serta lintas sektoral dalam interven
sensitif untuk pencegahan stunting bel
berjalan, hampir seluruhnya ma
dilaksan akan oleh selrtor kesehatan

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.2,3 Urusan Bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang
Rinciaa permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 2.76.

Tabel 2. 76 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Peke{aan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi

Pa uaT

Masih banyaknya jalan provinsl
5rang masih dalam status rusa.k dal
belum timal ann

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota
masih rendah. Selain jenis-jenis
pelayalan kesehatan yang sudah
tercakup dalam kesehatan keluarga dan
pengendalian penyakit, pelayanan iain
meliputi pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar, usia produktif. usia
lanjut, dan
orang dengan gang,{uan iiwa berat
Sebagian target-target Renstra Kemenkes
di tingkat provinsi belum terpenuhi,
antara lain mencakup penguatan
pelayanan kesehatan dasar dan rujuican,
peningkatan pencegahan darr
pengendalian penyakit dan pengeloiaan
kedaruratan kesehatan masyarakat serta
peningkatan
sumber dava kesehatan

1 Tingginya
prevalensi
balita stunting

1 Belum semua kabupaten menjalankan
surueilans gzi sesuai standar

2

3 Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan
anak yang merupakan intervensi spesifik
untuk pencegahan stunting masih
rendah.

I

2 Kurangnya kapasitas OPD untuk
mengidentifi kasi dan mengusulkan
pembangunan jalan dan
iembatan prioritas
Lambatnya rehabiiitasi j alan/
jembatan rusak

4 Pembangunan jalan/jembatan yang
terintegrasi dengan sasa.ran prioritas
pembangunan sektoral dan spasial
masih belum dikelola secara optimal

5 Kurangnya akses jalan antar ibu
kota kabupaten menuju ke distrik
serta kampung yang bisa
terakses

1 Belum memadainya
kuantitas dan
kualitas
infrastruktur
jaringan
transp ortasi I alan
dan jembatan) serta
sistem pengendali
aliral air.

6 Belum memadainya kuantitas darr
kualitas jalan di wilayah Provinsi
Papua tengah terutama ke
daerah -daerah yang memiliki

Rendahnya
ketersediaan
infrastruktur
dan konektivitas
daerah

9

I

I

loleh faktor

2

yarlg

sej ak
HPK

Akar Masa-lahPokok Masalah i Rumusan Masalah
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1

Manajemen infrastruktur dasar yang
masih t rendah

Belum adanya sarana pengelolaan
sampah untuk masyarakat dan
TPA di berbagai wilayah di
Provinsi Pa uaT

Belum optimalnya implementasi dan

Evaluasi implementasi rencana tata
TLIAIIg masih belum memadai
Belum memadainya
pemahamal pelaku pembangunan
daerah terhadap perencanan yang
berbasis pada perspektif tata ruang
di wil ah Provinsi Pa a Ten

potensi besar baik di bidang
pertanian dan perkebunan,
pariwisata, kelautan dan perikanan

7 Belum adanya pengendali banjir
untuk kawasan pemukiman dan
pertaniarr yarlg terletak disepanjang
aliran sungai yang bemotensi baniir

8 Belum optima-lnya p emelihara,a:r
saluran irigasi di wilayah yaltg
meniadi kewenangan provinsi ;

9 Belum terpenuhinya kebutuhan
saluran drainase

I

2 Belum adanya regulasi daerah yang
mengatur tentang pembangunan
infrastruktur dasar berbasis
masyarakat

3 Relr rrn ternr rl.l rnirva Lpsi.nar
sarana pendukung air bersih

2 Belum memadainya
kuantitas dan
kualitas
ketersediaan
infrastruktur dasar
penyedia air baku
dan air bersih

4 Belum maksimalnya optimalisasi
pemanfaatan sumber sumber air
baku

3 Belum memadainya
kuantitas dan
kualitas
infrastruktur
sanitasi Rendahnya implementasi Sistem2

A
Pen SPALDlaan Lum ar Tin

BABSair besar sembar
i Kondisi geografis wilayah yang sulit

berimplikasi pada tingginya biaya
pembangunan infrastruktur {isik
daerah

4 Terbatasnya
kapasitas tata
kelola dan tingginya
pembiayaaa
infrastruktur

1

2 Rendahnya kualitas data tata ruang
wilayah, baik data pemetaan,
kuantitatif, serta kualitatif

3

4

Belum optimalnya
kepatuhan dalarn
pelaksanaan
rencana tata ruang

Tineginya egoscktoral dalam
pelaksanaan program pembangunal
di samping kurang
diperh atikannya perspektif ruang
dan perencanaan tata ruang
daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

I

I

I

l

2 lSering munculnya permasalahan ha!
fulayat dalam pengadaan tanah bagil
ipembangunan infrastruktur dasarj
ldaerah l

I

I

I

I

I

5
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2.3.L.2.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan
perumahan rakyat <ian Kawasan permukiman terdapat datan Tdoei 2.77 .

bidang

Tabel 2. 77 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimal di

Provinsi aT

Kondisi geogralis wilayah beru
pegunungan dan kepulauan-kepula
telah mengakibatkan kesulitan d
mahalnya pembangunan pen:mahan
dan kawasan pemukiman di wil
Provinsi

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.2.5 Urusan Bidang Ketenterarnan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
bagian dari urusan wajib yang terkait peiayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama
sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, ketertiban serta
perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman,
Ketertiban dan Perlindungaa Masyarakat di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada
Tabe|2.78.

1 Kurang memadainya sanitasi dan
jamban yang aman, bersih dan layak
pada rumah tangga

2 Masih banyaknya keluarga yang
memiliki rumah dengan atap, dinding
dan lantai tanah yang tidak memenuhi
persyaratan kriteria rumah iayak huni
Rendahnya kepemilikan rumah dengan
konstruksi yang memenuhi persyaratan
standar keamanan dan keselamatan
Masih terdapat 1 ,3 kawasan
permukiman kumuh yang tersebar di
wilayah kabupaten/kota Provinsi Papu
Tengah, dengan penanganan yang

Belum optimalnya jumlah rumah yang
dibangun untuk Orang Asli Papua

3

4

5
okur

o

1 Rendahnya
tingkat
penghunian
rumah layak
dan sehat

1

2 Sering munculnya permasalahan hak
ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan perumahan masyarakat
dan penataan kawasan permukiman

3 Pembangunan perumahan dan
penataan kawasa-n permukiman
seringkali masih kurang memperhatikan
aspek tata ruang dan kaidah lingkungan
hidup

Belurn
optimalnya
akses
pemukiman
layak huni

2 Terbatasnya
kapasitas tata
kelo1a dal
tingginya
pembiayaan

I

I

I

I

Akar Masalah
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Tabel 2. 78 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

t cu yrovlnsl uaT

1 Belum optimalnya koordinasi antar
instansi penegak hukum dan
keamanalr

2 Belum optimalnya penegalian perda
dan Perkada

3 Meningkatnya tindak pidana yang
dilakukaa oleh masyarakat karena
belum optimalnya pemberantasan
penyakit masyarakat, serta masih
tingginya tindak pidana yang belum
tertangani

4 Belum memadainya tenaga pengendali
dan keamanan lingkungan

5 Masih adanya potensi kecemburuan
sosial di masyarakat antara orang asli
Papua dan warga pendatang

Belum optimalnya fungsi FKUB
sebagai wahana untuk menjaga
kerukunan umat beragama

1 Belum optimalnya
penyelenggaraan
keamanan,
ketenteraman dan
ketertiban.

Adanya ancarnan budaya dari luar
yang menggerogoti ketenteraman dan
kenyamanan masyarakat

1 Rendahnya tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam Pemilu,
pen gambilan kebij akan dan
pengawasan pembangunan

2 Lemahnya peran partai politik dan
DPRD sebagai lembaga demokrasi

Rendahnya tingkat kebebasan sipil
dalam berkumpul dan berserikat

Beium optimalnya
penyelenggaraan
stabilitas politik
daerah

4

Masih terdapat tindakan atau
pernyataan diskriminatif dalam hal
gender, etnis atau terhadap kelompok
rentan lainnva

2

I
Provinsi Papua Tengah termasuk
provinsi yang memiliki kelas Risiko
bencana multi ancaman dalam
kategori tinggi

2

Belum optimalnya penyiapan mitigasi
bencana di beberapa wilayah yang
memiliki kelas Risiko multi bencana
tinesr

3

Belum memadainya ketersediaan
sarana, prasarana dan infrastruktur
pendrrkung dalam menghadapi
berbagai ancarnan bencana alam dan
bencana sosial

4

Masih rendahnya kesadaraa terhadap
Risiko bencana dan pemahaman
terhadap kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana

5

Belum
optimalnya
penanganan
penyelesaian
masalah terhadap
keamanan,
ketenteraman
dan keterLiban,
dan perlindungan
masyarakat

3 Tingginya Risiko
bencana yang
belum
sepenuhnya
diantisipasi
dengan upaya
mitigasi &
adaptasi yarlg
komprehensif

Banyalmya kerusakan infrastruktur
akibat bencana yang belum ditangani

Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah
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dengan baik

6
Belum optimalnya kapasitas aparatur
daerah dalam penanggulangan
bencana

Sumber: Hasil Anolisis, 2023

2.3.1.2.6 Urusaa Bidalg Sosial
Urusan sosie-1 merupakan sa1ah satu urusan u'ajib pelayanan dasar yang

diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat,
terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya
sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masala.l. dan akar masalah urusan bidang
sosial di Papua Tengah terdapat da-1am Tabel 2.79.

Tabel2.79 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masa-lah Urusan
Bidan Sosial di Provinsi ua Ten

I Tingginya jumlah penduduk yang
hararl a zlalam lznr rlici Lpmiclrir an

dan rentan terhadap kemiskinan
2 Masih banyaknya kelompok orang

asli Papua dalam komunitas adat
terpencil yang belum te{amah darr
memiliki aksesibilitas dalam
pembangunan
Kekosongan bantuan sosial atau
penanganan Risiko sosia-1 yang
belum responsif terhadap kondisi
kelompok miskin dan rentan,
seperti pada perlindungan
kecelakaan kerja, jaminan
kematiaa akibat kecelakaan keda,
serta skema perlindungan sosial
yang adaptif terhadap kondisi
darurat

4 Belum optimalnya pemberian paket
bantuan dan rehabilitasi sosial
kepada PMKS

5 Belum tersedianya peralatan logistik
(bahan
penbangunan rumah/lo$stik
lainnya) dalam penanganan
bencana sosial dan bencana alam

Lemahnya
perlindungan sosial
dan mitigasi Risiko
bencana sosial
maupull bencana
alam

I Belum optimalnya pendataan
penyandang masalah kesej ahteraan
sosial (laasia, janda, duda, yatim
piatu, tuna rungu, tuna dalsa,
gangguan.iiwa)

2 Belum tersedianya data
masyarakat yang perlu
mendapatkan bantuan
perlindungan sosial (bencana
sosial, bencana alam, dan
masyarakat kurang mampu)

Lemahnya
akurasi dan
validitas data
penerima
bantuan
perlindungan
sosial

3 Belum adanya integrasi antara data
penerima bantuan perlindungan
sosial (Data Terpadu Kesej ahteraan
Sosial) dengan pendataan terpilah
OAP dan non-OAP bg name bg
oddress secara berkala yang

TingtTinya
Laran tan or

sosial
masyarakat

1

2

I

Pokok
Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah

I

I
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dilakukan di tingkat kampung
melalui
SIO Papua

J Lemahnya
kualitas SDM
yang menarrgani
masalah
kesejahteraan
sosial

1 Belum memadainya SDM yang
terdidik/ terlatih di
bidang rehabilitasi sosial

2 Keterbatasan pendampingan
pelaya,nan r.rntuk pendr,rduk miskin
dan rentan, serta strukturisasi
pendamping sosj4 di masyarakat

4 [,emahnya
kelembagaan
dalam
pembangunan
kesej ahteraan
sosial dan
penanggulangan
kemiskinan

1 Pembiayaan bantuan sosial (seperti
bantuan tunai, baltuan siswa
miskin, bantuan penyandang
difabel) saat ini sepenuhnya
bergantung pada APBN darr APBD,
dan belum mengoptimalkan sumber
pembiayaan lain seperti hibah, CSR,
TJSL, PKBL,
maupun filantropi

2 Kurangnya koordinasi di tingkat
provinsi,
kabupaten /kota, distrik dan
kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.L.3 Urusan Wajib Non Pelayanal Dasar
Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja;

(2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan
bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup;
(6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang
pengenda-lian penduduk dan k-eluarga berencana; (8) urusan bida-ng pemberdayaan
masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (1O) urusan bidang
komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
(12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga;
(14) urusan bidang kebudayaaa.
2.3.1.3.1 Urusan Bidang Tenaga Ke{a

Tingkat partisipasi Angkatan ke{a di FYovinsi Papua Tengah masih cukup
rendah, di mana angkanya pada tahun 2O2O adalah sebesar 69.55'/o. Hal tersebut
menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk Angkatan kerja yang belum
memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua
Tengah juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun
terakhir. Selain itu, tenaga ke4'a yang terserap diindikasi masih memiliki tingkat
Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi
peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi
Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga
kerja yang dibutuhkan. Tabel 2.8O akan memberikan pemetaan antara rumusan
masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakedaan.

Tabel 2. 80 Pemetaan Permasa-lahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pem Daerah Urusan Bi adi ua

1 Rendahnya
dalra saing
tenaga
keq'a dalam
perekonomian
wilayah

1 Belum optimalnya
pengembangan
kompetensi dan
produktivitas angkatan
kerja, serta
penempatan dan

1 Rendahnya kompetensi
(pengetahuan dan keterampilan)
tenaga ker;'a untuk mendukung
produktivitas industri, karena
mayoritas tenaga kef a
berpendidikaa rendah

I

I

!
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perluasan kesempatan
keq'a

2

3 Belum tersedianya Balai Latihan
Ke{a di Papua Tengah yang
memberikan pendidikan/pelatihan
nonformal untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di tingkat
pedesaan sesuai dengan SDA
yang tersedia. Balai Latihan Kerja
yang ada cii Provinsi Papua Tengah
hanya satu di Kota Sorong dan
merupakan BLK milik
Kementerian Tenaga Keria

4

z Belum teg'aiinnya
hubungan industrial
antara perusahaan dan
tenaga kerja

I Tingkat kepatuhan perusahaan
da.lam menerapkan UMP yang
ditetapkan masih sangat rendah

2

Penanganan perselisihan tenaga
ke4'a belum maksimal

3 Belum optimalnya
kualitas pelayanan
publik bidang
ketenagake{aan

I

2

3

Belum terealisasinya pemetaan /
data dukung kebutuhan tenaga
ke{a untuk perusahaan yang
berinvestasi di Papua Tengah
sehingga belum dapat
direncanakan secara baik
kebutuhan tenaga kerja yang
berasal dali Papua Tengah
Belum optimalnya koordinasi
Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam pengelolaal Balai Latihan

a

2 Belum 1 Belum optimalnya I Pemutusan hubungan kerja (PHK)
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la k a tersedia

Longgamya ikatan ke{'a
l,engagementl serta tingginva
kecenderungan pencarian keda
baru/meninggalkan
pekerjaan(turn ouer ratel yar,g
dapat meningkatkan Risiko untuk
tidak a

Tingginya angka kasus
perselisihan hubungan industrial
dan pemutusaa hubungal kerja
PH

Belum ada sinergisitas antar
OPD yang membidangi
peningkatan sumber daya
manusia untuk mengurangi
pengangguran baik dari sisi
pendidikan formal maupun dari
pendidikan nonforma.l sesuai
dengan sumber daya alam yang
tersedia maupun pelaku usalra
yang sudah berinvestasi di
Provinsi Papua Tengah baik itu
pada bidang perkebunan,
pariwisata, penkanan, gas bumi
& a-kan

I

I

Meningkatnya jumlah
pengangguran terdidik (lulusan
SMK dan universitas) karena
adanya mismatch antara bidang
pendidikan dengan

l



lontimalnya
penanggulangan
idampak
lPandemi Covid-
119 terhadap
[<etenaga-
[<e4'aan

produktivitas tenaga
kerja, serta
penempatan dan
perluasan kesempatan
Ke{a

2 Meningkatnya pekeq'a sektor
pertanian-informal di perdesaan
yang berpotensi meningkatlaa
pekeria miskin di perdesaan
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atau penurunan pendapatan
buruh / karyawan sebagai dampak

andemi Covici- i9

Srtmhe'r' Hosil Anolisis 2O2i

2.3.1.3.2 Urusan Bidang Pembeerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan

permpuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan
oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempual dan
anak termarjinalisasi tiaiam proses- proses pembangunan. Seiain itu, berbagai
persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar
dibandingkaa dengaa masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender,
angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Tengah. Identifrkasi
permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberda5raan perempuan dan
perlindungan anak di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.81.

Tabel 2. 81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangrnan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak di Provinsi Pa a Ten

Rendahnya perlindungan dan
pemenuhan hak-hak pekerja migran
Indonesia dan Tenaga Ke{a
Perem cii sei<tor iniormal

1 Tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan, baik di ranah privat
(KDRT) maupun diranah pubiik
dengan spektrum yang semakin luas.

2 Banyaknya perkawinan yang tidak sah
3 Kurang berkembangnya usaha UMKM

dan IKM yang dikelola perempuan
4

Belum optimalnya
perlindungan hak
serta peningkatan
kualitas hidup dan
kesej ahteraan
perempuan

Masih te{adinya kasus diskriminasi,
eksploitasi dan perdagangan
perempuan

Rendahnya pemenuhan hak anak
dalam pelayanan publik, yaitu:

a. kepemilikan akte kelahiran;
b. kmbaga Konsultasi Penyedia

Layanarr Pengasuhan Anak bagi
Orang Tua/ Keluarga;

c. puskesmas ramah anak,
d. kampung anak sejahtera;
e. sekolah ramah anak;
f. pusat kreatilitas anak;
g. Ruang Bermain Ramah Anak

(RBRA);
h.Rute Aman dan Selamat ke/dari

Sekolah (RASS);
i. media informasi layak anak seperti

PISA (Pusat Informasi Sahabat
Anakl

2 Belum optimalnya
pemenuhan hak
anak dan
perlindungan
khusus anak

1

2 Masih terdapat kasus
penyalahgunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang termasuk minuman
keras pada anak

Belum
optimalnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak daerah

1

I

l,OKOK Masatan AKar vlasata_rr
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Masih terjadinya kasus diskr:iminasi
dan eks loitasi anak

Pelayanalr untuk anak yang sedalg
dalam masa tahanan kurang
maksimal

Belum optimalnya kelembagaan
perlindungan hak perempuan (P2
dan UPTD PPA) dalam penanganan
kasus kekerasan terhad an

Lemahnya pemahaman tentang
diskriminasi gender di kalangan
aparat penegak hukum dan peny'usun
peraturan perundan g-undaagan,
sehingga te{adi ketidakharmonisan
substansi antar undaag-undang, darr
belum sepenuhnya berpihak kepada
korban, khususnya korban

erem uan
Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.3.3 Urusan Bidang Pangan
Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non

pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki
kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masa.lah pokok, rumusan
masalah dan al<ar masalah urllsan bidang ketahanan pangarr di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 2.82.

Tabel 2. 82 Pemetaan Pokok Masa1ah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bi Ketahanan di Provinsi uaT

Tprhaf asnrra rlrcc< nqnorn

masyarakat terhadap inovasi dan

3

4

6

7

Masih terdapat kasus konsumsi video
porno untuk anak di bawah umur
Masih terdapat kekerasan anak dalam
rumah tangga
Belum ada penyediaan rumah layak
anak (panti) untuk anak di keluarga
yang tidak m€rmpu

Masih terdapat kasus pernikahan dini
pada ana.k usia remaia

Belum optimalnya
kontribusi
perempuan
terhadap
pernbangunan

1

2

Masih kurangnya tenaga perempuan
yang bekeda di DPR, lembaga
eksekutif, dan PNS
Terdapat pola patrilineal kesukuan,
manrrahahLar nariti ai na ci -lnif ,.1-;

perempuan dalam proses
pembanglrnan menjadi sulit

4 Belum optimalnya
tata kelola
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

1

2 Belum optimalnya pemahaman
tentang Pengarusutamaan Gender
dalam pembangunan berbagai bidang
pembangunan daerah di Provinsi
P--' 

' 
a Tan c-l'

1 Terbatasnya diversifikasi pangan
lokal. Belum dikembangkan dan
dipromosikan dengan baik sumber
pangan alternatif seperti komoditas
sagu, ubi ja-la-r dan keladi sebagai
potensi balan pangan lokal

Tingginya
kerawanan
pangan
masyarakat

1 Rendahnya
ketahanan
pangan
masyarakat

2

telmol an

I

I

5

8
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berbasis sumber daya lokal masih
terbatas
Persentase <iaerah rentan pangan di
Provinsi Papua Tengah masih cukup
tinsei

4 Belum optimalnya kegiatan Kawasan
Rumah Pangart Lestari (KRPL)

2 Terhatasnrra
akses
masyarakat
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
barang-barang
konsumsi

L Rendahnya daya beli penduduk
berpenghasilan rendah terhadap
pangart. HaJ ini ditunjukkan
dengan konsumsi pangan yang
berada di bawah standar
kecukupan gizi

2 Akses pa-ngan masyarakat terhadap
inovasi dan teknologi pengolahan
pangan berbasis sumber daya lokal
masih terbatas
Masih terbatasnya infrastruktur
ncnonlahqn nanoqn llqhnral nrir rrrr rrii
mutu, peralatan, dll) yang akan turut
menentukan kapasitas produksi dan
ketersediaan bahan pangan

Belum
optimalnya tata
kelola dan SDM
pemenuhan
kekrutuhal
pangan dart
kecukupan gizi

1 Masih rendahnya kapasitas SDM
pelaku/ petani pengolah pangan
sebagar sa.lah satu penentu
kapasitas supplll bahalr pangan

2 Terbatasnya jumlah dan kapasitas
petugas penyuluh/ pendamping
pengolahan pangan dan gizi untuk
mendorong peningkatal kapasitas
pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Anali"si.s, 2O23

2.3.L.3.4 Urusan Bidang Pertanahan
Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini

terkart konteks ioi<ai masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkart dengan erat
dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan frsik masih terkendala oleh tingginya
konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah
adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dart
tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelayanan administrasi
pertanahan jrrga bukan hal yang mudah di Paprra Tengah, tenitama di wilayah-wilayah
yarlg sulit dijangkau secara geografls. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam
urusan pertanahan di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.83.

Tabe|2.83 Pemetaan Permasa.lahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemb Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi a Ten

Belum adaaya database/pemetaan tanah
hak milik dan tana-h hak ulayat di wilayah

I Banyaknya tala.l. yang terlaatar, dengan
status kepemilikan yang belum jelas

2

Pelayanan administrasi pertanahan masih
belum menjangkau secara efektif sampai
dengan wilayah -wilayah yang sulit
diianekau secara geogra.fi s
Rendahnya penerbitan serlihkat tanah
dan izin lokasi

Belum
optimalnya
pengelolaan
pertanahan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
Papua Tengah

1 Belum
optimalnya
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
darr
pemanfaatan
talah yang
berkepastian
hukum dan
produlrtif 4

Provinsi Ten

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
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Beium harmonisnya pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah <iaerah serta
kesesuaial undang-undang pemerintahan
daerah dengan undang-undang sektoral

2 Belum
optimalnya
pengelolaan
tanah ulayat
masyarakat
hukum adat

1 Tingginya konflik pertanaha-n khususoya
berkaitan dengan tanah hak milik dan
tanah adat

2 Belum maksimalnya pengaku at r,egaraf
pemerintah daerah atas tanah adat/tanah
ulayat
Belum ada harmonisasi data sertifikat
hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik
tanah

Sumber: Hasil Analisi.s, 2023

2.3.1.3.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi di bidalg lingkungaa hidup adalah banyaknya

allcaman kemsakan lingkr,r-ngal hidup yalg perh-r- d-iwa,spa-da,i cl-al clitinclaklanjuti.
Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, iongsor, banjir, dan kebakaran disertai
dengarr pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis
lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perenc€rnaan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Salah satu permasalahan
fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen
perencanaan <ian analisis tenuiis yang mengakomociir potensi <ian masaiah
lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu
tertentu. Berdasarkan kondisi iingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka
dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabe12.84.

Tabel 2. 84 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah da.rr Akar Masalah Urusan
B Hidu di Provinsi Pa a Ten

1 Rendahnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat da.rr aparatur
terhadap peraturan perundang-
un<iangart <ii biciang iingkungan
hidup sehingga berdampak pada
kuraagnya penegakan aturan di
bidang lingkungan hidup

2 Belum adanya dokumen yalg
men gakomodir pengakuan
masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal, dan hak MHA yang
berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

Belum
optimalnya
perencanaan dan
tata keioia
sumber daya
alam dan
lingkungan

3 Belum adanya penghargaan
iingi<ungan hidup untuk masyarakat

1 Penurunan kualitas udara karena
pembakaran kendaraaa bermotor,
asap pabrik-pabrik industri, serta
kebakaran hutan dan lahan

2 Penumnan kualitas air karena
pencemaran limbah domestik, kondisi
sanitasi tidak layak dan tingginya
paparan beban pencemaran sungai

Belum
optimalnya
Pelalsanaan
pembarrgunan
yang mendukung
keberlanjutan
sektor
lingkungan hidup

2 Menurunnya
kualitas
lingkungan hidup
dan kelestarian
fungsi ekosistem
dalam
pembangunan
berkelanjutan

Penurunan kualitas tutupan lahan
karena deforestasi hutan/lahan, serta
beium signifikan nya reforestasi
hutan/ lahan dan kegiatan
pen€rnarnan lainnya

J

Akar MasalahI Pokok Masalah I Rumusan Masalah
1
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4 Terdapat tekanan demografi kepada
kawasan konservasi yang
menyebabkan te{a<iinya fragrnentasi
habitat satwa dan berdampak pada
menurunnya atau terancam
punahnya populasi
tarraman dan satwa dilindungr

5 Penerapan pola
penanganan / pengelolaan sampah
belum berwawasan lingkungan-
Belum optimalnya kontribusi jasa
lingkungan dan pengembangan
circular economu d,ari pemanfaatan
sampah dan iimbah menggunakan
metode 3R (reduce, reuse
and recgclel.

6 Meningkatnya investasi berbasis
lahan skala luas yang belum
meneraokan prinsip pembangunan
berkelaniutan

7 Tingginya luas lahan kritis dan
tingkat kerusakaa daerah aliran
suneai (DAS) di beberapa wilayah

8 Pembangunan rendah karbon darr
berketahanan ikiim sebagai backbone
ekonomi belum terimplementasikan
dengan baik di Papua Tengah.
Konversi hutan mengganggu
keseimbangan lingkungan dan
menin em1s1 rumah kaca

Sumber: Hasit Anatisis, 2023

2.3.1.3.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut
pada akses peiayanan pubiik iainnya. Misalnya, akta keiahiran sebagai syarat
pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan
dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatataa Sipil merupakan
hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu
oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan
publik vang menjadi haknya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki
dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua
Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.85.
Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam
mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah
provinsi berper an n-rer-rrfasilitasi peningkatan akses ir-iasyal-akat terl-iadap peiaya:ia.tr
kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan
untuk mendukung efektivitas pembalgunan daerah. Cakupan penduduk yang
memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan, dari 37.32o/. pada tahun 2017
sampai 63.640/o pada tahun 2O20. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat
rendah. Pada tahun 2O21, masih ada 44.640/o anak berusia O-4 tahun yang belum
memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatlan
pelayanarr dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaal
pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakta nikah pada
tah:.rn 2O2l hanya ada 37 .7 3o/o.

I
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Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya
sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat
perekaman KTP. Seiain itu, sumber daya manusia atau kader di tingkat kampung
sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada
bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada
Tabel 2.85.

Tabel 2. 85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Si di Provinsi T

Sumber: Hasil Analisis, 2023

a 1 1 a'7 IT-'--- Ai,{--- D-----,{-li-- Da6Arr,l"Lzl-6 I1-l',-raa Elaranaana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan ke depan. Lonjakal penduduk dapat mengakibatkan
ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanarr publik. Permasalahan utama
yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KIi.
Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.86.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan
upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang
diiaksalakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan
hak-hak reproduksi serta penyelenggaraErn pelayala-n, pengaturan darr penyediaan
dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin
ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkaa anak serta membina
ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja. Dalam hal ini,
persepsi masyaralat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP
BKKBN Tahun 202O, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB
hanyalah upaya pernbatasan jumlah anak cian pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum optima-l
dalam menyediakan a-lat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di
tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu,
angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun
lengkapn5ra mengenai rumusan masalah pada bidang umsan Pengendaliar Penduduk
dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2.86.

1 Belum optimalnya cakupan pemenuhan
doh.rmen kependudukan seper-li Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-e1) dan akta catatan
sipil yang merupakan salah satu
persyaratan pelayanan publik

2 Rendahnya penerbitan akta kelahiran
bagi anak di setiap daerah
Cakupan pendataan data terpilah OAP
dan non OAP belum looo/o

1 Rendahnya
cakupan
kepemilikan
dokumen
kependudukan

4 Rendahnya kesadaran masyarakat
dalam mencatatkan peristiwa
LFhan /.lrr/.tr rl,ah

1 Saraaa dan prasarana pendataan
Dukcapil (Gedung perkantoran dan
alat perekaman KTP) yang masih
sangat terbatas dan menyebar tidak
merata

2 Terbatasnya
sarana
prasarana
kependudukan

2 Terbatasnya kuantitas dan kapasitas
tenaga ke4'a atau kader untuk
pencatatan dokumen kependudukan

Belum
maksimalnya
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang trarsparan,
akuntabel, dan
menjangkau
semua
masyarakat

I

Rumusan MasalahPokok Masalah Akar Masa.lah

I
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Tabel 2. 86 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana <ii Provinsi

dahnya keluarga yang mengetahui
ngsi kehrarga, yaitn:

1 fungsi agaJna;
fungsi sosial budaya;
fungsi cinta dan kasih sayang;
fungsi perlindungan;
fungsi reproduksi;
fungsi sosialisasi dan pendidikan;
fungsi ekonomi; serta
fun binaan lin

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.3.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan

potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi keralqratan. Kemudian,
pengelolaan institusi lokal masyarakat daiam suatu unit wilayah juga di pegang oleh
bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit
pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan.
Khususnya di Papua Tengah, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong
terbentuknya pemberdayaan tersebut- Identifikasi permasalahan pembangunan dalam
urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2.87.

Tabel 2. 87 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di

1 Belum optimalnya penyediaan alat
kontrasepsi bagi PUS

2 Rendahnya literasi fungsi dan
keterkaitan KB
Fasilitas kesehatan yang
menyelenggarakan layanan pemasangan
alat kontrasepsi masih relatif terbatas

4 Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi
(alkon) KB jangka Panjang

5 Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi
karena lokasi kampung yang sulit
teriangkau

1 Rendahnya
akseptor
KEi aktif

6 Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan
kader KB

1 Terbatasnya akses keluarga dan
masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan
keluarga

2

3 Pernikahan usia anak

Belum
maksimalnya
pengendalian
penduduk,
pelayanan
Keluarga
Berencala

,2 Belum
optimalnya
upaya
peningkatan
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

4 Rendahnya pemahaman remaja tentang
kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga

I Masih lemahnya pemahaman
masyarakat kampung dalam
manaj emen pengelolaan anggaran
kampung.

Belum
optimalnya
Perencanaan,
penganggaran
dan
pembangunan

1 Masih
rendahnya
penggunaan
<iana kampung
untuk
kebutuhan

2 Belum maksimalnya pembrnaan
malajemen pengelolaan anggaran

Provtnsl

I

I

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalah I Akar Masalah

I

I

I

I eotot Masalah I Rrr*r"un Masalah Akar Masalah



Belum terbentuk / belum
dimanfaatkannya Badan Usaha Milik
Kampung sebagai sumber pendapatan
kam

Belum tersedianya instrumen kebijakan
dan petunjuk pelaksanaan standar
pemenuhan kebutuhan sosial dasar
OAP secara terpadu serta pelaksanaan
pemberdayaan OAP sesuai kewenangan
Otsus di kam

karn

Penetapal target sasaran penerima
manfaat dalam pembangunan kampung
belum secara maksimal didukung
ketersediaan data bg name bg address
terpilah OAP dan non-OAP di tingkat

kampung
berbasis sumber
daya kampung

prioritas
pembangunan
kampung.

kepada setiap aparat kampung
3 Belum be{alannya fungsi evaluasi

anggaran pendapatan dan belanja
kampung (APBK).

4

Pemenuhan aspirasi kebutuhan
program kampung masih bersifat
kekeluargaan belum sampai pada
pemenuhan kebutuhan umum
kampung

2 Belum
optimalnya
pelaksanaan
pemerintahan
kampung

1 Belum optimalnya koordinasi
pelaksanaal pemerintahan di tingkat
kampung (Bamuskam dan Baperkam).

2 Masih rendahnya kualitas aparatur di
tingkat kampung dalam menj alankarr
frrnssi dan nelarranarr lzenada
masyarakat

3 Belum optimalnya sarana dan
prasarana pendukung sistem
administrasi kampung, termasuk
Sistem Informasi Orang Papua (SIO
Papua)

Belum
optimalnya
upaya
pemberdayaan
rnasrraraleaf
kampung

I Kuraagnya pengetahuan masyarakat
mengenai program prioritas kampung
untuk kepentingan bersama.

3 Belum optimalnya pembinaan kader
kampung dalam mendukung
administrasi pemerintahan,
pembanzunan dan informasi kampung

4 Belum
optimalnya
Damhanornan

kampung

1 Belum tersedianya petunjuk
pelaksanaan percepatan pembangunan
kampung sesuai dengal kewenangan
Otonomi Khusus

2 Belum optimalnya pelaksanaan model
sinergi perencanaal kampung dengan
unit layanan untuk kesej ahteraan
masyarakat kampung

3

4 Cakupan implementasi program
strategis pemberdayaan masyarakat
dan kampung belum dilaksanakan oleh
seluruh kampunq dan kabupaten /kota

Stmber: Hosil Analisis, 2023

5
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I
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2.3.L.3.9 Urusan Bidang Perhubungan
Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan

ketidakoptimaian konekdviras transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak
yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas
transportasi serta aliran orang, barang darr jasa. Identilikasi pernasa-lahan
pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Tengah terdapat dalam
Tabel 2.88.

Tabel 2. 88 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bidan Perhu di Provinsi Pa aT

Belum be4'alannya pelaksanaan
perlindungan lingkungan yang
diakibatkan penyelenggaraan
transportasi seperti penurunan emisi
gas bualg kendaraan dan penurunan
volume limbah E}3 dari sisa o1i
kendaraan

Terbatasnya kualitas, kuantitas,
standar kompetensi SDM
Transportasi dal tenaga pendidik

1 Kuraag optimalnya pemanfaatan
bandara perintis

n Vtat^^d '-^l--i*^l-,,^ I--k--^.1^^- r:+:l-
^r4416rrr4}jr1u@rrJ,u
terminal untuk mengangkut
kendaraan umum dan penumpang

3 Belum optimalnya fungsi fasilitas
terminal karena kurangnya
pemelih araan dan perawatan

4 Rendahnya ketersediaan moda
transportasi antar daerah

5 Belum optimalnya kualitas pelayanan
bandara dan fasilitas bandara

6 Biaya angkutan umum yang belum

1 Kurangnya tingkat
kesesuaian,
kec,.rkupan dan
keandalan
Pelayanan
transportasi
dalam pemenuhan
kebutuhan
transportasi

7 Masih terisolasinya beberapa wilayah
distrik

Lemahnya
impiementasi
transportasi
berwawasan
lingkungan

1

Masih rendahnya
Tingkat
keselamatan dan
keamanan
perialanan

1 Rendahnya ketersediaan sarana dal
pr d.scu arr4 PcrrruuqrrBcur ud,r dt
(Lampu j alar, rambu-rambu)

1 Kurangnya koordinasi antar tingkatan
pemerintahan telah mengakibatkan
kurang efektifnya fasilitasi pelayanan
transportasi darat, laut dan udara
Proses perencanaan (studi
pengusulan) dan proses
pembangunan sarana dan prasarana
lisik sarana prasarana infrastruktur
perhubungan memakan waktu yang
lama

2

3

4 Belum optimalnya
tata kelola urusan
perhubungan

4 Sering munculnya permasalahan hak
ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan

Be1um
optimalnya
lznn alzri rr.i t a c

transportasi

2

3

1f ^ ^:l a-^t:^:^ at'\aaoirittuet, t tusu 11tLtLaLnLn, zvz\)

Trans rtasi

I

Akar MasalahPokok Masalah I Rumusan Masalah I

I
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Tabei 2. 89 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bid Komunikasi dan Informatika di Provinsi T

Belum adanya SDM yang memiliki
lzeahlian Lhrrgr< rti hirlano

andian

1 Kuraagnya infrastruktur teknologi
informasi
rlalan manAr rlruh6 -al-r'-har nrrhlil'

2 Masih sedikitnya SDM di tingkat
provinsi, kabupaten/ kota hingga
kampung yang menguasai keahlian
pada bidang telcrologi informasi dan
komunikasi khususnya dalam
pengelolaa-n / manajemen sistem E-
Government termasuk sistem
pendataal terpilah OAP dan non-
OAP melalui Sistem Administrasi
dan Informasi Kampung

3 Relrrm nnfimqlnrra intecasi rnlilra<i
layanan publik, tata Kelola, sistem
e-Government, serta sistem
pendataan, termasuk sistem
pendataan terpilah OAP dan non-
OAP melalui Sistem Administrasi
dan Informasi Kampung

4 Belum diterapkannya pengamanan
dan persandian terhadap sistem
teknologi dan informasi pemerintah

5

6 Belum optimalnya pelembagaan
serta akselerasi cakupan
penggunaan dan pendataan Sistem
Informasi Orang Papua (SIO Papua)
di tingkat provinsi, kabupaten/ kota
hingga kampung.

1 Belum
optimalnya
Darcmrnaan

teknologi
informasi
komunikasi
untuk
mendukung
berbagai bidang
pembangunan
daerah

Belum optimalnya pengadaan alat
iurnalistik

1 Belum
optimalnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
berbasis
teknologi
informasi

1 Banyak wilayah yang masih terbatas
. '6 t, rl, 'aAn.l6ha+lzan aLcaosr r !Br! rii!rrvulr'

pelayanan informasi dan
komunikasi bagi masyarakat

2 Jaringan internet yang belum
merata tersebar di seluruh wilayah

Belum
optimalnya
pemerataan
akses
infrastruktur
komunikasi dan
informatika Penyediaan infrastruktur

komunikasi dan informatika hampir
seluruhnya mengandalkan peran
dunia usaha sehingga menyisakan
blank spot di wiiayah non-komersial

2 Belum

ketersediaan
dan kualitas
infrastruktur
komunikasi dan
informatika

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3. 1 .3. 10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan sala-h satu urusan

wajib non peiayanan <iasar yang ciiselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur
dan aksesibilitas; pemanfaatan telorologi informasi dan komunikasi; diseminasi
informasi dan komunikasi publik; serta penelitia-n dan pengembangan SDM bidang
komunikasi dan informatika. Identilikasi permasalahan pembangunan da-lam urusal
bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.89.

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masa-1ah Akar Masalah

1

3
I



2.3.1.3.11Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu

urusan wajib non peiayanan ciasar yarrg diseienggarakan untuk memasdkan
pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah
dan akar masalah urusaa bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Tenga-h
terdapat dalam Tabel 2.90.

Tabel 2. 90 Pemetaan Pokok Masa-1ah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bidarr erasl Usaha Kecil dan Menen di Pa

1 Persentase koperasi aktif di
Provinsi Papua Tengah masih
rendah

2 Banyak koperasi yang belum
berbadan hukum

I Lemahnya tata
kelola dan
kelembagaan
koperasi

Terbatasnya SDM pengelola
koperasi yang berkualitas
sehingga pengelolaan
koperasi belum menggunakan
pendekatan manajemen
usaha yang profesional

1 Sistem produksi dan
pemasaran koperasi masih
bersifat konvensional dan
belum mampu mengambil
peluang untuk
mengonsolidasikan pasar,
mengelisienkan rantai pasok
l^- l-^L,,+,,L^- -^'t ^t - ,r Prr<nq
UMKM

1 Kondisi
perkembangan
koperasi yang
stagnaII

2 Lemahnya
kapasitas
produksi dan
pemasa-ran
koperasi, serta
kurang
tanggapnya

terhadap
dinamika
kebutuhan pasar

2 Belum aktifnya peran koperasr
dalam meningkat-kan ekonomi
masyarakat berbasis
komoditas unggulan lokal
(pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan dan
pertambangan)

1 Minimnya pengetahuan
pengusaha UMK tentang
--- ^i---- l-i--i-,.^-- L^illrrr4aaJrrrrurr ur-^uD J ar6 v4^'

sehingga hanya fokus
memproduksi baralg tanpa
memikirkan bagaimala
strategi ekspansi bisnisnya

2 Kurangnya kreativitas pelaku
UMKM dan inovasi produk yang
masih rendah

4 Sulitnya kondisi geografi s
sehingga UMKM menga-lami
kesulitan mendistribusikan

5 Belum efektifnya fungsi
infrastruklur pemasaran yang
dibalgun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar
Belum adanya koperasi
sekunder yalg penampunga-n

2 Rendahnya
kontribusi UMKM
-^,{ ^ --1.+^-Paua oudlvr

sekunder dan
tersier dalam
perekonomian
wilayah

1

6
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Pokok Masa]ah Rumusan Masalah Akar Masalah

Lemahnya
kapasitas
--^.t,,1.^;,{^-Pr vsq^or sor
pemasaran
UMKM
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Mayoritas UMK merupakan
UMK yang Lidak berbadan
usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3. l2Urusan Bidang Penanaman Modal
Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non

pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim,
ker;'asama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
pen€rnarnan modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.91.

Tabel 2- 91 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bida-n Penarraman Modal di Provinsi Pa uaT

Belum optimalnya kuantitas darr
kualitas SDM I an ertz]natt
Belum tersusunnya data UMKMK
potensial yang bermitra dengan

hasil pertanian rakyat

7 Masih rendahnya partisipasi
Koperasi dalam aktivitas
pertambangan ralryat

2 Lemahnya
kapasitas
pembiayaan UMKM

1 Minimnya modal usaha
sehingga UMKM tidak bisa
mFn ail,l,ah irrm't^h

produksinya untuk
mencapai omset yang lebih
banyak

2 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
yang menyediakan jasa
pinjaman modal untuk UMKM
belum dimanfaatkan secara
optimal

3

1 Belum adanya kejelasan
penyelesaian kasus
antar investor dengal pemilik hak
ulayat

3 Belum optimalnya performa sistem
loeistik di Papua Tengah

Belum optimalnya
pelayanan
penanaman modal
yang sesuai
dengan investor
needs

2

4

informasi tensi investasi daerah
Belum tersedianya data dan

Belum tersedianya sarana dan
prasarana yang rnemadai dalam
men dukung pelayanan perizinan
standar OSS

2 Belum optimalnya perkembangan
pengusaha asli Papua dalam

Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam
membuat izin usaha
Belum efektifnya pelaporan
pertanggung
jawaban investor terhadap
Pemerintah Daerah

I

4

k tan ekonomi

terhada izin lokasi
Masih tingginya pelanggaran

Belum optima.lnya
kualitas
penanamal modal

1

Rendahnya
kontribusi
penanarn€rn
modal terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

1

Lemahnya tata
kelola
penanarnan
modal

2

PMA PMDN

I

I

I

2

Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3. 1.3. 13 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas pemuda

dan keolahragaan merupa-kan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua
Tengah. Telah tersedra fasilitas ola,h raga yang tersebar cli seh-rn-rh ka,Ll-r-pa,ten, namun
belum dilakukannya pencarian darr pengembangan bakat olahragawan yang dapat
dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah dalam kompetisi-kompetisi
olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di
pendidikan keolahragaan untuk mengembangkaa talenta calon-calon olahragawan.
Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidalg kepemudaan dan olah
raga-

Tabel 2. 92 Pemetaaa Pokok Masalah, Rumusan Masalah dart Akar Masalah
Urusan B K emudaan dan Olah Provinsi Pa ua Ten

3 Belum optimalnya promosi investasi
daerah

4 Belum optimalnya siakronisasi
dan harmonisasi kegiatan
penanarnan modal antar pusat
darr
da-era-ir

4 Dampak Pandemi
Covid- 19 terhadap
penanaman modal

1 Penundaan investasi oleh investor
karena ketidakjelasan supply chain
atau asumsi pasar y€rng berubah
akibat dampak COVID- 19 terhadap
perdagangan dunia

1 Keterbatasan SDM pertandingan
2 Banyak atlet yang mengalami kendala

administrasi karena ada perbedaan
data di akte dan kondisi fisikrva

J Kuraagnya pelatih olahraga yang
mamililri Lnmnaten <i .li hi.l--.

keolahragaan
4 Prestasi dan daya saing keolahragaan

vang belum maksimal
5 Kurangnya apresiasi dan penghargaan

bagi olahragawan dan tenaga
keolahragaan yang berprestasi

6 Keterbatasan sarala dan prasarana
olahraga di provinsi/kabupaten/kota

1 Belum
optimalnya
pembudayaan
dan pembinaan
prestasi
ola.i'raga

1 Munculnya orientasi berlebihaa kepada
kegiatan politik praktis seputa.r
t.-t^, ^^^^- .{iL^-ri- -l---qr w4rsrrr6 4r
kegiatan kepeloporan di bidang
keswadayaan dan kesukarelawafl an,
penumbuhan modal sosia-1 dan
pekerja sosial, penumbuhan kreasi
seni, budaya, ekonomi kreatif, serta
olahraga
Budaya premanisme di kalangan
pemuda

2

2 Belum
optimalnya
---^- -^-; ^tlJlr 4r ovara

pemuda

3 Penyalahgunaan obat-obatan
psikotropika dal Narkotika

a D^1,.-

optimalnya
peran pemuda

1 .n:- -,-.:-.,^ r :--l-^+ -^-^^- --,-^-r rrr6r+rrJd urrS ar PUrrEdrSSqr4r
terbuka pemuda disebabkan karena (1)
terbatasnya lapangan keri a;

Belum optimalnya
pengembangan
daya saing
pemuda berbasis
pada unsur-unsur
Lelrrrdawaan dan
olahraga

I Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
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sebagai
penggerak
ekonomi

dan (2) belum sesuainya kompetensi
dan kualifikasi pemuda dengaa
kebutuhan pasar keria yang tersedia

) Belum optimalnya pengembangan
kewirausahaan, kreativitas, inovasi
dan daya saing pemuda dalam
aktivitas perekonomian

Sum.ber: Hasil Analisis, 2O23

2.3. 1.3. 14 Urusan Statistik
2.3. 1.3. 15 Urusan Persandian
2 .3. 1 .3 . 16 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi,
Papua Tengah memiiiki potensi yang besar, narnun kondisi tersebut sekaligus
menghadapkan Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya
asfi Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan
kebudayaan.

Tabel 2. 93 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bidan Kebu aan di Provinsi

1 Belum tersedianya ruang publik untuk
pertunjukan seni dan budaya

2 Promosi budaya yang belum memadai
melalui festival dan event-event budaya
di tingkat kabupaten dan Provinsi
Papua Tengah.
Belum adanya gedung kesenian dan
laman budaya herskala provin si
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dan
latihan bagi sanggar/ grup kesenian

4 Belum optimalnya pembinaan nilai-
nilai budaya dan peogetahuan lokal
tua-tua aciat kepada generasi muda,
sebagai bentuk menjaga kelangsungan
sejarah asal-usul, arsitektur rumah
tradisional, pengetahuan lokal tentang
pengelolaan sumber daya alam dan
kearifan lokal.

I Belum
optimalnya
pendidikan
lingkungan dan
budaya dalam
kehidupan
bermasyarakat

1 Belum optimalnya pembinaan
terhadap kelompok-kelompok sanggar
seni dan budaya

2 Belum dilestarikannya arsitektur
rumah adat kaki seribu sebagai simbol
arsitektur tradisional yang bernilai
fagi pengembangan budaya dan
pariwisata.
Belum adanya roadmap dan catatan-
catatan kajian Etnograli sebagai
sarana pelestarian budaya suku OAP
di Papua Tengah dimasa yang akan
datang.

4 Belum adanya gedung kesenian dan
taman budaya berskala provinsi
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dal
latihan baei sanggar/ grup kesenial

5 Belum adanya museum etnografi

Menurunnya kua-litas
dan kuantitas nilai-
niiai budaya dalam
Kehidupan
masyarakat

2 Kurangnya
pelestarian
budaya asli
Papua Tengah

Rumusan
MasalahPokok Masalah Akar Masalah
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sebagai tempat penyimpanan benda-
benda cagar budaya masyarakat

J Beium adanya
pemetaan
batas- batas
ulayat adat
ditingkat marga
dan keret di
kampung

I Pemahaman batas-batas adat masih
bersifat lisan dan
belum ada yang tertulis atau dikaji
dalam pemetaan, sehingga masih
rawan konflik tanah adat antar
kampung.

2 Belum optimalnya pembinaan adat
kepada generasi muda berkenan
pemahaman tentang cerita sejarah
asal-usul dan batas-batas hak ulayat
adat antar marga atau keret.

S\tmber: Hasil Anali.sis, 2023
2.3.1.4 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang
pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan
bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.
2.3.1.4.1 Umsan Bidang Keiautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi,
pengola-han dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM
masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar
masalah urusan bidang perikanan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.94.

Tabel 2. 94 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Perikanan di Provinsi Ten

Sumber: Hasil Anali.si-s, 2023

2.3.1.4.2 Urusan Bidang Pariwisata
Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi
kreatif mela-1ui pemalfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan

I Masih rendahnya produksi
perikanan budidava

2 Masih rendahnya teknologi
perikanan Budidava

J Masih rendahnya promosi hasil
budidava Perikanan

4 Kurangnya pemahaman terkait
teknik budidaya

5 Belum optimalnya akses
permodalan untuk peningkatan
skala usaha budidaya perikanan

1 Belum optimalnya
produksi dan
pemasaran sektor
perikanan

6 Belum efektifnya fungsi
infrastmktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar

2 Lemahnya
pemanfaatan dan
pengoiahan hasil
produksi perikanan

1 Belum efektifnya pengembangan
industri pengolahan di bidang
perikanan

1 Belum terdatanya nelayan
budidaya dan nelayan talgkap

Belum
optimahya
Pelaksanaan
pembangunan
sektor perikanan
dan kelautan
yallg
urr r1sral! u rar r

Belum optimalnya
tata kelola sumber
daya perikanan 2 Belum terbeotuknya bina

kelompok nelayan

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
I



-88-

masalah pokok, rumusan masalah dao akar masalah urusan bidang pariwisata di
Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.95.

Tabel 2. 95 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bid Pariwisata di Provinsi a

Belum tersedianya sar€rna
prasarana pariwisata, termasuk
fasilitas penunjang atraksi wisata
(gaznbo, toilet, spot foto, pos jaga
darr menara

and

Belum optimalnya penguatan
kesiapan masyarakat di sekitar
destinasi pariwisata mela.lui
pemberdayaan masyarakat,
pendidikan dan pelatihan
keteram 1an

Koordinasi dal sinkronisasi
pembangunan lintas sel,rtor yang
belum optimal dalam
mengembangkan potensi

ariwisata daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.7.4.3 Urusan Bidang Pertanian
Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produi<*ufrtas komoditas pertanian,
pemenuhan kebutuhan petani terhadap szrrana prasarana pertanian, melakukan
penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan
ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok,
rumus.rn masalah dan akar masalah urusan bidang pertanial di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 2.96.

Belum tersedianya fasilitas
akomodasi dan layanan
m-Lan .{6- miarra rrn+,'l:

wisatawan (homestay, resort dall
restaurant

Belum optimalnya pengembangan
ekowisata berbasis flora dan fauna
endemik
Belum optimalnya pengembangan
dan
penqelolaan wisata budaya

1 Belum optimalnya
pengembangan
destinasi pariv,'isata

1

2

3

4

5

1 Strategi komunikasi pemasa-ran
k-I"'. t---'l' ' --h.i---- L'---linc

pariwisata belum terpublikasi
secara optimal

) Belum tersedianya layanan informasi
pariwisata

Belum
optimalnya
pemasaran
pariwisata

Pemalfaatan teknologi informasi
dan komunikasi belum optimal
dalam mempromosikan citra
Pariwisata

1 Kapasitas SDM pariwisata masih
terbatas

2 Belum terlembaganya kelompok sadar
wisata (Pokdarwis)

Belum
optimalnya
peranae sektcr
pariwisata
dalam
perekonomian
wilayah

3 Belum
optimalnya
pengembalge:l
kelembagaan
kepariwisataan 3

I

I

I

I

2

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masa,lah



Tabei 2. 96 Pemetaal Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
B Pertanian di Provinsi ua Ten

TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKU LTURA
1I1

2

.l

UNAN
Belum
optimalnya
kontribusi
sub sektor
perkebunan
terhadap
pertumbuharl
ekonomi
wilayah

Belum optimalnya
produksi dan
produldivitas

pangan dan
holtikultura

Bei-rm optimalnya
Pemasaran
komoditas tanaman
pangan dan
holtikultura

Belum optimalnya
pengembangan SDM
pertanian tanama.fl
pangan dan
holtikultura

Belum optimalnya
produksi dan
produktivitas
perkebunan

Masih kecilnya skala usaha
pertanian tanaman pangan dan
holtikultura

Pengembangan varietas tanaman
pangarr unggulan lokal belum
dilakukan den baik
Terdapat permasalahan kepastian
status tanah pertanian untuk
pengembangan iahan penanian
status tanah adat tanah at

Rendahnya penerapan teknologi
terhadap pengembangan pertanian

akat
TingginSra biaya tran sportasi
mengakibatkan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

4

2

I

3

2

3

4

I2

2

2

2

Belum efeklifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti

asar
Belum aktifnya Balai Penyuluhan
Pertanian BP
Kualitas dan kuantitas tenaga
penyrluh/pendamping petani tidak
memadai
Belum adanya inisiatif dalam
membentuk kelompok tani untuk
menjadi wadah shaing knouledge

1

o 1 I\f66ih La^;l-.'- -l-^l- ''--1".Md,SiII I|ELIlIlJ J i)."tdi,1 LiS.jila
kebunan

Terdapat permasa-la.1.an kepastian
status tanah
pertanian untuk pen gembangan
lahan pertanian
status tanah adat talah u1a
Keterbatasan sumber bibit
perkebunan yang
berkualitas

Tingginya biaya transportasi
mengakibatkan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

-89-

t{umusan Masaiah Akar Masaiah

,l

Belum adanya koperasi sekunder
yang penampungan hasil pertanian
rakyat

Belum
optimalnya
kontribusi

tanaInan
pangan dan
holtikultura
terhadap
pertumbuharr
ekonomi
wilayah

1

Rendahnya penerapan teknologi
+--L ^.{ ^- ---^--L^-^^-Lvr rrqu4l, l,vrrSvr Udradr

perkebunal masyarakat
Belum optimalnya
Pemasaran
komoditas
perkebunan

Beium adanya koperasi sekunder
yang penampungan hasil
perkebunan rakyat
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3 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti

 S I
optimalnya 1 Belum aktifnya Balai Peny:iuhan

engembangan SDM
erkebr:nan

Pertanian B
2

3 Keterbatasa[ pengetahuan dan
keterampilan petani pekebun
untuk mengaplikasikan pupuk
yang baik serta perawatan
tanaman perkebunan
den baik

DAN KESEHATAN HEWAN
3 Belum

kontribusi
subsektor
peternakan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

1 Belum

produksi dan
produktivitas
peternakan

Kurangnya distribusi bibit ternak
Kurang len gkapny-a pendataan
hewan ternak
Belum adanya penyediaan sarana
produksi ternak daerah (bibit,
pakan, obat-obatan dan vitamin
ternak

2 Minimnya akses 1 Jum-lah dokter hewan sangat
terbatas dan tidak dapat
menjangkau seluruh wilayah

pelayanan
kesehatan
ternak kabu aten

2 Belum optimalnya 1

penlasaIarl
komoditas
peternakan

2 Belum efeklifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti

sar
Belum
optimalnya
pengembangal
SDM peternakaa

1

Belum adanya pembinaal bagi

Krralitas d.an krlantitas tenaga
penyuluh / pendamping perkebunan
tidak memadai

Tingginya biaya transportasi
mengakibatkan
pendapatan peternak tidak
sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

Mayoritas tingkat pendidikan
peternak adalah SD dan SMP
sehirrgga dapat meri-rpengaruhi
kompetensi, kreativitas dan
inovasi peternak dalam
menglrasilkan komoditas
peternakan berkualitas da;r
berdaya salng
Belum adanya inisiatif dalam
membentuk kelompok ternak
untuk menjadi wadah sharing
knowled

Sumber: Hosil Analisis, 2023

2.3.1.4.4 Urusan Bidang Kehutanan
Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan terringgi

di Indonesia berdasarkan data KLHK tahur: 2O2O.Ini mengindikasikan bahwa Papua
Tengah memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang
dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaat hutan
juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor

I

I

l

I

1

3

I

I

I

I

I

,l
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kehutalan beberapa tahuo terakhir, dapat dirumuskan permasalahan
dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

yang

Tabel 2. 97 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Kehutanan di Provinsi Pa a Ten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu

urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batu
bara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan
inventarisasi geologi; serta akses penyediaaa listrik secara optimal. Pemetaan masalah
pokok, rumusan masalah dan akar masa-lah urusan bidang energi dan sumber daya
mineral terdapat dalam Tabel 2.98.

Tabel 2. 98 Pemetaan Pokok Masa-1ah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusar
Bidan En dan Sumber D Mineral di Provinsi

1 Perubahan lahan yang tidak
produktif menj adi produktif
masih rendah

1 Serapan emisi
masih rendah
dari sektor
kehutanan
dan lahan

2 Kelembagaan pengelolaan
kawasan hutan dan modal sosial
masih lemah

1 Belum optimalnya pengawasan
terhadap ekcsistem hui.an sefta
kawasan lindung

1 Belum
optimalnya
penjagaan dan
pengawasan
terhadap hutan
dan kawasan
lindung

2 Belum adanya regulasi
khusus terkait pengelolaan
hutan dan sumber daya alam
Hayati

I Pendampingan kepada
masyarakat sekitar hutan masih
rendah

2 Dukungan SDM pendamping
serta sarana dan prasarana
masih terbatas
Jaringan pemasaran hasil
produksi masyarakat sangat
terbatas

4 Belum optimalnya pengelolaan
hasii hutan ka1.u dan hasil hutan
bukan kayu

Belum optimalnya
pelaksanaan
pembangunan yang
memastikan
pengelolaan yang
berkelanjutan di
bidang kehutanan

Nilai tambah
hasil
kehutanan
masih
rendah

1 Belum efelrtifnya proses perizinan
pertambangan (IUP)

o

J Kuantitas da.rt kualitas penelitian dan
survei pelayanan geologi masih
sangat kurang

4 Rendahnya kompetensi tenaga ke{a
lokal di sektor pertambangan

1

5 Rendahnya daya serap sektor
pertambalgan dalam menyerap
produk-produk pertanian lokal

Belum
maksimalnya
peranan selrtor
pertambangan
dalam mengatasi
ketimpangan
pendapatan
antar personal
maupun antar
sektor

1 Minimnya ketersediaan energi listrik
untuk kegiatan rumah tangga,
industri dan perkarrtoran

1 Rendahnya
produktivitas
sektor energi
dal sumber
daya mineral

2 Rendahnya
^t -^ ^^

masyarakat

Pokok Masalah Rumusal Masalah Akar Masalah

I Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar MasalahI

Belum cptimalnya penga'*,asan
pertambanqan emas tanpa izin (PETD

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.4.6 Urusan BidangPerdagangan
Urusan bidang perdagangan menrpakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdaganga-n; mendorong stabilitas harga
barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan
standarisasi dan perlindr:ogan konsrJmen. Pemetaan masalah pokok, rumusan
masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2.99.

Tabel 2. 99 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
di Provinsi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.7 Urusan BidangPerindustian
Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan
izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan
bidang industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.1OO.

Tabel2. 100 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masala-h Urusan

2 Penyediaan sumber daya energi listrik
pada kampung yang sangat terbatas
dan tidak merata

terhadap
sumber daya
energl
listrik Rendahnya pemanfaatan energi listrik

baru terbarukan

Belum efisien dan efektifnya jaringan
distribusi

--l
2 Besarnya biaya transportasi untuk

distribusi perdagangan
1 Eral, rm ^nri'nolnva eisrFm npncclnla

data dan informasi perdagangan
Minimnya kualitas pasa-r rakyat dalam
meningkatkan konsumsi produk
domestik yang beredar di pasar rakyat

1 Belum
efekLifnya
penataan
sistem dan
sarana
distribusi
perdagangan 4

1 Rendahnya kuantitas dan kualitas
produksi industri kecil lokal serta
produk kerajinan yang dapat
dipasarkan

2 Minimnya diversifikasi produk bernilai
tambah berbasis berbasis SDA

a Belum optimalnya pengembangan
sumber daya manusia sektor
perdagangan

2 Belum adanya
standar mutu
komoditas

1 Belum adanya jaminan ketersediaan
barang dalam iumlah yang cukup

Belum
terlaksananya
pengawasan
dan
pengendalian
barang

c

Beium
maksimalnya
kontribusi
sektor
perdagalgart
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

1 Lemahnya kualitas SDM dalam
pengolahan produk Can peningkatan
kualitas/mutu

Rendahnya
kcntribusi
sektor industri

1 Belum
optimalnya
dukungan

Bid Perindustrian di Provinsi Ten

Pokok Masalah I Rumusan Masala.l. Akar Masalah

Belum adanya jaminan harga yang 
]

terjangkau serta terhindar dari praktik-
praktik perdagangan yang tidak sehat

Rumusan Masalah I Akar MasalahPokok Masala].

I

Akar MasalahRumusan MasalahPokok Masalah I
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Penunjang
Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) ur.rsan bidang pemerintahan

umum; (2) urusan bidaag aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan
daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang
pengawasan pembalgunan daerah.
2.3. f .5. 1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkal pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2O14, urusan pemerintahan umum
mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkal pengamalan .,Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar
atau UUD 1945, pelestarian Bhineka T\.rngga1 lka, serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3)
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragarna, ras, dan golongan
lainn5.a guna mewujudkan stabilitas kea:nanan lokal, regional, da-n nasional; (4)
Penanganal konflik sosial sesuai dengan ketentuan peratura-o perundang-undangan;
(5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah
daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusal masalah dan
akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2. 1O l.

Tabel 2. 101 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masa-lah dan Akar Masalah Urusan
Bidan Pemerintahan Umum di Provinsi Pa ua Ten

2 Belum optimalnya dukungan
infrastruktur seperti jalan, listrik, air
dan sarana pengelolaan limbah/
persampahan dalam pengembangan
industri

sumber daya
manusia, modal
dan
infrastruktur

Lema-hnya akses permodalan untlrk
industri kecil dan menengah

1 Belum terla-ksananya pengembarrgan
sentra Industri kecil berbasis pertanian,
perikanan dan perkebunan yang
berkelaniutan dan inklusif

2 Belum
terwujudnya
daya saing,
kemandirian dan
penguasaan
pasar industri
pengolahan

2 Belum memadainya kuantitas dan
kualitas produksi dan industri kecil
Iokal serta produk kerajinan yang
dapat dipasarkan

1 Rendahnya kualitas kelembagaan
--l^l-r ;-.lrr-+;pur.lrq uruuruf

daLam
perekonomian
wilayah

Belum
tend'ujudnya tata
kelola
perindustrian
yang berdaya
saing dan
berkelanjutan

2 Lemahnya Lingkat partisipasi
pemegang izin usaha industri dalam
menyampaikan laporan yang terkait
dengan nilai investasi, kapasitas
terpasang, realisasi produk dan
penjualan hasil produk yang
dihasilkan

1 Kuatnya prinsip money follow function
dan moneg follou orgonization, serta
belum efel<tifnya implementasi moneg
follout proqramme
Belum optimalnya koordinasi dan kerja
sama antar-unit kerj'a dan antar-
instansi serta dengan mitra strategis
lainnva
Belum optima-lnya koordinasi kebijakan
pembangunal antar yurisdiksi, distrik,

Belum
maksimalnya

memberi
pelayanan publik
Secara
transparan dan
akuntabel

1 Belum
optimalnya

kewenangan
pemerintahalt,
kelembagaan
dan
tata laksana
pemerintahan
umum

Rumusan Masalah Akar MasalahIPokok Masalah

1

I

I

I

Pokok Masa-lah I Rumusan Masalah Akar Masalah

2

I
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Masih terdapat persoalan tanah ulayat
yalg belum selesai unftrk
pembangunan sarana prasarana

emerintahan

Rendahnya kewenangan Lembaga MRP
dalam mengawal program- program
Otonorni Khusr:s yang mengarah pada
pemberdayaan perlindungan dan
keberpihakan Masyarakat Asli Papua.
Kewenangan hanya memberikan

1m atau fun konsultatif

Belum memadainya pelaporan
awaban

Belum optimalnya penerapan nilai dan
budaya ke{a yang profesional, jujur,
da:r bersih di setia birokrasi

kelurahan dan kampung
4 Belum optimalnya koordinasi,

perencanaan, implementasi serta
monitoring evaluasi penyelenggaraan
kebi akan Otonomi Khusus Papua

5 Belum optimalnya koordinasi
penyelenggaraan program-program
Otonomi Khr,1511s

6 Belum efektifnya penataan
kelembagaan daerah yalg sesuai
dengan kewenangan khusus yang
dilaksanakan terkait dengan kebijakan
Otsus Papua Tengah

7 Belum oplimalnya koordinasi kebijakan
kesejahteraan masyarakat dan
perlindungan sosial serta afirmasi
terhadap OAP

8

9 Belum optimalnya pelaksanaan SPM di
tingkat Provinsi maupun
kabupaten / kota

10 Belum optimalnya penataan
ketatalaksanaan dan kelembagaan
perangkat daerah

11

2 Belum
optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kine{a

1 Belum optimalnya pelayarta.rr distrik,
kelurahan dan kampung kepada
masyarakat

2 Belum optimalnya ketersediaan data
yang akurat dan komprehensif untuk
pembangunan daerah

3

PUr La rrBBurrxl
penyelenggaraal pemerintah daerah

4 Rendahnya capaian kine{a
penyelengqaraan pemerintahan

5 Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan selama ini
belum sepenuhnya melibatkan ouzl
societu

6

7 Publikasi dan diseminasi kebij akan
Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Anolisis, 2023
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2.3.1.5.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian
Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan ma-najemen

kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatal kr:alitas
administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada
sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis
dengan adanya pelaksanaaa siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah.
Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusa:n bidang
aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.102.

Tabel 2. 102 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusarr
Bidan A atur dan K di Provinsi Pa T

Sumber: Hasil Anolisis, 2O23

2.3. 1 5.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah
Urusan keuangan berkaital dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi

belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporal
keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan al<ar masalah urusan
bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.1O3.

Ketersediaan ASN di Provinsi Papua
Tengah belum mencukupi kebutuhal
daerah

2 Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM
ASN sesuai tugas dan fungsi

3 Rendahnya kemampuan pengelolaan
data informasi berbasis komputer

4 Masih kurangnya Penempatan ASN
pada Jabatan tertentu berdasarkan
kompetensi iabatan

5 Masih rendahnya jumlah ASN yang
telah mengikuti Diklat Pimpinan

6 Rendahnya jumlah Calon Pegawai
Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar
CPNS

7 Belum terbentuknya kebijakan
kepegawaian yang dise su aikaii dengan
kebiiakan Otsus Papua

I DCrt.lLrl
optimalnya
kompetensi,
distribusi dan
pelayanar ASN

8 Rendahnya mentalitas ASN terkait
disiplin dan kineq'a

1 Belum efektifnya sosialisasi sistem
penilaian beban ke{a pegawai

2 Belum berkembangnya sistefi reuard
untuk ASN berprestasi darr
punishment ddam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

3 Belum adanya sistem database dan
informasi ASN yang terintegrasi,
komprehensif dan berbasis kineria

2 Belum
optimalnya
kelembagaan
dan tata
laksana
aparatur dan
kepegawaian

1 Kurangnya sarana penunjalg akses
informasi dan komputer

2 Model egouernment rr,aslh didominasi
perspel:tif pro uider tunggal dan tidali
terintegasi

3 Belum adaaya tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik
yalq terpadu

Belum op'uimalnya
kapasitas
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Belum
optimalnya
sistem
pernerintahan
berbasis
elektronik

Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah

t

F
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Tabel 2. 1o3 Pemetaan Pokok Masa-lah, Rumusan Masaiah dan Akar Masalah Urusan
Bid Keuan di Provinsi Pa uaT

Belum optimalnya Implementasi
Analisis Standar Belarr a Daera-h

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunaa Daerah
Urusan perencana€rn berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka

panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai
perenc€rnaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam
implementasi urusan perenc€rna€rn, pembangunan daerah di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2. 104. berilrut.

Belum optimalnya pengelolaan aset
daerah dalam mendukung

1

daerahda
2 Belum akuratnya database pajak

dan retribusi serta objek
pendapatan daera-h lainnya
Belum optimalnya pelayanan
pajak dan retribusi daerah, baik
melalui Samsat maupun instansi
pemungut lainnya

1 Belum optimalnya
kontribusi PAD
terhadap
pembiayaan
pembangunan
daerah

4 Masih rendahnya kontribusi unit
usaha BUMD daJam pengelolaan
potensi unggulan daerah terhadap
PAD

I Penyampaian LKPD tidak tepat
waktu

2 Penyusunan APBD yang tidak tepat
waktu
Belum optimalnya evaluasi laporal
pertangEungj awaban APBD

4

5 Prinsip ualue for moneg dalarn
perencanaan dan penganggaran
belum sepenuhnya dipahami dan
diimplementasikal

2 Belum optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kinerja

5 Belum optimalnya penerapan SIPD
Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Belum optimalnya implementasi
regulasi pengelolaan dana Otonomi
Khusus

2 Kurang optimalnya pelaporan
pengelolaan dana Otsus

Belum optimalnya
kine4'a
Penyelenggaraan
Otonomi Ktrusus

Belum tersediaaya nomenklatur
belanja dan program kegiatan
khusus Otonomi Khusus

1 Masih kurangnya SDM pengelola
l-^,, ^- ^^- l^^-^L ,,^-^ +^-^^*:Gl-^^iudur 4r v ar<

Belum optimalnya
kapasitas apaiatur
keuangan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

2 Belum maksima.lnya digitalisasi
pengelolaan keuangan daerah baik
aspek pendapatan maupun aspek
belania

Belum
optimalnya
birokrasi
dalam
memberi
pelayanan
publik secara
transparan
dan
akuntabel

4

I

I

Rumusan Masaiah i Akar Masaiah
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"fabel2. 104 Pemetaal Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bi Perencanaan Pem an Daerah di Provinsi

1 Kurang optimalnya ketersediaan dan
kualitas data untuk mendukung
perumusan kebijakan dalam perencanaan
pembangunan
Belum optimalnya pemanfaatan hasil
kajian penelitian dan pengembangan
dalam emban an daerah
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas
SDM perencanaan dalam menyusun
dokumen perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan dokumen perencana€rn
sepenuhnya memperhatikall masalah
lingkungan hidup khususnya terhadap
dampak lingk"ingan hidup yang
diakibatkan

1 Belum optimalnya
perencanaan
pembangunan
yang berorientasi
hasil

Belum optimalnya kajian-kajian dan
perencanaan khusus konstekstual Papua

Koordinasi dalam rangka upaya
sinkronisasi canaan dan

1

penganggaran pembangunan belum
b alan o

Belum optimalnya
sinergi antar
perencaia€rn,
pengangga,ran
pelaksanaan Lemahnya ting!<at pemahaman terhadap

mekanisme perencanazrn pembangunan
dalam pelaksanaarlnya secara efektif dal-r
efisien

2

Cakupan pendataan OAP secara berkala
dengan menggunakan SIO Papua yang
terintegrasi belum 1OO%. Padaha-l,
ca-kupan pendataan OAP berkontribusi
dalam memastikan pelaksanaaa OTSUS
bermanfaat OAP,

1

Terdapat OPD di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang belum memahami
dan menjalankan sepenuhnya pembagian
kewenangarr -lirusan bel dasarkarr PP 106
Tah:urr 2O2l
Belum tersedianya instrumen
perenc€rnaan khusus untuk
pelaksanaan Otonomi Khusus di level
Provinsi, kabupaten /kota dan juga
Kampung. Perencaiaan Otsus saat
ini masih digabung dengan perencanaan
umum daerah

4 Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang
OTSUS masih digabung dengan
Musren I(l\TL'

Belum optimalnya
Penyelenggaraan
Perencanaan
Otonomi Khusus
Papua

1 Belum optimalnya pelaksalaan
monitoring dan evaluasi prograrn-program
pembangunan yang dikaitkan dengan
dokumen-dokumen caraan

2 Belum terlaksananya penyusunail
dokumen perencErnaErn pembangunan
daerah waktu

4 Terdapat
permasalahan
pengelolaan dan
manajemen
perencanaarl

Belum
optimalnya
kualitas dan
ln-rantitas
perenc€rnaan
pembangunan
dan penataan
ruang

I

I

tlI

I

I

I

I
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Sumber: Hasil Anal:sis, 2023

2.3.1.5.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah
Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan
akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Tengah
dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2. 105 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Pen Pemb an Daerah di Provinsi P

3 Minimnya Standard Operasional dan
Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi peren can€ran
dan p engarrggararr pembangunal lintas
OPD, termasuk hubungan perencanaan
dengan provinsi dan tah pusatpemenn

4 Belum optimalnya penjaringan aspirasi
masvarakat di semr:a jenjang
pemerintahan melalui mekanisme
Musren

J Kurangnya kesadaran dal parlisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunal daerah

rt Indikator Kineq-a Utama (IKU) OPD belum
SMART (Specific, Measurable, Achieuable,
Realistic, and Time-Boun@ dan terstruktur
(ter-cascading)

1 Belum optimalnya reviu terhadap
dokumen Perencanaa:r, Angga-ran dan
dokumen lainnya (RPJMD, Renstra,
RKPD, KUA PPAS, Renia dan RKA)

2 Masih rendahnya Implementasi SPIP di
Lingkup Pemerintah Daerah
Masih rendahnya capaian penyelesaian
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
BPK

4 Belum optimalnya pengawasan dan audit
penyelenggaraan program program Otsus

Belum terbentuknya wadah /majelis
Tuntutan Ganti Rugi
dan Saberpungli dalam rangka
penyelesaian kerugian
daerah serta menunjang pelayanan
Publik

I Belum
optimalnya
pengawasan
interna-1
pemerintah
daerah
melalui audit,
reviu,
evaluasi,
pemantauan,
asistensi dan
kegiatan
Dengawasan
lainnya

5

Belum optimalnya upaya pencegahan
korupsi dan rendahnya kesadaran
pejabat untuk melaporkan harta
kekavaan

2 Pekerjaan tidak sesuai spesifrkasi teknis,
mark up harga, kurang volume pekerjaan
dan peke{aan tidak tepat
waktu
SDM APIP di Pemerintah Daerah belum
memiliki pemahaman yang memadai
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabiiitas
Kineria Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Belum
ontimalnva
Sistem
akuntabilitas
dan
pengawasan
dalam
pengeloiaarr
dalam
pembalgunan
daerah

2 Belum
optimalnya
kapasitas dal
integritas SDM
tentang
akuntabilitas
dan
pengawasan
pengelolaan
pembangunan
daerah

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalalr Akar Masalah
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.6 Permasalahan Pembangunan Daerah
Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam

melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi
berkelanjutarr. Seperti

i. Infrastruktur yang Terbatas
Kurangnya infrastruktur dasar sepertijalan raya, transportasi, dal energi dapat
menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas ke
wilayah pedalamal. Hal ini meny ulitkal distriLrusi barang, pciayanan
kesehatan, dan pendidikan.

ii. KetidaksetaraanPendidikan
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di
beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geografis yang sulit dialses, kurangnya
sarana pendidikaa, dan tantangan keamanal dapat menghambat kesempatan
pendidikan bagi masyarakat setempat.

iii. Kesejahteraan dan Kemiskinan
Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar,
beberapa masyaralat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinar yang
tinggi. Pemisahan geografis dan kendala aksesibilitas mempersulit upaya untuk
meningkatkan kesejahteraari masyarakat.

iv. Masalah Kesehatan
Layanan kesehatan di beberapa wilayah mungkin terbatas, dan akses ke
fasilitas kesehatan sering kali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan
masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran
penyakit menular.

v. Ketegangan Sosial dan Konflik
Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan
konflik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hal< asasi
maausia, atau ketidal<setaraan ekonomi. Ha-1 ini dapat mempengaruhi stabilitas
dan keamanaa wilayah.

vi. Kooservasi dan Pembalgunan Ekonomi
Tantangan keseimbangan antara pelestarian lingkungal dan pembalgunan
ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Ekspioitasi sumber daya
alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi
menganc€un keberlanjutan lingkungan.

vii. KetidaksetaraanGender
Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketidaksetaraan
gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah
tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender menjadi
aspek penting dalam pembangunan wilayah iai.

viii. KeterbatasanAksesTeknologi
Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap
telorologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat konektivitas
dan akses informasi bagi masyarakat.

ix. Keterlibatan Masyarakat Lokal
Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan
dan pengambilaa keputusan pembangunan masih merupakan tantangan.
Peningkatan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat
membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah
Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok

pembangunan maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional,
nasional, maupun regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk
lingkungan strategis bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam
perumusan isu strategis pembangunal Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD}

Akar MasalahPokok Masalah
I Rumusan Masalah
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sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencana€rn pembangunan daerah karena dampalmya yang signifrkan bagl daerah.
Isu strategis memiiiki karakieristik bersifat penting, menciasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemeriniah
daerah di masa mendatang.
2.3.2.1 Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasional di berbagai negara memiliki kewajiban
untuk merespon berbagai permasala_han internasional sebagai akibat dari adanya
perkembangan zaman dan dinamika sosial politik di tingkat global. Berbagai isu
internasiona-i kerap muncul seiring kemajuan teknologi maupun dari skema ke{a
sama internasional, misalnya Sustainable Deuelopment Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutaa (TPB) yang telah di respon oleh Pemerintah Indonesia di
tingkat nasional melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. Selain itu, perkembangar
tckrtologi tidak dapat dihen'r.ikan, rcvolusi lrrdus'rri 4.0 ieiah rncrrciptakan peiuang
sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah
untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang
dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di tengah gencarnya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, aspek lingkungan juga turut menjadi
bagian penting yang harus diperhatikan. Isu pemanasan global kerap menghantui
berbagai belahan dunia di tengah maralmya pembangunan di berbagai negara. Adapun
penjelasan secara lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir
dapat dilihat pada bagian berikut.
2.3.2.7.1 Sustainable Development Goais (SGDs)

Sustainoble Deuelopment Goals (SDGs) merupakan buah kesepakatan global
sebagai tindak lanjut d,ai Millennium Deuelopment Goals (MDGs) yang mulai diadopsi
oleh berbagai negara sejak September 2O15. Negara-negara anggota PBB mengangkat
rangkaian Agenda SDGs 2O30 dengan menyertakan 17 Tfrjuan Pembangunan
Berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memobilisasi negara- negara di dunia untuk
mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi
perubahan iklim. Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk
mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, SDGs mengaj ak seiuruh
negara dengan berbagai kekuatan ekonominya untuk mempromosikan kesejahteraan
global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman keamanan. Guna
mewujudkarr tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari
merumuskan sasaran yang tepat darr strategi yang berfokus pada pertumbuhan
ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai permasalahar dalam bidang
sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta mengatasi perubahan iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi
beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial;
2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan
Hukum dan Tata Kelola. Selaajutnya, 17 tujuan pembangunan tersebut dilengkapi
dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentn. Target-target tersebut
merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh lapisan
pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level
kabupaten/kota. Adapun 17 tujaun dari SDGs yang perlu dijadikan pijakan dalam
melihat isu-isu strategis di ievel global adalah sebagai berikut:
l. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknyal
2. Mengakhiri kelaparan , mencapai ketahanal pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di

segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetalaal gender darr memberdayakan semlla pereulpuarl dan arteik

perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dal pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terl'angkau, dapat diandalkan dan

berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan;

8. kesempatan keq'a penuh dan Produktif dan peke{aan yang layak untuk semua;
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9. Membangun infrastrukturtangguh, mempromosikan industrialisasr
inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

10. Mengurangi ketimpangaa cil da.lam dan di altara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan

berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi da.rt produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memalfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan

untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dal meningkatkaa pemanfaatan ekosistem darat dan

pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi deserti{ikasi, dan
menghentikan dan memba-likkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati;

16. Mernprorrrosikarr masyarakat yang darrrai dar ini<iusif urrtuk pembangunarr
berkelanjutan, menyedialan akses terhadap keadilan lagi semua dan
membangun institusi yang efel<tif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
dan

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutaa.

Berdasarkan Peraturan hesiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelalsanaan
Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator SDGs yang merupakan kewenangan provinsi.
Berdasarkan hasil indentifrkasi awal terkait kesesuaian indikator SDGs dengan kondisi
kewilayahan Papua Tengah, maka terdap at 22a (95%l Indikator SDGs yang sesuai
dengan kondisi dan kewenangan pencapaian SDGs di Provinsi Papua Tengah. Guna
memastikan pencapaian seluruh ta.rget indikator -SDGs di Papua Tengah, maka
diperlukan penyusunan dokumen RAD TPB/ SDGs yang selaras dengan perencaanaan
jangka Panjang Provinsi Papua Tengah. HaI ini harus menjadi bagian dari komitmen
Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya pencapaian SDGs hingga tahun 203O.
2.3.2.1.2 Pemalasan Global

Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi
bagian penting yang harus dipertimbangkan. HaI tersebut berkaitan dengan kondisi di
mana upaya pembangunan yang turr.t memperhatikaa aspek lingkungan semakin
mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, maka ancarnan
global warming akan turut merusak kondisi lingkungan hidup. Global warming
merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam dan dapat
mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir bahkan dapat menjadi
fa-ktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu, antisipasi dalam bentuk
kebijakan terhadap isu global warming menjadi penting untuk dilakukan oleh
pemerintah di berbagai dunia. HaI tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan
pembangunan. Berbagai bentuk upaya pembangunan harus memiliki strategi dan
eksekusi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan periu diiakukan agar
kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari globaf warming dapat diminimalist.
Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan
perlgawasan peruntukan lahan yang ketat dalam pembangunan, khususnya yang
melibatkan wilayah hutan. Hal ini dilakukan guna memastikan porsi lahan hijau di
suatu wilayah tetap terjaga. Dengan adanya permasalahan pemanasal global,
pentingnya suatu kebijakan yang mengatur wilayah Papua Tengah terutama lahan-
lahan hijau yang merupakan paru-paru dunia.
2.3.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan istilah untuk menggambarkan tren
otomatisasi dal pertukaran data dalam teknologi manufaltur termasuk sistem cyber-
fisik, irrternet of things (IoT), komputasi awam, komputasi kogtritif, dan artificial
intelligence. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri manufaktur
Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara global Ttrjuannya
ada-lah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonomi,
memantau aset dan proses secara real-time, dan dunia yang lebih terintegrasi. Revolusi
Industri 4.O merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan
mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di mana semua proses
produksi be{a-lan dengan internet sebagai penopang utama.
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Perkembangan teknologi yang memunculkal revolusi industri 4.0 juga
mendorong hadirnya perbaikar sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa
keuntungan dari revolusi industri mampu mendisrupsi praktik-prai<tik tradisional
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, warga negara memiliki akses
yang lebih iuas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkal
isu-isu kepublikan kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi publik
terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat seiring dengan
tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan. serta otomatisasi dan digitaiisasi dalam
pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.O juga memiliki tantangan yang
setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah
proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini sudah mulai
dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan,
kesehatan, perdagarrgan, perindustrian, pariwisata, darr sektor lainnya. Narnurr
demikian, berbagai tarltzrngan banyak ditemukan, terutama berkaitan dengan
kesiapan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Upaya perbaikan
perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yalrg a-kan didapatkan cukup besar. Upaya
digitalisasi perlu dijadikan sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan
pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian-
bagian yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijalan yang berkaitan dengan hal
tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua seldor prioritas, yaitu pelayanan
publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik telah melakukan
transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OO3
tentang Kebijakan dan Strateg! Nasional Pengembangan E-Gouemment. Pengemba-ngan
E-Gouernment mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran,
dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua, transformasi digital di bidang
ekonomi juga telah dilakukan seja} pemerintah melihat potensi besar ekonomi
berbasis digital. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan
ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi
ciunia pacia tahun 2O30. Demii<ian pula, besamya potensi ekonomi digitai dipreciiksi
akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optirnal
oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital
di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) cyber security atau keamanan data
digital; 2) persainga-n yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek;
3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi
yang belum sesuai dengan perkembangan zarnan-

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan
ekonomi perlu mendapati<an perhatian lebih. Selain sebagai upaya untuk
mengakselerasi, pelayalan di level daerah merupakan yang paling dekatjangkauannya
dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah
berpeluang untuk memperbaiki kualitas layarrar publik. Namun demikian, tantangan
pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat
sebagai konsep yang 'berat' dan belum begitu releval dengan konteks wilayah di
Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti E-
Gouernment dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan
layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait revolusi industri 4.0 perlu menjadi satu
bagian yang dipertimbangkan dalam pen5rusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua
Tengah di tahun yang akan datalg.
2.3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunaa sebelumnya,
tetapi menghadapi berbagai perubahan Lingkungan strategis yang sangat pesat di
masa depal. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya
pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2O45 yang meliputi berbagai aspek ekonomi,
sosia-l, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahalan
sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastrul<tur, serta pembiayaan dan
manajemen pembangunan.
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2.3.2.2. I Kependudukan
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya

melambat. Pada tahun 2022, indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4
terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 Juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang
diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akalr melambat rata- rata
tahun 2025-2045 di bawah I persen, sehinggajumlah penduduk Indonesia pada tahun
2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk vang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancarnan
bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi
pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya
manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar
yang besar, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan
daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di
Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja
yalg besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi,
termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar
seperti sektor industri, pertanian, darr pariwisata.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan
jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama
pembangunan. Dengan strulfilr penduduk yang menguntungkan, di mana rasio
ketergantungan di bawah 5O persen yang diperkirakaa akan berlangsung sekitar 15
tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demograli,
yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan.
Bonus demografi a-kan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi apabila per.rn mereka terus ditingkatJcan melalui peningkatan
produlrlivitasnya.

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Indonesia 2O2O-2O5O
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2.3.2.2.2 Produktivitas Rendah
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
Rata-rata produktivitas yang tecermin dari Totol Factor Productiuitg (TFP) Indonesia
selama tahun 2OO5-2O19 tumbuh negatif sebesar O,66. Capaian tersebut relatif
tertinggal dibandingkan Korea Selatan y.rng mampu mencapai 1,61 ketika masih
berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971- 1995 dan juga Tiongkok
sebesar 1,60 selama kurun waktu 2OO5-2O79. Kondisi produktivitas yang rendah
tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada
perempuan, produkLivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan
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dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembegaan seperLi sistem insentif,
regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan
Ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2O05-201O, ekonomi
Indonesia m€rmpu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi
melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhal
ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2Ol5-2O19
dan mencapai 5,3 persen padaTahun 2022.
2.3.2.2.3 Perubahan Ildim

Kondisi bumi yang makin palas saat ini telah masuk pada kategori "kode
merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan
suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun, 2022, kenalkan suhu global telah
mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 19OO (NOAA,2023f
yang dikhawatirkan akan terus trcrrirrgkat dan rnelampaui 1,5 derajat Cclcius di tahun
2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan
konsentrasi GRK yang signifrkan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan
konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek
kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar O,7 - O,9
cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifrkan
dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat
tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat
18.0OO km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga
mengancam hilangrrya rualg wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Selain itu,
penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim.
Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama
periode te}l.t:rl 2O2O-2O24 yarrg diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak
dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global.
Pada tahun 2O20, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO2e ata,u 2,67 persen dari
total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e iOur World in Data
based on tle Globol Carbon Project,2O22l. Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut
yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan
penggun€ran lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi
GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabiia pembangunan tidak
berubah. Pembangr:nan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada
energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam, serta penanganan polusi
dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus
meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO2e di tahun 2O45.

Gambar 2. 14 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
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Gambar 2. 4 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO2e Tahun 2O45

Gratik 2.3.2. Proleksi rren peningkatan emisi GRK (GrCO2e)
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Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak
guna mengurangr Risiko pembahan iklim. Laporan Intergouemmental Panel on
Climate Change (IPCC) tahun 2022 rl:ellaberikan peringatan bahwa waktu untuk
bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru
menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang
diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air,
kesehatan, kemisk'inan dan kematian.
2.3.2.2.4 Pemindahan Ibukota IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan
antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan
baru, cara ke{a baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan.
Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2O22. Pembangunan Iisik IKN
teiah dimulai sejak i:anggai 14 Maret 2022. Pemitdahan ibu kota ini tidak hanya
memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan
ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN.

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi.
Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core program sejalan
dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat
ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantar Timur yang
berbasis value creation tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi
ekonomi Indonesia mela-lui superhub tersebut yang akan meningkatkan perdgangan
antara wilayah di Indonesia.
2.3.2.2.5 Asta Cita

Asta Cita merupalcan 8 Misi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas
2O45 yang dijadikan kebijakan prioritas Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029,
di mana secara ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya
di dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan, sasaran pembangunan, tujuan
pembangunan yang ingin dicapai, program prioritas pembangunaa serta indikator
pembangunan yang diEgnakan, dalam menerjemahkan 8 Misi Asta Cita dalam
merencanakan pembangunan di Provinsi Papua Tengah ke depan agar tercapai Papua
Tengah yang Sehat, Cerdas dan Produktif. Berikut ini adalah 8 Misi Asta Cita yang
harus dijadikan landasan kebijakan dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu
daerah, di mana mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
monitoring dan eva-luasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua
tengah secara rinci tersirat sebagai berikut :

l Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) ;

2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru ;

Sumber: RPJPN 2025-2045
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3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
pengembangan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur ;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri ;

6. Membaagun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan ;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba ;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai
rnasyarakat yarrg atiii dan rnak(rur.

2.3.2.3 Isu Pembangunan Papua
Isu pembalgunan Papua merupakan isu dan persoal€rn pembangunan seluruh

wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu pembangunan Papua
secara makro terkait kesejahteraan dan keberdayaan Orang Asli Papua, serta stabilitas
wilayah. Isu Papua tidak hanya sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi isu
nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah merespon melalui berbagai kebijakan
untuk penguatan Otonomi Khusus Papua dal percepatan pembalgunan
kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
melalui Undang-undaag Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi perrbahalr tersebut telah
memiliki aturan tlrruna! yang memuat detail terkait keweoanga:r Otonomi Khusus
Papua hingga ama-nat pen5rusunan dokumen Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua (RIPPP). Sebelum adanya kebijakan makro tersebut, telah
dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi
pembangunan Papua yang termaktub di dalam Inpres tersebut, yaitu:
1. Pendekatan tata keiola pemerintahan yang baik, terbuka dan Partisipatil yang

didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan
yang berbasis data dal informasi.

2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspelctif sosial budaya, wilayah adat, dan
zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang
Asli Papua (OAP).

3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik dan kampung di
wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah terluar, pulau-
pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

4. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintahan ciaerah dan
pelibatan peran serta masyarakat.

6. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal, Tokoh Agama dan tokoh
adat dalam pengawas€rn dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Pemberdayaal pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerja sama, kemitraaa, dal kolaborasi dengan mitra pembangunan

internasional, dunia usaha, organisasi kemasyaralatan, wirausaha sosial,
frlantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen
kemitraan multi pihak.

9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dal diplomasi yang terpadu dan
terintegrasi

10. Peningkatan kerja sarrra kementerian/lembaga, Tentai'a }iasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi
kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua menjadi zor,a yang
aman, stabil, dan damai.

11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
perenc€rnaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembaagunan di Wilayah
Pulau Papua.
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Strategi tersebut telah komprehensif yang memandang Papua mulai dari level
lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan Orang Asli
Papua sebagai subyek pembangunan sekaligus penerima manfaat yang besar dari
pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan Papua diperkuat
dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah
daerah dalam perenczrnaan dan pendanaan Papua dalam rangka Otonomi khusus
untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat dari perubahan
undang-undang Otonomi khusus, vang secara khusus dilandasi oleh Perpres No. 24
Tahun 2O23 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tehulr 2022-
2041.

zuPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang merangkai
mendesaknya percepatan pembangunan Papua. Konteks lingkungan strategis tersebut
berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Konteks Lingkungan Strategis Dalam Dimensi Global, Nasional,
dan Daerah

Pergeseran fokus geopolitik dan gE€konomi dunia akan menemprlkan kawasan lndo-
Pr3i6k. khus$nyr Asir Teoggara sebrgliepbontrum bsru dinamikr politik global
letak geografB Pulau Papua yanq b€rada di Samud€ra Pasilik b€milai stratogis dari
perspektif 9€ostratsgis, geoekooomi, dan geopolitik
Tran perubthan teknologi ke depan yrng didorninasi oleh teknologi informasi dan
lomunikasi akan berpeng8ruh tarhadlp revolusi saktor keuangan drn transaksi
perdagangan secara global.
P6rtsmb8ngsn digitdisasi yang pesat di berbsgsi bidang akan meningkad(an mobilitas,
produktivitas, s6rla mempercep6t layanan yang b€rlualitas.
Tantangln pamanasan globsl yang semrkin besa. mengakibatkan perubahan
berk€panjangan pada sistem iklim dunir.

Tr6nstormasi ekonorni lndone3ia yrng berisi 6 agenda transrormasi, mendorong
portumbuhan akonomi yang be*elanjutan dan pemerataan pembangunan wilsyah
Pemindahan lbu Kota Negrra ke Pulau Kalimantan mendokatkan r€ntang kendali
pemerintshan dan pembangunan ke rvilayah timur lndonosia.
Bonus demogrsfi lndon€sia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat
dimanlaatkan untuk meningkatkan produktivtas tenaga kerja dan mendorong ekonomi
b6rl6lanjutEn.
kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mandoong pengentasan
kEbupaten tsrtinggal yang sebagitn besarbersda di Papua.

Sumbor Daya Alam Papua yang bomilai okonomi dan strategB berpotensi meingkatksn
kes€rahteraan masyarakat
kobijakan pomb€ntukan Daerah Otonom Baru bertuiuan untuk memp€rperdek span of
conkol p€layanrn publik.
Kondbi s6ial budaya di Papu. yang b€rrglm menjdi modal da3tr pembangunan

Papua.

Sumber: Lampiran 7 Perpres No.24Tahun2O23

RIPPP memiliki Visi "Papua yang Mandiri, Adil, darr Sejahtera'. Visi tersebut
akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain itu, tidak kalah
penting RIPPP jrtga merumuskan kondisi perlrr sebagai prasyarat tercapainya sasaran
pembangunan.

Dimensi Global

Dimensi Nasional

Dimensi Daerah

-1
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Tabel2. 104 Visi dan Misi RIPPP 2022-2041.

Memberikan
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas dan
merata serta
membudayakan
hidup sehat dan
bersih di
masyarakat,
menuju Papua
Sehat.

Tercapainya
kehidupan yang
sehat bagi seluruh
penduduk.

o Akses ke pelayanal
kesehatan yang
berkualitas dan
terjangkau.

. Ketersediaan tenaga
kesehatan yang merata
dan sesuai standar di
seluruh fasilitas
kesehatan.

. Cakupan jaminan
kesehatan

yarrg menyeluruh.

Memberikan
pelayanan
pendidikan yang
berkualitas untuk
membentuk pribadi
unggul, kreatif,
inovatif,
berkarakter, dan
mampu beke{a
sama, menuju
Papua Cerdas.

Tercapainya
kehiciupan yang
berwawasan luas
dal cerdas bagi
seluruh penduduk.

. Fasilitas pendidikan
yang berkua-litas.

r Akses ke pelayanan
pendidikan fsemua
jenjang) yang inklusif.

. Distribusi tenaga
pendidik yang merata.

r Afirmasi pendidikan bagi
OAP, termasuk beasiswa
dan pendidikan
keterampilan

hidup.

Meningkatkan
kompetensi,
kreativitas. dan
inovasi dalam
pengembangan
potensi ekonomi
lokal yang berdaya
saing, menuju
Fapua Produklif.

Tercapainya
kemampuan bekerl'a,
berusaha. dan
berinovasi, serta
mampu
mengoptimalkan
sumber daya yang ada
untuk kesejahteraan
penduduk.

o Ekonomi masyarakat adat
dan sumber daya lokal.

. Akses terhadap teknoiogr,
perdagangan, dan pasar
nasional, regional, dan
global.

. Sumber daya alam
yang berkelanjutan.

. Ekonomi lokal.

Pusat-pusat
perlumbuhan ekonomi
wilayah.

a

Kondisi Perlu:
o Infrastruktur dasar dan konektivitas
. Lingkungan hidup
o Tata kelola pembangunan
- T^h^h dAdt lttl^\tdr l,ahrr,larr6ah rlar h4ffi^si c^eialqgq!/ srqJ q!' irv v qvqJ q4r,

Visi:

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan
Sejahtera

Misi Sasaran
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Pengarusutamaan:
. Gender
. Sosial budaya
o Transformasi digital
r Resiliensi bencana dan perubahan iklim

Sumber: Lampiran 1 Perpres No, 24 Tahun 2O23

2.3.2.4 lsu Strategis Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)
Indikasi program dan alokasi prioritas percepatan pembangunan wilayah

Papua menuju Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produksi agar dapat
mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia Papua
yang unggul serta pembangunan ekonomi Papua yang inklusif yang didukung oleh
penguatan tata kelola yalg baik, bersih dan berwibawa.

Papua sehat, cerdas darr produktif hanya dapat di wujudkan melalui indikasi
program dan lokasi prioritas pembangunan daerah, dengan kebijakan pelaksanaan
pembangunan4ya di provinsi Papua tengah, yang terdiri da-ri:
1. Pengembangan Mobile Health Seruice, kebijakannya untuk mengatasi masalah

aksebilitas pelayanan kesehatan di daerah suiit dengan kondisi geografis yang
beragam, indikasi Kabupaten Prioritasnya Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak;

2. Akseierasi Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada
pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan,
termasuk s€rrana prasarana, obat, dan alat kesehatan, serta pendayagunaan
tenaga kesehatan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Intan Jaya, Puncak
Jaya. Deyai dan Dogiyai;

3. Peningkatan Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada daerah dengan
capaian indikator kesehatan yang relatif baik dalam rangka mempertahankan
capaian tersebut agar tidak turun, indikasi Kabupaten Prioritasnya Nabire,
Mimika dan Paniai;

4. Pengembangan Sekolah Alan (Athure Based Leaning) dan Sekolah Sepanjang
Hari, kebijalannya adalah program pembelajaran alam kontekstual Papua
terutama di daerah sulit akses mengingat tingkat aksesibilitas layanan
pendidikan dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta partisipasi
peserta diciik yang rendah, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Puncak
Jaya, Intan Jaya;

5. Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah
dengan capaian indikator pendidikaa yang relatif masih rendah, dengan fokus
pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan
malajemen pendidikan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Intan Ja-ya,
Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai;

6. Peningkatan Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah yang capaian
indikator pendidikan yang sudah relatif baik dalam rangka mempertahankan
capaian tersebut agar tidak turun, dan juga fokus pada kemajuan pengelolaan
pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, indikasi Kabupaten Prioritasnya
Nabire dan Minika;

7 . Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dan Pariwisata,
kebijakannya adalah fokus pada peningkatan nilai tambah dari potensi
komoditas unggulan/pariwisata, sehingga diharapkan dapat menggerakkan
perekonomian dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah, indikasi
Kabupaten Prioritasnya Puncak (Kopi), Intan Jaya (Kopi), Deiyai (Kopi), Dogiyai
(Kopi), Paniai (Kopi), Nabire (Perikanan Tangkap), Mimika (Perikanan Tangkap)
dan Daya Tarik Wisata Prioritasnya diperlukal masukan;

8. Pengembangan Pangan Lokal dan Kawasan Sentra Produksi Pangan,
kebijakannya adalah fokus untuk ketahanan pangan lokal dengan
memanfaatkan lahan di lingkungarr sekitar sesuai ciri khas makanan pokok
rnaqino-rnaqins daerah indikasi Kahrrnalen Prioritasnva nnittk Penctemlransan
Pangan Lokal seluruh kabupaten Kawasan Sentra Produksi Pangan;
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9. Percepatal Investasi Kawasan, kebijakalnya adalah fokus pada percepatan
peningkatan realisasi investasi pada kawasan strategis, dengan fokus pada
pengembangal industri, ekspor, dan pemasaran produk, dan penanaman moda1,
dengan tetap mendayagunakan tenaga kerja lokal, indikasi Kabupaten
Prioritasnya Mimika;

10. Pengembangan Model Kota Kecil Berkelanjutan, kebijakannya adalah fokus pada
pengembangan model kota kecil yang berkelanjutan, adaptif dan resilien
terhadap bencana dan perubahan iklim, serta layak huni. indikasi Kabupaten
Prioritasnya diperlukan masukan;

11. Penataan Tanah Adat atau Ulayat, kebijakannya adalah fokus pada penguatan
perlindungan masyarakat hukum adat serta penataan tanah adat atau ulayat
sehingga pembangunan dapat berjalarl optimal, indikasi Kabupaten Prioritasnya
seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;

12. Percepatan Pernbangunarr Ibu Kota Daerah Otr.rnorni Baru, kebijakalnya adalah
fokus pada percepatan pembangunan sarana prasarana pada kawasan
pemerintahan serta penataan kawasan pada lingkup perkotaan, indikasi
Kabupaten Prioritasnya Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

2.3.2.5 Isu Strategis Provinsi Papua Tengah
2.3.2.5.7 Isu Strategis Berdasarkan Kondisi Muatan Lingkungan.

Identifrkasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan {TPB} berdasarkan kondisi
muatan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu sumber dalam
proses sintesis isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam KLHS RPJMD Provinsi
Papua Tengah tal:un 2O25-2O29.Berikut merupakan isu berdasarkan kondisi muatan
lingkungan hidup :

1. Provinsi Papua Tengah dikategorikan dalam kelas " saagat rentan (sangat tinggr)";
2. Bahaya tanah longsor; didominasi oleh keias indeks bahaya bencana tanah

longsor dengan kelas tinggi sebesar 3.166.786 hektar atau 81% dari total luas
wilayah meliputi delapan Kabupaten ;

3. Bahaya Likuifaksi: di dominasi oleh kelas indeks bahaya Likuifaksi dengan kelas
sedang sebesar f .353.372 hektar atau 69% dari luas total wilayah delapan
Kabupaten;

4. Bahaya banjir: didominasi oleh kelas indeks bahaya bencana banjir dengan kelas
sedang sebesar 467.254 hektar atau 45o/o dai luas total wilayah meliputi delapan
Kabupaten;

5. Penyedia air bersih: jasa ekosistem ini didominasi oleh kategori sedang mencakup
luas sebesar 3.26L.629 ha atau 53olo dari total luas wilayah Provinsi Papua tengah;

6. Penyedia pangan: jenis jasa ekosistem ini dominan dalam kategori sedang,
mencakup luas sebesar 3.566.793 ha atau 58% dari total luas wilayah Provinsi
Papua Tengah;

7. Rawan bencana gempa bumi tinggi, dominan berada di Kabupaten Mimika dan
Nabire;

8. Potensi timbulnya lumpur tinja di Provinsi Papua Tengah yang meningkat seiring
dengan peningkataa jumlah penduduk (pada tahun 2O29 mencapai 2a9.70l.l86
liter/orang/tahun);

9. Potensi timbulnya sampah yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk (pada tahun 2029 r::encag ai 1. 448. 5005. 903 tter/ orang/ tahun) ;

1O. Indikator status daya dukung pangan yang terlampaui dengan ambang batas
penduduk sebesar 19.170 jiwa dan selisih ketersediaan - kebutuhal sebesar -
7.124.994.324.095 m3ltahun.

Identifikasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB) strategis berdasarkaa
kondisi muatan lingkungan hidup provinsi Papua tengah memberikan pandangan
komprehensif mengenai tartangall dar: potensi yalg dihadapi dalam pengelolaa:t
lingkungan dan pembangunal Daerah dengan memperhatikan isu-isu seperti
kerentanan terhadap bencana alam, ketersediaan air bersih, pangan, serta timbulnya
sampah dan limbah, hasil ini menjadi dasar penting da-lam merumuskan strategi
pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap kondisi nyata. Sintesis ini akan
menjadi acuan utama dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun
2025-2029, guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah
lingkungan bagi masa depan provinsi.

I
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2.3.2.5.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah
Selain isu-isu strategis internasional, nasional, dan wilayah papua secara

umu, Papua Tengah juga menghadapi permasalahan darr isu-isu straregis di tingkat
provinsi. Isu-isu ni terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah Otonomi
baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayalan
publik, dan kesejahteraaa masyarakat serta mengangkat ha-rkat dan martabat OAP di
ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk jangka waktu 20 tahun ke
depan.

Isu-isu strategis di wilayah Provinsi Papua Tengah muncul sehubungan
dengan Papua Tengah yang dibagi dalam 4 pendekatan pembangunan wilayah adat,
yaitu 1) wilayah adat Meepago ; 2) wilayah adat La Pago ; 3) wilayah adat Saireri ; dan
4) wilayah adat Domberay, di mana kondisi wilayah yang secara geograJis berada di
wilayah pedalaman, pesisir pantai, kepulauan dan masih terisolir, dengan kemampuan
ckorrorni, potensi daerah, sosia.l budaya, politik, jurnlah perrduduk, luas daerah, faktor
pertahanan dan keamaaan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban
tugas dan volume kerl'a di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan berl'alannya pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang definitif,
diharapkan akan te{adi optimalisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek
rentang kendali lspan of control) pemerintahan, sehingga lebih efrsien dan efektif yang
sejalan dengan prinsip tata keloia pemerintahan yang batk (good gouernancel gona
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah
dan membuat jadi kokoh keutuhaa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di
wilayah perbatasan dengan nega-ra tetangga. Da-lam melaksanakan Otonomi daerah,
Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan
ekonomi, penyrapan sa.::ana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang
dihadapi Provinsi Papua Tengah dalam melakukan pembangunan jangka menengah
dan jangka panjang daerah hingga tahun 2O45 (Indonesia Emas), yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh

hampir semua wilayah di Papua seca-ra umum dan secara ldrusus di Provinsi Papua
Tengah dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperLi bidang
pendidikan, kesehatan dal jaminan ketersediaan gizi yar.g memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing
pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa
permasalahan pokok misalnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi Negeri di Papua
Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal,
tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerap.rn kurikulum sesuai dengan
standar belum maksimai, <ian Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap peiaksanaan
tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayalan kesehatan yang juga merupakan isu
strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain te{adi karena (1)
Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas
SDM kesehatan belum memadai serta penyebaralnya beium merata serta (3) Cakuparr
dan kualitas progr€rm kesehatan belum optimal. Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi
di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu,
anak, kesehatan reproduksi, KIi, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak
menular), peningkatan akses dan kualitas pelaya-nan primer dan rujukan, pemenuhan
dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan
tata kelola fasilitas pelayaman kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah sering kali masih dibayangi oleh
adanya ancarnan kelaparan di beberapa wiiaya.h yang disebabkan oleh kondisi alam
ataupun masalah rantai distribusi pangarr yalg kurang lalcar serta beberapa
penyebab ekstemal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan
merupakan prasya-rat untuk kedaulata-n pangarl. Kondisi Ketahanan pangan di Papua
Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan
peningkatan produksi komoditi pangan lokal dal membudayakal konsumsi pangan
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lokal perlu ditingkatkan di Papua Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan dan
menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah
satu penyebab gizi buruk kondisi stunting di Papua Tengah.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi

Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerj'a
Penyerapan tenaga ke{a di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di atas

rata-rata nasional. Hal ini tentu sqia berkontribusi pada rendahnya daya beli di
masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut
perlu meiakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan mendukung
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya loka-l.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah adalah pertanian, perkebunan dan
perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga,
terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam mendukung,
mernfasilitasi dan mernperkuat kegiatan ekoromi tcrsebut lrrelalui fasilitasi
infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan pengembangan
pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan
yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan
ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup keterampilarr/kerajinan,
kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan
perlu dikuasai oleh sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya
keterampilan/ kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan
pakaian dan memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional,
nasional maupun intemasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah
provinsi perlu beke{a sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukr-rng
pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kerajinan/ industri lokal.
3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastrukhrr dan Konel<tivitas antar

Wilayah dan Kabupaten
Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi

disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan
mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah di samping belum opumalnya
pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu
wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Di samping itu,
pengelolaan potensi suatu wilayah sering kali berhadapan dengan upaya pelestarian
lingkungaa hidup, ke depan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah
5rang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.
4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah

Pentingnya peningkatan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama,
masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di
Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dal koordinasi penting dilakukan, agar
penzrnganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dengan a<ianya masaiah keamanan jika tidak cegah secara dini maka akan
mempengaruhi atau berdampak pada pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyaralat Pesisir, Pulau-pulau Keci1, dan

Daerah Tertinggal
Letak dan posisi geografis daerah tertinggal, Pesisir, dan pulau-pulau kecil

sering menyebabkan timbulnya disparitas perkembangan sosial ekonomi. Penduduk
yang terisolasi secara geografls sering terbelakang dan terkategori miskin, dilihat dari
kondisi perumahan, ketersediaan air bersih dan sanitasi/kesehatan iingkungan.
Persebaran penduduk antara pulau- pulau dapat juga menjadi pemicu belum
berkembangnya pusat pertumbuhal wilayah berbasis kepulauan. Akhirnya,
persebaran penduduk menjadi tidak merata dalam memperoleh akses dasar dari
keg.iatan layanan pemerintah, dan pada giiirannya rnenyebabkan keraiskinan.
Kemiskinaa dan ketimpangan yang semakin dalam, semakin parah dan semakin
meluas akan mengancam sistem sosial-ekonomi yang ada. Sehingga perlu adanya
perhatian Khusus dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
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BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi adalah gambaran atau impian tentairg masa depan yang ingin dicapai oleh
suatu Daerah sedangkan Misi adalah tujuan atau langkah-langkah yang diambil untuk
mencapai visi tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dalam Kepemimpinan
2025-2029 mempunyai Slogaa Yaitu "Papua TengahTerang'. Adapun uraian dimaksud
dalam kata "Terang" ad,alah cita -cita kepala daerah untuk mewujudkan Papua Tengah
Terang dengaa uraian Sebagai Berikut:
1. TransportasiTerkoneksi,
2. Edukasi untuk Semua dan Energi Terbarukan,
3. Ralryat Berdaya Beli dan Lapangan ke{a yang luas,
4. Arrrarr darr Bcnnartabat,
5. Nilai Kemanusiaan yang bermartabat,
6. Gerakan Hidup Sehat.
Dalam mencapai cita-cita Kepala Daera-h dalam mewujudkan "Papua Tengah Terangl
Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Moto yaitu "Mernimpin Dengan Kasih".

3.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakii

Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi
tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang
ingin dicapai dalam masa jabataa.

Rencana Pembangurnan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provrnsi Papua
Tengah Tahun 2025-2029 menetapkal bahwa visi pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun ke depan adalah " Meuujudkan Papua Tengah Emaq Adil, Berdaga Saing,
Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan" dengan penjelasannya sebagai
berikut:

PAPUA TENGAH EMAS
Papua Tengah yang "Emas" tidak hanya bermakna kemakmuran ekonomi darr

kesejahteraan masyaralat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai unggulan dalam
aspek sosial, budaya, dan lingkungan. "Emas" dapat menjadi akronim untuk ekonomi
mandiri, aman, dan sejahtera, yang mengacu pada kondisi masyarakat yang memiliki
daya tahan ekonomi yang kuat, merasa aman dalam kehidupannya dan merasakan
kesejahteraan yang berkelanjutan.

Papua Tengah Emas terdapat dalatn Sila kelima Pancasilayaitu Keadilan sosial
bagi seluruh rakgat Indonesia karena konsep "Emas" dapat di artikan sebagai
kemakmuran dan kejayaan yang dapat di nikrnati oleh seluruh ralryat Indonesia,
termasuk Papua Tengah dengan cara yang adil dan berkeadilan sosial.

PAPUA TENGAH ADIL
Keadilan mencakup pemerataan hasil pembangunan antar wilayah di provinsi

Papua Tengah, terutama untuk daerah pedalarnan darr pegunungan. "Adil" juga berarti
adanya akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan
ekonomi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama atau status sosial.

Papr-r.e- fsr*ah "Adil" terdapat dalam Sila k,-limo- Pancasila yaitur Keadilan sosial
bogi seluruh rakgat Indonesia. Dalam konteks Papua Tengah Adil, Srla kelima ini berarti
bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukaa dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti kesetaraan, keadilan, dan
perlindungan hak- hak asasi manusia.

Pembangunan yang "Adil" di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua
masyarakat di Papua Tengah ciapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan
kemajuan, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH BERDAYA SAING
Papua Tengah yang "Berdaya saing" mencerminkan masyarakat yang marnpu

memanfaatkan potensi sumber daya lokal dengan teknologi modern serta pendidikan
yang berkua-1itas. Ini termasuk peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
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berbasis potensi loka.l, pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul serta
keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi nasional dan intemasional.

Papua Tengah "Ber<iaya Saing' terdapat <ialam Sila keempat Pancasiia, yattu
Kerakgatan Aqng di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam
petmusga uaratan/ penuakilan. Dalam konteks Papua Tengah berdaya saing. Sila
keempat Pancasila ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah
harus di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti
partisipasi masyarakat. tralsparansi, dan akuntabilitas.

Pembangunan yang berdaya saing di Papua Tengah harus memastikan bahwa
semua masyarakat di Papua Tengah dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan,
serta bahwa pembangunan, di lakukan dengan cara y.rng transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

r/truA 1r.l\trAn DLI(lVlAl( I A-E'A I
Masyarakat Papua Tengah yang "Bermartabat" menunjukkan tinggi nilai - nilai

budaya asli dan adat istiadat yang menjadi identitas mereka. "Bermartabat" juga
berarti bahwa masyarakat memiliki rasa bangga terhadap daerah mereka dan dihargai
dalam kancah nasional dan global. Perlindungan terhadap hak-hak adat serta
pelestarian budaya menjadi bagian penting dari aspek ini,

Papua Tengah "Bermartabat" terdapat dalam SiIa kedua Pancasila, yaitu
Kemanusiaon gang odil dan beradab, dalam konteks Papua Tengah Bermartabat, Srla
kedua Pancasila ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah
harus di lakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti
martabat, harga diri, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pembangunan yang bermartabat di Papua Tengah harus memastikan bahwa
semua masyzralcat di Papua Tengah dapat hidup dengan dignitas , harga diri, dan
kehormata-n, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH HARMONIS
Kehidupan masyarakat yang "Harmonis" di tandai dengan toleransi,

penghargaan terhadap keberagaman serta penyelesaian konllik secara damai.
"Harmonis" tidak hanya te{adi di antara manusia, tetapi juga antara manusia dan
lingkungan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua
Tengah. Papua Tengah "Harmonis" terdapat dala:.n Silo pertama Pancasila Ketulnnan
Yang Maln Esa, ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus
di lakukarr dengan memper-timbangk-an nilai-nilai spintual dan keagarnaan, serta
membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, diri sendiri, dan
lingkungal sekitar.

Pembangunan yang harmonis di Papua tengah harus memastikan bahwa
semua masyarakat di Papua Tengah dapat hidup dengan damai, aman, dan sejahtera,
serta bahwa pembangunan tidak merugikan atau mengeksploitasi masyarakat lemah
atau pinggiran.

PAPUA TENGAH MAJU
Papua Tengah "Maju" yang di harapkan meliputi berbagai sektor, seperti

infrastruktur jalan, layanan pendidikan yang modern, sistim kesehatan yang andal,
serta peningkatan akses informasi dan komunikasi. Kemajuan ini di ukur dari
peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah di tingkat Nasional,
Papua Tengah "Maju" masuk dalam S/a ketiga Pancasilo yaitu Persotuan Indonesia.

Dalam konteks Papua Tengah "Maju", Sila ketiga Pancasila ini berarti bahwa
pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan
mempertimban g!<an Persatuon dan Kesahtan bangsa Indonesia.

Pembangunan yang maju di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua
Masyarakat di Papua Tengah merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan
bahwa pembangunan tidak memperburuk perbedaan atau konflik antara masyarakat
di Papua Tengah dan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

PAPUA TENGAH BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya

alam yang bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan manfaat
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pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan perlu saling mendukung dalam pola pembangunan yarrg ramah
iingi<ungan.

Keterkaitan aatara Visi RPJMD TAHUN 2025 - 2029 darr RpJpD, saling
terhubung antara kedua dokumen yang di marra Visi RPJPD Provinsi Papua Tengah
sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJPD yaitu "
Terutujudnga Papua Tengah Adil, Berdaga Saing, Maju Dan Berkeloniutan" dengal
penjelasan sebagai berikut:

ADIL
Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembangunan,

termasuk distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan peluang b.gr semua
lapis:rn masyaraikat cian dapat mengacu pada pcrringkatetn aJ<ses dan keadilan dalam
sistim hukum dan sosial.

BERDAYA SAING
Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat

nasional maupun internasional. Hal ini mencaktrp pengembangan ekonomi yang kuat,
infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan berinovasi
untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU
Bila di lihat dari tujuan nasiona.l, pada tahun 2O45 Indonesia sebagai negara

maju, perekoilomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berbasiskan
pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. HaJ ini juga secara
langsung akan beriringan dengan tujuan dari provinsi Papua Tengah menjadi provinsi
berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan
dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial, politik
maupun keamanan.

BERKELANJUTAN
Mengenai prinsip pembangunzrn berkelanjutan di Papua Tengah di

laksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam hal SDA, lingkungan
alam, lingkungan hidup, serta keaneka-ragzrm€rn budaya dengan prinsip berkelanjutan
dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan tidak serta merta
mengeksploitasi kekayaan alam dan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi
mengedepankan peningkatan kapasitas masya-rakat dalam memanfaatkan sumber
daya yang tersedia dengan menjunjung kearifan lokal. Di mana kedua visi tersebut
saling terhubung sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yartg berkelanjutan,
berkeadilan dan tetap terdepan dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset
bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah yang makmur dan sejahtera
dengan potensi sumber daya alam yang di optimalkan secara bijaksana <iemi kemajuan
daerah dan kesej ahteraan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Papua Tengah juga Sejalan dengan visi RPJMN
Tahun 2O25 - 2029 yaitw "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Dapat dilihat dari kesamaan tujuan dalam membentuk Indonesia Emas dan Papua
Tengah Emas. Dari visi tersebut saling terkait bahwa untuk mencapai visi tersebut di
perlukan keq'a sama putra putri terbaik dalam membangun Indonesia menuju
Indonesia emas, di mana kemajuan suatu daerah ada pada masyarakat yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan dalam membangun daerahnya menuju Indonesia
emas, dengan masyarakat yang mampu bersaing dalam segala aspek.

3.2 Misi
Misi adalah rurnusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Rumusal misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi "Meurujudkan Papua Tengah Emas,
Adil, Berdoga Sain4, Bermarlabat, Harmoni-s, Maju dan berkelanjutan", rnaka
dirumuskan misi Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tabxt 2025-2029 sebagai
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berikut.
l. Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan

dan inisiatif kesehatan yang inovatif;
2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada,

dengan mengedepankan prinsipprinsip keadilan dan kesetaraan;
3. Penguatan tata ke1ola pemerintahal yang baik, bersih, transparan dengan

mengimplementasikan sistim administrasi publik yang berbasis digitalisasi
teknologil

4. Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib;
5. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan

sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung
jawab dan berkelaljutan;

6. Meningkatkan aksesibilitas infrastrulrtur wilayah sebagai pilar utama melalui
pernbangutran jaringal Lransportasi dan kornunikasi yarrg lebih baik dan merata.

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarala dan prasarana yang ramah
lingkungan melalui pemanfaatan telcrologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.

dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

Misi 1 : "Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan,
pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatiF, dengan penjelasan sebagai berikut :

Setiap individu dan komunitas secara keseluruhan mendapat kesempatan
untuk mengasah kemampuan, keterampilan yang spesilik dan bakat yang dimiliki
melalui pendidikan baik formal maupun non formal untuk memperluas wawasan dan
membuka peluang bagr pengembangan lehih lanjut dan juga dengan pelatihan j'ang
praktis dan terfokus untuk peningkatan kualitas hidup. Inisiatif kesehatan yang
inovatif merujuk pada berbagai inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan
kesehatan individu dan komunitas. Hal ini berarti pengembangan potensi bergantung
pada aspek pendidikan, pelatihan dan juga pada inisiatif yang juga terfokus pada
perbaikan kualitas hidup melalui inovasi dalam kesehatan.

Misi 2 : "Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
ada, dengan mengedepankan prinsip - prinsip keadilan dan kesetaraan" dengan
penjelasan sebagai berikut :

Provinsi Papua Tengah memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang
sangat berpotensi dan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan sehingga
dalam pengelolaannya harus dikelola dengan ca-ra distribusi yang adil diseluruh
wilayah dan masyarakat harus mendapatkan akses yang setara tarhadap manfaat dari
sumber daya alam tersebut. Dalam pengembangan potensi sumber daya manusia
merujuk pada kualitas dan kuaatitas tenaga keq'a yang mencakup aspek pendidikan,
keterampilal dan kesehatan. Dengan demikian pengelolaan baik sumber daya alam
dan sumber daya manusia harus dilakukan secara transparal dan akuntabel.

Misi 3 : "Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,transparan dengaa
mengimplementasikan sistim administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi"
dengan penjelasan sebagai berikut :

Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi dengan
implementasi sistem administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi membantu
memudahkan pemerintahan untuk memberikan layanal yang lebih cepat, lebih
transparan dan lebih cepat diakses oleh publik dan masyarakat dapat lebih mudah
berpartisipasi mengakses informasi serta mengawasi jalannya pemerinta-han yang
akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Misi 4 : 'Menciptakan lingkungan yang aman, tenterarn, damai dan tertib" dengan
penjelasan sebagar berikut :

Lingkungan yang aman berarti terciptalya situasi di mana individu atau
masyarakat merasa terlindungi dari ancaman atau bahaya baik fisik maupun
psikologis. Lingkungan yang tenteram artinya terciptanya suasana damai darr
harmonis bagi setiap individu maupun kelompok merasa nyaman untuk hidup tanpa
adanya ketegangan yang memsak. Lingkungan yang damai adalah kondisi di mana
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ada keseimbangari sosial dan tidak ada kekerasal atau konflik yang mengganggu
tatanan masyarakat. Lingkungan yang tertib artinya kepatuhan terhadap hukum,
peraturan dan adab yang menjaga agar kehidupan sosial berjaian iancar dan
terorganisir.

Misi 5 : "Melestarikan kekayaan adat, budaya dal kearifan lokal sebagai fondasi
ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan" dengan penjelasan sebagai berikut:

Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi
dan lingkungan dengan berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya serta
keberlanjutan sumber daya alam. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan
lokal merupakan identitas dan jati diri, penyambung generasi, peningkatan rasa
kebanggaan dan harmonisasi kehidupan sosia-l. Pelestarian adat, budaya dan kearifan
lokal memiliki hubungan ya.ng erat dengan pengelolaal surrrber daya aiam yang
bertanggungjawab yaitu pengelolaan sumber daya alam tradisional.

Misi 6 : "Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui
pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dal merata"
dengan penielasan sebagai berikut :

Aksebilitas infrastruktur merupakan aspek yang sangat penting dalam
konektivitas suatu wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi dan
komunikasi yang lebih baik dan merata. Pembangunan jaringan transportasi ya-ng
lebih baik adalah aspek : (a). perbaikan kualitas infrastruktur jalan, (b). transportasi
umum y€rng efisien, (c) pengembangan infrastruktur transportasi antar daerah daIr (d)
itfrastrultrr transportasi ramah lingkungan. Sedangkan komunikasi yang lebih baik
melalui aspek : (a). Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, (b). Penyediaan
layanan telekomunikasi yang merata, (c). Keamanan jaringan komunikasi.

Misi 7 : "Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yaag ramah
lingkungan melalui pemanfaatan telmologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir" dengan
penjelasan sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasar€rna pada berbagai fasilitas dan
infrastruktur yang mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Meningkatkan
kr-r-antitas berarti menambah jumlah dan cakupan Infrastruktur yang tersedia
sedangkan meningkatkal kua-litas berati memastikan infrastruktur tersebut dapat
berfungsi dengan baik, tahan lama dan memenuhi standar yang dibutuhkan.
Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memperhatikan dampak
ekologis dan berusaha mengurangi kerusakan terhadap alam dengan cara
pemanfaatan teknologi hijau, pengurangan dampak polusi, dan desain yang
berkelanjutan. Inovasi lokal merujuk pada solusi yang diciptakaa oleh masyarakat
dengan mempertimbangkan kearifal lokal, budaya serta kebutuhan spesifik wilayah.
Pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir bertujuan untuk
mengurarrgi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah terpencil.
Fokus utamanya adalah untuk menciptakan kesempatan yarrg setara bagi masyarakat
di daerah-daerah ini untuk berkemhang dan menikmati manfaat dari kemajuan
teknologi serta peningkataa

Sebagai perwujudan pelaksanaan ke tujuh misi di atas, maka tetapkan
indikator makro pembangunan yarrg perlu dicapai. Indikator makro ini merupakan
indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun
sosial, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat
kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan dan kualitas pembangunan manusia.
Masing-masing indikator makro ini telah ditargetkan pencapaiannya sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2029.

Sumber Data : RPJPD Provinsi Papua Tenga-h 2025-2045, Data diolah *"

T\rjuan dan Sasaran
Tfrjuan dan Sasaran dalam penyusunan RPJMD merupakal hasil

perumus€rn capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja dan prioritas
pembangunal tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menenga-h daera-h
yang selanjutnya menjadi dasar arsitekhrr kinerl'a pembangunan daerah secara
keseluruhar. T\rjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasiikan
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembalgunan
Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasll (outcomel program
Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan ciasar ciaiam
menJrusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut.

Untuk melaksanakarr Visi dan Misi Pembangunan Kepala Daerah Terpilih
Provinsi Papua Tengah dalam jangka menengah tersebut, maka dirumuskan tujuan
dan sasaran serta indikator pembangunan daerah yang akan dicapai selama tahun
2025-2029 pada Visi dan masing-masing misi yang disajikan pada Tabel berikut:

I
Laju

Pertumbuhan
Ekonomi [%)

4 36 5 2 6,O5 6 9 7,75 8 6 9,45 9,45

2
Tingkat

Kemiskinan (%)
27,60

27,OO

5026 26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

20,50

21,50

20,50

22,75

20,50-
22,t5

3
Tingkat

Pengangguran
Terbuka (%)

2,75 2,65 -
3,12

2,65 -
3,72

2,65 -
3,t2

2,65 -
3,72

2,OO -
2,40

2,OO -
2,40

2,OO -
2,40

4

Pendapatan Per
Kapita fiuta

rupiah
per kapita)

119,5 154 t66,7 179,4 192 t92

5
Indeks Modal

Manusia
(indeks)

rr10 o,42 o,427 0,435 o,442 0,45 o,457 o,457

6
Ketinpangan
Penda-pa-ta:r
(Gini Ratio)

o 343 0,380

0,383

0,380 -
0,383

o3RO-
0,383

0,380 -
0,383

o,374

0,380

o,374

0,380

o,374-
0,380

7
Penurunan

Intensitas Emisi
GRK (% )

59,2a 59,24 61,22 63,15 64,96 66,85 64,74 64,74

Indeks kua.litas
lingkungan

hidup Daerah
56a2 42,56 9,' '7 C 82,44 83,04 43,20 83,36 83,36

9
Kontribusi

PDRB PROVINSI
(%l

o,8 0,8 o,8 o,8 0,8 0,8 0,8 o,8

No.
Indikator Makro
Pembangunan 2027 2028 2429

na,zltu,z

8.
I



-119-

Tabel 3. 2 Rumusan Misi uan Sasaran dan Indikator Pemb nan Provinsi aT Tahun2025-2029

Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaga Sahtg, Bermartabat, Harmonis, Maju dan be,rkelanjutan
Mengembangkan
Potensi Individu
dan komunitas
melalui
Pendidikan,
pelatihan, dan
inisiatif
Kesehatan yang
inovatif

Mewujudkan
Potensi Individu
dan komunitas
melalui
pendidikan yang
berpotensi dan
kompeten.

62,45 63,25 63,78
Indeks
I'embangunan
rnanusia

Persen (%) 60,25 61,3 61,98

Papua Tengah
Cerdas

Hasil Pembelaj aran :

a. Presentasi
Kabupaten/Kot
a yang
mencapai
Standar
Kompetensi
Minimum pada
Asesmen
tingkat nasional
untuk :

12,50-
iI5,00

12,50-
25,00

Literasi
Membaca Pers(3n (%)

12,50-
r2,50

12,50-
12,5c)

12,50-
L2,50

12,50-
L2,50

12,50-
25,00Numerasi Persen (%)

o,00-
12,50

0,00-
72,5O

0,oo-
12,50

o,00-
12,50

12,50-
25,00

Dinas
Pendidikan dan

Kebudayaan

b. Persentase
satuan
pendidikan

PenanglJung
JaweLbT Target TahuniJasaran Indikator SaluanVisi/Misi T\rjuan

2025
1 o

I
a 4 6 7 I8 9 10 11

I
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yang mencapal
standar
kompetensi
minimum pada
asesmen tingkat
nasional untuk:

Literasi
Membaca

2t,24-
23,74

21,24-
23,74

21,24-
23,74

27,24-
23,74

26,23-
28,73

26,23-
28,74\

Numerzrsi Persen (o/o)
15,68-
18,18

15,68-
18,18

15,68-
18,18

15,68-
18,18

19,68-
22,14

19,68-
22,rt)

c. Rata-rata Lama
Sekolah
Penduduk usia di
atas 15 tahun
(tahun)

Tahun

Tahtrn

6,t!5 6,72 '7 .) 7,67 8,1s 4,62

d. Harapan Lama
Sekolah

9,i'7 9,76 9,81 9,46 ooo 9,97

Proporsi Penduduk
Berusia 15 Tahun
ke Atas yang
Ilerkualilikasi
I'endidikan Ti:nggi
P/"1

Persen (%) 9,34 9,49 9,64 9,79 9,95 10,1

Persentase Peke4'a
Lulusan Pendidikan
Menengah dal
llins{i

77,2t 77,99 7a,78 79,57 80,36 8 1 1 zl

Mewujudkan
inisiatif
kesehatan yang
inovatif

Indeks Kepuasal
Masyarakat Nilai 3 53 3,53 3 3,53 3,53 4,O

Dinas
Kesehatan,

Pengendalian
Penduduk, dan

Persen (%) 
|

I

I 

eersen (vo)

I
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Papua Tengah
Seh.rt

Usia harapan Hidup
(UHH) (Tahunl Tahun 69,2 69,2

470

69,3

371

69,4 69,5

292

69,7
Keluarga

Berencana

Kesehatan Ibu dan
l\nak:
er. Angka Kematian

Ibu (Per lOO.OOO
kelahiran hidup)

Jiwa 449 332 254

b. Pravelensi
Stunting (pendek
dan Sangat.
Pendek) Pada
balita (%)

Persrlntase 33,1 30,67 24,25 25,42 23,4 20,9

Penangarrarr
T\rberkolosis:
a. Cakupan

penemuaa dan
pengobatan
kasus
tuberkulosis
(treatment
aueroqel (961

Persr:n (o%) 8ri 85 85 85 85 85

b. Angka
keberhasilem
pengobatarL
tuberkulosis
(treatment
success ratel (o/ol

8r; 85 85 85 85 85

c. Eliminasi Malaria
Per Kabupaten Persr:n (%) 6ll

367 |

65 69 7t

Jiwa 3671 3170 '2960 2654
d. Jumlah Infeksii

Baru HIV per
lOOO Penduduk

67

3200

P".""" (%) 

I I
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di daerah
terinfeksi

Cakupan
Kepesertaan
j aminan kesehatan
Provinsi (%)

Persen (%) 98,6 99 99 99 99 99

Mengembangkan
Potensi Sumber
daya alam dan
sumber daya
manusia yang
ada, dengan
mengedepankan
prinsip-prinsip
keadiian dan
kesetaraan

Meningkatkan
Potensi Sumber
daya alam
dengan
Mengedepankan
Prinsip-prinsip
Keadilan dan
Kesetaraan

Laju Pertumbuhan
Ilkonomi Persen (%) 7,7 7,9 8,1 8 3 u 6 8 tt

Dinas Sosial
Dinas Tenaga
Ke4'a,
Transmigrasi
dan ESDM

Pendapatan Per
kapita (juta Rupiah)

(juta
Rupiah) 728,7 147,7 154 ).66,7 t79,4 t92

Perlindungan
sosial yang
adaptif
ketahanarr
energi

Tingkat Kemiskinaa
(%)

26,50 -
27,OO

2L,76

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

20,50-
21,50

4t,27

20,50-
22,t5

Cakupan
I(epesertaan

"laminan Sosial
Ketenagake{aan
Provinsi (%)

Persr:ntase 26,74 3t,2t 36,24 46,2\'

Persentase
Penyandang
Disabilitas Beke{a
cli Sektor Formal (%)

Persentase N/A 15 77 24 2a

a. Jumlah
Penyandang
disabilitas vang

orang N/A 200 300 400 500 600

I

I

Persentase

20
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mendapatkan
fasilitas dali unit
layanan
disabiitas bidang
ketenagakerjaan
dan/atau dari
dinas yang
menangani
bidang keten
agakeriaan

unit 1 5 7 9 11

Ter*rrj udnya
Iptel<, Inovasi
dan
produktivitas
Ekonomi
Papua Tenqah

a. Rasio PDRB
Industri
Pengolahan (%)

R:rsio 0,83 2,77 3,52 4,46 6,27 7,55
- Dinas

Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

- Dinas
Parivrisata

Lr. Pertumbuhan
PDRB Perternian,
Kehutanan, dan
Perikanan

Persen (%) 3,8 4,32 4,85 5,37 5 9 6,42

Pengembangan
Pariwisata :

a. Rasio PDRB
Penyediaan
Akomodasi
Makan dan.
Minum (%)*

Rasio o,22 o,222 o,225 o,227 o,23 o,232

I

I b. Jumlah Unit I

I L.ru.,^., I

I disabilitas bidans I

ketenagakeriaan I

I di Tinskat 
I

I t<aU7 totaT l,rovins I

li

I
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b. Presentasi
Jumlah Tamu
Wisatawan
Mancanegara
(Hotel
Berbintang)
(orang)*

Rasio 4,r15 4,67 4 9 5,t2 5,35 5,75

IYoporsi PDRI3
Ilkonomi Kreatif (o/d

Persen (%) N/A o,l o 1 o 2 o,2 0,3

Itoduktivitas
UMKM, Koperasi,
BUMD:
c. Proporsi Jumlah

Usaha Kecil dan
Menengah Non
Pertanian pada
Level Provinsi (%)

Persen (%o) 0,36 o,367 o,375 o,382 o,39 o,397

d. Proporsi Jumlah
Industri Kecil
dan Menengah
pada Level
Provinsi (%l

Persen (%) 1,63* 1,63* 7,75 1,80 1,83 1,85

e. Rasio
Kewirausahaan
Daerah (%)

Persen (%) 0,41 o,46 0 52 o,57 0,63 0,68

f. Rasio Vo1ume
Usaha Koperasi
terhadap PDRB
('kl

Persen (%) 1,t7 7,r72 1,t75 ),,t77 i I8 I ta2.

g. Retum on /,set
(RoA) BUMD (%)

Persen (%) 1,95 2,O3 2,77 2,r9 2,28 2,36 BPPIi\D

I

I
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Penciptaan
Lapangan Kerj a
1,ang baik :

a. Tingkat
Penganggu:ran
Terbuka (%,)

Persen (%)
2,65 -
3,t2

2,65 -
3,t2

2,65 -
3,12

2,65 -
3,12

2,00-
2,40

2,OO-.
2,40

Dinas Tenaga
Kerja,
Transmigrasi,
dan ESDIT{

b. Proporsi
Penciptaan
Lapangan Ke{a
Formal (o/o)

Persen (%)

Persen (%)

2t) 21,5 23 24,5 CA 27,5

Tingkat Partisipasi
l\ngkatan Ker.ja
Perempuan (06)

53,45 -
65,00

53,45 -
65,0C1

53,45 -
65,00

62,70-
67,3t

62,70-
67,31

62,70-
67,37

Tingkat Penguasaan
Iptek (%)

1r; 20

55

25 30 35 40

Dinas
Informatika,
Statistik dan
Persandian

tan T:rta
la
erintahal

ang baik, Bersih,
ansparan

Iengan
[nengimplementas
[kan sistem
fdministrasi
publik berbasis
digitalisasi
teknologi

ewujudkan
tan tata

o1a
erin tah an

g baik,
ersih dan
anspa:an
engan
engimplement

sikan sistim
istrasi

ublik berbasis
talis,asi

eknol

Indeks Reforrrrasi
Birokrasi Persen (%) 50 60 65 70 75

Terwujudnya
Regulasi dan
Iata kelola

Indeks Reformasi
I{ukum Persen (%) 7t) 70,3 70,7 77,1 7 t,5 7 t,8

Setda
Sekwan

MRP

I

eersen (v") 

|
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yan{I
Berintegrasi
dan Adaptif di
Papua Tengah

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elekronik

2,6Persen (%) 2 00 2,36 2 48

Semua OPDIndeks Pelayanan
Publik Inrleks 1,1. 1 I,72 1 1 1 1 4 1 1 5 1 I 6

Indeks Integritas
Nasiona-l

Indeks 62,98 63,65 64,32 64,99 65,66 66,33

Tervrujudnya
Transformasi
Digital Papua
Tengah

Indeks
I'embangunar:L
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
(TIK}

Indeks s,2 4 4 4 4 8 5 2

Dinas
Informatika,
Statistik dan
Persandian

IRasio Elektrifikasi
Rr (%)

Rasio 47,36 47,36 47,4O 48 48,5 49

Dinas Tenaga
Kerj a,
Transmigrasi,
dan ESDN{

Terwujudnya
Ketalgguhan
Kepemimpinan
daerah Papua
Tengah

Inrleks

Persen (%)

Tinggi Tinggi Tinggi 'l'inggi Tinggi
Sekretariat
Daerah

Memantapkan
lingkungan yang
aInan, tenteram,
damai dan tertib

Persentase
Penurunan Konflik
Siara

N/A 40

10

43
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Menciptakan
lingkungan yang
Aman, Tenteram,
damai dan tertib

Penurunan Angka
Kriminalitas Persen (o/o) 10,68 9 58 9 8,55 8

2,'2 
| ','*

3,6

Indeks
Kepemimpina:n
Daerah

Sedang

48 Iro

I
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Terwujudnya
Hukum
Berkeadilan,
Kearnanan
Daerah
Tangguh, dan
Den:Lokrasi
Sub stansi pada
Provinsi Papua
Iengah

IJsulan Proksi :

a. Persentase
penegakan
Hukum
Peraturan
Daerah

Persen ('/o) 7t) 71,4 72,8 74,2 77,7

Sekretariat
Daerah
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Satuan Polisi
Pamong
Praja

b. Persentase
Capaian
Pelaksanaan Aksi
HAM

60 62,5 65 67,5 70 72,5

Proporsi Penduduk
).ang merasa alnan
berjalan sendirian di
tempat tingga-lnya
%t

Persen (%) 74 74,7 75,5 76,2 77 77,7

Indeks Demolrasi
f)aerah Intleks

Skor

60,00-
63,25

60,00-
6s,25

60,oo-
63,25

5

49,54-
49,61

60,00-
63,25

60,00-
63,85

60,00-
63,85

Melestarikan
kekayaan adat,
budaya dan
kearifan lokal
sebagai fondasi
ketahanan sosial
yang mantap,
mendorong
pengelolaan
sumber daya
alam yang
bertangi+rng

Meningkatkan
kelestariarr
kekayaan adat,
budaya dan
kearifan lokal
sebagai fondasi
ketahanan sosial
yang mantap

Indeks Kohesi Sosial 2

49,54-
49,61

4 5 6

Tervrujudnya
BereLgama
maslahat dan

Indeks
Pembalgunan
Kebudayaan (IPK)

49,54-
49,6r

51,4 -
51,59

51,4 -
51,59

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

1

49,!:;4-
49,67

Indeks

75,7

Persen (%) 

|

5
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jawab dan
berkelanjutan

berkebudayaan
maju

Indeks Kerulmnan
Ijmat Beragaxla
(IKUB)

Indeks 81, 18-
87,22

81,18-
8r,22:,

s23e,

81, 18-
4t,22

81,18-
4r,22

82,66-
42,9

82,66-
42,9

Badan Kesatuan
Bangsa dzrr
Politik

Terwujudnya
keluarga
berkualitas,
kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat
Inklusif

Indeks
Pembangunar:L
I(ualitas Keluarga

Inrleks

54,O7 55,78 57,5 59,27
Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungart
Anak

Meningkatkan
pengelolaan
sumber daya
alam yalg
bertallggung
jawab dan
berkelan'iutan

Indeks Ketimpa-ngan
Gender (IKG)

87,94-
42,o1

82,0s-
42,17

a2,17-
82,32

7

42,29-
42,46

82,42-
a2,61

42,56-
a2,7t)

Persentase Luas
Hutan yang dikelola
Masyarakat

Persen(%) 6,20 6,50 7,50 8 8,50

Terrrrujudnya
lntegritas
Ekonomi
Domestik dan
Global di
Papua Tengah

Koefisien Variasi
Harga Antar wilayah
Tingkat Provinsi

Indeks 20,2 19,8 t9,4 19 t8,7 18,3

- Dinas
Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

. BPPKAD
-Dinas
Penalaman
Modal & PTSP

Pembentukan Modal
lletap Bruto (9'o

PDRB)
Persen (%) 23,9 24,64-

25,48
24,64-
25,48

24,64-
25,48

24,64-
25,44

24,64-
25,44

44,n2-
49,74

48,42-
49,L4

48,42-
49,1.4

50,24-
50,88

50,24-
50,88

50,24-
50,8f]

Ekspor Barang dan
Jasa (% PDRB)

Persen (%)

rndeks 

I 
r.,.t
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Terwujudnya
Stabilitas
Eko::omi
Daer:ah

a Tengah

I{asio Pajak Daerah
terhadap PDRB (%)

Tingkat Inflasii (%)

0,:|9 o,45 0,51 o,57 o,64 o,70

Persen (%) 6-5 6-5 3,6-5,3 3,6-5,3
cc-
5,2

c r_
5,2

Pendalaman/ l.nterm
ediasi Sektor
I(euangal:
eL. Tota-l Dana Pihak

Ketiea/ PDRB (%)

Persen (%) t6,74 17,591 18,45 19,30 2,O,t6 21,On

tr. Aset Dana
Pensiun/ PDRB
l%\

Persen (%) o,29 o,30 o,32 o,33 o,35 0,36

c. Nilai Transaksi
saham per
Provinsi Berupa
Nilai Rata-rata
Tahunan

Niiai 856.520,
7l 984.2Ct9

1. 1 1 1.89
7

1.239.5
86

t.367.
274,O

9

I.494.
962

ct. Total
Kredit/PDRB (%)

Persen (%) t3,o2 13,18i 13,35 13,51 13,68 13,84

e. Indeks Akses
Keuangan Daerah
(IAKD)

Persen (%o) 2,1'.1 2,76 2,47 2,85 2 9 o o?

Inklusi Keuangan
%t

Persen (%) 86,79 87,291 47,79 44,29 88,8 89,30

Meningkatkan
aksesibilitas
infrastruktur
wilayah sebagai
pilar utama

Tercapainya
peningkatan
aksesibilitas
infrastnrktur
wilayah sebagai

Indeks
PembangunarL
Infrastruktur (IPI)

Indeks 1,01 1,89 2 4 4,25 4,64

Persen (%)
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melalui
pembangunan
jaringan
transportasi dan
komunikasi 1,ang
lebih baik dan
merata

pilar utama
melalui
pembangunan
jaringan
transpo::tasi dan
komunikasi
yang lebih baik
dan merata

Perkotaan dan
Pedesaan
sebegai pusat
Pertumbuhal
Ekonomi di
Papua Tengah

Kota Maju, Inklusif,
ctan Berkelanjutan:
eL. Proporsi

Kontribusi PDRB
wilayah Provinsi
Terhadap
Nasional

b. Rumah Tangga
dengan Akses
Hunian Layak,
Teq'angkau dan
Berkelaniutan (%)

Pers,:n o,'i3 o 74

23,41

o,76 o,78 o,80

25

o,a2

-Dinas Koperasi
Usaha Kecil
MenengzLh,
Perindustrian
dan
Perdagangan

Pers,:n 22,96 23,94 24,49 25,51

c. Persentase Desa
mandiri Persr-.n 2,a2 2,a2 2,42 2,82

d. Persentase
Mantap Jalan Pers,:n .r5 35 36 38

Meningkatkan
kuantitas da:r
kualitas sarzrna
dan prasarana
yang ramah
Iingkungan
melalui
pemarlfaatan
teknologi hiiau

Tercapainya
kuantitets dan
kualitas sarana
dan prasarana
yang ramah
lingkungan
melalui
pemanfiratan
teknoloei hiiau

Persentase
Penurunan Jumlah
Desa Berstatus
1'ertinggal

Persen (%) N/A o,a7 1,04 1,30 1,48

-Dinas PUPR
- Dinas
Administrasi
Kependuduka
n&
Pencatatan
Sipil,
Pemberdayaa
n Masyarakat
Kampung

z,ez I z,ez

40 lot

o,43
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dan inovasi lokal
dengan
memprioritaskan
pembangunan di
daerah tertinggal,
pinggiran dan
terisolir

dan inovasi lokal
dengan
memprioritaska
n pembangunan
di daerah
!ertinggal,
pinggiran dan
Lerisolir.

Terwujudnya
Penerapan
Ekonomi Hijau
di Papua
Tengah

Tingkat Penerapan
Ekonomi Hijau :

a. Indeks Ekonomi
Hijau Daerzrtr

Inde.ks 61,06 62,23 63,4 64,57 65,74 66,91

-Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

-Dinas Tenaga
Kerja,
Transmigrasi
dan Energi
dan ESDM

-Dinas Pangan,
pertanian,
Kelautan dan
Perikanan

-Dinas PUPR

b. Indeks Ekonomi
Biru 22,64 23,52, 24,40 25,29 26,L7 27,06

c. Porsi EBT dalam
Bauran Energi
Primer (o/o)

Persen (%) 26,6 26,6

o,389

26,9 27,3 1'7 0 )R

Tervrujudnya
Lingkungan
hidup
berkualitas

Indeks Pengelolaan
Keanekaraganan
I{ayati Daerah

Indeks

Indeks

0,389 o,394 0,400 o,425 o,425

Kualitas
Iingkungan Hidup:
h. Indeks Kualitas

Lingkungan
Hidup Daerah

82,56 42,56 a2,65 42,73 43,20 43,20

Il. Rumah Tan.gga
dengan Akses
Sanitasi Aman
(o/ol

Persen (%) 4 0 5,89 7 86 9,67 10 11

1,,,0.u"

I I

I I I
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C. Pengelolaan
Sampah
- Timbunan

sampah
Terolah di
Fasilitas
Pengolahan
Sampah (o/")

Persen (%) 15,00 18,00 20,25 25,64 30

Proporsi
Rumah
Tangga t.RT)
dengan
Layanan
Penuh
Pengrrmpulan
Sampah (%
RT)

Persen (%) 3{l 39 40 45 <c 55

Terwrrjudnya
Ketahanan
Energi, Air,
dan
Kemandirian
Pangan

Konsumsi
Listrik per
Kapita (kWh)*

(Kwh) 315 334 353 370 388 407

Intensitas
Energi Primer
(sBM/Rp
milvar)*

Persen (o/o) 9() 90 a7 86 a4 a2

tr. Prevalensi
ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

Persen (%) 34,03 31,2 29,4 29,23 29

35

I

I

I

Ketahanan Energi, 
I

Air, dan Pangan: 
I

a. Ketahanan 
""** 

|



-133-

c. Ketahanan Air

Kapasitas Air
Baku
(m3 /detik)*

Persen (%o) C 1,5 1 2 2

Akses Rumah
Tartgga
Perkotaan
terhadal: Air
Siap Minum
Perpipaem (%)

Persen (%) 2t) 20 25 30 30 35

Terwujudnya
Resiliensi
terhadap
Bencana dan
Perubahan
lklim

Indeks Risiko
[]encana lnrleks 797,94

19t,94-
185,88

19t,94-
185,88

797,94-
185,88

185,8
8-

179,9
5

185,88

1.79,95
-Dinas Kerja,
Transmigrasi
dan ESDM

-Dinas
Lingkungan
Hidup &
Kehutarran

- Dinas PKP2B
& Satpol PP

['ersentase
Penurunan Ernisi
GRK (%)

Kumulatif Persen (7o) 1o,92 1 1,5 12,47 14,35 15,35 15,4{;

Tahunair Persen (%o) 30,o7 30,4 30,5s 30,78 30.93 40

I I

I

I

I
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3.4 Strategi dan Arah Kebiiakan Pembangunan
Strategi dal arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana pemerintah <iaerah melakukan upaya untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efeklif
dan elisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.4.1 StrategiPembangunan
Strateei merupakan rangkaian tahapan atau lalgkah- langkah yang

berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkaa tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yarrg telah ditetapkan.
Berbagai rllmusan strategi yang disusun menunjukkan kemaltapan pemerintah
daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan
yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan
akan memberikan rriiai tainbair patia perrcapaian pernbialgurrarr daerah dari segi
kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan
bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaial arah kebijalarr
dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah
arah kebiiakan dal program pembangunan operasional dari upaya- upaya nyata
dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan jaagka menengah Provinsi Papua Tengah disajikan pada
Tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Visi Ir{isi Tu uan Sasaran dan Strat Provinsi Tahun 2025-2029

pua T'engah Cerdas

Visi : Mewujudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdal,6 Saing, Bermartabat, Ha:monis, Maiu dan Berkelanjutan
M1 : Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya
manusia yarrq berkualitas; untuk menciptakan Masvarakat yang bermartabat clan berdaya saing
T1 : Mewujr.rdkan potensi individu dan komunitas mela1ui pendidikan yarrg be:rpotensi dan kompeten

Meningkatkan Capaian Stand ar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional :

. Penguatarr kapasitas guru melalui pelatihan berbasis Teaching at Tle Right Leuel (TaRL) dan
JVlerdeka Belajarl

. Implementasi model pembeiajaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah;

. Penyediaan dan distribusi buku bacaan berlmalitas serta bahaa ajar berbasis budaya lokal;

. Peningkatan kualitas infrastruktur seko.tah, termasuk akses listrik dan internet di daerah
terpencil;

. Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan kmbaga
internasional.

Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas :

. l+ogram wajitr belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu;

. Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil;

. Program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah;

. Penyediaan sekolah berbasis asrarna di daerah sulit al<ses (Pembangunan Pendidikan Berpola
Asrama).

Meningkatkan Harapan Lama Sekolah :

, Perluasan akses pendidikan menengal darr tinggi di seluruh kabupaten/kota;
. Penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar keq'a;
, Meningkatkan peran sekolah dan komunitas dalam mencegah putus sekolah;
. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan vang memadai.

M1 T1 S1 S1

S2

S3

S4 Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi :

. Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah;

. Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan
menjadi Pusa,; Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah;

. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri;

. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar mela]ui program capacit!.t building.

'r'isi / Misi / 1\rjuan / Sasaran Strategi
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T2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yemg inovatif
S5 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak :

. Peningkatan akses dan kuzrlitas layanan kesehatan ibu dan ana-k di fasilitas kesehatan, termasuk
Pembangunan Rumah Sakrt Bertaraf Internasional, peningkatan jumlah tenaga kesehatarr dan
bidan di daerah terpencil;

. Penguatar program ANC (Antenatal Care) dalr layanan persalinan aman dengan mendorong
persalinan di fasilitas kesehatan;

. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses;

. Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi
bayi;

. I'rogram edukasi bagi ibu hamil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta perncegah an stunting
rnelalui intervensi spesifik dan sensitif.

S6 Penanganan Tuberkulosis (TBC) :

. Memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, darr klinik kesehatan;

. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC;

. Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi
( digit al adhe re nce mo nitoin gl ;

. Program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat da.rr resist.ensi obat (TBC
rRo);

. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.
e7 Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten :

. Penyediaan kelambu berinsektisida dan obat anti-malaria di daerah endemis;

. Penguatan surveilans malaria dengan skrining rutin di daerah rawan;

. Peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan malaria sesuai staldar WHO;

. Program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan;

. Ddukasi masvarakat mengenai pencegahan malaria, terutama di daerah pedalarnan.

M1 T2 qo Papua T'engah Sehat

S8 Penangguiangal HIV/AIDS :

. Ivleningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseJiing HIV (VCT) secara gratis;

. Penyediaan obat ARV (Anti::etroviral) secara berkelanj utan bagi ODHA;

' Ildukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yang m,elibatkan pemuda, kelompok
rnasyarakat, ctan gereia;

Visi / Misi / !):juan / Sas:ran Strategi
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Peningkatan layanan kesehatan bagi ibr.:L hamil dengan HIV untuk mencegah pe:nularan ke beryi.

S9 Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (o/o) :

. Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masl'arakat, terutama
kelompok miskin dan rentan;

. Mempermudah akses administrasi bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan;

. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak
mampu;

. Penvediaan layanan keseheitan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan lavanan JKN.
M2 : Mengernbangkan potensi sumber daya alam derr sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengal
memperkuat kapasitas pr:oduksi loka1, meningkatkzrn nilai tambah produk lok.al, dan memfasilitasi akses pasar yang l.ebih luas yang bertujuan untuk menciptakan
swasembada pangan, lapangan kerja, :menghapus kemiskinan ekstrim , mengrrangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah
demi terwu.judnva kemandirian ekonorni dan pertumbuhan ekonomi yang ting$, adil dan merata
T3 : Meningkatkan potensi sumber dava alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan

s10 Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%) :

, Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian,
perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah;

r Bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosia.l berbasis keluarga
seperti PKH (I'rogram Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsurng Tunai);

, Peningkatan zrkses pendidikan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja dan sekolah
vokasi bagi ke:lompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah;

, Meningkatkan alses ke layanan keuangan darr permodalan, termasuk kredit usaha ralcyat (KUR)
dan koperasi berbasis komunitas;

r Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses air bersih, iistrik, dan perumahan
layak huni bagi masvarakat miskin.

M2 T3 S3 ungan Sosia-l yang Adaptif
an energl

s11 Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaa Provinsi (%) :

. Sosialisasi dan edukasi kepada peke{a lbrmai dan informal tentang pentingnya jaminan sosial
l<etenagakerja.an (BPJS Ketenagakerjaan);

r lvlemperluas c,akuparr Kepesertaan BPJS| Ketenagakerjaan dengan :mendorong pr:rusahaan dan
pekeria sektor informa-l untuk mendafta::;

'Visi / Misi / I\rjuan / Sa*ran
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Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan;
Peningkatan ker;'a sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja
sektor informa-l mendapatkan perlindungan sosial ;

Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawas€rn aga-r perusahaan mematuhi regulasi
terkait iaminan sosial tenaga keria.

s12 Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) :

. Peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi,
keterampilan digital, dan w'irausaha;

. Ivlendorong kebijakan afirrnasi bagi penyandang disabilitas dalam rekmtmen di sektor formal,
termasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD;

. Penyediaan fasilitas dan iingkungan keda yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat keq'a
dan kebijakarL ke{a fleksibel bagi disabilitas;

o Memperkuat l<erja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka lebih banyak
lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;

. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga ke{a disabilitas, seperti potongan
paiak dan subsidi pelatihan keria.

T4 : Meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan mengeclepankan prinsip-prinsip keadilan dal kesetaraan
s13 Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB :

. Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan
kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu);

o Mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah;
. Penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan:
. Pelatihan tenaga kerl'a indr.rstri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing;
. Peningkatan infrastruktur pendukung industri seperti listrik, ialan, dan konekLivitas logistik.

M2 "14 S4 Terwujudnya Iptek, Inovasi dan
produktivitas Ekonomi Papua Tengah

s14 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan :

. Penguatarr bnznding dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata
darr wisata bu.daya;

. Pengembangan infrastruktur pa-riwisata seperti a-kses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi;

. Ivleningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha
hotel dan restoran;

'Visi / Misi / lhjuan / Sasrran Strategi
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Mendorong investasi di sektor perhotela::, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas;
Dieitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran Online dan sistem reservasi berbasis teknologi.

s15 Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif :

. Pengembargan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua
Tengah;

. Mendorong digitalisasi ekorromi kreatif mela-lui e-commerce, pemasaran digital, clan teknologi
finansiaJ;

. Pemberdayaa:r komunitas kreatif lokal nrelalui pelatihan dan pendampingan usaha;

. Peningkatan eri<ses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah
modal.

s16 Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD :

. Penguatan program inkubasi bisnis dan akses permodalan bagr UMKM dan koperasi;

. Digitalisasi UMKM dal koperasi untuk meningkatkarL daya saing dan efisiensi operasional;

. Peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan
dan energi;

. Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal;

. Penyederhanaan perizinan basi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.
s17 Penciptaan Lapaagan Ke{a yang Berkua-litas :

. Peningkatan lreterampilan tenaga kerja rnelalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri;

. Mendorong industri padat karya dan sektor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan
ke{a formal;

. Penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga ke{a dapat terhubung dengan peluang ke{a
yang sesuai;

. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan keda basi masyarakat lokal.
s18 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan :

. Meningkatkan akses perernpuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi;

. Mendorong ke'bijakan ramah keluarga di tempat ke{a., seperti fleksibilitas jam ke{a dan cuti
rnelahirkan yarrg lebih baik.;

. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitil:an anak di tempat ke{a;

. Program kewi:rausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM.
s19 Meningkatkan Tingkat Pengurrsaa-n Iptek :

Visi / Misi / llujuan / Sasaran Strategi
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Penguatan ekosistem inovasi daerah meltalui kolabora.si antara pemerintah, universitas, dan
industri;
Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri krkal;
Mendorong aclopsi teknologi digital di sektor UMKM, pertanian, da:r industri;
Peningkatan investasi dala-n pendidikan dan riset berbasis STEM (Sciencg Technologg,
Engineeing, and Matlrcmatics\.

M3 : Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik 1'ang berbasis digitalisasi
teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerja sama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan
melalui ekosistem organisasi kerja yalg adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwrrjudnya transformasi tata kelola yang efisien,
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
T5 : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis
digita-lisasi teknolosi.

Meningkatkan lrrdeks Reformasi Hukum :

. Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung
investasi dan pelayanan pr.:Lblik;

. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
hukum di tingkat daerah;

. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum
dan kebijakan;

, Optima-lisasi peran masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan
partisipasi masyarakat sipil;

, Sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta
memastikan keselarasan hukum.

M3 T5 S5 Terwujudnya Regulasi dan Tata
Kelola Yang Berintegritas darr Adaptif
di papua Tengah

s21 Meningkatkaa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :

. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan
IJerbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh;

. Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperts e-gouernment, e-budgeting, den e-
procurement untuk meningkatkan elisierlsi dan transparansi;

. Peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi
digital pemerintahan;

s20
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Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) datam penggunaan teknologi digital untuk meningkatketn
kapasitas dan adaptasi terhadap sistem digital;
Integrasi layanan digital antar instansi pemerintah guna menciptal<an sistem pelayanan terpadu
vang lebih efisien.

eoo Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik :

. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui peiatihan berorientasi pada
pelayanan prima;

. Penerapan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip good
gouerTlance;

. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsit seperti layanan hotline,
aplikasi pengaduan digital, dan kanal media sosial resmi;

' Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layanan berbasis
aplikasi, dat one-stop seruice cente;

' Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk memastikan semua
kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara.

s23 Meningkatkan Indeks Integritas Nasiona) :

. Peningkatan transpa.raasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah
korupsi dan penyalahgunaan anggaran;

. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti e-audit dan e-monitoring terhadap
a.nggaran dan proyek pemerintah;

. Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat
berdasarkan kompetensi dan integritas;

. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, melalui srstem pelaporan
yang mudah cliakses;

. Peningkatan edukasi anti-l,rorupsi bagi aparatur negara dan masyarakat mela-1ui sosialisasi dan
pelatihan etika birokrasi.

T5 S6 Terwuju dnya Trasnformasi Digital
Papua Tengah

s24 Meningkatkan Irrdeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) :

. Pembangunan infrastruktur digital yang merata, termasuk penyediaan jaringan internet hingga ke
daerah terpencil;

. Penguatal literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah gur:a meningkatkan adopsi
t.eknologi dalam kehidupan sehari-hari;

I
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Mendorong digitalisasi sekt.or publik dan ekonomi, seperti layanan pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE), e-commerce untuk UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta pendi<1ikan;
Peningkatan kerja sama dengaa operator telekomunikasi dan penyedia laya.Ilan intemet untuk
rnemperluas cakupan jaringan dal meningkatkan kualitas layanan;
Pengembangan pusat inovasi digital dan startup tekr,ologi loka1 gurla mempercepat pertumbuhan
ekonomi berbasis digital.

s25 Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (fT) (%) :

. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengaa memanfaatkan sumber energi terbarukaa
seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil;

. Peningkatan investasi dalam jaringan distribusi listrik guna memastikan stabittas pasokan lisrik
bagi rumah tangga dan industri;

. Mendorong pemanfaatan teknologi smart grid dat digitalisasi manajemen energi untuk
rneningkatkan efi siensi penggunaan listrik;

. Program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh rumah tangga memiliki
alses listrik yang te{angkau;

. Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan teknologi mikrogrid runtuk daerah dengan
akses listrik terbatas.

s26 Meningkatkal Indeks Kepemimpinan Daerah :

. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan
kepemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada masyarakat;

. Penguatan tata kelola pemerintahan yarrg transparan dan akuntabel guna meningkatkan
kepercayaan rnasyarakat terhadap kepemimpinan daerah;

, Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan
rnasyarakat untuk memastikan kebijakal yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;

. Pemberdayaal kepemimpirran berbasis data dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dalam
pengambilan l(eputusan dan implementasi kebijakan;

, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
daerah agar kebijakan lebih partisipatif dan inklusif.

M3 T5 5/ Terwuju dnya Ketangguhan
Kepemimpinan Daerah Papua
Tengah

s27 Menurunkan Persentase Konllik SARA :

. Penguatan dialog antar agama dan anta::suku melalui forum komunikasi yang melibatkal tokoh
zrdat, tokoh agama, dan pemuda guna m.embangun kesepahaman dan solidaritas sosial;

'Visi / Misi / ltujuan / Sasaral Strategi
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Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan
rnekanisme penyelesaian yang cepat, adll, dan berbasis kearifan lo.kal;
Pendidikan multi kultural dan tolerarrsi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanarnkan
nilai keberagaman dan persatuan;
Penerapan sistem deteksi d.ini konflik sosial dengan membentuk tim khusus yang memantau
potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi;
Optimalisasi peran media dalam menyetrarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis
SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks.

M4 : Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan
semangat got.ong royong dan kerja sama. antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui perrdekatal adat, budaya, sosial
dan ekonomi
T6 : Memantapkan lingkungan yang ar:ran, tenteram, damai dan tertib

s28 Meniagkatkan Penegakan Hukum Peraturan Daerah :

. Penguatan kapasitas aparatur penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam
rnenegakkan peraturan daerah (Perda);

. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan
mematuhi Perda yang berlaku;

. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan
dan mekanisme pelaporan masyara-kat;

. Peningkatan siinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat
untuk memastikan Perda d.iterapkan secara efektif dan berkeadilan.

M4 T6 S8 [erwujudnya Hukum Berkeadiian,
lKeaman anan Daerah Tangguh, dan
Demokrasi Substansi pada Provinsi
Papua Tengah

s29 Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi I{AM :

. Memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama
dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan
masyarakat adat);

. Mendorong edukasi HAM kepada aparatur pemerintalraa dan masyarakat melalui sosialisasi dan
program pelatihan;

. Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daera-h dalam memantau,
mengevaluasi, dan mena-ngani pelanggalan HAM;

. Meningkatl<an akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan, termasuk penyediaan
bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang marnpu.

'Visi / Misi / l\juan / Saszuan Strategi
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s30 Meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman di Tempat Tinggalnya :

. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan
keamanan masyarakat (Satkamling);

. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam
menj aga stabilitas daerah ;

. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di area
publik dan penggunaan sistem laporan kejadian berbasis digital;

. Meningkatkan program patroli keamanan di daerah rawan kejahatan dan konflik;

. Membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat,
lokoh agama, dan masyarakat sipil.

s31 Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Tengah :

. Meningkatkan partisipasi rnasyarakat dalam proses politik dan kebiiakan daeral melalui
keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penlrusunan kebijakan;

. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemiiihan kepala
daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil;

. Menguatkan peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta
mengawasi ja.J.annya pemerintahan;

. Meningkatkan kapasitas pertai politik dan organisasi masyarakat sipii dalam menjalankan peran
demokrasi yang sehat;

. Membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari pra-ktik politik uang, diskriminasi, serta
tekanarr politik.

M5 : Melestarikan kekayaal adat, budaya dan keari:farr lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik-praktik pembangunan yalg ramah lingkungan untuk menciptakan
pertumbuharr ekonomi yalg inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan
datang
T7 : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya
alam yang bertanggung iawab dan berkelaniutan

M5 T7 S9 Terwuju dnya Beragama maslahat
dan ber)<ebudayaan rnaju

s32 Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan
mencerminkan kemajuan dalem pelestarian dan pengembangan kebudayaan di suatu daerah:
. Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa,

tradisi, dan kearifan lokal;
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Peningkatan akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatan budaya lokal ke
dalam kurikulum sekolah;
Penguatan lernbaga budaya, sanggar serri, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi
<larr inovasi budaya;
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal;
Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, ga.leri seni, rumah adat, dan pusat
kebudayaan guna mendularng kegiatan budaya;
Mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat
diakses oleh generasi mendatang.

s33 Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kemkunan Uma.t Beragama
mengukur harmoni antarumat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial :

. Memperkuat dialog antar agama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda
lintas ag4ma, dan pemerintah daerah;

. Mengembangkal program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah da:r masyarakat guna
rnenanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial;

. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi darnai dal menangkal penyebaran
ujaran kebencian serta ekstremisme;

. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang
berpotensi memicu konflik keagamaan;

. Ivleningkatkan ke{a sama {rntar umat beragama dalarn kegiatan sosial, sk.r.r', ,an
pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial;

. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh
adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keagamaan.

M5 T7 s10 Terwujudnya keluarga berkualitas,
kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif

s34 Meningkatkan hrdeks Pembarlgunan Kua-litas Keluarga (IPK). Indeks ini mencermirrkan kesejahreraan
keluarga dalam ,aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial :

. Peningkatan erkses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi,
darr kesehatar: reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan arrak;

. Peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahaa kekerasan dalam
rumah tangga. (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga;

. Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penirrgkatan keterampilan kerja,
akses permodalan bagi usaha mikro, da:r pelatihan kr:wirausahaarL berbasis keluarga;
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Mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna menciptakan keseimbangan peran
dalam keluarga;
Meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni dan lingkungan yang mendukung
kesejahteraan keluarga;
Memperkuat peran lembaga sosial darr komunitas dalam mendampingi keluargeL rentan, seperti
lceluarga miskin, keluarga rlengarr anak berkebutuhan khusus, da:r keluarga yang terdampak
konflik.

s35 Mengurangi Ketimpangaa Ger:der (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, peke{aan, kesehatan, dan
partisipasi politik :

. Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk
beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan;

. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta
memberikan pelatihan keterrampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan;

. Ivleningkatkarr peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengarnbilan keputusan di sektor
pemerintahan, politik, dan ekonomi;

. Memastikan alcses layanan kesehatan reproduksi dal perlindungan terhadap perempuan,
termasuk pencegahan pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender;

. Mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuLi melahirkan,
serta fasilitas penitipan anak di tempat kef a;

. Membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami
diskriminasi atau kekerasan.

T8 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam y:rng bertanggung iawab dan berkelant'utzrn
M5 T8 s11 Terwujudnya Integrit.as Ekonomi

Domestik dan Global di papua
Tengah

s36 Menjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah
menunjukkan tingkat kesenjangan harga cli berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan
ini bisa teq'adi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, atau
keterbatasan pasokan barang dan jasa :

. Penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan,
dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah;

. Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok berbasis
teknologi dan zudang logisdk terpadu:
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Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis
untuk mengurangi fluktuasi harga;
Mendorong peningkatan produksi dan stok pangan lokal guna merLgurangi keter:gantungan pada
barang dari luar daerah;
IVlemperkuat l<e{a sama antarwilayah dr:lam perdagangan dan distribusi barang untuk
memastikaa pasokan merata di seluruh Papua Tengah.

s37 Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB
menggambarkan tingkat investasi yang ma.suk ke dalam pembangunan infrastrukr-ur, peralatan, dan
modal usaha di Papua Tengah :

. Meningkatkan daya tarik investasi daere*r mela.lui penyederhanaan perizinan dem kepastian
hukum bagi investor;

. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan
l<operasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi;

. Mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah {Public-Priuate Partnership/PPP) untuk
firempercepat pembangunan infrastruktur strategis;

. Memperkuat insentif bagi i:nvestasi hijarr dan berkelanjutan, teruta.ma di sektor energi terbarukaa
rlan industri ramah linekungan.

s38 Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB). Ekspon barang dan.jasa menjadi indikator integrasi
ekonomi Papua Tengah dengan pasar nasional dan global :

. Pengembangan industri benbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi, kakao,
<lan produk pertambangan, untuk menirrgkatkan daya saing ekspor;

. Meningkatkan kualitas dan standar pro<luk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai
dengan standar intemasiorral;

. Mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilrri tambah sebelum produk diekspor;

. Memperluas eikses pasar ekspor dengan kerja sama perdagangan antar provinsi dan intemasional;

. Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mempromosikem produk Papua
ilengah ke pa:rar g1obal.

M5 T8 s12 Terurrjudnya Stabilitas Ekonomi
Daerah Papua Tengah

s39 Meningkatkan Rasio Pajak Dzrerah terhadap PDRB (%). "Pendapatan daerah yang kuat akan
mendukung pembaagunan infrastruktur, pelayanan pulblik, dan pro€Fam ekonomi yang
berkelanjutan :

. Optimalisasi pemungutan pajak dan retiibusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk
rneningkatkan efisiensi dan transparansi;
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Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya denga.n memperluas basis pajak dari sektor-sektor
potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital;
Peningkatan kesadaran waiib pajak melalui sosialisasri dan insentif bagi pelaku usaha yaltg taat
pajak;
Menerapkan kebijakan insentif liskal untuk menarik investasi barr. sambil tetap menjaga
l<eseimbanga-n pendapatan daerah.

s40 Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga day.l beli masyarakat
dan mendukung stabiiitas ekonomi daerah :

. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengeloia kebijakan
harga dan ketersediaan ba::ang pokok;

. Penguatan ketahanan panflan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga
harga tetap stabil;

. Peningkatan elisiensi distribusi barang <lal jasa, termasuk pembangunan pasar induk dan gudang
logistik untuk mengurangi biaya distribusi;

. Intervensi harga secara selektif mela-lui lcebijakan subsidi atau operasi pasar untuk komoditas
strategis.

s41 Memperkuat Pendalaman Selltor Keuangan dan Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan
menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontribusi terhadetp pertumbuhan ekonomi
daerah :

. Meningkatkan jumlah simpalan masyarakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong
inklusi keuangan;

. Mendorong investasi jangka panjang, teffnasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi
lainnya;

. Meningkatkan akses kredit produktif bagi UMKM dan industri lokeLl melalui skema pembiayaan
berbunga renriah;

. Mendorong persar modal daerah agar lebih aktif dengerr memperkenalkan berbagai instrumen
investasi seperti obligasi daerah.

s42 Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbernkan

Meningkatkal akses layanan keuangan digital melalui pengembangan fintech dan bank digital di
daerah terpen cil;
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IVlemperkuat peraa koperas;i dal lembaga keuangan rnikro dalam rnemberikan pembiayaan bagi
rnasyaralat kecil dan pelak-u UMKM;
Mendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keualgan masyarakat,
termasuk kelclmpok rentan seperti perempuan dan pemuda;
Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani (unbanked populationl
gtrna meningkatkan al<ses terhadap layanan keuangaa formal.

M6 : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan
merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk
menguraagi kesenjangan, memperkuat integrasi anta-r wilayah, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan Papua Tengah
T9 : Tercapainya peningk:rtan aksesibilitas infrastrul<tur wilayah sebagai pilar utama mela.lui pembangunan jaringan transportasi dan komunika.si yang lebih baik
dan merata

s43 Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah ProvirLsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus
mendorong sektrrr unggulan cli perkotaan clan pedesaal agar berkontribusi lebih besar terhadap
ekonomi nasional :

. Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian,
kehutanan, dan pertambangan, dengan pendekatan hilirisasi;

. Peningkatan claya saing sektor jasa dan pariwisata di kota dan desa untuk menarik lebih banyak
investasi;

. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di
kota dan desa;

. Peningkatan konektivitas antara kota dan desa melalui jalur transportasi yang lebih efisien guna
rnemperlancar distribusi hasil produksi.

M6 T9 s13 Perkotaan dan Pedesaan sebagai
pusat Pertumbuhan llkonomi di
papua Tengah

s44 Meningkatkan Rumah Tangga dengan Aksr:s Hunian Lavak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%).
Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan keseja-hteraan masyarakat serta
mendorong produktivitas eko::omi :

. Program pembangunan dan rehabilitasi rumal. layak huni untuk masyarakat berpenghasilar
renda.l.;

. Penguatan skema kredit perumahan terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyerakat kurang
mampu;

. Peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penvediaan air bersih, listrik, dan sanitasi;
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Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata
ruang yang ramah penduduk.

s45 Meningkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki lketahanan
ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga rmainpu berkembang secara berkelanjutran :

. Penguatan ek,cnomi desa berbasis komo,Citas unggulan, seperti pertanian, perikranan, dan
ekowisata;

. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) urltuk menggerakkan perekonomian lokal dan
rneningkatkan kemandirian desa;

. Pengembangan infrastruktr-rr desa, termasuk jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air bersih
untuk mendukung aktivitas ekonomi;

. Peningkatan akses ke layanan pendidik:m dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. di desa.

s46 Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas
penduduk dan d.istribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daer:ah :

. Percepatan pembangunaa dan perbaikan jalan provin.si, kabupaten, dan desa untuk memastikan
eJ<sesibilitas yang lebih baik;

. Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya peralvatan dan
rneningkatkal kualitas infrastruktur;

. Peningkatan €frggaran pem.bangunan jalan dari APBL], Dana Desa, dan kerja sama dengan srvasta
rnelalui skema Public-Private Partnership (PPP);

. Integrasi pere:ncanaan infrastruktur jalan dengan pen.gembangan }rawasan ekonomi untuk
rnemastikan rnanfaat vang lebih luas bagi masvarakat.

M7 : Meningkatkan kuanritas dan kuallitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemaflfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan menged.epankan prirLsip-prinsip keadilan darr kesetaraan sehingga
terwujudnya lingkungan lrang kondusif bagi pertumbuhan ekono:mi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan ma.syarakat, sekaligus menjaga
kelestarian alaln Papua Tengah untuk generasi yan51 akan datang;
T1O : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dem prasarana yang ramah lingkungan melalui pemalfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan

oritaskan pembangunan di daerah terting1a.l., ping{iran d:rn terisolir
M7 Terwujudnya Penerapan Ekonomi

Hiiau
s47 Meningkatkan Irrdeks Ekonorni Hijau Daerah. Indeks inii mengukur sejauh mana p,raktik ekonomi di

daerah telah memperhitungkan keberlaniutan lingkungrn :
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Pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya. alam yang lestari, seperti ekowisata,
perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik;
Penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon
kredit dan insentif bagi perusahaan y.rng menerapkan prinsip ramah lingkungan;
Meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi
sirkular (reduce, reuse, rerycle);
Implementasi regrrlasi pembangunan rerrdah karbon, termasuk pernbatasan eksploitasi sumber
daya alam yang tidak terkendali;
Meningkatkan kesadaran masyarakat dern dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutaa dalam
aktivitas ekonomi.
Pengembangan Kawasan F:lau-pulau Kr:cil dal Terluar
Penguatan Sentra Produksii Komoditas tuna-Cala-1ang-Tongkol
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Propesi Nelavan

di Papua Tengah

s48 Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer (96)

Energi Baru Terbarukan (EB'I') adalah kunci utama dalam menurunkan emisi karbon dan
menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelaljutan :

. Pengembangan energi surya, hidro, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah,
t.erutarna untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional;

. Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar a.lternatif bagi sektor
transponasi dan industri;

. Meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan
pengembangan (R&D) energi bersih;

. Membangun infrastruktur energi hijau, seperti Pembeulgkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan
Pembangkit L:istrik Tenaga Mikrohidro (I'LTMH) untul< memenuhi kebutuhan listrik di daerah
pedesaan;

. Mendorong progrErm konversi energi di sektor rumah tangga da.rr industri dari energi fosil ke energi
hiiau.

M7 s15 s49Terwuju dnya Lingkungan hidup
berkualitas

eningkatkan Iudeks Pengelolaan Kealekaragaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua
yang kaya harus diketola dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan :

Penguatan kawasan konserwasi dal perlindungan ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli
hutan
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Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarial keanekaragaman hayati, seperti pengelolaan
hutan berbasis masyarakat dan ekowisata;
Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial;
I(olaborasi de:rgan lembaga riset dan NGO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.

s50 Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungar:. Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat
perrcemaran air, udara, dan tanah di suatu wilayah :

. Peningkatan pengawasan i:rdustri dan pertambangan untuk mengurangi pencernaran air dan
tanah;

. Penghijauan perkotaan dan restorasi ekr:sistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran
sungai (DAS);

. Peningkatan program pengenda.lian polusi udara, termasuk regulasi terhadap ernisi kendaraan dan
industri;

. Penyediaan sistem peringatan dini bencana lingkungan, seperti baniir dan tanah longsor.
s5l Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi

terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan :

. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukiman dan pedesaan, seperti septic tank komunal
dal pengolahan limbah dornestik;

. Program penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum;

. IDdukasi masyarakat tentang penLinFFya. sanitasi vang baik untuk kesehatan dan lingkungan.
s52 Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan Sampah

yang Berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, da-rr udara, sehingga
harrs dikelola dengaa sistem yang baik :

. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, rlermasuk datrr ulang dan pemanfaatan
limbah organik;

. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungaa dalam pengolahan sampah, seperti reTtrse-
<Teriued fuel (RDF) dan biogas;

. Kolaborasi deagan sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampah.
s53 Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) :

Perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terutama di daerah terpencil;
Penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong
masyarakat mengurangi sampah;

I
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Penyediaan fasilitas dropbc,x sampah di titik-titik strategis perkotaral dan pedesaan.

s54 Ketahanan Energi :

. Peningkatan erkses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah peda-1aman dan
t.erpencil mela.lui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti
Pembangkit Lrstrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro;

. Diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti
bioenergi, tenaga air, dari tenaga surya;

. Peningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan
t.eknologi hemat energi;

. Mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengjrrangi keterg;antungan terhadap
bahan bakar fosil;

. Edukasi dan insentif pengzunaan peralatan hemat en.ergi di sektor industri dan rumah tangga.
s55 Ketahanan Pangan :

. Peningkatan produlrtivitas sektor pertanian dan perikanal dengan modernisasi alat pertanian dan
pendampingan petani/peternak;

. Diversilikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergafltungan pada beras dan meningkatkan
konsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubiubian, dan pisang;

. Pengembangan rantai pasok pangan yang efisien dengan memperkuat infrastruktur logistik dan
penyimpanan hasil pertanian ;

. Meningkatkal ketahanan pangan berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan desa
dan meningkatkan peran koperasi pangan;

. Penyediaan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha
rnereka.

M7 T10 S16 udnya berketahanan Energ.,
, dan Kemandirian Pangan

s56 Ketal- anan Air :

. Penguatan infiastruktur ai:r baku dan air bersih meialui pembanguman waduk, r=mbung, dan
sistem perpiprean yang efisien;

. Pengelolaan sumber daya a.ir yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (DAS)
<lan reboisasi kawasan hulu;

. Peningkatan layanan akses air bersih bagi masya-rakat perkotaan clan perdesaan melalui
pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM);

. Penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah

Visi / Misi / l\rjuan / Sastuan Strategi
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pesisir;
Ildukasi dan sosialisasi efisiensi penggu:naan air di sektor rumah tangqa dan in<lustri.

M7 Tlo s17 udnya Resiliensi terhadap
dan Peruba.han Iklim

s57 Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK :

. Pengurangan deforestasi dzrn degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta
penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pemba-lakan liar dan alih futrgsi lahan;

. Pengembangan energi bersih dan rendah karbon, seperti penggunaan energi surya, bioenergi. dan
tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;

. Penerapan pertanian dan petemakan berkelanjutai dengan teknik agroforestri, pertanian rendah
emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida;

. Pengelolaal sampah dalr lirnbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik,
peningkataa claur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan;

. Mendorong penggunaan trzrrsportasi rarnah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sistem
transportasi berbasis enerpi hiiau.

s58 Adaptasi Terhadap Bencana clan Perubahan Iklim :

. Penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi
trencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca darr iklim;

. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperli tanggul, waduk pengendali banjir, dan rumah
tahan gempa di daerah rau'an bencana;

. Peningkatan kapasitas masyarakat da.lam menghadapi bencana, termasuk pelatihan kesiapsiagaan
bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas;

. Pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana, memastikar pembangunan tidak dilakukal di
zona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan longsor;

. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana
cadangan bencana vang memadai.

'Visi / Misi / l\juan / Sasaran Strategi
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3.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan

pembangunan setiap tahun daiam jangka 5 (iima) tahun, terlebih dahuiu
disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-
masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih
jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selartjutnya, tahapan-
tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan tahapan
RKPD.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah yarrg telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkar tema atau fokus
pembangunan. Tema atau fokus pembangrnan akan memberi arah yang jelas bagi
pemerintah Papua Tengah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
di RPJMD. Penetapan tema pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian
yang tidak ter-pisahkan dari penj abaran tema pembangunan pada RPJPD Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025-2O45, yaitu "Terwujudnya Papua Tengah Yang Adil,
Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan tema pernbangunan
tahap pertama pada RPJPD Provinsi Papua Tengah, maka melalui Visi Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Papua Tengah Emas,
Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan."
Penjabaran tema pembangunan ini berdasarkan pioritas Slrategis pembangunan
Tahun 2025-2O29 dis4jikan pada Gambar 6.2 berikut ini:

Gambar 3. 1 Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Papua Tengah

2030

2029

2024

^/
2027

2026I202sl:'
il****

Arah kebiiakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan paaduan
kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai
lujuan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi
memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun
ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan
sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

/



-156-

A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertam a (20251
Fokus pada :

"Pemenuha.n infrastruliur Dasar dan Pemeintahan seia Peryuatan
Aspek Dogo Saing Perekonomian Orang Asli Papua (OAP)"
Tahun pertama pembangunan 2025 akan difokuskan pada pembangunan

infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan
daya saing ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP).

1. Pemenuhal Infrastruktur Dasar :
. Fokus : Meningkatkan aksesibilitas dan kua-litas infrastrulrtur dasar
untuk mendorong konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
. Arah Kebijakan:

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan
transportasi antar kabupaten/kota untuk memperlancar distribusi
barang dan jasa;

2. Penyediaan listrik dan telekomunikasi di daerah terpencil guna
mempercepat digita-lisasi dan akses informasi bagi masyarakat;

3. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan
kua,litas hidup masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah
terpencil;

4. Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, termasuk
Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional, Puskesmas,
serta sekolah-sekoiah yang layak (Pendidikaa Berpola Asrama),
Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Papua Tengah) dan lain-
lainnya;

5. Pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, seperti irigasi
pertanian, gudang penyimpanan hasil panen, dan pasar ra\rat.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
. Fokus : Meningkatkan efektivitas pemerintahan, transparansi, dan
pelayanan publik berbasis digital.
. kah Kebijakan:

1. Penguatan kapasitas birokrasi dan tata keioia pemerintahan
daerah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik;

2. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
guna mempercepat digitalisasi layanan administrasi
pemerintahan;

3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam perencErnaan pembangunan yalg inklusif
dan berkelanjutan;

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentinga-n
dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan
akuntabilitas dan efektivitas kebijakan;

5. Optiir-raiisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijaka.n
pajak dan retribusi yang adil dan berkeadilan.

3. Penguatan Daya Saing Perekonomian Orang Asli Papua (OAP)
. Fokus : Mendorong kemandirian ekonomi OAP melalui pemberdayaan
sektor ekonomi lokal dan peningkatal keterampilan kerja.
. Arah Kebijakaa :

l Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan Papua
Tengah, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan ekowisata;

2. Penguatan ekosistem UMKM dan koperasi OAP melalui akses
permodalan, pelatihaa, dan pendampingan usaha;

3. Pembangunan sentra ekonomi kreatif dan industri kecil
menengah (IKM) bagi OAP untllk mendorong inovasi dan
kemandirian ekonomi;

4. Peningkatan akses OAP ke dunia kerja dan industri melalui
program pelatihan keterampilan (uocational training) berbasis
kebutuhan pasar kerj' a;

5. Penguatan akses permodalan dan pendampingan bisnis bagi
pengusaha CJAP, termasuk optimalisasi dana Otsus untuk
mendorong kewirausahaan.



-t57-

Arah kebijakan ini akal memastikan bahwa pembangunan di Papua
Tengah pada tahun pertama (2O25) benar-benar memberikan manfaat
iangsung bagi masyarakat, khususnya OAP, dengan fokus pada
pemerataan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan
penguatan ekonomi berbasis loka-l.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun kedua (2026)
"Peng atan SDM dan Tata Kelola Pemeintahan gang Bermartabat dan
Efektif'
Pada tahun kedua, fokus utama pembangunan adalah meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat
tata kelola pemerintahal yarrg transpara-n, akuntabel, dan efektif da-lam
mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang
lebih baik.

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dal Keterampilan SDM
. Fokus : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta keterampilan

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan
daerah.

. Arah Kebilakan :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan
tinggi dengan fokus pada pendidikan vokasi berbasis potensi daerah;

2. Penguatan kurikulum berbasis kearifal lokal dan kebutuhal pasar
kerl'a guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
ekonomi;

3. Peningkatan pelatihan keterampiian tenaga keq'a melalui Balai
Latihan Kerja (BLK) dan program sertifikasi kompetensi berbasis
industri;

4. Perluasan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk
menempuh pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, ekonomi,
dan pemerintahan;

5. Peningkatan literasi digital bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga ke4'a
untuk mendukung transformasi digital.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
. Fokus : Meningkatkan profesionalisme ASN, efeklivitas layanan publik,

serta transparalsi dan akuntabilitas pemerintahan.
r Arah l(ehiialrqn

1. Penyederhaaaan regulasi dan proses birokrasi untuk meningkatkan
efektivitas layanan publik;

2. Penguatan kapasitas dan integritas ASN melalui pelatihan
kepemimpinan, anti-korupsi, serta pengembangan kompetensi
berbasis meritokrasi;

3. lmplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBEI
untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik;

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan pengawasan kinerja pemerintahan;

5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
berbasis data dan euidence-based policg.

3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan
Masyara-kat

. Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

. Arah Kebijakan :

i. Peningkatan akses iayanan kesehatan foagi daerah terpencii dan
terLinggal melalui pembangr:nan Puskesmas, rumah sakit rujukan,
dan tenaga medis yang memadai;

2. Penguatan progr.rm pencegahan dan penan ganan stunting, gizi buruk,
dan penyakit menular (TBC, malaria, HIV/AIDS);

3. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Papua Tengah;

4. Peningkatal kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan
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melalui insentif dan progr.rm pengembangan kapasitas;
5. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program

kesehatan reproduksi unruk menekan algka kematian ibu dan bayi.
(Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional).

4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efrsiensi Anggaran
. Fokus : Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan

mencegah kebocoran anggaran.
. tuah Kebijakan :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui
digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib
pajak;

2- Efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah untuk
mencegah pemborosan dan meningkatkan dampak pembangunan ;

3. Penguatan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah guna
mencegah penya-lahgunaan anggaran;

4. Mendorong tata kelola BUMD yang profesional dal berorientasi pada
peningkataa ekonomi daerah;

5. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha
dalam pengelolaan keuangan dan investasi daerah.

5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan
. Fokus : Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum untuk

menciptakan stabilitas dan keadilan di Papua Tengah.
. Arah Kebijakan :

1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemenntahan serta keterlibatan masyarakat dalam pemmusan
kebijakan;

2) Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan inklusii
khususnya dalam menangani konflik sosial dan politik;

3) Peningkatan indeks demokrasi daerah melalui pendidikan politik dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pembangr-rnan
daerah;

4) Mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis budaya
lokal guna memperkuat stabilitas daerah;

5) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengadilan dalam
menangani berbagai kasus hukum yang adil dan transparan.

6. Peningkataa Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat inklusif
dalam Pembangunan

. Fokus : Memberdayakan kelompok rentan dan meningkatkan
keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.

. kah Kebijakan :

1) Meningkatkan keterwakilal perempuan dalam pemerintahan, politik,
dan dunia usaha;

2) Mendorong peran aktif pemuda dalam inovasi dan pembangunan
daerah melalui program kewirausahaan dan starfup digital;

3) Peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik;

4) Perrguatan prograrlr periindurrgan sosial urrtuk kelornpok rent.ul,
termasuk anak-anak da.rr lansia;

5) Mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial
dalam kehidupan b ermasyarakat.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) berfokus pada penguatan
SDM dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bermartabat dengan
fokus pada : (1). Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan
keterampilan SDM; (2). Meningkatkan efektivitas dal transparansi
birokrasi serta reformasi tata kelola pemerintahan; (3). Memperkuat
layanan kesehatan darr kesejahteraan sosial masyarakat; (4).
Meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi
pendapatan daerah; (5). Memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan
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penyeiesaian konflik berbasis kearifan lokal; (6). Mendorong partisipasi
perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam pembangunan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2027)
"Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi
Wilayah"
Pada tahun ketiga, fokus pembangunan adalah memperkuat ekonomi
lokal dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan
potensi unggulan di masing-masing wilayah. HaI ini bertujuan untuk
menciptalan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berkelanjutan, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah
. Fokus : Optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal

berbasis keunggulan daerah.
' Arah Kebijakan :

1) Pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal meialui peningkatan
produktivitas komoditas unggulan seperti kopi, kakao, sagu, dan
hortikultura;

2) Revitalisasi sektor perikanan darr kelautan dengan meningkatkan
akses nelayan terhadap sarala produksi, teknologi trudidaya, dan
pemasar€rn hasil laut;

3) Pengembangan sektor kehutanan dan hasil hutan non-ka5nr seperti
gaharu, rotan, dan Minyak Atsiri untuk meningkatkan nilai tamba-h
ekonomi;

4) Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, seperti
industri pengoiahan hasil pertanian, perikanan, <ial kehutanan;

5) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata, termasuk
pelestarian wisata alam, cagar budaya, serta peningkatan daya tarik
destinasi wisata.

2. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif
. Fokus : Meningkatkan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang

punggung perekonomian daerah.
. Arah Kebijakan :

1) Mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi,
termasuk pemanfaatan dana Otsus dan kemitraan dengan
perbankan;

2) Pengembanga.n selltra industri kecil dal: menerlgah (iKM) di berbagai
kabupaten/kota untuk mendukung hilirisasi produk lokal;

3) Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce dan
pemasaran berbasis teknologi;

4) Peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi,
sertifikasi, dan branding produk Papua Tengah;

5) Penguatan inkubator bisnis dan ruang kreatif bagl anak muda Papua
Tengah untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis
teknologi.

3. Peningkatan Konelrtivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
. Fokus : Memperkuat konektivitas antarwilayah untuk memperlancar

distribusi barang dan jasa.
. tuah Kebijakan :

l) Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung
antar kabupaten/kota untuk mempercepat arus barang dan
jasa;

2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi pasar tradisional
sebagai pusat per<iagangan iokai yang iebih ef,rsien dan
berdaya saing;

3) Penguatan infrastruktur logistik dan transportasi untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap produk lokal dan
pasar nasional/ internasional;

4) Mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk
mendukung keberlanjutan industri lokal di Papua Tengah.
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4. Pembangunan Sumber Daya Maausia (SDM) yang Kompetitif
. Fokus : Menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di sektor unggular

daerah.
. Arah Kebijakan :

1) Peningkatan pelatihan keterampilaa berbasis industri dan
kewirausahaan untuk mendukung traasformasi ekonomi
masyarakat;

2) Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis
kebutuhan daerah, seperti agribisnis, kelautan, pariwisata, dan
teknologi informasi;

3) Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri
(DUDI) untuk membuka akses pekerjaan bagi tenaga kerja Papua
Tengah;

4) Mendorong proBrarrr beasiswa bagi OAP urrtuk studi di bidang
ekonomi, teknologi, dal industri kreatif;

5) Peningkatan kapasitas perempuan dan penyandang disabilitas
dalam kegiatan ekonomi produktif.

5. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi
. Fokus : Meningkatkan daya saing daerah melalui kebiiakan ekonomi

yang berpihak pada pengusaha lokal dan investasi yang berkelaljutan.
. Arah Kebilakan :

1) Penyederhanaan regulasi investasi dan perizinan usaha untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi;

2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
sumber daya alam dan ekonomi daera-h;

3) Penguatan kebijakan insentif brgi investor yang memberdayakan
masyarakat lokal dan mendukung ekonomi hijau;

4) Optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya daerah
untuk kesej ahteraan masyarakat;

5) Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan
daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan tahun kedua (2027) akan menitikberatkan pada
penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan daya saing
daerah, dengan fokus pada : (1). Optimalisasi potensi sumber daya alam
daerah (pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata); (2). Pemberdayaan
UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat; (3).
Peningkatan konektivitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi
daerah; (4). Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri dan
kewirausahaan lokal; (5). Reformasi regulasi ekonomi untuk menciptakan
ekosistem bisnis yang kondusif.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2O28)
"Pemantapan Kehidupan Sosial gang Harmonis dan Berkeadilan"
Tahun keempat pemba-ngunan Papua Tengah akal berfokus pada
pembangunan sosial yang inklusif, keadilan bagi semua kelompok
masyaralat, serta penguatan harmoni sosial dan kohesi antar komunitas.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dal
berkeadilan dalam aspek sosial, ekonomi, serta hukum.
l. Penguatan Harmoni Sosial da.rr Toleransi Antar Masyarakat
. Fokus : Mencegah konflik sosial, memperkuat solidaritas sosial, dan
membangun kesadaran keberagaman sebagai kekuatan daerah.
. Arah Kebijakan :

l) Meningkatkan dialog dan rekonsiliasi sosial berbasis budaya lokal
untuk meredam potensi konflik antar kelompok masyarakat;

2) Penguatan peran tokoh agama, adat, dan pernuda dalam
menciptakan harmoni sosia-l serta membalgun semangat
kebersamaan;

3) Meningkatkan pendidikan nilai-ni1ai kebhinekaan, toleransi, dan
inklusi sosial melalui kurikulum pendidikan dan program
komunitas;
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4) Peningkatan prograrn mediasi dan resolusi konflik berbasis adat
serta hukum positif untuk mencegah konflik berkepanj angan;

5) Penguatan i<apasitas pemerintah <iaerah <ialam merespons dan
menangani konflik sosial secara cepat dan tepat.

2. Peningkatan Kesejahteraan dart Keadilan Sosial bagi Seluruh
Masyarakat
. Fokus: Memastikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap
layanan sosial yang adil bagi semua kelompok masyarakat, termasuk OAP,
perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
. Arah Kebijakan :

1) Peningkatan akses layanan sosial bagi kelompok rentan, seperti
penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan perempuall;

2) Mernperiuas cakupair progTairr periindungarr sosial, tennasuk
bantual sosial berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi;

3) Mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas,
khususnya bagr kelompok masyarakat miskin dan marginal;

4) Meningkatkan jangkauan layanan perumahan layak, akses air
bersih, dan sanitasi aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

5) Mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan redistribusi
ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar secara merata.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
. Fokus : Memastikan perempuan memiliki peran yang lebih aktif
dalam berbagai aspek kehidupan, bajk di bidang ekonomi, sosial, maupurn
politik.
. Arah Kebijakan:

1) Peningkatan partisipasi perempu€rn dalam pengambilal
keputusan, baik dalam pemerintahan maupun dunia usaha;

2) Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan peluang keda yang setara;

3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
melalui kebijakan hukum yang tegas serta penguatan laya.rlan
perlindungan sosial;

4) Mendorong kepemimpinan perempuan dalam masyarakat da.rr
politik dengan meningkatkan representasi perempuan di berbagai
sektor;

5) Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak pada perempuan,
seperti akses modal usaha, pelatihan wirausaha, dan
pemberdayaan UMKM perempuan.

6) Mendorong perempuan sehingga berpotensi sebagai sumber daya
pembangunan daerah serta berkontribusi pada berbagai bidang.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang Berkeadilan
. Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik yang
merata, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
. Arah Kebijakan :

1) Mempercepat digitalisasi layanan publik untuk memastikan akses
yang lebih mudah dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah;

2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif
bagi masyarakat miskin, kelompok adat, dan wilayah terpencil;

3) Meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemberian
bantuan sosial serta perlindungan sosial;

4) Memastikal selumh rnasyalahat tnerniliki akses yaug salna
terhadap layanan kependudukan dan administrasi pemerintahan;

5) Mengurangi diskriminasi dalam layanan publik melalui regulasi
dan sistem pengawasan berbasis transparansi.
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5. Penguatan Penegakan Hukum dan Keamanan yang Berkeadilan. Pokus ; Memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan
m€rmpu menjaga srabiiitas sosial sena ketertiban masyarakat.. Arah Kebijakan :

1) Memperkuat supremasi hukum dan hat asasi manusia (HAM)
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat,
termasuk masyarakat adat dal kelompok rentan:

3) Mendorong reformasi hukum daerah yang lebih inklusif dan
berkeadilan, dengan memastikan perlindungan bagi kelompok
rentan;

4) Meningkatkan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum
dalam menjaga ketertiban dengan pendekatan humanis dan
bcrLrasis kearifan iokal;

5) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat
keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan
mencegah konflik.

6. Penguatan Identitas Budaya dan Keberagaman Papua Tengah
. Fokus : Menjaga dan mempromosikan kebudayaan lokal sebagai
perekat sosial dan daya tarik daerah.
. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan program pelestarian budaya lokal melalui
pendidikan, festival budaya, dan penguatan komunitas adat;

2) Mendorong industri kreatif berbasis budaya lokal untuk
menciptakal lapangan kerJ'a serta meningkatkan nilai ekonomi
budaya;

3) Memperkuat pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum
sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Papua Tengah
kepada generasi muda;

4) Meningkatkan promosi budaya Papua 'I'engah sebagai bagian dari
daya tarik wisata dan diplomasi budaya;

5) Memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan
kearifan lokal sebagai sumber harmoni sosial.

Arah kebijakan tahun keempat (,2028) berfokus pada
pemantapan kehidupaa sosial yang hamonis dan berkeadilan melalui : ( 1).
Penguatan harmoni sosial dan resolusi konflik berbasis adat serta nilai-
nilai kebhinekaan ; (2]r. Peningkatan kesejahteraan sosial dengan fokus
pada kelompok rentan dan redistribusi ekonomi yang lebih adit; (3).
Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender dalam
berbagai seictor; (4). Meningkai:kan kua-litas layanan pubiik yang adil dan
inklusif bagi seluruh masyarakat; (5). Meningkatkan supremasi hukum,
keamanan daerah, dan akses keadilan bagi masyarakat; (6). Memperkuat
identitas budaya dan keberagaman sebagai kekuatan sosial dan ekonomi
daerah.

E. kah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2O29)
Fokus: Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan dan Merata
Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah merupakan
momentum strategis untuk memantapkan capaian pembangunan
ekonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak 2O25, sekaligus
mengonsolidasikal tralsformasi ekonomi lokal menuju kemandirian,
pemerataan, dan keberlanjutan. Fokus arah kebijakan pada tahun 2029
ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal,
mengurangi ketimpangan antarwiiayah, serta mendorong pemberdayaan
ekonomi rakyat secara inklusif.
Ara-Il kebijakan ini secara langsung merefleksikan pencapaian visi Papua
Tengah Emas: Adi1, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan
Berkelanjutan, serta pelaksanaan misi kedua dan ketiga Gubernur dal



Wakil Gubernur Papua Tengah, yaitu meningkatkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan keq'a dan
pemerataan ekonomi.
Fokus Arah Kebijakan :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan
. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi skala kecil atas

komoditas lokal seperti kopi dataran tinggi, sagu, ikan
air tawar, buah merah. rotan, dan kulit kay'u.

o Meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan pelaku
ekonomi kampung melalui tralsfer teknologi,
pembinaan usaha, dan akses pasar.

2. Pemerataan Infrastruktur Ekonomi dan Akses Wilayah
o Penyelesaian infrastruktur pendukung ekonomi rakyat

seperti j alan prociuksi, jaringan listrik desa, sarana
pascapanen, dan digitalisasi konektivitas.

. Penguatan konektivitas antarwilayah guna memperkecil
ketimpangan harga dan distribusi hasil produksi.

3. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Mama-Mama Papua
. Oprimalisasi program unggr:lan Pap,ta Tengah Terang

untuk mendukung digitalisasi UMKM, koperasi
kampung, serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

o Fasilitasi akses permodalan, pelatihan malajemen
usaha, dan dukungan pemasaran melalui festival
ekonomi loka-l dan platform digital.

4. Penguatan Ekosistem Investasi Daerah Berkeadilan
. Peningkataa peran BUMD dan kemitraan strategis

dengan sektor swasta untuk memperluas lapangan kerl'a
dan nilai tambah ekonomi lokal.

o Insentif investasi afirmatif di wilayah tertinggal dan
6Fmanf-afah A-^d 
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produktif.
5. Pengurangan Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan

Antarwilayah
o Intervensi khusus ke distrik dengan tingkat kemiskinan

tinggi melalui program padat karya, kewirausahaan
kampung, dan penguatan ekonomi keluarga.

. Penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan dana
pembalgunan dan integrasi dengan perencanaan
berbasis data spasial.

6. Transformasi Tata Kelola Ekonomi yang Transparan dan
Terintegrasi
r Pemanfaatan teknologi digital dalam perencana.rn,

pelaksanaan, dan monitoring pembangunan ekonomi
melalui aplikasi e-Dalevbang.

o Peningkatan transparansi dan akuntabilitas program
ekonomi berbasis indikator kineq'a daerah.

F. tuah Kebijakan Pembaagunan Tahun Kelima (2O3O)
"Pembangwan gang Berkelanjutan Menuju Papua Tengah gang Maju dan
Berkelanjutan"
Pada tahun kelima, fokus pembangunan Papua Tengah diarahkan pada
keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk
memasrikan pertumbuhan yang berkelanjuta-n, inklr:sif, dan berdaya
saing. Strategi ini akan memastikar bahwa hasil pembangunal yang telah
dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dapat terus memberikan manfaat
jangka panjang bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Penguatan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
. Fokus : Mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan yang

berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang
merusak alam.

-163-
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Arah Kebijakan :

l) Mendorong investasi pada sektor ekonomi hijau, seperti energi
terbarukan, ekowisata, dan industri berbasis sumber daya alam yang
berkelanjutan;

2) Mengembangkan sistem insentif Sagi perusahaan dan UMKM yang
menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

3) Mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tak
terbarukan. dengan memperkuat sektor industri kreatif, pertanian
berkelanjutan, dan jasa;

4) Memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri
berkelanjutan;

5) Mengintegrasikan konsep pembangunan rendah karbon dalam
kebijakan ekonomi daerah.

2. Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah
. Fokus : Membangun ekonomi Papua Tengah yang mandiri, berdaya saing,

dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal.
. Arah Kebijakan :

l) Meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui hilirisasi industri
hprhaeie nntensi lnlzal '

2) Membangun ekosistem wirausaha yang kuat, dengan dukungan
infrastruktur, modal usaha, dan pasar;

3) Mempercepat konektivitas ekonomi antar daerah, baik melalui
infrastruktur transportasi maupun digitalisasi ekonomi;

4) Meningkatkan ekspor produk lokal dengan memperkuat branding darr
akses pasar internasronal;

5) Mempercepat pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

3. Penguatan Infrastruktur yang Berkelanjutan d,an, Resilient
. Fokus : Menyediakan infrastrulctur yang kok^oh, ramah lingk'-rngan, dan

tahan terhadap perubahan iklim.
. Arah Kebijakan :

1) Mengembangkan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan, seperti
sistem transportasi rendah emisi dan bangunan hemat energi;

2) Memastikan pembangunan infrastruktur yarrg tahan bencana, dengan
menerapkan standar ketahanan bencana dalam perencanaan dan
konstruksi;

3) Meningkatkan akses terhadap infrastrukur dasar, seperti listrik, air
bersih, sanitasi, dan perumahan layak fongi seluruh masyarakat;

4) Mengembangkan jaringan transportasi multimoda untuk
meningkatkan konektivitas antarwilayah;

5) Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik berbasis teknologi
digital.

4. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim
. Fokus : Menjaga kelestarian lingkungal, meningkatkan ketahanan

terhadap perubahan ikiim, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
. Arah Kebijakan :

1) Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempercepat transisi energi
ke sumber terbarukan;

2) Meningkatkan efekLivitas pengelolaal sumber daya alam, termasuk
hutan, laut, dan keanekaragaman hayati;

3) Mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, termasuk
pengurangan sampah plastik dan daur ulang limbah;

4) Mengembangkan kebijakar insentif bogl industri dan masyarakat yang
menerapkan pralrtik ramah lingkungan;

5) Meningkatkan ketahanan pangan melalui pertalian berkelanjutan dan
adaptasi terhadap perubahan ik1im.
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5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan
. Fokus : Memastikan pembangunal yang inklusif dan berkeadilan bagi

seiuruh kelompok masyarakat.
. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang
berkualitas untuk semua lapisan masyarakat;

2) Mempercepat pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui
program pemberdayaan ekonomi bertrasis komunitas;

3) Meningkatkan inklusi keuangan bagi masya-rakat miskin dan kelompok
rentan;

4) Memperkuat sistem perlindungal sosial yang responsif terhadap
perubahan ekonomi dan bencana;

5) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
meia.iui sistem tata keioia yang partisipatif.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing dan Adaptif
. Fokus : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan

mampu beradaptasi dengan perubahan global.
. Arah Kebijakan :

l) Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk meningkatkan efi siensi dan akuntabilitas;

2) Meningkatkan kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan pengelolaaa
pembangunan yang berbasis data dan teknologi;

3) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
€rnggErran daerah;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
melalui mekanisme demokrasi yang lebih inklusif;

5) Mempercepat reformasi hukum dan kebijakan untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif dan ramah bisnis.

7. Penguatan Identitas Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan
. Fokus : Mengembangkan sektor budaya dan pariwisata sebagai pilar

ekonomi berkelanjutan.
. Arah Kebijakan:

1) Melestarikan budaya lokal sebagai aset ekonomi dan identitas daerah;
OI IIanincLa+lzar r{o.,a cairc rlpctinaci rrricoio hprhacic alznrrisata dan

wisata budaya;
3) Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berbasis industri

kreatif dan pariwisata:
4) Memperkuat peral komunitas adat dalam pengelolaan pariwisata

berkelanjutarl;
5) Mendorong investasi da-lam inliastruktur dan lasilitas wisata yang

ramah lingkungan.

Arah kebijalan tahun kelima (2029) metjadi tonggak utama
dalam memastikan Papua Tengah mencapai pembangunan yang maju
dal berkelanjutan melalui: (1) PenguatLn ekonomi hija,u dan
kemandirian ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan teknologi; (2).
Pembaagunan infrastrulrtur yang ramah lingkungan dan tahan bencana;
(3). Peningkatan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim
secara sistematis; (4). Peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan
kesenjangan ekonomi; (5). Transformasi pemerintahan menuju tata kelola
yang a<iaptif, efisien, dan berbasis digital; (6i. Penguatan icientitas budaya
dan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Dengan arah kebijakan ini, Papua Tengah dapat mencapai visi "Papua
Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan
Berkelanjutan" secara nyata.
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2029 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema
pembalgunan adalah sebagai berikut. Strategi dan arah kebijakan
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merupakan rumusErn perencanazrn komprehensif tentang bagaimana
pemerintah daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran serta ta-rger kine4'a RPjMD ciengaa efei<tif darr efisien seiama
5 (lima) tahun ke depan.
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Tabel 3. 4 Keselarasan Arzrtr Ke akan Terhad uan Sasaran dan Strate Pemb Provinsi ua Ten Tahun 2025!2029

Visi : Mewujudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Hannonis, Maiu dan Berkelaniutan
Ml: Mengembangkan potensi individu ctan komunitas melalui pendidikan, peiatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya
manusia yang berkualitaq untul! menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdaya srring
Tl:Mewujuclkan potensi individu dan l<omunitas melalui pendidika:rr vang berpotensi dan kompeten

S1 Meningkatkan Capaian Standar Kompetensi
Minimum pada Asesmen Nasional :

1. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan
berbasis Teaching at Ttrc Right Leuel (TaRL) dan
Merdeka Belajzr;

z. hnplementasi model pembelajaran berbasis
teknologi dan digitalisasi sekolah;

a. Penyediaan dan distribusi buku bacaan
berkualitas serta bahan ajal berbasis buclaya
lokaI;

4. Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah,
termasuk akses listrik dan internet di daerah
terpencil;

s, Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan
seperti universitas, NGO, dan lembaga
in.ternasional.

t. Meningkatkan kualitas asesmen dan
evaluasi pendidikan berbasis data;

z. Memperkuat superrisi dan
pendampingan kepada sekolah yang
belum mencapai standar minimum;

s. Memberikan insentif bagi gunr yarrg
berprestasi dalam meningkatkan
capaian literasi dan numerasi siswa.

+. Meningkatkan laralitas Infrastruktur
layeman umum d alam mendukung
pendidikan

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosial-P3A,

BKPSDM, BPPKAD,
Bapperida, Dinas

Kominfo

M1 T1 S1 Papua Tengah Cerdas

S2 Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Usia. 15 Tahun ke Atas :

t. Program wajib belaj ar 12 tahun dengan irrsentif
bagi siswa dari keluarga kurang mampu;

2. B,easiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa
berprestasi, khususnya dari daerah terpencii;

3. h'ogram pendidikan kejar paket untuk
masyarakat putus sekolah;

+. Penyediaan sekolah berbasis asrarna di daerah
sulit akses (Pembangunan Pendidikan Berpola
Asrama).

Menjamin akses pendidikan yang
inklusif dan merata;
Meningkatkan partisipasi masyaraJ<at
dalam mendukung pendidikan anak-
anak mereka;
Memperluas akses pendidikan
berbasis vokasi untuk menarik minat
anak-aaak melaljutkan sekolah.

l. DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosial-P3A,

Bapperida, BPPKAD,
Dinas Kominfo

Tujuan / Sasaran Strategi Perangkat DaerahArah Kebijakan
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S3 Meningkatkan Harapan Lama Sekolah :

t. Perluasan akses pendidikan menengah dein
tinggi di seluruh kabupaten,/kota;

2. Penguatan program pendidilcan vokasi dan
keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja;

s. Meningkatkan peran sekolah dan komunitas
dalam mencegah putus sekolah;

+, Penyediaan sarana dan prasa.rana pendidikan
yeing memadai.

1. Mendorong progr€rm afrrmasi bagi
daerah dengan angka putus sekolah
tinggi;

z. Meningkatkan kapasitas pendidikan
tinggi dengan membuka program
studi yang relevan dengan kebutuhan
daerah;

a. Penguatan kemitraan antara
pemerintah, dunia usaha, dan.
perguruan tinggi untuk mendr:kung
keberlaajutan pendidikan.

+, SD yang Mendapatkan Pembinaan
Progam Afirmasi

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosia.l-P3A,

Dinas Kominfo

S4 t. Merrgembangkan kebijakan afirmatif
bagi lulusan SMA/SMK agar dapat
melanjutkan ke perguruan tinggi;

z. Mernberikan insentif bagi mahasiswa
Papua Tengah yang berkuliah dan
kembali mengabdi di daerah;

s. Meningkatkan akses terhadap
pendidikan tinggi berbasis digital
untuk menjangk,au daerah terpencil;

+. Membangun Fakultas yang sesuai
dengan potensi daera-h;

s. Afirmasi Bantuarl biaya Pendidikan
Program Studi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dengan W4jib
penempatan Pada DTPK

a. Menciptakan SDM unggul dan
meningkatkan daya saing Papua
Tengah.

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Nakertrans-ESDA,
BPPKAD, Dinas Sosial-

P3A, Dinas Kominfo

Proporsi Penduduk Berusia I 5
un ke Atas yang Berkualifil<asi Pendidikan

. Penyediaan be:rsiswa pendidikan tinggi bagi
putra-putri daerah;

. Mendorong pembalgunan Perguruan Tinggi
Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan
menjadi Pusat Pengembangem SDM berkua-litas
di Papua Tengah;

. Peningkatan kerja sama dengan perguruall
ti:rggi dalam dan luar negeri;

. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga
pengajar melalui program cceacitA building.

uctkan inisiatif kesehatan inovatif

T\:juan / Sasaran Arah Kebijakan
I

Strategi Perangkat Daerah

I

I
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S5 lMeningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak :

It. Peningkatan akses dan kualitas layanan
kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan,
termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf
Internasional, peningkatan jumlah tenagar
kesehatan dan bidan di daerah terpencil;

b. Pc.nguatan program ANC (Antenatal Care) dan
layanan persalinan aman dengan mendorong
persalinan di fasilitas kesehratan;

B. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi
ibu hamil di daerah sulit akses;

+. Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah
darah bagi ibu hamil serta irnunisasi lengkap
bagi bayi;

s. h'ogram eduka.si bagi ibu hamil dan keluarga
terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan
stunting melalui intervensi spesifrk dan sensitif;

s. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi .

1. Pembanguna-n Rumah Sakit Daerah
Provinsi Papua tengah

2. Memastikan layanan kesehatan ibu
dan anal< dapat diakses oleh selumh
masyarakat di Peipua Tengah,
terLltama di daerah peda-laman;

3. Memperkuat sistem rujukan ibu
hamil berisiko tinggi ke rumah sakit
dengan fasilitas ]rang memadai;

+. Integrasi program pengentasan
stunting dengan program
pemberdayaan ekonomi keluarga
agar anak mendapatkan asupan gizi
yang cukup;

s. Memastikan Layanan Kesehatan bisa
di nikmati oleh seluruh masyarakat
Papua Tengah.

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bapperida

M1 T2 S2 Papua Tengah Sehat

S6 Penanganan Tuberkulosis (TBC) :

t. Memperluas layanan deteksi dini TBC di
puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan;

z. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
dalam diagnosis dan pengobatan TBC;

a. Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC
dengan sistem pemantaual berbasis teknologi
(digit al adhe re nce monit o ingj) ;

4. h'ogram pendampingan bagi pasien TBC untuk
mencegah putLls obat dan resistensi obat (TBC
RO);

s. Penyuluhan kepada masya.ralat tentang (rara
penularan dan pencegahal TBC.

t. Mervajibkan skrining TBC secara
berkala di daerah dengan angka
kejadian tinggi;

2. Penyediaan obat TBC yang gratis dan
memastikan ketersediaannya di
sehrruh fasilitas kesehatan;

3. Mendorong ke{a sama dengarr
komunitas dan NGO untuk
mendukung program eliminasi TBC.

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPNAD,

Bapperida

T\rjuan / Sasaran Strategi Perangkat DaerahArah Kebijakan
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S7

aa

r. Memastikan setiap kabupaten
memiliki program eliminasi malaria
J,ang berlcelanjutan;

z, Ivlenj alin ke{a sarna dengan se,ktor
swasta, universitas, dan organ isasi
internasiona-l dalam penelitian dan
penangan€rn malaria;

3. Mengintegrasikan program eliminasi
rnalaria d engan layanan kesehatan
<lasar di puskesmas dan posyandu.

t. Memperkuat layarlan kesehatan
khusus FIIV/AIDS di puskesmas dan
rumah sekit;

z. Ivlendorong kcbijakan nol stigma bagi
ODHA di lingl<ungan kerja dan sosial;

s. Integrasi program penanggulangan
I{IV/AIDS dengan program kesehatan
reprc,duksi dan keluarga berencana..

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bappenda

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMI(, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bapperida

S9

Eliminasi lVlalaria di Seluruh Kabupaten :

r Penl'ediaan kelambu berinsekrisida dan obat
alti-maleria di dererah endemis;

: Penguatem surveilans malaria dengan skrining
rutin di daerr*r rawan;

; Peningkatan cakuparr dan kualitas pengobatan
malaria sesuai staadar WHO;

r Program pemberantasan nyamuk melalui
penyemprotan rumah dan pengelo.laan
Iingkungan;

; Edukasi masyarakat mengenai penceg:rtran
malaria, terutama di daerah pedalama:r.

Penanggulanga:r HIV/AIDS :

r Meningkatkan akses terhadap layanan tes dan
konsreling HIr/ (VCT) secara gratis;

.r .Penyediaan obat,{RV (Antiretroviral) secara
berkelanjuta:r bagi ODHA;

., Edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui
kampanl,e yang melibatkan pemuda, kelompok
masyarakat, dan gereja;

.r PeningkaLtan layanan kesehatan begi itru hamil
dengan IIIV untuk mencegah penu.laran ke
bayi.

Meningkatkan Cakupar Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Provinsi (%) :

r Optimalisasi Kepesertaan Jam.inan Kesehatan
Nasional (JKI\I) bagi selumh masyeral<zrt,
terutama kel:mpr:k miskin dan rentani

,l Mempermudah al<ses administrasi bagi
masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta
BPJS Kesehatan;

r. Mewajibkan perusahaan dan institusi
untuk mendaftarkan pekeq'an;ra
dalam JX.N;

z. Mengembangkan program subrsidi
trag' masyarakat yang belum
rnemiliki jaminan kesehatan;

s. Memastikan fasilitas kesehata:r
daerah terintegrasi dengan sistem
JKN untuk memberikan pelayeinan
maksimal bagi peserta,

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPXAD,

Bapperida
I



Strategi Arah Kebijakan

s10si3

sl1

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam
pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak
mampu;
Penyediaan layanal kesehatan berbasis digital
untuk mempercepat klaim dan la anan JKN

M2: Mengembangkan potensi sumber daya ala:n dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dal kesetarazrn dengan
emperkuat kapasitas produksi loka-l, meningkatkar nilai tambah produk loka-l, dan memfasilitasi akses pasar yalrg lebih luas yang bertujuan untuk
enciptakan swsLsembada pa::rgan, lapangan keq'a, menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahte::aan masyarakat

ua Ten demi t meratzr
3:Men tkErn ten Sumber d alam den an nlen ede prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan

Perlindungan Sosial
yang Adaptif Ketahanan
energi

enurunkan Tingkat Kemiskinan (%) :

Penguata-n program pemberdayaan ekonomi
berbasis lokal, seperti pen gembangan
pertanian, perikanan, dan. UMKM berbasis
komoditers unggulan Papu.a Tengah;
.Bant.uart sosial ynng tepat sasaran, ter:masuk
program perlindungan sosial berbasis l<eluarga
seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan
BLT (Bantua:r Langsung Tunai);
Peningkatan akse's pendidikal dan
keterampilan melalui program pelatihan ke{a
dan sekolah vokasi baLgi kelompok rentan dalr
masyarakat berpenghasilan rendah ;

Meningkatkan akses ke layalan keuangan dan
permodalan, termasuk kredit usala ra-lcyat
(KUR) dan koperasi berbasis komunitas;
Penyediaan infrastruktur,Casar yang memadai,
seperti alkses air bersih, iistrik, dan perrrmahan
layak huni bagi masyarakat miskin.
eningkatkan Cakupan Kepesertaan Janrinan
osial Ketenagake{rean Provinsi (%) :

Mewajibkan perusahaan skala
menengah dan besar untuk
rnendaftarkan pekerjanya ke BPJS
I(eten iran

Mempercepat penyediaan data
kemiskinan berbasis ctigital untuk
penyaluran bantuan yang lebilr
akurat;
Menclorong kr:laborasi antara
pemerintah, clunia usr*ra, dan
komunitas dalam program
pengentasan kemiskinan;
Mengembangkan kebijakan afrrmatif
bagi kelompok rentan untuk
men5lakses pendidikan, peke{aan,
dan layanan sosiaLl.
Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbah (SPAL)

Dinas Perindagkop,
Dinas Sosial-P3A,
Dirras Nakertrans-

ESDA. BPPKAD,
Bapperida, Dinas

Admindukcapil-PMK,
Dinas P2KP, Dinas
PUPR,DinasP&K,

Dinas Perindagkop,
Dinas Sosial-P3A,
Inspektorat, Dinas
Nalkertrans-ESDA

Perangkat Daerah
Perranggung jawab

- t7t -

Il\:jurrn / Sasaran

M2 l13
I

I
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I

Sosialisasi dan eclukasi kepada peke{a fonnal
dan informal tentang pentingnya jaminan sosial
.kete:ragakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);
Mem.perluas cakupan kepesertaan BPJS
Ketenagake{ aan dengan rnendorong
perusahaan dan 1:ekeq'a sektor informal untuk
mendafter;
Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan
masyarakat berpenghasilem rendah agar dapat
terd:r-ftar dalam BPJS Ketenagakerjaan;
Peni:ngkatan kerjzr sama dengzm perusalraan,
koperasi. darr BUMDes untuk menjamin pekerja
sektor informal mendapatkan perlindungal
sosieil;
Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam
pengawasan agar pemsahaan mematuhi
regulasi terkzrit iaminran sosial tenaga kerja.

z. Mengembangkan regulasi daerah
J/ang mempermudah akses pekerja
inforrnal ke jarninan s,:sial;

:. Meningkatkan insentii bag,i
peru:sahaan yang menerapkan
stan<lar perlindungan tenaga kerja

Mengemtrangkan regulasi daerah
Jrang mengharuskan perusahaan dan
instansi pemerintah menyedial<an
minirnal 2o/o tenaga keg'a dari
kelompok disabiliias;
Mendororrg kolaborasi dengan
organisasi perryandanlg disabilitas
untuk menciptakan lirrgkungan ke:rja
)rang lebih inldusif;
Mengoptimalkan peran balai latihan
kerja (BLK) untuk merryediakan
program pelatihan kerja bagi
penyanderrg disabilitas.
Revitaslisasi Fasilitas Penclidikan dan
Ilalai Latrhan Kerja (BLK)

1

2

3

4

BPPKAD, Dinas PTSP,
Bapperida, Dinas
Satpol PP, Dinzrs

Admindukcapil-F MK

Dinas Perinrlagkop,
Dinas Sosial-P3A,
Dinas Nakertrans-

ESDA, BPPKAD, Dinas
PTSP, Bapperida,

Dinas PUPR, BKPSDM

s12 Meningkatlan Persenta$e Penyandang Disabilitas
yang Beker_ia di Sektor Formal (06) :

r. Peningkatan kapasitas dan keterampilan
peny'andarlg disabilitas melalui pelatihan
vokasi, keterampilan digital, dan u"irausaha;

2, Mendorong kebljakan afinnasi bagi penyandang
disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal,
termasuk kuota khusus di instansi pernerintah
dan BUIVIN/EIUMD;

e. Penyediaan fasilitas dan lingkungan keq'a 1'ang
inklusif, seperti aksesibilitas lisik di tempat
kerjzr dan kebijakan keq'a fleksibel bagr
disabilitas;

+. Mem.perkuat kerja sa-rna dengan dunia usaha
dan sekt,:r swasta unluk membukra leb,ih
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banyak lapangran kerja bagi penyandang
disabilitas;

s. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang
merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti
potongan pajal; dan subsidi pelatihan kerja.

Peningkatan Tenaga Kependidikan
Vokasi yang mengikuti Upskiliing dab
Reskillin berstandar Industri

s13 Dinas PUPR, Dinas
Perhubungan, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Din.as Perindagkop,

Bapperida, Dinas .LHK,
BPPIGD, Dinas P[SP,

Dinas P2KP

Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan
terhadap PDRB :

1. Pengembangan kawasan industri berbasis
kr:moditas unggulan Papua Tengah (sepefti
pengolahan ka'yu, perikanan, pertanian, dan
hasil hutan no:n-kayu);

z. Mendorong investasi dalam industri hilir agar
produk lokal m.emiliki nilai tambah;

s. Penyediaan insentif bagr industri yang
mengadopsi teknologi ramah lingkungan;

+. Ptdatihan tenaga kerja indusrtri untuk
meningkatkan produktivitas dan daya saing;

s. Peningkatan infrastruktur pendukung industri
sr:perti listrik, jalan, dal konektivitas logistik.

r . Merrgembangkan regulasi yanlg
mendukung kemudahan invesrtasi
industri pengolahan;

b. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah
dibidang industri Pengoiahan
Meningkatkan kolaborasi altera
pemerintah, perguruan tinggi, dan
industri dalam pengembangan
teknologi pengolalean;
Mernastikan industri kecil dan
menengah memiliki akses terhadap
ba}lan baku, pasar, dan pendanaal.

3

'14 s,4 erwujudrLya Iptek,
ovasi dan produktivitres

omi l,apua Tengah

s14 Dirras Poraparkref,
Din.as Perindagkop,
DinasP&K,Dinas

Kominfostadi,
Bapperida, Dinas

PTSP, Dinas
Nakertrans-ESDA,

Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR

Peng;embangan Pariwisata Berl<elaojutan :

1. Penguatan bra;nding dan promosi destinasi
wisata unggulan Papua Tengah, termasul<
ekowisata dan wisata budaya;

z. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti
al<ses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi;

s. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata
melalui pelatihan bag' pemandu wisata, prelaku
usaha hotel dan restoran;

r. Pen)rusunan regulasi yang
mendukung pariwisata berkelranjutan
dan berbasis kearifan lokal;

z. Merrdorong kemitraan antara
masyarakat loka1 dan investor dalam
pengembangan p ariwisata;

s. Mengembangkan program insentif
bagi UMKM yang terlibat dalam
sektor pariwisata.

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Xebijakan Perangkat Daera.l.
Pe.nanggung jaurab

M2
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4. Mendorong investasi di sektor perhotelan,
restoran, dan atraksi wisata berbasis
komunitas;

s. Digita.lisasi layrr-nan wisata, termasuk
pemasaran online dan sistem reservasi berbasis
teknologi.

Dirlas Perindagkop,
BPPKAD, Bapperida,
Dinas Porap arkref,
Dinas Nakertrans-

ESDA, Dinas
Kominfostadi, Dinas P

&K

s15 Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif :

r. Pr:ngembangan ekosistem elronomi kreatif
berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas
Papua Tengah;

z. Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif m,elalui
e-commerce, pemasaran digital, dan teknologi
finansial;

a. Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui
pelatihaa dan pendampinga-n usaha;

+. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelalru
in dustri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan
hibah modal.

r. Penguatan regulasi yang mendukung
ha-k kekayaan intelektual bagi pelaku
ekonomi kreatif;

z. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah
dibidang Ekonond Kreatif

s. Peningkatan promosi dan event
ekonomi kreatif, seperti festiv:rl seni
dan budaya;

+. Penguatan jejaring dan kolaborasi
anta-ra ekonomi kreatif dan sektor
panwisata.

s16 Peningkatan Produlrtivitas UM KM, Koperasi, dan
BUMD:
1. Penguatan program inkubasi bisnis dan akses

permodalan bagi UMKM dan koperasi;
z. Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk

meningkatkan daya saing dan efisiensi
operasional;

s. Peningkatan peran BUMD dalam mendukung
sektor strategis daerah, seperti distribusi
pangan dan energi;

+. Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan
in dustri besar dalam rantai pasok iokal;

s. Penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk
mendorong pertumbuhan usaha baru.

r. Peny'usunan regulasi daerah yang
mernudahkan UMKM dan koperasi
berkembang;

z. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah

s. Meningkatkan efektivitas pengelolaan
BUMD untuk mendukung ekonomi
daerah;

+. Mengembangkan program pelatihan
dan pendampingan bagi
wirau sah awan baru.

s. Fasilitasi Sosia-lisasi Pembentukan
Koperasi dari Kel.ompok Strategis

Dinas Perindagkop,
BPPKAD, Bapperida,
Dinas PTSP, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas P2KP, Dinas

Kominfostadi, BUMD

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Pe nalggung jaurab



-r75-

Dinas PTSP, DinLas
Nakertrans-ESDA,

BPPKAD, Bapperida,
Dinas Perindagkop,
DinasP&K,Dinas

Poraparkref

s17 Penciptaan Lapangan Ke{a yang Berkualitas :

r. Pr:ningkatan keterampilan tenaga kerja rnelalui
pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis
industri;

z. Mendorong industri padat karya dan sektor
kreatif untuk menciptakan lebih banyak
lapangan kerja formal;

3. Penguatan sistem informasi pasar ke{a agar
tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang
kerja yang sesuai;

+. Penyediaan insentif bagr perusahaan yalg
membuka lapangan kerja bagi masyarakat
1okal.

r. Men5rusun kebijerJ<an afirmatif untuk
mernastikan tenerga keq'a lokal
mendapatkan prioritas dalam
rekrutmen;

z. Meningkatkan kualitas pendidikan
dan pelatihan kerja agar sesuai
dengan kebutuhan industri;

:. Mempermudah regulasi
ketenagake{ aan agar mendukrrng
pertumbuhan sektor formal.

+. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah

s18 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan :

r. Meningkatkan akses perempuan terhadap
pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi;

z. Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat
kerja, seperti fleksibilitas jam kerja dan cuti
melahirkan yang lebih baik;

s. Pr:nyediaan fasilitas pendukung seperti tempat
penitipan anak di tempat kerja;

4. Program kewirausahaan perempuan berbasis
komunitas dan UMKM.

r. Penyusunan regulasi daerah yang
mendukung kesetaraan gender di
dunia ke{a;

z. Mernberikan insentif bagi perusahaan
yang mempeke{akan lebih banyak
perempuan;

s. Merringkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya peran perempuan
dalam ekonomi.

Dinas Kesehatan-
P2KB, Dinas

Perindagkop, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Berpperida, Dinas
PTSP, Dinas

Nakertrans-ESDA,
Dinas P & K

s19 Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek :

r. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui
kolaborasi anterra pemerintah, universitas, dan
in.dustri;

z. Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk
mendukung industri iokal;

a. Mendorong adopsi teknologi digital di sektor
UMKM, pertanian, dan industri;

r. Mengembangkan kebijakan daerah
yang mendorong inovasi dan riset
berbasis lokal;

p. Meningkatkan peran lembaga
pendidikan dalam riset dan
pengembangan teknologi;

p. Menyediakan insentif bagi
perusahaan dan startup yang
bennvestasi da.lam inovasi.

Dirras Nakertrans-
ESDA, Dinas
Perindagkop,

Bapperida, BPPKAD,
Dinas P2KP, Dinas

Kominfostadi, Dinas P
&K

Perangkat Daerah
Pe nanggung javrrabArah KebijakanT\rjuan / Sasaran Strategi

I

I
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4. Peningkatan investasi dalam pendidikan rlan
riset berbasis S|TEM (Science, Technologr,
Engineering, and Mathematics).

M3: Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis d.igitalisasi
teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerjasama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan
melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan ag'le yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwrrjudnya transformasi tata kelola yang efisien,
transparan, <lan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat
T5 : Mewujuclkan penguatan tata kelola. pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengim6rlementasikal sistim administrasi publik berbasis
dieitalisasi teknologi

M3 T5 s20 Inspektorat, Dinas
PTSP, Setda (Biro

Hukum), Bapperida,
Dinas Kominfostadi,

Dinas Satpol PP,
Dinas

Admindukcapil-
PMK, BPPKAD

S5 Terwujudnya Regulasi
dan Tata Kelola Yang
Berintegritas dan
Adaptif di papua Tengah

Meningkatkan Incleks Reformasi Hukum :

r. Penyederhanaem regulasi dan perizinan guna
m.enciptakan kepastian hukum yang
m.endukung investasi dan pelayanan publik;

a. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan
peradilan untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap hukum di tingkat daerah;

a. Peningkatan transparansi daIr aksesibilitas
regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen
hukum dan kebijakan;

+. Optimalisasi peran masyarakat dalam
pen5rusunan kebijakan melalui konsultasi
publik dan partisipasi masyarakat sipil;

s. Sinergi antara regulasi nasional dan daerah
untuk menghirrdari tumpang tindih kebijrekan
serta memastili:an keselarasan hukum.

I Merrdorong perce:patan revisi <lan
harmonisasi regrtlasi yang belum
sesuai dengan kebutuhan daerah;
Merringkatkan pengawasan terhadap
implementasi kebijakan hukum
daerah guna mencegah;
penyalahgunaan wewenang.
Memperkuat lembaga bantuan
hukum bagi masyarakat untuk
memastikan akses keadilan ycrng
merata.

Perangkat Daerah
Pe:nanggung jau,abArah KebijakanT\-rjuan f Sasaran Strategi
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s21 Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan
Bertrasis Elektror:ik (SPBE) :

r. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan
m.engimplementasikan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh;

z. Pengembangan layanan publik berbasis digital,
seperti e-govemment, e-budgeting, dan e-
procurement untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi;

s. Peningkatan keamanan data dan infrastmktur
teknologi informasi untuk mendukung
transformasi digital pemerintahan;

+. Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam
penggunaan teknologi digital untuk
m.eningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap
sistem digital;

s. In.tegrasi layanan digital antarinstansi
pemerintah guna menciptakan sistem
pelayanan terpadu yang lebih efisien.

r. Mervajibkan setiap OPD
mengimplementasikan SPBE secara
bertahap sesuai dengan roadmap
digitalisasi daerah;

z. Meningkatkan kolaborasi dengan
lembaga pusat dan swasta dalam
pengembangan infrastruktur digital
daerah;

s. Menyediakan kebijakan perlindungan
dat,r yang ketat untuk menjamin
keamanan infornrasi pemerintahan
dan masyarakat.

+. Pengembangan Platform digital
Managemen ASN

Setda (Biro Organisasi
& Biro Hukum), Dinas

Kesehatan-P2KB,
Inspektorat, BPPKAD,
Dinas Kominfostadi,

Dinas Admindukcapil-
PMK, BKPSDM,

Bapperida, Dinas
PTSP,

Dinas Perhubungan,
Dirras PUPR, Dinas
Kesehatan-P2KB,
Dinas Sosial-P3A,

Setda (Biro Organisasi
& Biro Hukum),

Inspelrtorat, Dinas
Kominfostadi, Dinas

PISP, BKPSDM,
Bapperida,

s22 Meningkatkan Indeks Pelayanem Publik :

r. Peningkatan kapasitas SDM apaJatur
pelayanan publik melalui pelatihan berorientasi
pada pelayanal prima;

z. Penerapan stalrdar pelayanan publik yangjelas,
cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip
good gouernance;

a. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat
yang cepat dan responsif, seperti layanan
hotline, aplikasi pengaduan digital, dan kanal
media sosial resmi;

+. Mendorong inovasi dalam pelayanan publik,
seperti layanan keliling, sistem layanan
berbasis aplikasi, dan one-stop seruice cente4

l. Men3rusun regulasi daerah yang
mengatur standar pelayanan publik
dan mekanisme evaluasi kinerja
pelayanan;

z. Menyediakan sistem pemantauan
dan penilaian layanan publik
berbasis data;

s. Mervajibkan setizLp instansi
pemerintah daerirh memiliki customer
seruice yang aktil untuk menangani
keluhan masyarakat.

Perangkat Daerah
Pe nalggung jaurabArah KebijakanT\rjuan / Sasaran Strategi
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Inspektorat, BKPSDM,
Setda (Biro Hukum &

Ba{as), BPPKAD,
Dinas Kominfostadi,
DinasP&K,KPK

QO? Meningkatkan Indeks Integritas Nasiona-l :

r. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah guna
m.encegah korupsi dan penyalahgunaan
anggaran;

z. Penerapan sistr3m pengawasan berbasis
teknologi seperti e-audit dan e-monitoing
terhadap €rngg€ran dan proyek pemerintah;

3. Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen
ASN untuk mernastikan penempatan pejabat
berdasarkan kompetensi dan integritas;

+. Mendorong peran aktif masyarakat dalam
pengawasan pemerintahan, melalui sistern
pclaporaa yang mudah diakses;

s. R:ningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur
negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan
pelatihan etika birokrasi.

r. Mervajibkan pejabat daerah untuk
melaporkan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) secara
berka-la;

z. Mendorong sistem pemberian
penghargaan dan sanksi bagi ASN
berrlasarkan kinerja dan tingkat
integritasnya;

s. Mernbangun sistem whistleblower
yang aman bagi masyarakat dan
pegawai pemerintah yang ingin
melaporkan praktik korupsi.

M3 T5 S6 s24 Men ingkatkan Indeks Pembangunan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) :

t. Pembangunan infrastruktur digital yang
merata, termasuk penyediaem j aringan internet
hingga ke daerah terpencil;

z. Penguatan literasi digital masyarakat dan
aparatur pemerintah guna meningkatkan
adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari;

3. Mendorong digitalisasi sektor publik dan
elionomi, seperti layaran pemerintahan
berbasis elektr,:nik (SPBE), e-commerce untuk

t. Men5rusun regulasi daerah untuk
mempercepat pernbangunan
infrastruktur TIK, termasuk
kebijakan insentif bagi penyecia
layernan internet;

z. Mervajibkan instansi pemerintah
daerah mengadopsi sistem digital
dalam layanan publik guna
meningkatkan efisiensi dan
transparansi;

s. Menyediakan program peiatihan dan
pendampingan bagi masvarakat dan

Dinas Kominfostadi,
Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR, Dinas
Perindagkop, Dinas
PTSP, Dinas P &. K,
Dinas Kesehatan-
P2KB, Bapperida,
Dirras Porap arkref,

Dinas
Admindukcapil-
PMK, BKPSDM,

Terwujudnya
Trasnformasi Digital
Papua Tengah

T\:juan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daerah
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pela.ku usaha dalam pemanfaatan
teknologi digital;

+. Meningkatkan investasi daerah
dalam pengembangan pusat data dan
keamanan siber guna mendukung
tralsformasi digital yang aman da-n
berkelanjutan.

s. Perluasan Layanan Penyiaran Digital

UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta
pendidikan;

+. Peningkatan kerja sama dengan operator
telekomunikasi dan penyedia layanan intemet
untuk memperluas cakupan jaringan dan
meningkatkan kualitas laya:ran ;

s. Pengembangan pusat inovasi digital dan startup
teknologi lokal guna mempercepat
pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

s25 Meningkatkan Rasio Elektriliklsi Rumah Tangga
(Rr) (o/d:
r. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik

dengan memanfaatkan sumber energi
terbarukaa seperti tenaga surya, hidro, darr
biomassa untuk menjangkau daerah terpencil;

z. Peningkatan investasi dalarrr jaringan dis""ribusi
listrik guna memastikan stabilitas pasokan
listrik bagi rumah tangga dan industri;

3. Mendorong pemanfaatan teknologi smart grid
dan digitalisasi manajemen energi untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan listrik;

4. Program subsidi listrik untuk masyarahar
kurang mampu agar seluruh rumah tangga
memiliki akses listrik yang terjangkau;

s. Pengembangan desa mandiri energi dengan
pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah
dengan akses listrik terbatas.

l. Menyusun kebijakan insentif bagi
investasi energi terbarukan guna
mendukung elektrifikasi daerah
terpencil;

z. Mengintegrasikan perencanaan
pembangunan daerah dengan
kebijakan energi berkelaajutan guna
memastikan pemerataan akses
listrik;

o. Meningkatkan kolaborasi dengan PLN
dan sektor swasta untuk percepatan
penyediaaa listrik berbasis teknologi
modern dan ramah lingkungan;

+. Mengembangkal sistem monitoring
dan evaluasi untuk memastikran
program elektrilikasi be{alan sesuai
target yang ditetapkan.

Dinas LHK, Dinas
Nakertrns-ESDA,

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas Sosial-

P3A, Bapperida, Dinas
Kominfostadi, Dinas
PTSP,DinasP&K,
Dinas Perindagkop,

PLN

M3 T5 e7 s26 Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah :

r. Peningkatan kapasitas dan kompetensi
kr:pemimpinan kepala daerah serta ASN melalui
pr:latihan kepemimpinan yang berbasis inovasi,
tata kelola yanlg baik, dan kr:berpihakan 1:ada
masyarakat;

r. Menetapkan standar kompetensi
kepemimpinan daerah yang
berr:rientasi pada hasil dan
peleryanan publik yang lebih baik;

z. Mervajibkan pemimpin daerah dal
ASN mengikuti program

Bakesbangpol,
Inspektorat, Dinas
Perindagkop, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Sosial-P3A, Dinas
Adrnindukcapil-PMK,

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Xebijakan Perangkat Daerah
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2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang;
transparan dan akuntabel guna meningkrltkan
kepercayaan masyarakat terhadap
kepemimpinan daerah;

s. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara
pemerintah, tokoh adat, tokr:h agama, dan
masyarakat untuk memastikan kebijakan yang
dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;

+. Pemberdayaan kepemimpinan berbasis data
dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi
dalam pengambilan keputusan dan
implementasi kebij akan ;

s. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan dan pengambilan
keputusan daerah agar kebi.iakan lebih
partisipatif dan inklusif.

kepemimpinan berkelanjutan guna
meningkatkan efektivitas dalam
menjalankan tugas;

s. Mernperkuat mekanisme evaltrasi
kineq'a kepemimpinan daerah
berbasis indikator yang jelas dan
tenrkur.

Bapperida, Dinas P &
K, BKPSDM

Bakesbangpol, Dinas
Kominfostadi, Dinas P
& K, Dinas Sosial-P3A,

Inspektorat, Dinas
Satpol PP, Dinas

Admindukcapil-PMK,
Dinas Poraparkref

s27 Menurunkan Persentase Konflik SARA :

1. Penguatan dialog antaragama dan antarsuku
m.elalui forum komunikasi yarrg melibatkan
tokoh adat, tokoh agama, deur pemuda guna
membangun kesepahaman dan solidaritas
sosial;

z. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam
mediasi dan resolusi konflik dengan
m.enyediakan nrekanisme penyelesaian yang
cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal;

s. Pendidikan multikultural dan toleransi sejak
dini di sekolah dan komunitas untuk
menanamkan nilai keberagaman dan
persatuan;

+. Penerapan sistem deteksi dini konflik sosia-l
dengan membentuk tim khusus yang

t. Mengembangkan kebijakan daerah
yang berfokus pada pencegahan dan
penanganan konflik berbasis kearifan
lokal;

z. Merrgalokasikan anggaran khusus
untuk program penguatan kohesi
sosial dan toleransi di masyarakat;

e. Merringkatkan koordinasi antara
aparat keamanan, pemerintah.
daerah, dan masyarakat dalarn
menjaga stabilitas sosial di Papua
Tengah.

Tujuan / Sasaran Strategi
Perangkat DaerahArah Kebijakan
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memantau potensi konflik dan melakuka.:r
intervensi sebelum terjadi eskalasi;

s. Optimalisasi peran media dalam menyebzukan
nierasi damai dan mengurangi provokasi
berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye
antihoals.

M4: Menciptalan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup ctan berkembang dengan optimal dengan
semangat gotong royong dan kerjasama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat., budaya, sosial
dan ekonomi
T6 : Memanterpkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib

s28 Meningkatkan Penegakan Hukum Peraturan
Daerah :

t. R:nguatan kapasitas aparatur penegak hukum
dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam
menegakkan peraturan daerah (Perda);

z. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada
masyarakat dan pelaku usaha agar memahami
dan mematuhi Perda yang berlaku;

a. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem
pemaltauan dan mekanisme pelaporan
masyarakat;

+. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah,
aparat penegal: hukum, dan masyarakat adat
untuk memastLkan Perda diterapkan secerra
efektif dan berkeadilan.

r. Mernperkuat regrlasi dan peraturan
daerah yang berpihak pada
kesej ahteraan masyarakat serta
merrdukung pembangunan
berkelanjutan;

z. Meningkatkan transparansi dalam
pen)rusunan dan implementasi Perda
guna mencegah penyalahgunaan
keu'enangar:.;

s. Menyediakan mekanisme pengaduan
dan penyelesaian sengketa hukum
yang cepat dan berbasis digital untuk
mernpermudah alcses keadilan bagi
masyarakat.

Bakesbanpol, Dinas
Satpol PP, Setda (Biro
Hukum), Inspektorat,

Dinas
Admindukcapil-PMK,
Dinas Kominfostadi,
DinasP&K,Dinas

Perindagkop,
BKPSDM

r. Merretapkal program aksi daerah
yang mengedepankan prinsip HAM
dalam pelayanan publik dart
kebijakan daerah;

z. Mengembangkan sistem pelaporan
dal penyelesaian kasus pelanRgaran

Setda (Biro Hukum),
Inspektorat, Dinas

SosieLl-P3A, BKPSDM,
Bakesbangpol, Dinas
Kominfostadi, Dinas P

&K

M4 T6 S8 Terwujudnya Hukum
Berkead an,
Keamananan Daerah
Tangguh, dan
Demokrasi Substansi
pada Provinsi Papua
Tengah

s29 Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM :

t. Memastikan kebijakan daerah selaras dengan
pr:insip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),
terutarna dalam perlindungrtn hak-hak
kelompok rentan (perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) ;

Perangkat Daerah
Pe.nanggung jau,abArah Kebijal<an'I\:juan / Sasaran Strategi
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2. Mendorong edukasi HAM kepada aparatur
pemerintahan dan masyarakat mela.lui
sosialisasi dan program pelatihan;

s. Memperkuat p{lran Komisi Nasional HAM atau
lembaga HAM daerah dalam memantau,
mengevaluasi, dan menangani pelanggarzrr
HAM;

+. Meningkatkan akses masyarakat terhadap
layanan hukurr dan keadilan, termasuk
penyediaan bantuan hukum gratis bagi
masvarakat kurang mampu.

HAM secara traasparan dan
akuntabel;

3. Menlrusun kebijakan aJirmatif untuk
meningkatkan inklusivitas dan
kesejahteraan kelompok rentan.

s30 Meningkatkan Prr:porsi Penduduk yang Merasa
Aman di Tempat'linggalnya :

t. M.eningkatkan keamanan dan ketertiban
m.elalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan
satuan keamanar masyara.kat (Satkamling);

2. Penguatan koordinasi altarrr pemerintalr
daerah, aparat keamanan, dan tokoh
masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah;

g. Pemanfaatan teknologi dalarn pemantauan
keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di
area publik dan penggunaan sistem laporan
kejadian berbasis digita.l;

+. Meningkatkan program patroli keamanan di
daerah rawan kejahatan dan konflik;

s. Membangun mekanisme penyelesaian konflik
berbasis komunitas yang melibatkan tokoh
adat, tokoh agzrma, dan masya-rakat sipil.

r. Menyediakan sistem pengaduan
keamanan yang mudah diakses oleh
masyarakat;

z. Mernperkuat sistem perlindungan
bagi kelompok rentan dari ancarnan
kekerasan dan kriminalitas;

s. Meningkatkan kehadiran aparat
keamanan di daerah rawan konflik
guna memberikan rasa aman bagi
masyarakat.

Ilakesbangpol,
Dinas Sosia-l-P3A,

Setda (Biro Hukum
& Biro

Pemerintahan),
Dinas Satpol PP,

Dinas
Admindukcapil-

PMK, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Perhubungan,
FKUB, Polda, Kodam

s31 Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di
PapuaTengah:
r. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

proses politik clan kebijakan daerah melalui

Memastikan keterbukaan informasi
publik melalui regulasi yang
mendukung akses masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah;

Elakesbangpol,
Dinas Sosial-P3A,

KPU/Bawas1u,
Setwan (DPR Papua

'Ibngah), Dinas

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daera.h

I



-183-

keterbukaan informasi dan keterlibatan publik
dr:-lam penyr-rsunan kebij akan ;

z. Mendorong tralsparansi da:r akuntabiiiters
dalam penyelerrggaraan pem.ilu serta pemilihan
kepala daerah guna memastikan demokrersi
yzrng jujur dan adil;

s. Menguatkan peran media dem kebebasan pers
u:rtuk mendukung kebebasan berekspresi serta
mengawasi jalannya pemerintahan;

+. Meningkatkan kapasitas partai politik da:.r
organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan
peran demokrasi yang sehat;

s. Membangun budaya politik yang inklusif dan
bebas dari praktik politik uang, diskriminasi,
serta tekanan politik.

z. Mendorong dialog terbuka antara
pemerintah daerah dan masyarakat
untuk membangun demokrasi yang
lebih substansial;

a. Menyediakan mekanisme pengaduan
dan perlindungan bagi masyar:akat
yang menghadapi diskriminasi politik
atau intimidasi.

Kominfostadi, Dinas
Adnrindukcapil-PMK

M5: Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekolog mela-lui praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang da-n di masa yang akan
datang
T7 : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya
alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

M5 T7 S9 Terwujudnya Beragama
maslahat dan
berkebud.ayaan maju

s32 t, Menetapkan kebajakan daerah untuk
melindungi warisan budaya tak
benda dan bendei di Papua Tengah;

z. Menyediakal dala hibah ataur
insentif bag korrLunitas budaya dan
pelaku seni untuk mengembangkan
dan mempromosikan budaya lokal;

s. Menyelenggarakeur festival budaya
dan seni secara rutin guna
memperkuat identitas budaya Papua
Tengah dan menarik wisatawan;

Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudrayaan
(IPK|. Indeks Pembangr,rnan Kebudayaan
mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan di suatu daerah :

t. Pr:lestarian dal revita-lisasi trudaya lokal l?apua
Tengah melalui dukungan terhadap seni,
bahasa, tradisi, dan kearifan lokal;

z. Peningkatan akses dan kualitas pendidikran
br:daya dengar: memasukkan muatan budaya
lokal ke dalam kurikulum sekolah;

DirrasP&K,Dinas
Poraparkref, Dinas

Korninfostadi, Dinas
PUPR, Dinas

Perindagkop, Dinas
Admindukcapil-
PMK, Bapperida,

Dewan Adat Papua
Tengah,

Perangkat Daerah'I\rjuan / Sasaraa Arah KebilakanIStrategi
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3. Penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan
komunitas kreatif guna memperluas ruang
ekspresi dan inovasi budaya;

+. R:ngembangar ekonomi kreatif berbasis budaya
urrtuk meningkatkal kesejahteraal masy'arakat
melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan
produk berbasis kearifan iokal;

s. Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti
museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat
kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya;

6. Mendorong digitalisasi dan dokumentasi
budaya untuk menjaga warisan budaya agar
d:rpat diakses oleh generasi mendatang.

4. Me dorong kerja sama dengan
pergufl.ran tinggi dan peneliti untuk
mendokumentasikan,
mengembangkal, dan
mempromosikan budaya lokal.

s33 Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama
(IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama
mengukur harmoni antarumat beragama,
toleransi, dan ke{a sama dalam kehidupan sosial

l. Memperkuat dialog antaragzma mela.lui forum
komunikasi yang melibatkan tokoh agama,
pr:muda lintas agama, dan pemerintah daerah;

2. Mengembangkan program pendidikan
multikultural dan toleransi di sekolah dan
masyarakat guna menanarnkan nilai-nilai
persaudaraan dan harmoni sosial;

3. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam
membangun narasi damai dan menangkal
penyebaran ujzrran kebencian serta
ekstremisme;

+. OpLimalisasi peran media dalam menyebarkan
pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks
yemg berpotensi memicu konflik keagarnaan;

l. Menyusun regul€rsi daerah ya:rg
melindungi kebebasan beragama dan
mencegah diskriminasi berbasis
agama;

z. Merryediakan insentif dan fasilitas
bagi kegiatan yang mendorong
toleransi dan kerja sama antarumat
beragama;

3. Mengintegrasikan program
pembangunan sosial dan ekonomi
berbasis lintas agama untuk
mernperkuat persaudaraa.n di tengah
masyarakat;

+. Meningkatkan peran pemerintah
daerah dalam menangani isu-isu
sensitif terkait keberagaman agama
melalui pendekata-n yarg inklusif dan
hurnanis.

Bakesbangpol,
Dinas Sosial-P3A,

Dinas
Admindukcapil-

PMK, Dinas
Perindagkop, Dinas

P & K, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Poraparkref,
FKUB/ Dewan Adat

Papua Tengah

T\rjuan / Sasaran Strategi Perangkat Daerah
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s. Meningkatkan ke{a sama antarumat beragama
dalam kegiatan sosial, ekonr:mi, dan
pembangunan untuk memperkuat solidaritas
sosial;

o. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik
berbasis kearifran lokal dengan melibatkan
tokoh adat dan tokoh agamer dalam mediasi
konflik keagam.aan.

M5 T7 s10 Dinas Sosial-P3A,
Dinas PUPR, Dinas

LHK, Dinas
Kominfostadi, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Perindagkop,
Dinas P & K,

Kesehatan-P2KB,
(Puskesmas/ Posyan

du)

Terwuj ud,nya keluarga
berkualitas, kesetaraan
Gender, dan Masyarakat
Inklusif

s34 Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitars
Keluarga (IPK). Indeks ini mencerminkan
kesejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan,
ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial :

t. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan
ibu dan anak, termasuk layanan gizi,
imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk
menurunkan angka kematian ibu dan anak;

2. Peningkatan literasi dan pendidikan kelurrrga
dalam pola asuh anak, pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan
psikososial keluarga;

3. Penguatan program pemberdayaan ekonomi
keluarga melalrui peningkatan keterampilan
kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan
pelatihan kewirausah aan berbasis keluarga;

+. Mendorong keterlibatan ayah dalam
pengasuhan anak guna men.ciptakan
keseimbangan peran dalam keluarga;

s. Meningkatkan akses terhadap perumahan layak
huni dan lingkungan yang mendukung
kesej ahteraan keluarga;

s. Memperkuat peran lembaga sosial dan
komunitas dalam mendampingi keluarga
rentan, seperti keluarga miskin, keluarga

r. Menyediakan program bantuan sosial
dan layanan konsultasi keluarga
berbasis komunitas untuk
meningkatkan kesej ahteraan
keluarga;

z. Mengembangkan kebijakan
ketahanan keluarga yang
mengintegrasikan aspek kesehatan,
pendidikan, ekonomi, dan
perlindungan sosial;

e. Mengalokasikan aaggaran khrrsus
untuk program penguatan ketahanan
keluarga, termasuk layanan
kesehatan dan pendidikan keluarga;

+. Mengembangkan pusat layaneu:
keluarga dan rumah arnan bogt
korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).

I\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakaa Perangkat Daerah
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dengan a.rrak berkebutuhan khusus, dan
keluarga yang terdampak konflik.

r. Mengintegrasikal perspektif gender
dalam kebijakan pembalgunan
daerah untuk memastikan
kesetaraan akses dan pelualg bagi
semua warga;

z. Mengalokasikan anggaran khusus
untuk program pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
perempuan dari kekerasan;

e. Mendorong keterlibatan iaki-laki
dalam upaya kesetaraan gender,
termasuk dalam peran domestik dan
pengasuhan anak;

+. Mernastikaa kebijakan daerah terkait
layeinan publik, pendidikan, dan
ketenagakerjaan berpihak pad.a
perempuan dan kelompok rentan.

Dinas Sosia-l-P3A,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas
Kesehatan-P2 KB,

BKPSDM, Dinas P &
K

s35 Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks
Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan
antara lakilaki dan perempuan dalam berbagai
aspek, seperti perrdidikan, peke{aan, kesehatan,
dan partisipasi politik :

r. Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagr
perempuan da:r anak perempuan, termasuk
beasiswa dal program aJirmatif untuk

z. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam
dunia kerja, terutama di sektor formal, serta
memberikan pelatihan keterampilan untuk
m.emperkuat kapasitas perempuan;

s. Meningkatkan peran perempuan dalam
kepemimpinan dan pengambilan keputusan di
sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi;

+. Memastikan akses layanan kesehatan
reproduksi dar perlindungan terhadap
perempuan, termasuk pencegahan pernikahan
anak dan kekerasan berbasis gender;

s. Mendorong kesetaraan dalarn kebijakan
ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti
melahirkan, serta fasilitas penitipan ana.l,r di
tempat keda;

s. Membangun mekanisme pengaduan dan
perlindungan bagi perempuan dan anak yang
mengalami diskriminasi atau kekerasan.

T8 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam vang bertangl+rng jawab dan berkelanjutan
t. Mengembangkan kebijakan

pengendalian har"ga barang pokok
Dirras Perindagkop,
Bapperida, Dinas

P2KP, Dinas

M5 T8 s11 Terwujudnya Integritas
Ekonomi Domestik da::
Global di papua Tengah

s36 Menjaga Stabilitas Harga Antar-wilayah (Koe:[isien
Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah
menuniukkan tingkat keseniangan harga di

Arah Kebijakan Perangkat Daerah
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Korninfostadi,Dinas
Perhubungan, Dinas

PUPR

berbagai daerah cli Papua Tengah.
Ketidakseimbangan ini bisa terjadi akibat
infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi
yang tinggi, atau keterbatasan pasokan barnng
dan jasa :

r. Penguatan konektivitas dan infrastruktur
logistik, termasuk peningkatan akses jalaa,
pelabuhan, da:r bandara guna mempercepat
distribusi barang antarwilayah;

z. Pengembangan sistem distribusi yang lebih
efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok
berbasis teknologi dan gudang logistik terpadu;

s. Penguatan perurn BUMD dar:r koperasi dalam
distribusi bahan pokok dan kebutuhan st.ra
untuk mengurangi fluktuasi harga;

+. Mendorong peningkatan produksi dan stok
pangan lokal g.rna mengurangi ketergantungan
pada barang dari luar daeralh;

s. Memperkuat kerja sama antarwilayah dalam
perdagangan dan distribusi baralg untuk
memastikan pasokan merata di seluruh Papua
Tengah.

dan memantau disparitas harga
antrarwilayah;
Menyediakan subsidi transportasi
bagi daerah terpencil agar harga
barang tetap terjangkau;
Mengalokasikan investasi dalerrn
infrastruktur logistik untuk
mempercepat arus barang dan
merr guran gi biaya distribusi.

s37 Dinas Nakertrans
ESDA, Dinas LHK,
Dinas PUPR, Dinas
Perindagkop,Dinas

P2KP, Setda (Bagian
Flukum), Dinas

PTSP, Bapperida

Meningkatkan Investasi dan Permbentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB
menggambarkan tingkat investasi yarrg masuk ke
dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan
modal usaha di Papua Tengah :

r Meningkatkan daya tarik investasi daerah
m ela,lui penyederhanaan perizinan dan
kepastiaa hukum bagi investor;

2. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan
bzrgi pelaku usaha lokal, tennasuk UMKlvt dan

r. Merryusun regulzrsi daerah yang
mendukung iklim investasi yang
kondusif dan transparan;

[. Memberikan insentif pajak dan
kemudahan administrasi bagi
invcstor yang berkontribusi derlam
pembangunan ekonomi daerah;

!. Meningkatkan peran Bank
Pembangunan Daerah dan lembaga
keuangan mikro dalam mendukung
investasi sektor produktif.

Perangkat Daerah
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koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi;

s. Mendorong kemitraan antara swasta dan
pemerintah (Pu.blic-Private Partnership/ PPP)
untuk mempercepat pembangunarr
infrastruktur strategis;

+. Memperkuat insentif bagi investasi hijau dan
berkelanjutan, terutama di sektor energi
terbarukan dan industri ramah lingkungzrn.

l. Menyediakan ketrijalan insenlif bagi
industri yang berorientasi ekspor;

z. Meningkatkan kerja sama dengan
kementerian dan lembaga terkait
guna memperluas pasar ekspor dan
mernperkuat diplomasi ekonorni;

a. Mengembangkan pusat iogistik
ekspor untuk mempercepat
pengiriman dan menekan biaya
ekspor.

+. Pengembangan kawasan kopi

Dinas Kominfostadi,
DirLas Perindagkop,
Dinas P2KP, Dinas
Nakertrans ESDA

s38

Dirras PTSP, Dinas
Kominfostadi, Dinas
Perindagkop, Dinas

Poraparkref

M5 T8 s12 Terwujudnya Stabilitas
Ekonomi Daerah Papua
Tengah

s39 Meningkatkan Ra.sio Pajak Daerah terhadap PDRB
(%). Pendapatan daerah yang kuat akart
mendukung pembangunan infrastruktur,

Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB).
Ekspor barang dan jasa menjadi indikator
integrasi ekonomi Papua Tengz*r dengan pasar
nasional dan global :

r. Pengembangar industri berbasis sumber daya
lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi,
kakao, dan produk pertambangan, untuk
m.eningkatkan daya saing ekspor;

z. Meningkatkan kualitas dan standar produk
ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai
dengal standa:: internasional;

:. Mendorong hilirisasi industri guna
meningkatkan nilai tambah sebelum produk
diekspor;

+. Memperluas akses pasar ekspor dengan kerja
sama perdagangan antarprovinsi da.rr
internasional;

;. Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-
commerce untllk mempromosikan produlr
Perpua Tengah ke pasar global.

r. Penguatan regulasi pajak daerah
yang lebih adil darr berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi;

Perangkat Daerah
Pe.nanggung jaurabArah KebijakanT\rjuan / Sasaran Strategi
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pelayanan publik, dan program ekonomi yaJlg
berkelanjutan:
r. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah melalui digitalisasi s:istem pajak untuk
meningkatkan efi siensi dan transparansi;

z. Ekstensifrkasi sumber pajak daerah, misalnya
dengan memperluas basis pajak dari sektor-
sektor potensial seperLi indu stri, pariwisata,
dan ekonomi digital;

3. Peningkatan kesadaran wajib pajak mela.lui
sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha. yang
taat pajak;

+. Menerapkan kebijakan insentif fiska1 untuk
menarik investasi baru sambil tetap menjag
keseimbangan pendapatan daerah.

z. Digitalisasi layanan pajak untuk
mengurangi kebocoran dan
meningkatkan kemudahan
pembayaran pajak;

s. Pengawasan dan evaluasi berkala
terhadap penerimaan pajak untuk
meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi
yang terkendali akan menjaga daya beli
masyarakat dan rnendukung stabilitas ekonomi
daerah :

r. Memperkuat kr:ordinasi antara pemerintah
daerah dan Bank Indonesia dalam mengelola
kebijakan harga dan ketersediaan barang
pokok;

z. Penguatan ketahanan pang€m lokal untuk
mengurangi ketergantungan pada impor <larl
menjaga harga tetap stabil;

s. Peningkatan efisiensi distribusi barang dem
jasa, termasuk pembangunan pasar induk darr
gudang logistik untuk mengurangi biaya
distribusi;

+, Intervensi harga secara selelrtif melalui
kebijakaa subsidi atau operasi pasa.r untuk
komoditas strategis.

r. Menjaga keseimbangan pasokan dan
permintaan barang kebutuhan
pokok;

2. Penguatan infrastmktur logistik
untuk menguran gi hambatan
distribusi;

s. Meningkatkan ke{a sama dengan
sektor swasta dalam menjaga
stabilitas harga.

Dinas Perindagkop,
BPPKAD, Dinas

Perhubungan, Dinas
PUPR, Dinas P2KP

T\rjuan / Sasaran Strategi
Perangkat DaerahArah Kebijakan
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s41 Menrperkuat Penrlalaman Sektor Keuangan dan
Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan
menunjukkan seberapa besar sektor keuangan
berkontribusi terhadap perturrrbuhan ekonomi
daerah :

1. Meningkatkan jumlah simpanan masyarakat
dalam sistem keuangan formal dengan
m.endorong inklusi keuangan;

z. Mendorong investasi jangka panjang, termasuk
penguatan dana pensiun dan instrumen
investasi lainnya;

s. Meningkatkan akses kredit produlrtif bagi
UMKM dan industri lokal melalui skema
pembiayaan berbunga rendah;

4. Mendorong pasar modal daerah agar lebih aktif
dengan memperkenalkan berbagai instrumen
investasi seperti obligasi daerah.

r. Mernperkuat regulasi keuangan
daerah untuk mendukung stabilitas
perbankan dan lembaga keuangan
mik.ro;

z. Meningkatkan peran Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dalam
merrdukung pertumbuhan ekonomi
daerah;

3. Mendorong digitalisasi sektor
keuangan guna memperluas
jaal{<auan layanan keuangan.

BPPKAD, Dinas
PTSP, Dinas
Perindagkop

s42 Dinas
Admindukcapil

PMK, Dinas Sosial-
P3A,DinasP&K,

Dinas Perindagkop,
Dinas Kominfostadi

Meningkatkan Inldusi Keuangarn (%). Inklusi
keuangan berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi
masyarakat yang belum tersentuh layanan
perbankan :

t. Meningkatkan akses layanan keuangan digital
melalui pengembangan fintech dan bank digital
di daerah terpencil;

z. Memperkuat peran koperasi dan lembaga
keuangan mikro dalam men:Lberikan
pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku
UMKM;

3. Mendorong program edukasl keuangan untuk
meningkatkan literasi keuangan masyarakat,
termasuk kelompok rentan seperti perempuan
darn pemuda;

Mendorong kebijakan bank inklusif
yang mewajibkan barrk untuk
melayani masyarakat berpenghasilan
renrlah;
Meningkatkan ke{a sama dengan
fintech untuk mempercepat akses
keuangan digital di daerah terpencil;
Mengembangkan skema kredit mikro
berbunga rendah untuk mendukung
UMKM dan wirausaha loka.l.

T\rjuan / Sasaran Strategi Perangkat Daera.hArah Kebijakan
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4. Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk
masyarakat tidak terlayani (unbanked
population) guna meningkatkan akses terhadap
layanan keuangan formal.

BPPKAD, Dinas
Kominfostadi, Dinas
Poraparkref, Dinas
Pedndagkop, Dinas

PTSP

s43 lMeningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

l(%). Pendapatan daerah yang kuat akan
[nendukung pembangunan infrastruktur,
pelayanan publik, dan program ekonomi yang
lberkelanjutan:
r. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah melalui digita-lisasi sistem pajak untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi;

2. Ekstensiflkasi sumber pajak daerah, misalnya
dengan memperluas basis pajak dari sektor-
sektor potensial seperti industri, pariwisata,
dan ekonomi digital;

a. Peningkatan kesadaran wajib p4jak melalui
sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang
taat pajak;

4. Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk
menarik investasi baru sambil tetap menjag
keseimbaagan pendapatan claerah.

t. Menyediakan kebijakan insentif bagi
investasi di sektor unggulan yang
dapat mendorong PDRB daerah;

z. Meningkatkan efisiensi tata kelola
ekonomi daerah untuk mempercepat
pen:umbuhan usaha 1okal;

s. Pembentukan Badaa Udaha Milik
daerah dalam hal mengelola Potensi
Sumber daya Alam Provinsi Papua
tengah

+. Mernperkuat peran Badan Usz*ra
Milik Daerah (BUMD) dalam
merrgeiola potensi ekonomi wilayah.

M6: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayaJr sebagai pilar utama melalui pembangrrnan jaringan. transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan
merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memastikan bahrva setiap anggota masyarakat memiliki Jkesempatan y'ang sama untuk
berkembqlg darr berkontribusi terhadap kemajuan F,apua Tenqah
T9 : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utarna melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik
dan merata

M6 T9 sl3 taan dan Pedesaan
bagar puLsat

buhan Ekonomi
ua

s43 Dinas Perhubungan,
Dirras PUPR, Dinas
Perindagkop, Dinas
Poraparkref, Dinas

eningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah
si terhadap Nasiona-I. Papua Tengah harus

endorong sektor unggulan di perkotaan dem

Mengalokasikan dana APBD dan
kerja sama dengan sektor swa.sta
untuk pengembangar hunian
teriangkau;

Perangkat Daera.h
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2. Meningkatkan reg.rlasi tata ru.ang
agar pembangunan perumahan
sesuai dengarl prinsip keberlanjutan;

e. Memfasilitasi program CSR
penrsahaan untuk mendukung
penyediaan rumah bagi masyarakat
kurang mampu.

PTSP, Dinas P2KP,
Dinas Nakertrans

ESDA

pedcsaan agar berkontribusi lebih besar terJradap
lekonomi nasional :

t. Pengembangan sektor industri berbasis sumber
daya loka1, seperti perikanan, pertanian,
kehutanan, dan pertambangan, dengan
pendekatan hilirisasi;

[. Peningkatan daya saing sektorjasa dan
pariwisata di kota dan desa untuk menarik
lebih banyak investasi;

3. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti
kawasan industri, pusat logistik, dan pasar
modern di kota dan desa;

+. Peningkatan konektivitas antara kota da-rL desa
melalui jalur transportasi yang iebih efisien
guna memperlancar distribusi hasil produksi.

Dinas LHK, Bapperida,
Dinas PUPR, Dinas
Nakertra-ns ESDA,

BPPKAD

s44 [Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
(%). Hunian yang layak menjacli faktor penting
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
serta mendorong produktivitas ekonomi :

1. Program pembangunan dan rehabilitasi rumah
layak huni untuk masyarakat berpenghasilan
rerndah;

2. Penguatan skema kredit perumahan
te{angkau, seperti KPR subsidi bagi
m asyarakat kurang mampu;

3. Peningkatan in frastrulrtur permukiman,
termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan
seuritasi;

4. Pengembangan kota hijau drm berkelanjutan,
dengan memperhatikan aspek lingkungan dan
ta.ta ruang yang ramah penduduk.

l. Mengalokasikan dana APBD dan
kerja sama dengan sektor swa.sta
untuk pengembangan hunian
terj angkau;

z. Meningkatkan regulasi tata ruang
agar pembangunan perumahan
sesuai dengan prinsip keberlanjutan;

s. Memfasilitasi program CSR
perusahaan untuk mendukung
penyediaan rumzrtr bagi masyarakat
kurang mampu.

+. Pembangunan Rrrmah Swadaya

T\rjuan / Sasaran Strategi
Perangkat DaerahArah Kebijakan
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s45 Dinas Kesehatan-
P2KB,DinasP&K,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas PUPR,
Dinas Kominfostadi,
Dinas LHK, Dinas

Perindagkop, Dinas
Admindukcapil PMK,
Dinas F2KP, Dinas
Poraparkref, Dinas

Perhubungan

ingkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa
diri adalah desa yang memiliki ketahanan

konomi, sosial, dan lingkungeLn sehingga marnpu
kembang secara berkelanjutan :

l. Penguatan ekonomi desa berbasis komoditas
unggulan, seperti pertanian, perikanan, dal
ekowisata;

. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian
lokal dan meningkatkan kemandiriaa desa;

. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk
jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air
bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi;

. Peningkatan a-kses ke layanan pendidikal dan
kr:sehatan guna meningkatkan kualitas sumber

manusia di desa.

r. Mernberikan insentif bagi desa yang
berhasil meningkatkan kemandirian
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakatnya;

. Meningkatkan alokasi Dana Desa
untuk program-prrogram yang b
produktif;
Mendorong transformasi digital di
desa untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi berbas,is
telcrologi.
Pengembangan Desa Wisata
Pengembaagaa Sarana Angkutan
Perintis Laut, Darat, dan Udala

s46 . Menyediakan regulasi yang
mendukung pembangunan
infrastruktur transponasi yan g
berkelanjutan;

. Mernpercepat implementasi program
pembangunan jalan di daerah
terpencii dal peclesaan;

. Memastikan keterlibatan masyarakat
dalam pemeliharaan infrastruktur
jalan agar lebih berkelaajutan.

. Pembangunan Jalan Trans Papua
Merauke-Sorong ruas Jalan Wagete-
Timika, MuIia-Sinak, Ilu-Mulia-
Enerrotali, Karubaga-Ilu-Mulia

Dinas Perhubungal,
Din.as Perindagkop,
Dinas Poraparkref,

BPPKAD, Dinas PUPR,
Dirras PTSP, Dinas

LHK, Dinas
Admindukcapil PMK,

eningkatkan Pe:rsentase Mantap Ja.lan. Kondisi
alan yang baik akan mempercepat mobilitas
enduduk dan distribusi barang, sehingga
endorong pertumbuhan ekonomi daerah :

Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan
provinsi, kabupaten, dan desa untuk
memastikan aksesibilitas yang lebih baik;
Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan
lama guna merrgurangi biayre perawatan dan
m eningkatkan kualitas infra.struktur;
Peningkatan anggaran pembangunan jalaa dari
APBD, Dana Desa, dan kerjei sama dengan
srvasta melalui skema Public-Private
Partnership (PPP);

. In.tegrasi perencanaan infrastruktur j alan
d kaw:rsan ekonomi.

Perangkat Daerah
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ur:rtuk memastikan manfaat yang lebih luas
arakat.

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal clengan7: Meningkatkan
keadilantertinggal

sifdnya erkellingkungan b"g, peningkatan SEJ

starian

em orltaskan ban an daerdi ah dan setaraankr:p11 d terian dsolir men SI S1pem lJun sehinggaplnSgrran engan epankanged pnn p pnn p
u k don u truhan ke ahteraan taka sekonomt 1n ur;ifkl b taIIu andyang pertum sekaligu menj agayan anJ masvar

e alnal Pa Te un tuk erast akan datan
painya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 1'ang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan

oritaskan di daerah an dan terisolirem
1O : Terca

M7 T10 SL4 Terwujudnya Penerapal
Ekonomi Hijau di Papr.ra
Tengah

s47 Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
PLIPR, Bapperida,
Dinas P2KP, Dinas

Poraparkref

eningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah.
deks ini mengu.kur sejauh mana praltik

omi di daerah telah memperhitungkan
berlanjutan lingkungan :

Pengembangan. sektor ekonomi berbasis
sumber daya alam yang lestari, seperti
ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan
pertanian organik;
Penguatan kebijakan konservasi hutan dan
ekosistem, dengan memanfaatkan skema
karbon liredit dan insentif bagi perusahaan
yang menerapkan prinsip ramah lingkungan;
Meningkatkaa peran UMKM hijau yang
berfokus pada produk ramah iingkungan dan
ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle);
Implementasi regulasi pembangunan rendah
karbon, termasuk pembatasan eksploitasi
sumber daya a-1am yang tidak terkenda-1i;
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan
dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan
dalam aktivitasr ekonomi.

. Mengembangkan kebijakan fiska1
hijau, seperti insentif pajak untuk
industri hijau dan denda bagi
perusahaan yang mencemari
lingkungan;

. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan daerah dalam
menerapkan ekonomi hijau melalui
perencanaan pembangunaa
berkelanjutan;

. Mendorong ke4'a sama dengan
lembaga internasional dan swasta
dalam program investasi hijau..

. Penyaluran bantuan alat
penangkapan ikan dan/ atau alat
bantu penangkapan ikan

. Penya-luran benih ikan air laut ke
masyarakat

. Peningkatan fasilitas tempat
pelelangan Ikan (TPI)

. Pengembangan kampung nelayan
dan desa perikanaa cerdas (smorl
f.sheries uillagel

. Penguatan kelembagaan ekonomi
nel

T\:juan / Sasaran Strategi
Perangkat Daerah
Pe nanggung jaurabArah Kebijakan
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s. Hilirisasi produk akuakultur
ro. Produk hilirisasi pangan hasii laut
r r. Pengendalian Organisme Penggangu

T\rnnbuhan (OPT) Tanaman
Perkebunan

s48 Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

PUPR, Dinas
Nakertrans ESDA,
Dinas P2KP, Dinas

Perhubungan,
Bapperida

ingkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan
EBll) dalam Bauran Energi Primer (%). Energi

Terbarukan (EBT) adalah kunci utama
am menurunkan emisi karbon dan
ciptakan ketzihanan energi yang lebih bersih
berkelanjutan :

r. Pengembangar energi surya, hidro, dan
biomassa sebagai sumber energi utama di
Prrpua Tengah, terutama untuk daerah
terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan
listrik konvensional;

. Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol
sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor
tralsportasi dan industri;

. Meningkatkan investasi dalam teknologi energi
terbarukan, termasuk penelitian dan
pcngembangan (R&D) energi bersih;

. Membaagun infrastruktur energi hijau, seperti
Pembangkit Lisrik Tenaga Surya (PLTS) dan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah
pedesaan;

. Mendorong program konversi energi di sektor
mmah tangga dan industri dari energi fosil ke
etI au.hi

r. MenJrusun regulasi daerah ya:rg
mervajibkan penggunaan energi hijau
dalam proyek-proyek pembangunan
besar;

z. Mernberikan insentif pqlak da:n
subsidi bagi investasi di sektor energi
terbarukan;

3. Mempercepat transisi dari bahan
bakar fosil ke energi hijau melalui
kebijakan energi yang adaptif dan
berorientasi j angka panjang;

+. Mendorong BUMD dan swasta untuk
berinvestasi dalam proyek energi
hijau melalui skema Public-Private
Partnership (PPPI.

T\rjuan / Sasaran Arah KebijakanStrategi
Perangkat Daerah
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s49 Meningkatkan In<leks Pengelolaan
Kean ekaragama-n Hayati Daerah.
Kea-rrekaragaman hayati Papua Tengah yang kaya
ftrants dikelola dengan pendekatan konservasi dan
fiemanfaatan berl<elanjutan :

1. Penguatan kawasan konsen asi dan
pr:rlindungan ekosistem melalui penegakan
hukum dan patroli hutan;

z. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam
pelestarian keal ekaragaman hayati, seperti
pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan
ekowisata;

:. Pengurangan deforestasi dar degradasi hutan
melalui skema karbon kredit dan perhutanan
sosial;

+. Kolaborasi dengan lembega riset dan NGO
dalam upaya pelestarian flora dan fauna nchas
Papua.

r. Merretapkan zonilsi perlindungan dan
resl orasi ekosistem hutan serta
peririran;

z. Mernberikan insentif bagi indr-rstri
yang menerapkan praktik
berkelanjutan dan ramah
lingkungan;

3. Mernperkuat peran pemerinta-lh
daerah dalam pemantauan dan
penegakan hukum terhadap
eks ploitasi ilegal.

Dinas LHK, Bapperida,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas
Poraparkref, Dinas

P2KP, Dinas
Admindukcapil PMK

M7 T10 sls Terwujudnya
Lingkungan hidup
berkualitas

s50 Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat
pencemaran air, udara, dan tanah di suatu
wilayah:
r. Peningkatan pengawasan industri dan

pertambangan untuk mengurangi pencemaran
air dan tanah;

z. Penghijauan perkotaan daIr restorasi ekosistem
kritis, seperti hutan mangrove dan daerah
aliraa sungai (DAS);

3. Peningkatan program pengendalian polusi
udara, termasuk regulasi terhadap emisi
kendaraan dan industri;

+. Penyediaan sistem peringatan dini benca:ra
lirrgkungan, seperti baniir dan tanah long,sor.

r. Men5rusun regulasi daerah ya:rg lebih
ketat terhadap pr3ncemaran
lingkungan;

z. Mervajibkan industri untuk memiliki
analisis dampak lingkungan (AMDAL)
yang transpa-ran dan dapat dipantau
masyarakat;

s. Mendorong pengipnaan teknologi
rarrLa}l lingkungan dalam aktivitas
industri dan perkotaan.

+. Reklamasi Pasca Tambang

Dinas LHK, Dinas
Kominfostadi, BPBD,
Dinas Perhubungan,
Dinas Perindagkop,
Dinas P2KP, Dinas
Nzrlertrans ESDA

Perangkat DaerahArah KebijakanTljuan / Sasaran Strategi
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s51 Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akser; lr
Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik 

I

berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat danl
kualitas lingkungan: I

r. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di b
pr:rmukiman dan pedesaan. seperti septi(: tank I

kr)munal dan pengolahan lirnbah domestik; I

z. Program penyediaan air bersih dan sanitasi t,
a:nan di sekolah serta fasilitas umum; 

I

s. Edukasi masyarakat tentang pentingrrya 
I

sernitasi yang baik untuk kesehatan dan Flirrgkungan. I

Mengalokasikan dana khusus untuk
pembangunan fasilitas sanitasi di
daerah yang beluLm memiliki akses
mernadai;
Mengintegrasikan program sanitasi
dalam kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
Menyediakan insentif bagi rumah
tangga yang menerapkan sanitasi
berbasis ekologi (eco-sanitation).
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestil<

Dinas Kesehatan-
P2KB, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Admindukcapil PMK,

Dinas LHK, Bapperida,
DinasP&K,Dinas

PUPR, BPBD

s52 Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

PTSP, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Kominfostadi,
Dinas PUPR,
Bapperida

r. Mervajibkan setiap kabupaten / kota
merniliki fasilitas pengolahan sampah
skala regional;

2. Memberikan insentif bag industri
yang menggunakan bahan balcu dari
limbah daur ulang.

Meningkatkan Tirnbunan Sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaaa
Sampah yang Berkelanjutan. Siampah yang tidak
terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara,
sehi.ngga harus dikelola dengarr sistem yang baik :

t. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah
terpadu, termasuk daur ulang dan
pr:manfaatan limbah organik;

z. Mendorong pengguna€rn teknologi ramah
lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti
refuse-derived fuel (RDF) dal biogas;

s. Kolaborasi dengan sektor sq'asta da1am
investasi fasilitas pengolahan sampah.

s53 Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan
Layzuran Penuh Pengumpulan Sampah (%) :

r. Pr:rluasan layanan pengumpulan sampatl
berbasis komunitas, terutama di daerah
terpencil;

z. Penerapan sistem retribusi sampah berbasis
jumlah produksi limbah untuk mendorong
m asyarakat menguranai sampah ;

r. Merringkatkan kapasitas pemerintah
daerah dalam penyediaan layanan
pengumpulan sampah;

2. Mengembangkan regulasi daerah
tentang pemilahan dan pengolahan
sarrrpa'l. di tingkat rumah tangga;

Di:nas LHK, Dinas
PUPR, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Perhubungan,

BPPKAD, Dinas
Perindagkop, Dinas
Admindukcapil PMK

T\:juan / Sasaran Strategi
Perangkat Daerah
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3. Penyediaan fasilitas dropbox sampah di titik-
titik strategis perkotaaa dan pedesaan.

la. Mendorong keterlibatan masyarakat
dalam sistem perrgelolaan sampah
berbasis komunitas.

Dinas Kominfostadi,
Dinas Perindagkop,

Dinas LHK, Dinas P &
K, Dinas Nakertrans
ESDA, Dinas PTSP,

Dinras Perhubungan,
Dinas PUPR

s54 Keta.l.anan Energi :

I . Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah
Papua Tengah, termasuk daerah pedalarnan
drrn terpencil melalui pembangunan
infrastruktur j aringan listrik dan solusi energi
te,rbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) dan Mikrohidro;

2. Diversifikasi strmber energi dengan
mengembangkan Energi Balr Terbarukar (EBT)
seperti bioenergi, tenaga a.ir. dan tenaga surya;

3. Peningkatan efisiensi energi dalam industri,
ntmah tangga, dan transportasi melalui
penerapan teknologi hemat energi;

4. Mendorong investasi swasta dalam sektor energi]
hijau untuk mengurangi ketergantungan
terhadap bahan bakar fosil;

5. Edukasi dan insentif penggunaEur peralatan
hemat energi di sektor industri dan rumah
tangga.

t. Mernperluas jaringan listrik ke
I daerah terpencil dengan

mernanfaatkan energi terbarukan ;

lz. Menerapkan regulasi efisiensi energi
untuk sektor industri dan
trarlsportasi;

p. Memberikan inst'ntif bagi investor
dan masyarakat yang menggunakan
energi bersih dan hemat energi.

Dinas P2KP, Dinas
Perindagkop, Dinas
Sosial-P3A, Dinas

Perhubungan, Dinas
PUPR,DinasP&K,
Dinas Kesehatan-
P2KB, Bapperi<la

M7 T10 SL6 Terwujudnya
berketahanan Energi,
Air, dan Kemandirian
Pangan

s55 Ketahanan Pangan :

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
perikanan denl3an modernisasi alat pertanian
dan pendampirrgan petani/peternak;

2. Diversifikasi pzrngan loka-l untuk mengurangi
k(:tergantungan pada beras dan meningkatkan
konsumsi pangarr bergizi berbasis komoditas
loka1 seperti sa.grr, ubi-ubian, dan pisangr

3. Pengembangan rantai pasok pangan yang
efisien dengan memperkuat infrastruktur

r. Mewrrjudkan Papua Tengah sebagai
daerah mandiri pangan dengan
optimalisasi potensi pertanian dan
perikanan lokal;

[. Menyediakan prograrn bantuan
pangan bagi kelompok rentan serta
edukasi elzi bagl masyarakat;

la. Meningkatkan infrastruktur
distribusi pangarl agar harga tetap
stabil darr teriangkau.

'I\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebija-kan
Perangkat Daerah
Pe:nanggung javrab
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logistik dan penyimpanan hasil pertaniaa;
4. Meningkatkan ketahanan pangan berbasls

komunitas dengan membalgun lumbung
pangan desa drm meningkatkan peran koperasi
pangan;

5. Penyediaan subsidi dan insentif b"g] petani darr
nelayan untuk memastikan keberlanjutal
usaha mereka.

[. Optimalisasi Lahan Termasuk
Revitalisasi Lahan rusak Menjadi
Profuktif

p. Pengendalian Organime Penga-ngu
T\rmbuhan (OPT) tanaman

!. Fasilitasi pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat perdesaan
(READS| untuk peningkatan
kapasitas petani

z. Penyediaan Alat dan Mesin Pretarrian
Pra Panen

a. Pengembangan l\,Iodel Percontohan
Pertanian Modern

s. Peningkatan makanisasi Perta-nian
ro. Percontohan Penerapan Teknologi

Pertanian, Termasuk Dieital Farming
s56 Ketahanan Air :

1. Penguatan infrastrulrhrr air baku dan air bersih
melalui pembangunan waduk, embung, dan
sistem perpipaan yang efisien;

2. Pengelolaan sumber daya air yang
berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran
sungai (DAS) dan reboisasi kawasan hulu;

3. Peningkatan layanan akses air bersih bagi
masyarakat perkotaan dan perdesaal melalui
pembangunan sistem penyediaan air minum
(srPAM);

4. Penerapan teknologi pengolahal air modern
seperti sistem Iiltrasi dan desa-linasi untuk
daerah pesisir;

5. Edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan
air di sektor rumah tangga clan industri.

r. Mempercepat pembangunal
infrastruktur air bersih di daerah
yang masih memiliki a-kses terbatas;

z. Mervajibkan industri dan
pertambangan untuk memiliki sistem
pengolahan limbah air agar tidak
mencemari sumber air bersih;

s. Mendorong partisipasi masyarakat
dalrlm konservasi sumber daya air
dan pemanfaatan teknologi hemat
air.

Dinas LHK, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Perhubungal,
Dinas Perindagkop,
Dinas PUPR, Dinas
P2KP, Bapperida,

BPBD,

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daerah


